BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2019, SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN
| BERKELANJUTAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 15 Peraturan
Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 7 tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan,
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan
Pembangunan  Berkelanjutan yang mengamanatkan
Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan seluruh
pemangku kepentingan di wilayahnya dapat menyusun
Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(RAD TPB) 5 (lima) tahunan secara mandiri yang
sistematikanya selaras dengan Pedoman Penyusunan
Rencana aksi;

b. bahwa TPB atau SDGs merupakan komitmen global dan
nasional dalam upaya untuk  menyejahterakan
masyarakat mencakup 17 tujuan yang perlu didukung
oleh daerah melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah
Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dimana tujuan, target dan

. indikatornya  perlu  disesuaikan dengan  kondisi,
kemampuan dan urusan pemerintahan konkuren yang
menjadi kewenangan Kabupaten;

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu adanya Rencana
Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 wyang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik [Indonesia Nomor 4421);
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11.

12,
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang  Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5305);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 459);
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

Rencana Strategis Perangkat Daerah, vang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun;

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yvang selanjutnya disingkat
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah vang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

Program adalah bentuk instrumen kebijakan vang berisi
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD
atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah
daerah  untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan daerah;

Ke%:'atan adalah bagian dari g:urc: am yang dilaksanakan
oleh satu atau beberapa SKPD sebagal bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
baik vang berupa personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya
tersebut, sebagai masukan (inpuf) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;

Pemantauan adalah ke%\iatan menaamati perkembangan
pelaksanaan Rencana Aksi TPB dan RAD TPB, serta
mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yan
timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambi
tindakan sedini mungkin;

Evaluasi_adalah penilaian lyang sistematis dan objektif
atas implementasi dan hasil dan pelaksanaan Peta Jalan
Nasional TPB dan RAD TPB yang telah selesai.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.

eaoo

=R

(1)

Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan dan Tujuan
Penyusunan RAD TPB;

Penetapan RAD;

Keterkaitan RAD TPB Dengan Dokumen Perencanaan,;
Prinsip Pelaksanaan dan Peran Para Pihak Dalam
Pelaksanaan EAD TPB;

Pembiayaan/Pendanaan;

Pelaksanaan RAD TPB Tahun 2019-2024;

Pemantauan dan evaluasi;

Penutup.

Pasal 3

Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan (TPB) atau
Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  adalah
pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan
ekonomi masyarakat, kehidupan sosial masyarakat,
kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang
menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola
pemerintahan yang ma_rnﬁu menjaga peningkatan kualitas
hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.
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(2) TPB atau SDGs merupakan komitmen global dan nasional
dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat
mencakup 17 tujuan dan 319 indikator yaitu :

BVOIF g rgmmoanop

. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan;

. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan,

. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas;

Tujuan 5 Kesetaraan Gender;
Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak;
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau;

.Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;

tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan;

. Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;

Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;

. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim;

Tujuan 14 Ekosistem Lautan;

Tujuan 15 Ekosistem Daratan;

Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangzuh;
Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Pasal 4

(1) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Kabupaten Cirebon bertujuan untuk:

a.
b.

melaksanakan Peta Jalan Nasional TPB;

mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan
laksanaan sasaran prioritas kabupaten dalam Peta
alan Nasional TPB melalui koordinasi program dan
kegiatan multisektoral antara  Pemerintah Daerah
dengan Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat;

meningkatkan peran dan komitmen Pemerintah
Daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat
dalam pencapaian pelaksanaan TPB; dan

. menunjukan komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon

dalam mendukung dan melaksanakan target, tujuan
pembangunan berkelanjutan.

(2) Dalam penyusunan RAD TPB Kabupaten Cirebon
disesuaikan dengan urusan pemerintahan konkuren vang
menjadi kewenangan kabupaten yang meliputi 10 tujuan dan
177 indikator dan ketersediaan data yang ada yaitu:

ST AD o

Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan;

Tujuan 2 Tanpa Kelaparan;

Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera;

Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas;

Tujuan 5 Kesetaraan Gender;

Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak;

Tujuan 8 Pekerjaan Layvak dan Pertumbuhan Ekonomi;
Sebagian Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan;
Sebagian Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
Sebagian Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi vang
Bertanggung Jawab.

BAB III
PENETAPAN RAD TPB

Pasal 5

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Aksi
Daerah pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(RAD TPB) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

(2) RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran vyang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




(3) Sistematika

sebagai ber
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‘kRﬁD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.

el
=] h L0 B QB2

Keselarasan TPB Terhadap RPJMD

. TPB/3DGs Menyvempurnakan MDGs

. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs
. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

. Pembiayaan TPB

. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB

. Sistematika Rencana Aksi TPB

BAB I KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN

TPB
2.1.

2.2.

2.3.

2.4

2.5.

2.6.
2.7.

2.8.
2.9

Mengakhiri Segala  Bentuk Kemiskinan
Dimanapun

Menghilangkan Kelaparan, Mencapai
Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta
Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Menjamin ~ Kehidupan yang Sehat dan
Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk
Semua Usia

Menjamin Kualitas Pendidikan vang Inklusif
dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan
Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Mencapai Kesetaraan Gender dan
Memberdayakan Kaum Perempuan

Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Meningkatkan  Pertumbuhan Ekonomi
yang Inklusif dan Berkelanjutan

Mengurangi Kesenjangan
Kota dan Permukiman Berkelanjutan

2.10 Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
BAB IlII TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB

3.1.
3.2,
3.3.
3.4.
3.5,
3.6
3.7

3.8
3.9

Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak;
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan
Ekonomi.

Sebagian Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan;
Sebagian Tujuan 11 Kota dan Permukiman
yvang Berkelanjutan

3.10 Sebagian Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi

yang Bertanggung Jawab.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

4.1

Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

4.2 Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi
BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah
Lampiran 2. Matriks Program/Kegiatan Non Pemerintah
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(4) RAD TPB kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disusun oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah  Kabupaten Cirebon dengan  melibatkan
akademisi, organisasi kemasyarakatan, filantropi, dan
pelaku usaha.

Pasal 6

Maksud penetapan RAD TPB yaitu untuk menetapkan
dokumen rencana kerja sebagai pedoman dalam :

a. Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs di Daerah Kabupaten
Cirebon;

b. Peran seluruh pemangku kepentingan dalam Pencapaian
TPB/SDGs mulai ari eranglkat Daerah, Ormas,
F‘]]antmpl, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait
ainnya.

c. Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan
Rencana Pembangunan di Daerah.

BAB IV
KETERKAITAN RAD TPB DENGAN DOKUMEN
PERENCANAAN

Pasal 7

(1) TPB merupakan komitmen internasional untuk

meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi
berikutnya.

(2) TPB menjadi salah satu acuan dalam pembangunan
daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

(3) Pengarusutamaan pencapaian TPB dalam RPJMD
Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan dalam bentuk
rumusan kebijakan, program, kegiatan dan indikator vang
terukur serta sumber pembiayaannya.

Pasal 8

(1) Dokumen RAD TPB ini perlu ditindaklanjuti dan
diakomodir ke dalam dokumen perencanaan vaitu
Rencana Strategis (Renstra), Renja dan RKA, DPA bagi
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
terutama terkait program, kegiatan dan indikator vang
terukur,

(2) Dokumen RAD TPB ini perlu ditindaklanjuti dan
diakomodir ke dalam dokumen perencanaan yaitu
Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran bagi
Perusahaan/dunia usaha sebagai bentuk tanggungjawab
sosial dan lingkungan perusahaan;

(3) Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan ini perlu ditindaklanjuti dan diakomeodir ke
dalam dokumen perencanaan bagi akademisi, filantropi
dan organisasi kemasyvarakatan.
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BABV

PRINSIP PELAKSANAAN DAN PERAN PARA PIHAK DALAM
PELAKSANAAN RAD TPB

Pasal 9

Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs yaitu :
a. bersifat universal;
b. bersifat inklusif;

c. terintegrasi antar dimensi;
d. no one left behind (tidak ada seorangpun yang tertinggal).

Pasal 10

(1) Pemerintah daerah memiliki peran untuk menetapkan
kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan
dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor,
mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian RAD TPB.

(2) Organisasi kemasyarakatan berperan untuk
mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang TPB,
membangun  kesadaran masyarakat, memfasilitasi
program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam
pemantauan dan evaluasi.

(3) Media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan
publikasi tentang TPB, menginformasikan program dan
pelaksanaan TPB.

(4) Pelaku usaha dan filantropi berperan memfasilitasi dan
melaksanakan program TPB, meningkatkan kapasitas
masyarakat, pemberdayaan masyarakat.

(5) Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada
fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma
Ferguruan Tinggi untuk mendukung pencapaian TPB.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 11

(1) Sumber pendanaan dalam pelaksanaan TPB, meliputi:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan;
d. dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan
e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Dana yang disisihkan dari perusahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, digunakan
sebesar-besarnya untuk pencapaian TPB sebagai bentuk
tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

(3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD TPB

Pasal 12

(1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD TFB
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan
pihak lain yang terkait.

(2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah selaku
ketua Tim Koordinasi Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan Daerah Kabupaten Cirebon.

(3) Pemantauan pelaksanaan RAD TPB merupakan kegiatan
pengumpulan informasi di SKPD, organisasi
kemasyarakatan, pelaku usaha, filantropi, akademisi
yvang dilakukan secara berkala.

(4] Pemantauan dimaksudkan untuk melihat dan
mengidentifikasi permasalahan dan penyelesaiannya
serta mengantisipasi permasalahan yang akan timbul dari
pelaksanaan RAD TPB di SKPD, organisasi
kemasyarakatan, pelaku usaha dan filantropi.

(5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu
waktu bila diperlukan.

Pasal 13

(1) Ewaluasi pelaksanaan RAD TPB bertujuan untuk
memastikan apakah capaian RAD TPB di SKPD,
organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha dan filantropi
telah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan
mengatasi  permasalahan yang ada dan/atau
mengantisipasi permasalahan vang akan timbul.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan setia 1 (satu] tahun sekali atau
sewaktu-waktu bila cﬁpeﬂu kan.

Pasal 14

(1) Terhadap RAD TPB dapat dilakukan kaji ulang paling
sedikit 1 (satu) kali dalam S5 (lima) tahun atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan
RAD TPB.

(3) Bupati menetapkan perubahan RAD TPB sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan
ditetapkan oleh Bupati dan / atau Ketua Tim Koordinasi
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah
Kabupaten Cirebon.
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Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyva
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Februari 2019

Pj. BUPATI CIREBON,

TTD

DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Februari 20919

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 4 SERI =



Lampiran I Peraturan Bupati Cirebon
Nomor :4 Tahun 2019
Tanggal : 12 Februari 2019
Tentang : Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

BAB1I
PENDAHULUAN

1.1Keselarasan TPB/ Sustainable Development Goals (SDGs) Terhadap RPJMD

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)
adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi
masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan
kehidupan sosial masyarakat, pembangunan vang menjaga kualitas lingkungan
hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola
yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi
berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya
untuk  menyejahterakan  masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu
(1) Tanpa Kemiskinan;

(2) Tanpa Kelaparan,;

{3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera;

(4) Pendidikan Berkualitas;

(5) Kesetaraan Gender;

{6) Air Bersih dan Sanitasi Lavak;

(7) Energi Bersih dan Terjangkau;

(8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;

(9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur;

(10) Berkurangnya Kesenjangan;

(11) Kota dan Permukiman yvang Berkelanjutan;

(12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;

(13) Penanganan Perubahan Iklim;

(14) Ekosistem Lautan;

(15) Ekosistem Daratan;

(16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;

(17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional,
provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat kabupaten
telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2014-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta
indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari
Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang lebih
komprehensif dengan melibatkan lebih banyvak negara baik negara maju maupun
berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi
manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas] dan
media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia vaitu 49
dari 67 indikator MDGs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang
harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Beberapa indikator yvang harus
dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis
kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400



kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan
HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah perdesaan serta disparitas
capaian target antar provinsi yang masih lebar.

Rencana aksi TPB/SDGs adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk
pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung
mendukung pencapaian target nasional dan daerah. Dengan rencana aksi tersebut
diharapkan pihak-pihak terkait di tingkat nasional dan daerah memiliki komitmen
dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan
untuk mencapai sasaran TPB/SDGs.

TPB/SDGs merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas
hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs
menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Posisi SDGs dalam Perencanaan Pembangunan Daerah — dimasukkan dalam
RPJMD. Jumlah total indikator TPB dalam Metadata TPB sebanyak 319 indikator.
Jumlah indikator RPJMD dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD,
RPJMD dan RKPD sebanyak 420 indikator sedangkan jumlah irisan indikator yang
ada dalam RPJMD dan TPB sebanvak 107 indikator.

RPJMD sudah direvisi, target SDGs dimasukkan ke dalam. Tidak perlu membentuk
kegiatan baru, tapi mengaitkan dengan sasaran SDGs. Semua SKPD yang terlibat
(Renstra) mengacu pada pencapaian SDGs goal berapa. Semua kegiatan
perencanaan larinya ke SDGs

Pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs dalam RPJMD 2014-2019 dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan,
program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya.
Gambaran umum integrasi TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan di tingkat
daerah dapat dilihat lebih lanjut dalam gambar berikut.

Posis SDGSs DALAM PEREMNCANMNAARN
FPEMEBAMGUNAN DAERAK

Gambar 1. Integrasi pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan
pembangunan



1.2. TPB/SDGs Menyempurnakan MDGs

TPB/SDGs sebagai kesepakatan dunia untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat global merupakan transformasi yang ambisius dari MDGs. Sebagai
contoh, Tujuan 1 MDGs tentang Penanggulangan Kemiskinan, pada TPB/SDGs
diperluas menjadi Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan. Contoh lainnya Tujuan 7
MDGs tentang Pelestarian Lingkungan, pada TPB/SDGs menjadi sebanyak 6 Tujuan
meliputi Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Lavak, Tujuan 7 Energi Bersih dan
Terjangkau, Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Tujuan 13
Penanganan Perubahan Iklim, Tujuan 14 Ekosistemm Lautan dan Tujuan 15
Ekosistemn Daratan.

Berbeda dengan MDGs vang menargetkan pengurangan separuh dari target Tujuan
global, TPB/SDGs jauh lebih ambisius karena bertujuan menuntaskan seluruh target
dari Tujuan global pada tahun 2030. Misalnya Tujuan “Tanpa Kemiskinan” dan
“Tanpa Kelaparan®, akan dituntaskan hingga tahun 2030 atau diistilahkan sebagai
“Zero Goal”. Sebagai contoh target kemiskinan ekstrim pada Tujuan 1 tentang Tanpa
Kemiskinan pada tahun 2030 adalah Nol (zero). Begitu pula target kelaparan pada
Tujuan 2 tentang Tanpa Kelaparan, pada tahun 2030 adalah Nol (zerq).

TPB/SDGs juga memiliki 4 Tujuan baru apabila dibandingkan dengan MDGs, yaitu
Tujuan 9 terkait dengan Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Tujuan 10 tentang
Berkurangnya Kesenjangan; Tujuan 11 tentang Kota dan Permukiman yang
Berkelanjutan; dan Tujuan 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan
yang Tangguh. Apabila ditinjau dari indikatornya, maka MDGs memiliki 67
indikator, sementara TPB/SDGs telah bertransformasi menjadi 241 Indikator.
Meski menghadapi tantangan sebagal negara kepulauan terbesar dengan jumlah
penduduk terbanyak keempat di dunia, serta dengan budaya dan kondisi geografis
beragam, Indonesia termasuk salah satu negara vang berhasil mencapai hampir
semua indikator MDGs dibandingkan negara Asia Pasifik lainnya. 49 dari 67
indikator MDGs telah berhasil dicapai Indonesia pada akhir tahun 2015, Tujuh
indikator wutama yang telah dicapai dalam MDGs tersebut meliputi:
1) kemiskinan dengan ukuran USD 1,00/kapita per hari,

2) akses pendidikan dasar,

3) kesetaraan gender dalam pendidikan,

4) Angka Kematian Bayi dan Balita,

5) pengendalian penyakit tuberkulosis (TB) dan malaria,

6) akses terhadap air bersih dan sanitasi perkotaan, dan

7) permukiman kumuh perkotaan.

Sementara itu, terdapat enam indikator MDGs yang belum dapat dicapai pada
akhir tahun 2015 vaitu:

1) kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional,

2) Angka Kematian Ibu,

3) prevelansi HIV dan AIDS,

4) tutupan lahan,

5) air minum layak perdesaan, dan

6) sanitasi layak perdesaan.

Pencapaian MDGs inilah yang diteruskan oleh Pemerintah Indonesia dalam
pelaksanaan SDGs.

1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Indonesia tidak hanva berkomitmen melaksanakan, namun bertekad menjadi
pelopor (pioneer) dan teladan (role model) dunia pelaksanaan TPB/SDGs dalam
upaya transformasi peradaban global vang lebih adil, damai, sejahtera, dan
berkelanjutan sebagai perwujudan pelaksanaan kebijakan bebas dan aktif di



kancah dunia. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs tidak
hanya sangat penting bagi rakyat Indonesia yang terefleksi dari sinergitas antara
Nawacita dengan SDGs, namun juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi
komunitas global. Lebih lanjut, TPB/SDGs juga menjadi instrumen untuk
peningkatan Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular sebagai perwujudan
Indonesia yvang telah termasuk dalam kategori lower-middle income country atau
negara berpenghasilan menengah bawah.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tersebut menegaskan bahwa
Presiden Republik Indonesia memimpin sendiri pelaksanaan TPB/SDGs sebagai
Ketua Dewan Pengarah dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
BAPPENAS ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana.

Kementerian PPN/BAPPENAS akan mengkoordinasikan penyusunan Peta Jalan
TPB/SDGs sebagai dokumen tahapan strategi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs
untuk tahun 2016-2030, penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs vang
merupakan dokumen lima tahunan dari pelaksanaan kegiatan, baik langsung
maupun tidak langsung, dan memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah
sebagai dokumen perencanaan lima tahunan TPB/SDGs di tingkat daerah.
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2017 memandatkan penyusunan Rencana
Aksi Nasional diselesaikan dalam kurun waktu enam bulan semenjak Peraturan
Presiden disahkan, dan penyusunan Rencana Aksi Daerah serta Peta Jalan
diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Kementerian PPN/BAPPENAS juga telah membuat regulasi pelaksanaannya dengan
telah menerbitkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 tahun 2018 tentang
Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Bappeda Provinsi juga berkomitmen
mendukung pencapaian TPB/SDGs dengan intensnya melakukan rapat pembahasan
dengan SKPD provinsi dan Bappeda kabupaten/kota serta para pemangku
kepentingan yang lain untuk menyusun Rencana Aksi Daerah pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2023 vang dituangkan
dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2018.

Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Bappelitbangda juga berkomitmen
mendukung pencapaian TPB/SDGs dengan melakukan Lkajian akademis
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustanaible Development Goals di Kabupaten
Cirebon. Pemerintah Kabupaten Cirebon juga telah menetapkan keputusan Bupati
Cirebon Nomor 050/Kep.137-Bappelitbangda /2018 tentang Pembentukan Tim
Koordinasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Kabupaten
Cirebon. Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Bappelitbangda dan dibantu
dengan INFID intens melakukan rapat pembahasan dengan SKPD teknis serta para
pemangku kepentingan vang lain seperti Aisyiyvah, Women Crisis Center (WCC| Mawar
Balgis; Forum Warga Buruh Migran untuk menyusun rancangan Peraturan Bupati
Cirebon tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

1.4, Prinsip-prinsip Pelaksanaan SDGs

Beranjak dari pengalaman semua negara dalam melaksanakan pencapaian
target-target MDGs vang bhelum optimal, disepakati perlunya penyvempurnaan
paradigma untuk kelanjutan MDGs menjadi TPBE/SDGs. TPB/SDGs dilaksanakan
dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan vang universal, tidak hanya



dilaksanakan oleh negara kurang berkembang dan negara berkembang, namun
juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia.

TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi
dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu
dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan
lainnya, TPB/SDGs juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan
internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB/SDGs
menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya
penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat
kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini
dikenal dengan istilah “No one left behind" atau “Tidak ada seorangpun vang
Tertinggal”. Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia menjalankan prinsip
inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan
Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi
Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum
disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan dan pemuda.

Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait.
Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk
menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi
anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil
pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk
mengawasi anggaran, pelaksanaan dan pemantauan TPB/SDGs. Organisasi
masyarakat sipil dan media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan
advokasi tentang TPB/SDGs, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi
program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam pemantauan dan evaluasi.
Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para
pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program,
meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan.
Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan
berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tingg vaitu mendidik, melakukan riset, dan
melaksanakan pengabdian masyarakat.

TPB/SDGs tidak hanyva mencakup tujuan dan target, namun juga Cara
Pelaksanaan vang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan,
pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk
memastikan tercapainya semua tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan
TPB/SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas
dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak
mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs di atas,
Indonesia berketetapan untuk menjadikan TPB/SDGs sebagai suatu “gerakan
bersama” dalam mencapai masyvarakat vang lebih sejahtera. Penyusunan RAN
TPB/SDGs ini juga telah melibatkan sejauh mungkin seluruh platform vang
tercermin pada Matriks Rencana Aksi baik wvang akan dilaksanakan oleh
Pemerintah maupun Nonpemerintah.

1.5. Pembiayaan SDGs

Sebagai negara vyang berkomitmen kuat menjalankan SDGs, Indonesia juga
mengupayakan semaksimal mungkin berbagai sumber pembiayaan untuk
pendanaan pelaksanaan SDGs, baik yang bersifat konvensional maupun berbagai
skema yang bersifat inovatif {innovative financing).

Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut berasal dari: Optimalisasi
Penerimaan Negara. Penerimaan negara vang berasal dari pajak, cukai, pendapatan
bukan pajak, hibah (grant], retribusi, dll akan terus dioptimalkan. Sumber-sumber
pembiavaan itu bahkan menjadi salah satu indikator TPB/SDGs pada Goal 17



untuk memastikan sarana pelaksanaan TPB/SDGs (means of implementation).
Optimalisasi pendanaan dari pajak kini menjadi tumpuan utama pembiayaan
karena Indonesia masuk kategori sebagai negara pendapatan menengah bawah
{lowepmicﬁle income country), sehingga lebih sulit untuk mendapatkan bantuan
uar negeri.

Sumber Pembiayaan Nonpemerintah dari Masyarakat. Kedermawanan masyarakat
Indonesia sa_n]gal.lah tinggi, bahkan survei Gallup (2016) menunjukkan bahwa
Indonesia adalah negara dengan masyarakat kedua paling dermawan di dunia
setelah Myanmar. Kegiatan filantropi di Indonesia menunjukan perkembangan
yang ditunjukan dengan makin banyak institusi yang bertujuan berderma dan
menolong sesama, baik berbasis keagamaan dan keluarga. Dana sosial keagamaan
misalnya melalui Zakat, Infaq, Shadaqgah, Perpuluhan, Kolekte dan Dana Punia,
mempunyai potensi yang sangat besar. Dari Zakat saja diperkirakan potensinya
sekitar Rp 213 triliun/tahun namun baru tergalang kurang dari 2 persen, belum
bila ditambahkan yvang lainnya.

Kedermawanan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) kini juga terus
berkembang, diperkirakan tahun 2015 sudah mencapai lebih dari Rp 12 triliun per
tahun. CSR ini juga akan makin berkembang dan terarah dengan adanya “ISO
26000 : Guidance Standard on Social Responsibility” yang menjadi standar
pedoman bersifat sukarela mengenai tanggung tanggung jawab sosial institusi,
serta terkait dengan SDGs.

Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat. Pembiayaan inovatif kini juga
dikembangkan untuk pembiayaan TPB/SDGs misalnya melalui PINA (Pembiayaan
Investasi Non-Anggaran Pemerintah), KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan
Usaha), pembiayaan melalui pasar modal {mis: Kehati Index) dan pasar uang (green
bond), pembiayaan berkelanjutan melalui Lembaga Keuangan (Bank, LKM, modal
ventura, dllj, mekanisme debt swap to SDGs, mekanisme impact investing, crowd
financing, serta pembiayaan inovatif melalui blended finance (Pemerintah, Swasta,
Filantropi). Salah satu skema pembiayaan vang dapat ditempuh oleh pemerintah
pusat dan daerah adalah skema KPBU, Terdapat 19 sektor KPBU yang mendukung
pencapaian TPB/SDGs khususnya untuk pencapaian 9 Tujuan TPB/SDGs.

1.6. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs

Sesuai dengan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembanguna Berkelanjutan, maka dalam waktu
duabelas bulan sejak diundangkan pada tanggal 10 Juli 2017, dokumen Rencana
Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs harus ditetapkan. Perpres dan Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi
Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan
Pembanguan Berkelanjutan merupakan pedoman bagi pemerintah daerah, lembaga
dan juga merupakan acuan bagi pihak nonpemerintah, oleh karena itu peran
setiap pihak dalam penyusunan dokumen RAD menjadi sangat penting.

Dengan koordinasi Bappelitbangda, setiap tahap penyusunan RAD TPB/SDGs

melibatkan keempat platform partisipasi yang dilakukan melalui proses sebagai berikut:

1. Sidang pleno untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan RAD
TPB/SDGs terbagi dalam dua kali sidang dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana.
Sidang pertama melibatkan seluruh SKPD yvang terkait dengan isu TPB/SDGs.
Sidang plenc kedua melibatkan pihak nonpemerintah yang terdiri dari filantropi
dan pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, dan akademisi, serta media.
Sidang pleno kedua ini menekankan keterlibatan aktif dari pihak
nonpemerintah dalam penyusunan RAD serta turut berpartisipasi dan
berkontribusi dalam program dan kegiatan vang tertuang pada aksi-aksi untuk
memastikan penerapan prinsip inklusif.

2. Tahap berikutnya adalah penyelenggaraan beberapa seri pertemuan di masing-
masing pokja dan sub pokja setiap Tujuan untuk membahas pengisian matriks
RAD. Matriks terdiri dari matriks bagian 1 vang merupakan matrik utama yang



berisi target tahunan setiap indikator, matriks bagian 2 vang berisi program dan
kegiatan pemerintah, serta matriks bagian 3 yang merupakan program dan
kegiatan nonpemerintah. Dalam proses penyusunan matriks nonpemerintah,
beberapa diskusi intensif dan rapat antara BAPPELITBANGDA, selaku
koordinator pelaksana TPB/SDGs, dengan pihak-pihak nonpemerintah
dilakukan untuk memastikan program dan kegiatan nonpemerintah yang sesuai
untuk pencapaian suatu indicator.

3. Selanjutnya, masing-masing sub kelompok kerja (Pokja) setiap Tujuan juga
melakukan pembahasan terkait analisa situasi, permasalahan, dan tantangan dari
hasil yang sudah ada saat ini dengan didukung oleh data dasar (baseline] secara
runtun waktu (series) selama sepuluh tahun atau sesuai dengan ketersediaan data.

4. Proses sangat penting lainnya yang menjadi bagian dari penerapan prinsip
inklusif dan memastikan keterlibatan semua pihak adalah melalui sistem daring
(online) lewat laman (website] dan surat elektronik (email). Melalui sistem ini, Tim
Pelaksana TPB/SDGs mengajak secara resmi seluruh platform untuk
berkontribusi dalam penyusunan RAD.

. 1.7. Sistematika Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs
| Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs kabupaten Cirebon terdiri atas
‘ lima bagian, sebagai berikut:

1. BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Keselarasan Sustainable Development Goals (SDGs) Terhadap RPJMD
Pada bagian ini diuraikan keselarasan dan sinergi dari TPB terhadap RPJMD.

1.2. SDGs Menyempurnakan MDGs
Pada bagian ini menjelaskan secara umum tentang MDGs dan capaiannyva,
serta menunjukkan bahwa TPB/SDGs menvempurnakan MDGs secara lebih
luas, terintegrasi, komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs
Pada bagian ini menunjukkan komitmen dari pemerintah Indonesia maupun
pemerintah daerah untuk melaksanakan TPB/SDGs secara inklusif dengan
melibatkan semua pemangku kepentingan.

1.4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs
Pada bagian ini menjelaskan prinsip pelaksanaan TPB/SDGs vaitu

. universal, terintegrasi antar dimensi, inklusif dan no one left behind, serta

mencakup sarana pelaksanaan.

1.5. Pembiayaan TPB/SDGs
Pada bagian ini menjelaskan pembiayaan TPB/SDGs yang berasal dari
pemerintah, sumber pembiayaan dari masyarakat serta sumber lain yang
sah dan tidak mengikat.

1.6. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs
Pada bagian ini menjelaskan tentang mekanisme dan tahapan proses
penyusunan rencana aksi vang inklusif dengan melibatkan semua
pemangku kepentingan.

1.7. Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs
Pada bagian ini menjelaskan sistematika penyusunan dokumen rencana
aksi TPB/SDGs.

2. BAB II. KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/S5DGs

Pada bagian ini diuraikan tentang status capaian, permasalahan dan tantangan
yang dihadapi dalam pelaksanaan Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 sesuai
dengan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan kabupaten
yvang dituliskan secara terkonsolidasi.



3. BAB llI. TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs
Pada bagian ini dijelaskan target dan arah kebijakan Tujuan 1 sampai dengan
Tujuan 17 yang dilakukan dalam rangka pencapaian TPB. Dituliskan kebijakan
yang dilakukan untuk masing-masing Tujuan sebagai arah pelaksanaan
kegiatan. Target setiap indikator ditampilkan sebagaimana dicontohkan dalam
matriks (tabel 2 format matriks bagian 1)

BAB IV. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pada bagian ini diuraikan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk melihat

capaian pelaksanaan Renaksi TPB/SDGs untuk masing-masing tujuan. Mekanisme

pemantauan dan evaluasi Renaksi TPB/SDGs perlu menggambarkan:

1) Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
Berisi uraian tentang cara dan tahapan pemantauan dan evaluasi tujuan, target
dan indikator TPB/SDGs dan mekanisme umpan balik yvang dilakukan oleh
setiap tim pelaksana dan pokja masing-masing pilar.

2) Mekanisme Pelaporan
Berisi tentang sistematika pelaporan tahunan yang dilaksanakan oleh
pemerintah pusat/daerah dengan uraian capaian tiap tujuan, target, indikator,
upaya-upaya yang dilakukan, masalah dan tantangan yang dihadapi untuk
setiap tujuan TPB/SDGs, serta kebijakan yang diusulkan untuk menyelesaikan
tantangan vang dihadapi.
Disamping itu, laporan ini juga akan berisikan uraian tentang program, kegiatan,
anggaran yvang dilakukan oleh pemangku kepentingan lain, meliputi Organisasi
Kemasyarakatan dan Media, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan
Pakar, serta dipublikasikan agar bisa diakses oleh publik.

3) Waktu pelaksanaan.
Berisikan tentang jadwal waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta
pelaporan pencapaian TPB/SDGs tahunan dan lima tahunan.

BAB V. PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan upaya dan proses yang

dilakukan dalam penyusunan Renaksi TPB/S5DGs, termasuk keterlibatan berbagai

pihak dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Universal: Dilaksanakan oleh seluruh dunia terkait dengan tujuan dan sasaran vang
transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan berjangka panjang

2. Integration: Dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi sosial,
ckonomi dan lingkungan (saling terkait)

3. No-One Left Behind: Dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku
kepentingan dan memberi manfaat bagi semua terutama yang rentan. Prinsip-
prinsip kemitraan TPB/SDGs antar pemangku kepentingan adalah sebagai
berikut: Membangun kepercayaan (trust building); kemitraan yang setara;
partisipasi; akuntabel; dan saling menguntungkan.

6. LAMPIRAN

Pada bagian ini terdiri atas dua lampiran yaitu:

1. Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah
Pada bagian ini berisi Program, Kegiatan, Output Kegiatan, Indikasi Anggaran,
sumber pendanaan, dan instansi pelaksana yang dilaksanakan oleh
pemerintah.

2. Lampiran 2. Matriks Program/Kegiatan Non Pemerintah
Fada bagian ini berisi Program, Kegiatan, Output Kegiatan, Indikasi Anggaran,
sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta lokasi yang menjelaskan tentang
tempat kegiatan dilaksanakan (sesuai dengan wilayah administrasi
pelaksanaan kegiatan misalnya nama Provinsi, Kabupaten, Kecamatan) vang
dilaksanakan oleh organisasi non pemerintah.



BAB II
KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN SDGs

2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun

Mengurangi Kemiskinan di Semua Dimensi. Tingkat kemiskinan di Indonesia
mengalami penurunan cukup signifikan. Dengan menggunakan ukuran garis
kemiskinan nasional, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
juga mengalami penurunan dari 13,33% pada tahun 2010 menjadi 10,64% pada
tahun 2017 (BPS, angka Maret). Angka tersebut setara dengan penurunan jumlah
penduduk miskin dari 31,02 juta penduduk pada tahun 2010 menjadi 27,7 juta
penduduk vang berarti secara rata-rata, jumlah penduduk miskin menurun 600
ribu jiwa/tahun.

Penanggulangan kemiskinan di Indonesia dihadapkan pada laju penurunan angka
kemiskinan yang semakin melambat. Selama kurun waktu 2010-2017, rata-rata
laju penurunan angka kemiskinan hanya sebesar 0,44%. Laju penurunan angka
kemiskinan tertinggi dicapai pada tahun 2011 dengan penurunan sebesar 0,84%,
sementara laju penurunan terendah scbesar 0,03% terjadi pada tahun 2015. Laju
penurunan angka kemiskinan di wilayah perdesaan cenderung lebih lambat
dibandingkan dengan wilayah perkotaan pada periode 2015-2016.

Garis Kemiskinan
Penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non-Makanan
dan dinyatakan dalam rupiah per bulan per kapita.

Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS adalah rupiah vang diperlukan agar
penduduk dapat hidup layvak secara minimum

Pengertian hidup layak secara minimum diwakili oleh 20% kelompok terbawah
penduduk tidak miskin yang disebut sebagai kelompok acuan.

Definisi Operasional Garis Kemiskinan adalah harga yang dibayar oleh kelompok
acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan
kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan,
transportasi dan lainnya

B
: . % Penduduk Miskin = —— x100%
A+B
Tidak Mizkin 7 -
Hamptr Hiils:ln.
i GK 2017

Rp.346.240/kapita/bulan
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v Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk vang berada
di bawah garis kemiskinan (warna hijau pada gambar).

v" Penduduk miskin Kabupaten Cirebon adalah penduduk vyang
memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah Rp
346.240,00 (kondisi 2017).

v Data jumlah penduduk miskin ini didapatkan dari pendataan
Survey Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan
BPS setiap tahun. Karena data yang dikumpulkan merupakan

data sampel, angka yang didapatkan dari pendataan ini
merupakan hasil estimasi.

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
1 Kota 3740 1036 358.654 30150 - 973 373866 30190 9,66 392.725
Cireban
2 kab 320 1477 0 327032 288490 1349 333758 279.550 1297 346,240
Cirebon

3  Indramayu  253.120 1498 379.088 237.000 13,95 397196  233.380 1367  413.857
4  Majalengka 167.500 1419 379.354 152500 12,85 393071  150.260 1260  409.559
5  Kuningan 147.210 1397 276.154 144070 13,59 289901 141550 1327  302.061

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase

penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman
dan tingkat keparahan dari kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk
miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan.

Indeks Hedalaman Kemiskinan

Febaphton/ Wl ST 0D Q0N A0 0N (R
IKabiKuningan 191 191 220 232 220 2,00

215 ‘2,15 223 242 221 213
251 252 198 234 206 193
2,12 2,12 196 92,37 169 234
165 165 1,07 1,28 1,86 1,56
162 162 1,39 163 1,49 1,45
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Indeks Keparahan Kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di
antara penduduk miskin

Indeks Keparahan Kemiskinan

0,47 0,48 - 0,59 0,44

0,51 0.51 0,56 0,57 0,5 0,5
0,69 0,69 0,48 0,6 0,52 0,45
0,44 0,44 0,44 0,62 0,37 0,66

0,38 0,38 0,18 0,26 0,49 0,43

0,42 0,42 0,33 0,43 0,37 0,37

REKAP RUMAH TANGGA YANG TERMASUK DALAM DESIL 1 (Sangat Miskin), Desil
2 (Miskin) Desil 3 (Hampir Miskin) S.D DESIL 4+ (Rentan Miskin)

BASIS DATA TERPADU (BDT) 2017 KABUPATEN CIREBON

Mo [Kecamatan Desil 1  [Desil2  |Desil3  [Desil4  [Desil 4+ |Jumlah
1 |GEBANG 3307 2550 1661 1352 358 $,203
2 [WALED 3187 2653 2031 515 779 9,165
3 IGREGED 3170 2190 1165 250 202 7,067
4 [BABAKAN 3005 3269 2347 380 200 0,390
o MUNDU 2859 3448 2725 719 9935 10,744
6 WERU 2583 2783 2252 727 031 0,276
7 JLOSARI 212 3170 2513 7<) 319 0,854
|8 [pUKUPUNTANG 450 [3794 [3168  [835 1165 11,412
1o [PABEDILAN 2300 3344 2508 601 509 6,321
10 |GEGESIK 2308 3915 3818 1086 1186 12,213
11 |SUMBER 2225 2072 2388 503 1485 9,573
. 12 ANGENAN 2207 2419 1850 60 014 7,550
13 [KAPETAKAN 1946 1678 1004 187 162 4,977
14 [TALUMN 1867 2112 1744 603 iB73 7,199
15 [DEPOK 1783 2089 2264 620 953 8,309
16 ASTANAJAPURA 1780 1800 14232 165 854 6,321
17 BEBER 1760 1536 1083 350 60 2,195
18 ARJAWINANGUN 1693 2363 1945 581 767 7,349
19 [PLUMBON 1687 3021 3255 1141 2287 11,394
20 [SUSUKAN 1654 2730 2570 749 563 8,266
21 [PALIMANAN 1633 2213 1892 633 1067 7,478
|22 IPAN GENAN 1580 1455 045 175 143 4,307
23 [PANGURAGAN 1580 2139 1605 436 306 0,009
24 ISEDONG 1573 2025 1431 342 244 5,665
2 IGEMPOL 1531 1806 1542 461 208 0,148
6 [LEMAHABANG 1518 1208 1367 37T 730 5,950
7 ICILEDUG 1489 2098 1893 1o+ 945 6,969
28 PLERED 1472 1356 104958 1329 a2 4,757
20 IBURANENGGALA  |1437 1740 1361 308 371 2,267
30 PAMBLANG 1430 13610 1091 221 345 4,447
31 [KARANGSEMBUNG|1396 2075 1771 514 069 6,325
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32 [ KARANGWARENG |1380 1874 1424 357 1367 5,402
33 [KALIWEDI 1312 2009 1872 526 652 6,371
54 [PABUARAN 1218 1613 1367 365 102 4,965
35 [PASALEMAN 1194 1685 1352 313 249 4,793
136 SUSUKAN LEBAK (1046 1416 1060 1308 423 4,253
37 [TENGAHTANI 001 708 595 165 288 2 747
38 [KEDAWUNG 827 1354 1417 507 1416 5,611
39 |[GUNUNGJATI 688 803 720 211 488 2,930
40 [CTWARINGIN 674 1108 1104 312 499 3,697
LJUMLAH 72,345 86,806 [70,726 19,834 [27.318 [277,110

sumber ; TNPZK

Isu lain terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan adalah terjadinya laju
pertumbuhan pengeluaran kelompok menengah ke bawah yang lebih rendah dari
pada rata-rata nasional. Secara umum, selama periode Maret 2016 terhadap Maret
2017, rata-rata pertumbuhan konsumsi masvarakat adalah 9,54%. Pertumbuhan
konsumsi antarkelompok pengeluaran bervariasi vang diindikasikan dengan
kelompok 10% teratas mengalami pertumbuhan terendah, yaitu sebesar 6,92%.
Terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan, vang perlu mendapat
perhatian adalah rendahnya pertumbuhan konsumsi pada 20% kelompok
pengeluaran terbawah. Rendahnya pertumbuhan konsumsi tersebut secara tidak
langsung menghambat upayva penanggulangan kemiskinan dan menandakan
perlunya upaya peningkatan pendapatan agar konsumsi kelompok 20% terbawah
mengalami peningkatan.

Upaya pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dalam menurunkan angka kemiskinan. Peningkatan harga kebutuhan
pokok yang tidak terkendali, terutama pada komponen pembentuk garis
kemiskinan memperlambat upaya penanggulangan kemiskinan nasional. Selama
tiga periode publikasi angka kemiskinan nasional yang dikeluarkan oleh BPS
menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan garis kemiskinan cenderung lebih
tinggi dibandingkan dengan rata-rata inflasi secara umum. Bahkan pada periode
September 2016 terhadap Maret 2017 menunjukkan bahwa pertumbuhan
konsumsi kelompok 10% terbawah lebih rendah dibandingkan dengan
pertumbuhan garis kemiskinan.

Upaya menurunkan angka kemiskinan dihadapkan pada tantangan dimensi
lainnya, yaitu rendahnya intensitas program penanggulangan kemiskinan yang
berbasis penciptaan pendapatan. Upaya terkait dengan meringankan beban
pengeluaran telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program
perlindungan sosial antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Beras
Sejahtera (Rastra), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia
Pintar (PIP), dan Program Indonesia Sehat (PIS). Namun, upaya penanggulangan
kemiskinan yang berbasis pada upaya untuk meningkatkan pendapatan masih
relatif rendah. Upava yang telah dilakukan pemerintah sejauh ini antara lain
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Kelompok Usaha Bersama
(KUBE). Upaya tersebut sejauh ini masih belum optimal yang tercermin dari masih
rendahnya pertumbuhan pendapatan kelompok 40% terbawah dibandingkan
dengan rata-rata nasional.

Sistem Perlindungan Sosial Nasional. Sampai dengan Desember 2017, jumlah
peserta JKN adalah 187,9 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92,4 juta jiwa
(49,14%) peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN. Sementara, peserta PBI



13

JKN dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD| mencapai 20,3 juta
jiwa (10,8%). Secara kumulatif, peserta JKN yang dibiayai oleh pemerintah sebagai
penerima bantuan iuran (APBN dan APBD) mencapai 112,7 juta jiwa peserta atau
hampir 60% dari total peserta. Sementara Pekerja Penerima Upah (PPU) JKN
hanya mencapai 44,9 juta atau 23,8%. Tantangan utama yang dihadapi dalam
rangka perluasan cakupan kepesertaan adalah rendahnya peserta yang termasuk
dalam kategori mandiri, hanya sekitar 16% dari seluruh peserta aktif. Sementara
itu masih terdapat 30% penduduk di Indonesia yang belum tercakup dalam
kepesertaan JKN.

Jumlah peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan pada Desember 2017
sekitar 26,2 juta pekerja. Kepesertaan tersebut mengalami peningkatan sekitar
15,91% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, tingkat kepesertaan
Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan relatif rendah vaitu sekitar 21,68% dari
seluruh pekerja aktif di Indonesia. Tantangan bagi penyediaan jaminan sosial
bidang ketenagakerjaan adalah memperluas cakupan kepesertaan pada sektor
informal waitu dalam kelompok pekerja bukan penerima upah atau pekerja
mandiri.

Akses Terhadap Pelayanan Dasar untuk Penduduk Kelompok 40% Terbawah.
Akses pelayanan kesehatan di Indonesia mengalami peningkatan pada beberapa
aspek. Pada aspek aksesibilitas persalinan yang ditolong oleh fasilitas kesehatan,
meningkat dari 79,82% pada tahun 2010 menjadi 74,89% pada tahun 2017.
Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yvang menjadi peserta KB cenderung
menurun, vaitu sebesar 69,94% pada tahun 2010 menjadi 59,7% pada tahun
2017. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Indonesia pada aspek pemenuhan
hak reproduksi yang berdampak pada pertumbuhan penduduk, disamping adanya
kesenjangan pencapaian aksesibilitas kesehatan antarwilayah.

Aksesibilitas penduduk terhadap kebutuhan dasar perumahan mengalami
peningkatan. Pada aspek pemenuhan kebutuhan sumber air minum yang layvak
meningkat menjadi 62,75% pada tahun 2017. Angka tersebut lebih tinggi
dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar 46,26%. Disisi lain, akses terhadap
sanitasi layak juga mengalami peningkatan dari 35,06% pada tahun 2010 menjadi
sebesar 53,81% pada tahun 2017, Ketiga indikator aksesibilitas kebutuhan
perumahan yang memadai menunjukkan kecenderungan yang positif. Meskipun
demikian, terdapat permasalahan jika ditinjau dari aspek kewilayahan, karena
masih terjadi kesenjangan aksesibilitas kebutuhan dasar perumahan antarprovinsi
dan antarawilavah perkotaaan dan perdesaan. Indonesia sampai dengan saat ini
masih dihadapkan pada pemenuhan pemerataan aksesibilitas perumahan yang
layak antarwilayah. Selain itu, pemenuhan kebutuhan penerangan vang bersumber
dari listrik PLN juga mengalami peningkatan menjadi 94,52% pada tahun 2017 dari
sebelumnya sebesar 90,23% pada tahun 2010.

Akses Pelayanan Pendidikan, telah terjadi peningkatan partisipasi pendidikan yang
ditunjukan dengan Angka Partisipasi Murni (APM) pada semua jenjang pendidikan.
Namun, pendidikan dasar setingkat SD/MI/Sederajat APM hanya mengalami
sedikit peningkatan dibandingkan jenjang pendidikan lainnya vaitu sebesar 2,80%,
atau meningkat menjadi 97,21% pada tahun 2017 dari sebelumnya 94,41% pada
tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar
telah bersekolah. Peningkatan APM cukup signifikan terlihat pada jenjang
pendidikan menengah pertama atau SMP/MTs/Sederajat yaitu sebesar 13,04%
dari sebelumnya 63,51% pada tahun 2010 yang meningkat menjadi 76,55% pada
tahun 2017. Hal yang sama terjadi juga pada jenjang pendidikan menengah atas
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vaitu SMA/SMK/MA/sederajat yang ditunjukkan dengan AFM pada tahun 2010
adalah 32,30%, pada tahun 2017 meningkat menjadi 52,21%.

Capaian Indikator Kinerja Angka Partisipasi Murni pada RPJMD Kab Cirebon 2014-
2019

% Capaian Kinerja 2015 % Capaian Kinerja 2016 % Capaian Kinerja RPIMD
Indikater Kinerja | Satuan Target Realisasi % Capalan Target Rkl % Capaian Targfat % Capaian
2015 2015 Kinerja 2016 2016 Kinerja akhir Kinerja
2015 2016 RPIMD REIMD
APM S0/ % 99,92 99,08 106,06 Q9,93 06,47 06,54 90,96 96.51
= APM SMP/MTs % £8.7 7847 EE.04 #8949 78.05 26,82 90.5 Ba.24
- AP ShAMA % 6084 5,31 140.22 61.32 3139 60,958 ol 7T 30.54
= APM SME % 45.95 59.88 127.54 47.45 7141 150.50 48.95 145.83

Masalah vang masih dihadapi Indonesia terkait dengan aksesibilitas pendidikan
adalah disparitas antarwilayah, terutama untuk jenjang pendidikan menengah
pertama dan atas.

2.2, Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi vang Baik,
serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Menghilangkan Kelaparan. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di
bawah 1.400 kkal/kapita/hari atau penduduk sangat rawan pangan, selama tahun
2011-2016 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2012,
proporsi tersebut adalah sebesar 19,54% dan terus menurun menjadi sebesar
12,69% pada tahun 2016 {Susenas). Pola yang sama terjadi pada seluruh kelompok
pendapatan. Pada kelompok penduduk termiskin (kuintil 1), proporsi penduduk
rawan pangan pada tahun 2011 adalah sebesar 37,3%, kemudian meningkat
menjadi 41,8% (2012), dan selanjutnya menurun hingga menjadi 32,8% (2016).
Selain itu, masih ditemukan penduduk dengan konsumsi kalori perkapita per hari
<1400 kkal pada kelompok pendapatan tertinggi (kuintil 5).

Dari sisi kebutuhan pangan, masalah dan tantangan vang dihadapi antara lain: (1)
permintaan pangan dalam hal: jumlah, keragaman, kualitas, kandungan gizi, serta
keamanan pangan, sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, pendapatan
rumah tangga, dan pengetahuan gizi masyarakat; (2 permintaan makanan jadi dan
kebiasaan makan di luar rumah meningkat sejalan dengan urbanisasi dan
meningkatnya proporsi perempuan bekerja; dan (3) akses pangan bagi masyarakat
vang tinggal di daerah terpencil termasuk pulau-pulau kecil (akses fisik) dan bagi
masyarakat berpendapatan rendah (akses ekonomi) masih terbatas.

Berdasarkan pendekatan angka kecukupan gizi sebesar 2.200 kkal/kap/hari,
maka diketahui tingkat kerawanan pangan di Kabupaten Cirebon digolongkan
dalam tiga kelompok yakni tahan pangan, rangan pangan dan sangat rawan
pangan. Perkembangan tingkat kerawanan pangan di Kabupaten Cirebon
sebagaimana tabel berikut.

Tabel Angka Kerawanan Pangan Kabupaten Cirebon

No. | Tahun < 70% AKG 70% - 89,9% AKG > Q0% AKG |
1| 2013 13,15 35,00 51,85
2 | 2014 9,59 27,74 " 62,67
3 | 2015 11,37 2185 67,08
4 | 2016 | 1323 23,07 | e370

Lﬂiimmr - BPS Kabupaten Cirebon dalam Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon, 2016
Keterangan ;. AKG : Angka Kecukupan Gizi (2.200 kkal/kap,/hari)
= T0% AKG : Sangat Rawan Pangan
T0% - 89,9% AKG : Rawan Pangan
> 90% ARG ; Tahan Pangan
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Menghilangkan Segala Bentuk Kekurangan Gizi. Prevalensi stunting pada anak
bayi di bawah lima tahun (balita)] dan bayi di bawah dua tahun (baduta) masih
cukup tinggi, walaupun menunjukkan kecenderungan yang menurun selama
periode 2010-2016. Pada tahun 2016 proporsi stunting pada anak balita adalah
sebesar 33,6% (Sirkesnas] menurun dari angka 35,6% (Riskesdas, 2010).
Sementara pada anak baduta, proporsi stunting adalah sebesar 26,1% (Sirkesnas,
2016) menurun dari 32,9% (Riskesdas, 2013), Sementara itu, prevalensi balita
kurus menurun cukup signifikan dari 13,3% (Riskesdas, 2010) menjadi 9,8%
(Sirkesnas, 2016},

Pengukuran status Gizi dilakukan pada saat Bulan Penimbangan Balita serentak
pada bulan Agustus.Untuk menilai status gizi balita diukur berdasarkan umur,
berat badan (BB)dan tinggi badan (TB). Variabel BB dan TB disajikan dalam bentuk
tiga indikator antropomentri, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi
badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB,/TB).
Hasil Bulan Penimbangan Balita (BPB) Kabupaten Cirebon tahun 2016
berdasarkan indikator BB/ TB (berat badan /tinggi badan) memberikan gambaran
balita kurus sekali sebanyak 225 (0,12 %), balita kurus sebanyak 8551 (4,66 %),
balita normal sebanyak 168.450 (91,73 %) dan balita gemuk sebanyak 6.403 (3,49
Y). Sebagai pembanding kondisi tahun 2015 yang mencapai 246 (0,14 %), balita
kurus sebanyak 7.472 (4,14 % orang), balita normal sebanyak 167.012(92,57%)
dan balita gemuk sebanyak5.710(3,17%). Berikut adalah trend status gizi kurus
sekali berdasarkan penghitungan berat badan dibagl tinggi badan pada balita di
Kabupaten Cirebon.

Grafik Jumlah Balita dengan Status Gizi Kurus Sekali Berdasarkan Standar BB/TB

di Kabupaten Cirebon Tahun 2012 - 2016
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Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilaksanakan pada tahun
2013 Prevalensi satus Gizi pada anak usia 5 - 12 tahun di Kabupaten Cirebon
yaitu kategori sangat pendek 12,5 %, Pendek 14,5 % dan normal 73 %. Prevalensi
status gizi pada anak remaja (1315 tahun), kategori sangat pendek 19,4 %, pendek
28,2 % dan normal 52,4 %.

Salah satu faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi status gizi balita
adalah status gizi ibu hamil dan pola pemberian ASI eksklusif.

Status gizi pada ibu hamil sangat penting karena berhubungan secara tidak
langsung dengan indikator keschatan. Status gizi pada ibu hamil antara lain dilihat
dari kadar Hemoglobin dan pengukuran lingkar lengan atas untuk melihat apakah
ibu hamil termasuk kategori KEK (Kurang Energi Kronik] atau bukan.Standar
kadar Hemoglobinvang harus dicapai oleh ibu hamil adalah > 11 gr % jika kurang

dari angka tersebut ibu hamil dinyatakan dalam kondisi anemia, sedangkan
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standar lingkar Ilengansekurang-kurangnya23,5 cm. Tahun 2016,menurut
pelaporan puskesmas, Jumlah ibu hamil dengan Lingkar Lengan (LILA) kurang dari
23,5 em sebanyak 4.820 (8,99 %) mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang
mencapai 3.774(7,0%)dan tahun 2014 mencapai 3.229 (5,9%). Pada pemeriksaan
kadar Haemoglobin tahun 2016 jumlah ibu hamil dengan kadar Hb kurang dari 11
gr % sebanyvak 5.994 (11,16 %) mengalami peningkatan dari tahun 2015 vang
mencapai 5.691 (10,56 %), tahun 2014 mencapai 4.828 (8,95 %). Menurut hasil
Riskesdas tahun 2013 prevalensi KEK pada ibu hamil di Kabupaten Cirebon 6,7 %.

Permasalahan kekurangan gizi pada anak erat kaitannya dengan kemiskinan dan
ketahanan pangan rumah tangga. Rendahnya ketahanan pangan rumah tangga
dapat menyvebabkan rendahnya kuantitas dan kualitas asupan gizi anak. Faktor
lain yang mempengaruhi adalah buruknya pola asuh terutama pemberian
makanan bayi dan balita yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan
orangtua, buruknyva kondisi lingkungan seperti akses sanitasi dan air bersih, dan
rendahnya akses pada fasilitas kesehatan.

Di sisi lain, terjadi peningkatan yvang cukup signifikan pada prevalensi obesitas
(kegemukan). Pada tahun 2013, 11,8% anak balita mengalami obesitas. Hal yang
sama terjadi pada penduduk dewasa (usia lebih dari 18 tahun). Prevalensi obesitas
pada kelompok ini meningkat dari 11,7% (Riskesdas, 2010) menjadi 15,4%
(Riskesdas, 2013), dan meningkat kembali menjadi 20,7% (Sirkesnas, 2016).
Dengan memperhatikan masalah gizi, saat ini Indonesia menghadapi beban ganda
permasalahan gizi, yaitu permasalahan gizi kurang dan gizi lebih.

Kualitas konsumsi pangan masyarakat diukur dengan skor Pola Pangan
Harapan/PPH (Desirable Dietary Pattern). Skor PPH ideal adalah 100 vang
menggambarkan komposisi kelompok pangan utama vyang dapat memenuhi
kebutuhan kalori dan zat gizi lainnya untuk dapat hidup sehat, aktif, dan
produktif. Selama periode 2009-2016 kualitas konsumsi pangan masyarakat
berfluktuasi, dengan rata-rata sebesar 82,9% dan pada tahun 2016 skor PPH
mencapai 86,0% (Badan Ketahanan Pangan). Pengetahuan pangan dan gizi
masyarakat dalam pengembangan pola konsumsi pangan yang bheragam bergizi
seimbang (B2SA) masih rendah. Hal inilah yang mempengaruhi pola permintaan
pangan rumah tangga yvang belum berkualitas.

Menggandakan Produktivitas Pertanian dan Menjamin Sistem Produksi Pangan
Berkelanjutan. Pada periode 2010-2016, produksi padi meningkat rata-rata per
tahun sekitar 2,99% dan jagung 4,27%, sementara produksi kedelai cenderung
menurun. Untuk bawang merah dan cabai (cabai besar dan cabai merah) rata-rata
pertumbuhan cukup tinggi, vaitu 5,82% per tahun dan 8,81% per tahun.

Produksi sumber protein hewani asal ternak yaitu daging sapi, daging ayam, dan
daging lainnya rata-rata setiap tahun meningkat sebesar 4,27% dan telur (ayam
ras, ayam kampung, itik/bebek, dan puyuh) sebesar 6,35%. Produksi sumber
protein hewani asal ikan pertumbuhannya meningkat pesat, yaitu untuk perikanan
tangkap rata-rata per tahun sebesar 4,06% dan perikanan budidaya sekitar
18,30% (Pusat Data dan Statistik Pertanian, Kementan; dan Pusat Data, Statistik,
dan Informasi KKPJ.

Dalam penvediaan pangan, tantangan dan masalah vang dihadapi antara lain: (1)
konversi lahan pertanian pangan terus berlangsung sementara
perluasan/pembukaan lahan pertanian terbatas; (2} degradasi kualitas sumber
dava air dan perairan serta meningkatnva persaingan pemanfaatan air dengan
penggunaan lain; (3] usaha pertanian pangan didominasi usaha tani skala kecil
dengan rata-rata usia petani yang semakin tua (aging farmer] dan pendidikan
formal vang relatif rendah, yang mengakibatkan akses pada sumber teknologi,
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informasi, pasar, dan pembiayaan usaha terbatas; (4) frekuensi dan intensitas
kejadian perubahan iklim ekstrim semakin tinggi; (5) proporsi kehilangan hasil dan
pemborosan pangan (food losses and waste) masih besar; (6) prasarana logistik dan
distribusi pangan belum merata terutama di wilayah timur Indonesia,
menyebabkan kecukupan dan kontinuitas penyediaan pangan terbatas dan
berdampak pada risiko rentan pangan di wilayah tersebut; dan (7) kemitraan yang
setara antara usaha pertanian skala kecil dan besar masih sangat terbatas.

Dalam upaya mencapai pertanian berkelanjutan, pemerintah melepas varietas
unggul tanaman pangan yang sesuai dengan agroekosistem dan mampu merespon
perubahan lingkungan. Sejak pertengahan tahun 1970-an, Indonesia mulai
mengembangkan berbagai varietas unggul baru (VUB) tanaman pangan bekerja
sama dengan lembaga penelitian internasional. Sampai dengan tahun 2015, telah
dilepas lebih dari 400 VUB padi inbrida hasil pemuliaan para peneliti (pemulia atau
breeder) Indonesia dan 100 VUB padi hibrida yang dihasilkan peneliti Indonesia
dan yang diintroduksi oleh perusahaan multinasional. Selama periode 2010-2016,
pemerintah telah melepas 60 VUB padi, 31 VUB jagung, dan 11 VUB kedelai hasil
para peneliti nasional (Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian/Balitbangtan). Untuk tanaman padi, VUB dirancang untuk
dimanfaatkan pada berbagai agroekosistem, yaitu 35 varietas di lahan irigasi, 10
varietas di lahan tadah hujan/kering, dan 6 varietas di lahan rawa. Untuk
tanaman jagung, dari 31 VUB sebanyak 9 verietas berupa jenis VUB hibrida.

Untuk proporsi hewan ternak dan sejenisnya yang diklasifikasikan menurut tingkat
risiko kepunahan, sejak 1998 Balitbangtan telah melakukan eksplorasi sumber
daya genetik hewan ternak lokal rumpun ayvam, itik, dan domba. Berdasarkan hasil
eksplorasi dan identifikasi karakterisasi sifat-sifat produksi ternak, selanjutnya
dilakukan serangkaian proses seleksi untuk mendapatkan rumpun atau galur
ternak yang menghasilkan bibit unggul. Melalui proses pemuliaan ternak ini, pada
tahun 2014-2016 telah dilepas satu bibit unggul ayam lokal petelur, satu bibit
unggul ayam pedaging, dua itik unggul, dan satu termak domba komposit
Sumatera (komposisi genetik 50% domba lokal, 25% St. Croix, 25 Barbados
Blackbelly).

2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan
Seluruh Penduduk Semua Usia

Mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI}. Salah satu upaya kunci yvang dilakukan
pemerintah untuk mengurangi AKI adalah memastikan setiap persalinan dilakukan
di fasilitas kesehatan. Menurut SDKI, persalinan di fasilitas kesehatan meningkat
dari 46% [2007) menjadi 63,2% (2012). Selanjutnya, data Susenas menunjukkan
peningkatan menjadi 77,6% (2015) dan 79,7% (2016). Proporsi kelahiran vang
dibantu oleh tenaga medis profesional berdasarkan SDKI juga meningkat dari 73%
(2007) menjadi 83% (2012). Pada akhir pelaksanaan MDGs (2015), AKI telah
menurun dari 346 kematian (SP 2010] menjadi 305 kematian per 100.000
kelahiran hidup (SUPAS 2015}, yvang berarti penurunan sebesar 2,4% setiap tahun
(Annual Reduction Rate/ARR). Target RPJMN pada tahun 2019 sebesar 306
kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup telah tercapai. Dibutuhkan ARR sebesar
9.5% untuk mencapai target TPB/SDGs AKI yaitu kurang dari 70 per 100.000
kelahiran hidup pada tahun 2030.

Angka kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) menggambarkan
besarnya risiko kematian ibu pada fase kehamilan, persalinan dan masa nifas di
antara 100 ribu kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada kurun waktutertentu.
Seperti  Angka Kematian Bayi dan Balita, Angka kematian |bu tidak dapat
dihasilkan rutin setiap tahun dari pelaporan Fasilitas Kesehatan, tetapi merupakan
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hasil Survey yvang penghitungannya dihasilkan dari Survey oleh BPS Pusat. Selain
itu AKI hasil Survey tidak menampilkan angka di level Kabupaten, hanya sampai
dengan tingkat Provinsi. Angka Kematian |bu Provinsi Jawa Barat berdasarkan
hasil SKRT tahun 1992 adalah 425 per 100.000 kelahiran hidup, dari hasil survei
tersebut diketahui jumlah kematian ibu terbesar terjadi pada saat melahirkan.
Sedangkan berdasarkan SKRT Tahun 1995 AKI Nasional 373 per 100.000
Kelahiran Hidup. Menurut pemetaan AKl di Jawa Barat berdasarkan Survei AKI
2003 BPS Provinsi Jawa Barat menunjukkan AKI terbesar di wilayah Pantura dan
Cirebon (Indramayu, Cirebon, Majalengka dan Kuningan) sebesar 366,80 per
100.000 kelahiran hidup, sedangkan vang terkecil di Bandung Raya dan Bodebek
(Bogor, Depok dan Bekasi) yaitu 296,17 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan
AKI Provinsi Jawa Barat 2003 sebesar 321,15 per 100.000 kelahiranhidup.Hasil
SDKI tahun 2007 Angka Kematian lbu di Jawa Barat sebesar 228 per 100.000
kelahiran hidup. Pada SDKI 2012 Angka Kematian Ibu Provinsi Jawa Barat 359 per
100.000 Kelahiran Hidup. (Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2012).

Berdasarkan pelaporan puskesmas jumlah kematian ibu maternal (ibu hamil,
melahirkan dan ibu nifas) yang terlaporkan dapat dilihat pada table berikut. Tabel
3.2 Jumlah Kematian Ibu maternal dan Kelahiran Hidup di Kabupaten
CirebonTahun 2012-2016

Jumlah Tahun 2012 [Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 [ Thn 2016 |
Kematian Ibu 65 6 | 49 | 853 | 48
Kelahiran hidup | 47.040 | 46.657 | 47.732 |  47.533 47.115

Dari40kecamatan terdapat jumlah kematian ibu paling besardi Kecamatan Gegesik 5 orang
dan Kecamatan Palimanan 4 orang disusul Kecamatan Babakan dan Kamarang masing- masing 3
orang. Kecamatan-kecamatan lain jumlah kematian ibu dibawah 3 orang.

Proporsi penyebab kematian ibu di Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada grafik berikut

k3.6 PenyebabKematianibu
NiKahunatenCirshan Tahun 2016
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Sumber : Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon 2016

Penyebab kematian lain-lain paling banyak, ini merupakan kumpulan dari beberapa
macam jenis penyebab kematian seperti penyakit jantung, emboli dan penyebab lain yang
jumlahnya tidak dominan, Perdarahan dan Eklampsia selalu merupakan penyebab tertinggi
setiap tahunnya.

Berdasarkan fasenya kematian ibu maternal yaitu kematian pada ibu hamil sebanyak 1
(27,1 %) dan ibu bersalin 9(18,8%] dan ibu nifas 26 (54,16 %). Proporsi paling besar terjadi kcmatmn
pada fase nifas yang mencapai 54,16 %. Dengan kondisi seperti ini maka petugas seharusnyalebih
meningkatkan kegiatan kunjungaﬂ pada ibu nifas atau Post Natal Care (PNC) secara kuantitas
maupun kualitasnya.

.
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Kematian ibu berdasarkan tingkat pendidikan ibu, adalah Tamat SD sebanyak 20 orang
(41,67 %), Tamat SMP sebanyak 14 orang (29,16 %), SMA = 13 orang (27,8 %), Perguruan
tinggi 1 orang (2,08 %|. Berdasarkan kelompok umur ibu, < 20 tahun sebanyak 4 orang (8,33 %),
umuribu 20-35 tahun sebanyak 38 (79,16 %). Dan umur ibu > 35 tahun sebanyak 6 (12,5 %.
Kematian ibu terbanyak pada ibu tamat SD 41,67 %, hal ini dapat dimungkinkan bahwa
paling banyak dari pedidikan ibu (bumil, bulin dan bufas| adalah tamat SD sehingga kematian

Juga didominasi yang hanya tamat SD.

Mengakhiri Kematian Bayi dan Balita. Angka Kematian Bayi (AKB) dan
Balita (AKBa) terus menurun, walaupun melambat sejak tahun 2002. Sementara
itu, Angka Kematian Neonatal (AKN) mengalami stagnasi sejak tahun 2007, dengan
ARR sebesar 0,5% per tahun. Dibutuhkan ARR sebesar 3% untuk mencapai target
TPB/SDGs sebesar 12 per 1.000 kelahiran hidup pada 2030.

Berdasarkan laporan rutin dari fasilitas kesehatan (Service Based) jumlah kematian bayidi
Kabupaten Cirebon 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1

Kematian Bayi dan Kelahiran HidupdiKabupaten Cirebon
Tahun 2012 -2016

Jurmlah 2012 2013 | 2014 2015 | 2016
" Kematian Bayi 235 227 206 210 | 209
Kelahiran 47.040 | 46.657 | 47.732 | 47533 | 47.115
Hidup | |
 Per 1000KH = 4,99 4,86 432 | 440 | 440

Sumber : Bidang Kesga Dinas Kesehatan Kab. Cirebon ,2016
Kematian bayi per 1000 Kelahiran Hidup (dilaporkan), tahun 2016 tidak mengalami
peningkatan ataupun penurunan Jika dibandingkan dengan keadaan Kabupaten /Kota lain di Jawa
Barat, angka Kematian Bayi Kabupaten Cirebon tahun 2015 berada pada urutan ke 13.

Grafik 3.4
JumlahKematian Bayi Menurut Wilayah per Puskesmas di
KabupatenCirebonTahun 2016
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Grafik 3.4
Jumlah Kematian Bayi MenurutWilayahperPuskesmas diKabupaten
CirebonTahun2016
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Pada tahun 2016 jumlah kematian bayi yang terlapor di Puskesmas sebanyak 209 terdiri dari 168
kematian pada neonatal (0-29 hari ) dan kematian bayi usia 1-12 bulan sebanvak 40. Jika
dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 47.115 maka kematian bayi per 1000
kelahiran hidup adalah 4,43 per 1000 KH. Penyebab kematian terbesar pada bayi yaitu BBLR
sebanyak 57 anak (27,3 %), dan Asphixia sebanyak 48 (23%).

Berdasarkan data yang dilaporkan Puskesmas jumlah kematian Anak Balita ({Umur 12-59 bulan]
pada tahun 2016 sebanyak 35 orang.Jumlah kematian usia 1 - 4 tahun di Rumah Sakit di Wilayah
Kabupaten Cirebon tanpa memilah luar atau dalam wilayah domisili asal pasien terdapat 56
kematian anak. Jika dibandingkan dengan data pelaporan dari Puskesmas terdapat selisih. Hal ini
memungkinkan pencatatan dan pelaporan yang belum maksimal di tingkat desa/kelurahan
ataupun di Puskesmas. Selain itu ada data kematian yang merupakan penduduk luar wilayah
kabupaten Cirebon yang meninggal di rumah sakit di wilayah Kabupaten Circbon.

Lima penyebab kematian balita (umur 1-4 tahun) terbesar di rumah sakitdi wilayah Kabupaten
Cirebon tahun 2016 adalah Bronchopneumonia sebanyak 34 (27,2 %), Sepsis sebanyak 20 (16 %),
Enchephalitis sebanyak 12 (9,6 %), Dengue Shock Syindrome sebanyak 10 (8,0 %), dan Meningitis ada
6 (4,8 %). Angka ini tanpa membedakan pasien dalam dan luar wilayah Kabupaten Cirebon.

Sementara, data SDKI dan Riskesdas menunjukkan cakupan imunisasi dasar
lengkap (IDL) terus mengalami peningkatan (Gambar 5). Dalam SDKI, imunisasi
dasar lengkap (IDL] didefinisikan sebagai persentase anak usia 12-23 bulan yang
menerirna imunisasi BCG, campak, dan tiga kali untuk DPT dan polio. Sementara
itu, menurut Riskesdas adalah jika anak 1223 bulan sudah mendapatkan semua
jenis imunisasi: satu kali HB-0, satu kali BCG, tiga kali DPT-HB, empat kali polio,
dan satu kali imunisasi campak. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan
kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi meningkat
dari 71,2% (2013) menjadi 80,7% (2016). Meskipun meningkat, sebesar 32,1%
anak usia 12-23 bulan mendapatkan imunisasi yang tidak lengkap dan 8,7% yang
sama sekali tidak pernah mendapatkan imunisasi.

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana > 80 %
dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu
satu tahun. Tahun 2016 cakupan UCI di Kabupaten Cirebon mencapai 87,26 %, mengalami
penurunan dari tahun 2015 yang mencapai 95,6 %. Hal ini disebabkan adanya perubahan
indikator capaian UCI yang semula bersifat kuantitatif yaitu 4 (empat) indikator antigen
mencapai lebih dari 80 % yaitu BCG, DPT3, Polio 4 dan Campak menjadi bersifat kualitatif vaitu
Imunisasi Dasar Lengkap bagi setiap bayi mencapai 80 % dalam suatu desa. Sedangkan target
cakupan UCI tahun 2016 yaitu 93 %.
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Grafik 4.6
Cakupan UCIDesa di Kabupaten Cirebon Tahun 2012 -2016
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Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan, serta kegawatdaruratan maternal termasuk kompetensi SDM,
fasilitas, puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar
(PONED) dan rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi
Komprehensif (PONEK]; 2) peningkatan layanan kesehatan reproduksi bagi ibu dan
remaja, serta pentingnya pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan di
fasilitas kesehatan bagi ibu hamil; 3) peningkatan pengetahuan ibu tentang pola
asuh bayi dan anak; 4) peningkatan peran Posyandu; dan 5) peningkatan upava
promosi dan edukasi kesehatan terutama imunisasi dan manfaatnya kepada
masyvarakat umum.

Mengakhiri Epidemi Penyakit Menular. Kasus HIV/AIDS menunjukkan
kecenderungan meningkat, namun prevalensi masih dapat ditahan di bawah 0,5%.
Jumlah ODHA (orang dengan HIV dan AIDS] yang menerima pengobatan ARV terus
meningkat dari 2.381 orang (2010) menjadi 77.748

Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular (PTM). Riskesdas 2013
menunjukkan prevalensi hipertensi adalah sebesar 25,8% atau hampir 40 juta
penduduk di atas 18 tahun dan Diabetes Melitus (DM) sebesar 6,9%. Prevalensi
obesitas penduduk di atas usia 18 tahun meningkat dari 10,3% (2007) menjadi
15,4% atau sekitar 23,5 juta penduduk (2013). Perilaku merokok, selain pola
makan dengan gizi tidak seimbang dan kurangnyva aktivitas fisik, menyumbang
pada peningkatan prevalensi PTM di Indonesia.

Berdasarkan pelaporan yang dihimpun oleh Puskesmas dari desa-desa di Kabupaten Cirebon,
jumlah seluruh kematian semua umur tahun 2016 sebanyak 29.822 kasus.

Penyebab kematian di rumah sakit tahun 2016 untuk semua golongan umur, 5 (lima) penyebab
tertinggl adalah Stroke dengan perdarahan 11,4 %, Cedera kepala berat 10,7 %, Sepsis 8,2 %,
Gagal Jantung kongestif 7,4 %,Syok Hipovolemik 4,9 %.Penyakit Stroke menempati urutan
pertama, seperti pada tahun-tahun sebelumnya (2013-2015). Stroke ini selalu ada di urutan lima
teratas dari tahun ke tahun.
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Proporsi penduduk umur di atas 15 tahun yang merokok dan mengunyah
tembakau meningkat dari 34,2% (2007) menjadi 36,3% (2013). Sebesar 26,1%
penduduk kurang aktivitas fisik dan 93,5% penduduk di atas usia 10 tahun
kurang mengonsumsi buah dan sayur (2013). Sementara, 4,6% penduduk
mengonsumsi alkohol (2007), dimana 0,6% diantaranya mengonsumsi hingga level
yang berbahaya menurut standar WHO.

Tantangan untuk mengakhiri epidemi penyakit menular adalah: 1) perluasan
screening wajib pada ibu hamil; 2) perluasan penggunaan metode Tes Cepat
Molekuler (TCM) TB ke seluruh RS untuk meningkatkan temuan kasus baru TB; 3)
peningkatan upaya mencegah Multi Drug Resistance (MDR); dan 4) peningkatan
kebutuhan logistik, SDM dan pembiayaan untuk HIV/AIDS (obat ARV, reagen dan
diagnostic kit) dan TB. Sementara, tantangan untuk menurunkan kematian akibat
PTM diantaranya: 1) penjangkauan 2/3 penderita PTM yang belum mengetahui
bahwa telah menderita PTM; 2) peningkatan upaya promotif dan preventif untuk
pengendalian faktor risiko PTM; dan 3) peningkatan kuantitas dan kualitas SDM,
serta fasilitas layanan kesehatan seiring dengan meningkatnya jumlah penderita
PTM

Mencapai Cakupan Kesehatan Universal. Jumlah penduduk vang tercakup dalam
JKN terus ditingkatkan. Sampai dengan 31 Desember 2017, sebanyak 187,9 juta
penduduk telah menjadi peserta. Berdasarkan Susenas, perluasan cakupan
berdampak pada menurunnya unmet need pelayanan kesehatan dari 9,9% (2006)
menjadi 4,3% (2016). Pelaksanaan cakupan kesehatan universal perlu diarahkan
pada upaya pemerataan pelayanan kesehatan antarwilayah. Upaya ke depan
diantaranya: 1) menjangkau kepesertaan JKN dari pekerja informal dan pekerja
penerima upah; 2) memperluas kerja sama BPJS Kesehatan dengan Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) swasta/mandiri; dan 3) meningkatkan akses
pada fasilitas dan tenaga kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah.
Meningkatkan Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan, Obat dan Vaksin. Tenaga
kesehatan yang didayagunakan di fasilitas pelavanan kesehatan semakin
meningkat. meningkat dari 75,5% (2014) menjadi 81,57% (2016). Untuk menjamin
mutu dan keamanan obat yang beredar, pengawasan obat terus ditingkatkan.
Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga
kesehatan; 2) pengembangan skema penempatan tenaga kesehatan terutama
untuk Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); 3] meningkatkan
kemandirian bahan baku obat; dan 4) meningkatkan penggunaan obat rasional
dan memperkuat sistem pengawasan obat.

2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta
Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.

Partisipasi pendidikan penduduk Indonesia. Pada Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) usia 3-6 tahun, tingkat partisipasi pendidikan terus membaik. Hal ini
ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat partisipasi PAUD usia 3-6 tahun
sebesar 10,93% dari 36,52% (2010) menjadi 47,45% (2016). Peningkatan
partisipasi PAUD ini tidak terlepas dari tingginya peran dan kepedulian masyarakat
dalam penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan data Podes 2014, sebesar 94,72%
PAUD diselenggarakan oleh masyarakat/swasta.

Selain itu, tingkat pendidikan penduduk pada jenjang pendidikan dasar sampai
tinggi terus meningkat. Partisipasi pendidikan pada jenjang SD/MI/sederajat
sudah mencapai lebih dari 100%. APK SMP/MTs/sederajat terus mengalami
peningkatan dari 80,6% pada tahun 2010 menjadi 90,1% (2016). Tingkat
partisipasi jenjang SMA/SMK/MA/sederajat juga mengalami peningkatan dari
62,9% (2010] menjadi 80,9% (2016). APK pendidikan tinggi meningkat dari 26,3%
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(2010} menjadi 31,6% (2016). Disparitas pendidikan antara perempuan dan laki-
laki. Akses masyarakat terhadap pendidikan di Indonesia sudah cukup merata
yang ditunjukkan dengan rasio APK antara perempuan dan laki-laki pada berbagai
jenjang. Pada tahun 2016, Rasio APK SD/MI/sederajat antara perempuan dan laki-
laki sebesar 0,99, rasio APK SMP/MTs/sederajat antara perempuan dan laki-laki
sebesar 1,05, dan rasio APK SMA/SMK/MA/sederajat antara perempuan dan laki-
laki sebesar 1,06. Pada jenjang pendidikan tinggi, rasio APK perempuan terhadap
laki-laki mencapai 1,16. Rasio APK antara laki-laki dan perempuan yang mencapai
1 menandakan bahwa partisipasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan telah
setara.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut jenjang pendidikan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Cirebon Tahun 2015

SD SLTP SLTA
No | Kecamalan
L P L+P L F 1+P L P L+P
1| waled 746 | 7990 | 11996 | 7816 | wss | spen| sis7| mem | e2
2 | cieaug | 2use| o726 | wsas | 7oe7 | w7z | swes| swor| 7saa| esa
3 | Losari 2707 | 12498 | 16243 | | 1047 | o204 | mi| ora| mow
| 4 | Babakan 2525 | 7ao1 | 1343 | 1eem | 10451 | 12672 | enon | 1see| 10724 |
5 | Kerangsembung | 20538 | o102 | 9516 | 18625 | nsa1| 1401 | 1573a| wos1| wszm
] La:mnl'm'lmng .2“6'1.20 i T4 11282 1351005 7372 %,25 'IﬂErlﬁ R5,61 73,78
7 | Sedong 2707 | 658 | 0182 | 4116 | 9113 | sede | 2801 | 7020 | 00w
& | Astanajapura 21884 | 11268 | 15204 | 10597 | 15088 | 12368 | 4481 | 2878 | 11217 |
9 | Mundu | 21206 | 8257 | 12642 | 6211| 10a00]| 7835 | samn | 7eao | esie
10 | Beber 2491 | 55| 31| vz | sest| seds| smis | eem | 7aer
11' T Beinber 2213 | 7700 | 12214 | 9159 | 9722 | w3 | om0 | sa7 | 7aer)
12 | Paliiersat - mon | a9 | 10425 | 22490 | 16131 | 18840 | 13930 | 16397 | 15346
13 | Plumbon | 22096 | 7042 | 1o | ezis| saas| a7 | s | awwr | sues
14 | Wera 2872 | 6608 | 10539 | w391 | 12362 | 133,04 | 12061 | 9609 | 10816
15 | Kopetakan | 24038 | 83.09 | 12594 | es14 | o513 | 7742 | sam| | e
16 | Klangenan 2699 | 6639 | 10069 | 34291 | 4267 | 7997 | 26381 | 3130| 6036
17 | Arjawinangun | 2478 | 9260 | 13508 | 9296 | 11791 | 10412 | 6979 | 10135 | st
18 | Ciwaringin 20856 | 4585 | 7622 | 2382 | 18631 | 20645 | 9466 | 240 | 171,02
19 | Sumalan 0685 | 77a8 | 1314 | a0n | m72| 6| 660 | 4342 | 4541
[0 | Gogemik 2467 | M6 | 13494 | woas | ssa3| sede| es26 | Taes| mm
7 | Susukanlebak | 21490 | 4763 | 7823 | 13509 | 11986 | 12602 | 6510 | 14557 | wsor
1 | Pabedilan 21486 | 6447 | 10109 | 12084 | 8819 | 1020 | 6515 | 9840 si0n
% | Dubvpuntang | 23708 | sesa | 13254 | ee0s | 19940 | s | aum | 2| sns
_2-"“. : T'nn.gu.mgan 1.99.;).8 T2 0% 10885 30h.70 7743 1 IEFL,B‘]- -”;Elrflﬂ 2946 48,52
% | Kaliwedi 0883 | 5298 | 664 | 5200 | 8330 | 6453 | 3347 | 6e51| sies
26 Pangenan 22166 7139 'l'.i“'l_..'iD 87.18 IEI:'r.-i?. | 103,28 54,46 12261 B8
77 | Gebang 20868 | 6669 | 10029 | 6360 | 8781 7373 | 4160 | 7489 | 5553
% | Depok o791 | 7827 | 11547 | 7ees | 1ossr | wgs | ssov | weaz| 774
2 | Kedawung | 16330 | 7460 | 10490 | 4070 | #0034 | 5330 | 2809 | 7omz| anm
U | Karangwareng | 21269 | 5040 | 511 | sus1| 367 | 42s2| asa2| 27es | a7
31 | Talun s | 7o | wwer | suas | ae2s | sase | seos | 245 | ann
| 32 | Gunungiati | 17206 | 9532 | 12338 | 15981 | 7125 | 10095 | 12745 | 6621 | seod
3 | Pasaleman 2950 | 6020 | 9631 | 9692 | 4s2e| sree| wiss | aws1| 5226

. 3—1. P-;'li.'-luﬂ rin

20499 | 7000 | weon | msoa | 1182 | 11e8s | 4755 | 15518 | 1m0
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3 | Tengahtani 2024 | e019 | wroe | 1060 | 3651 | enoo| mose| 35| asas
% | Plered 5981 | 769 | 12089 | 30000 | 6878 | 11376 | 26236 | 6183 | 1008t
37 | Gempol 2119 | 7252 | 1miss | 150 | w292 | 1747 | 1ome | s27a|  esse
3% | Greged ;5846 | Bl66 | 12822 | s620| 11805 | 6860 | 4361 | 8577 | 568

L] Suranenggala 208,20 #l84 | 119575 | 259049 Y24 | 14135 181,69 ‘?5,.35 TI8E%

10 | Jamblang 22795 | 7072 | 12106 | 12658 | 8524 | 12| oees| ede1| 7700
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Cirebon

Kualitas Guru, Dosen, dan Tenaga Kependidikan. Pelaksanaan sertifikasi guru
merupakan proses pengembangan diri guru secara terus menerus untuk
membangun kualitas pembelajaran yang lebih baik. Sementara, berdasarkan data
Kemdikbud dan Kemenag, persentase guru yang sudah tersertifikasi meningkat
dari 23,97% (2010) menjadi sebesar 48,12% (2016). Dari gambaran ini, diharapkan
bahwa guru yang berkualitas akan semakin meningkat.

Jumlah Guru Negeri yang telah memperoleh Sertifikasi jenjang pendidikan SD

dan SLTP dan SLTA menurut jenis kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun

2015
T REENEER Gura SD Guru SLTP SLTA
L r L+P L P L‘+P L, P I+P
1 . .Arjawimngun 36 el 1446 47 44 a1 19 & 25
2 Astanajapura 53 : ]_.!ZIE 161 30 19 N 4-9_ 36 12 48
3 | Babakan w| so0| | e1| | o] un| 1| =
4 | Beber go| 109 98| 43| 51| ea]| 3| 15| =2
5 | Cledug so] 70| 10| 10| 13| 2] 3 1| 4
6 | Ciwaringin 58| 102| 1s0| 9| av| 76| 83| 56| 139
7 | Depiok 53| 61| 14| 8 8| 1| 2| o 2
8 | Dukupuntang | 6| 17| 17| 19| 36| m| 19| s0
o | Gebang | 70| 5| 12| m| 32| e3| :2| | 77
10 | Gegesik | 50| os| 2| 20| a9 26| 7| 2
1 | Gempol m | 193] s0e| 66| 14| 10| 37| 2| 59
12 | Greged 87| 19| 06| 56| 65| 121| 44| 26| 70
13 | Gunungjati s 167| 29| | ss| s7| 2| 21| 5
14 | Jamblang ob| 126| 190| 44| 7| 01| 22| 12| 36
15 | Kaliwedi 76| 7| w8| 15| 20| 3] o 1 1
16 | Kapetakan 57| 14| om| 18| 16| 34| 17| | 2
17 Karangsen't-‘t—mﬁ.g 86| 124 210 71 57 'IEE_ "”2'? 19| 46
18 | Karangwareng a0 71 LS] . 7 20 47 22 7 iEF -
. 'J'; ....... -I(E!dawun;{ 102 a5 167 22 : 10 "32 41 19 )
20 | Kiangenan us| n9e| 27| 87| as| 13| 36| 18| 52
21 Lemahabang 1 45 55 i 106 24 14 38 - l:l 1 1
22 | Losan 7ol 61| 10| 25| 17| 42| 15| o] 24
23 | Mundu a7| 99| 18| 43| 25| e8| 7| 20| s
24 | Pabedilan 50| s9| ws| 28| 19| | 10| 1] n
25 | Pabuaran | 50| 61| 11| 27 ol 3| 2| o 2
2 alimanan 43 i -E'I R EEJ 11 40 z 0 2
27 | Pangenan 53 93 146 59 ) 42 o 12 & a ]b_
28 | ranguragan 1013_ B t[ﬁ 2;}':' 40 41 81 ] 12 _ I8
20 | Passleman | 31| s8] 19| 16 38| s ea| | 13
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_ 0 Flered 37 44 &1 23 11 34 11 & 17

| 31 | Plumbon 62| 103| 16| 14| 26| 40| o| o 0
32 | Sedong 96| 17| 25| 34| 62| 9| 15| 5| 20
33 | Sumber G| 2| | 14 g| =z2| o o] o
34 | Suranenggala i 40 67 107 | 36 22 58 % 1 7
35 | Susukan | s A ws| 5| az| | s| z| 7
[ 36 | Susukanlebak 0] 19| 159 25| 44| eo| 7| 7| 1]
37 | Tawn 72| 67| 19| 15 7] 2] 1 0 1
% | Tengahtani | 57| 36| 93| 22| 11| 33| 1| of 1]
30 | Waled 58| 79| 17| 20| 2| a] 15| 8| =
20 | weru 63| 82| 145 =n| 26| 47| 47| 2| 7
JUMLAH 2642 | 3435| 6077 | 1282 | 1203 | 2485 | 824 | 50| 1328

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Cirebon

2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
adalah dua indeks penting untuk melihat capaian pembangunan kesetaraan
gender. Indonesia meraih capaian perkembangan yang meningkat dari tahun ke
tahun untuk kedua indeks tersebut, walaupun kemajuan pencapaiannya kurang
signifikan. Pada tahun 2014, IPG Indonesia adalah 90,34 dan naik menjadi 91,03
pada tahun 2015.
Berdasarkan sumber dari BP3AKB Provinsi Jawa Barat, bahwa IPG dan IDG
Kabupaten Cirebon termasuk pada tingkatan vang rendah atau dibawah rata-rata
IPG dan IDG Jawa Barat, Hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :
IPG dan IDG Kabupaten/ Kota
di Jawa Barat Tahun 2011-2013

Prn Kab/Kota | IPG 2013 | IDG 2013 |
1 | Bogor | 63,47 61,86 |
' 2 | Sukabumi 61,57 60,69 |
-3 | Cianjur 53,71 50,58
4 | Bandung 69,44 46,40
.5 | Garut B - 64,76 65,85
6  Tasikmalaya 61,72 | 62,09
.7 | Ciamis |1 66,65 58,07
| 8 | Kuningan 62,48 | 59,12
I 9 | Cirebon 99,17} 52,83
10 | Majalengka 59,25 57,96
11 | Sumedang ! 68,15 | 64,62
12 [ Indramayu 52,43 60,77
13 | Subang : 63,34 47,25
| 14 | Purwakarta 6356| 65,88
15 | Karawang . 6195 59,94 |
16 | Bekasi | 61,57| 57,34
17 | Bandung Barat | 69,14 70,17 |
18 | Pangandaran | = 67,27 0
19 | Kota Bogor =h 68,38 65,02 |
20 | Kota Sukabumi 65,07 58,60 |
21 | Kota Bandung | = 71,25 68,06 |
22 | Kota Cirebon 69,11 60,27 |
| 23 | Kota Bekasi 67,79 63,50 |
24 | Kota Depok | 73,63 79,34
25 | Kota Cimahi 68,56 53,10
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| 26 ! Kota Tasikmalaya | 69,29 54,04
| 27 | Kota Banjar 61,00 48,95
| Provinsi Jabar 64,61 | 68,08 |

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, Susenas 2011-2014

Dari tabel diatas terlihat IPG dan IDG Kabupaten Cirebon 59,17 untuk IPG dan 52,83
untuk IDG sedangkan untuk Provinsi Jabar sebsar 64,61 untuk IPG dan 68,08 untuk
IDG. Walaupun data terbaru belum tersedia untuk tahun 2014, angka ini masih
sangat jauh jika di bandingkan dengan Kota/ Kabupaten lain di Jawa Barat.
Tantangan kedepan adalah bagaimana agar peningkatan kesetaraan gender
tersebut lebih signifikan karena saat ini Indonesia masih tergolong negara ASEAN
yang memiliki Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tinggi. Untuk itu, perlu dilakukan
peningkatan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan
dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengarusutamaan gender. Disamping
itu, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, serta
penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender.

Menghapus Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. Hasil Survei
Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN] Tahun 2016 menunjukkan
prevalensi kekerasan terhadap perempuan, sebagai berikut:

1. Kekerasan oleh pasangan:

(a) sekitar 2 dari 11 perempuan vang pernah/sedang menikah mendapat
kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangannya selama hidup mereka
(18,3%) dan sekitar 1 dari 20 perempuan mengalaminya dalam 12 bulan
terakhir (4,9%|; serta

(b) sekitar 28,3% perempuan yang pernah/sedang menikah mendapat minimal 1
dari 3 jenis kekerasan (fisik, seksual dan emosional) dari pasangannya selama
hidupnya dan sekitar 10,4% dalam 12 bulan terakhir.

2. Kekerasan oleh selain pasangan: sekitar 1 dari 4 perempuan yang pernah,
sedang atau belum menikah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari
selain pasangan selama hidup mereka (23,7%) dan sekitar 1 dari 18 perempuan
mengalaminya dalam 12 bulan terakhir (5,6%). Kekerasan seksual merupakan
jenis kekerasan yang paling banyak (14,4%).

Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut umur
di Kabupaten Cirebon Tahun 2015

Kelompok Umur
No Kabn.paten Anak Remaja 25 Tahun Total
Cirebon
(0<18 Tahun) | (18-<25 Tahun) ke atas
1 | LSM Banati 4 6 13 23
2 | P2TP2A 17 5 22
3 | Kepolisian 4 10 14
4 | Kejaksaan 3 9 12
5 | LSM WCC Balgis 64 24 24 112

Selanjutnya, hasil survei Kekerasan terhadap Anak (KtA) tahun 2013 menunjukkan
sekitar 38,62% anak laki-laki dan 20,48% anak perempuan umur 13-17 tahun
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menyatakan dirinya pernah mengalami tindak kekerasan dalam satu tahun
terakhir.

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari
berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),
adalah: (i) membangun sistem data dan informasi KtP; (ii) meningkatkan komitmen
pemangku kepentingan terkait serta koordinasi antar K/L/SKPD dan antara pusat
dengan daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP; (iif) meningkatkan
efektifitas upaya-upaya pencegahan KtP dan penanganan korban KtP: dan (iv)
meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam
pencegahan dan penanganan KtP.

Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak menurut jenis kekerasan dan Jenis Kelamin di

Kabupaten Cirebon Tahun 2015

Jenis Kekerasan
No Kabupaten | Fisik | Psikis |Seksual Eksploitasi | Penelantaran | Lainnya
Cirebon L T ' '
P| L P{L|P L r L r L P

1 L5M Banati 1 5 2 1
2 P2TP2A <4 1

- ” - i
3 Kepolisian 1 2
4 Kejaksaan 1 1 )

Sumber data : Banati, P2TP2A, Kepolisian, Kejaksaan dan Balgis Kab. Cirebon
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TAHUN 2017

BAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK P2TP2A KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017-2018

Kepolisian Kejaksaan Mawar Balgis FWBEMI P2TP2A TOTAL
KASUS USLA LISIA USIA USLA USLA USIA
0-18 18+ 0-18 18+ 0-18 18+ D-18 18+ 0-18 18+ 0-18 | 18+
PILIPILIp L [P JL [P [L [P L [P JL [P [T [P [L [P |L |P [L |P |L
1 Kekerasan Dalam Rumah langpa i =) | 42 , 2
D | Traffiking — 2| 2
3 Perkosaan -
f Kekerasan Fisik B ol 11
b Penelantaran -
b  Kekerasan Terhadap Anak — —
i Penipuan o N . - |
i) Penganiayaan/Bulying | | | | [ | 1 T - 5 : .
0 | Persetubuhan/Perbuatan Cabul B 7 112 |1 7 112 |1
10 | Bawa Lari
11| Depresi
12 | Kekerasan Psikis . .
13 | Kekerasan Terhadap TKW - ) B —
14 | Pengrusakan 1 g .
15 | Hak Asus Anak ER ol TGt o Rl EREE S 2 - -
16 | Anak Berhadapan dengan Hukum
17 | Hak Anak (Tunjangan Anak) |
18 | Bencana 1 -’ ]
19 | Perlindungan Perempuan | S NN BEENS NS SR SR
|| Total menurut Usia } 19 [13 |5 9 113 |5
| Total Menurut Sumber Data . 1 27 27
Total Per Tahun 27
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REKAPITULASI KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK P2TP2A KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017-2018

; TAHUN 2018

Kepolisian Kejaksaan |  Mawar Balgis FWBMI P2TP2A TOTAL |
USIA USIA USIA USIA USIA 3 USLA

0-18 | 18+ 0-18 18+ 0-18 18+ 0-18 18+ 0-18 18+ | ET 18+

P L |P|L|P L [P |[L |P |L [P |[L [P [L [P |[L [P [L [P [L [P [L [P L

Mo

KASUS

Kekerasan Dalam Rumah Tangpa ; 19 3 3
Traffiking N = | ; ;
Perkosaan/kekerasan seksual | | | | 1 B < N 5

T j | BN SR P EEECH
Penelantaran ) ' I |

ﬁl—l

iCH

[ =
o
ta

=k =

i
i
i

Ei
=
=]
E'.
E
=
=
2
[e=)
1

=] :ﬂq“\-l

Persetubuhan/ Perbuatan Cabul 13 | 4 13 [ |4
10 | Bawa Lari T R || L 1 T ; B
11 | Depresi | E f
Kekerasan Psikis _ 1 1 _ 1 1 1 1 ] i
Kekerasan Terhadap TKW | ] DS CRN SN SCNE R S Rl e SEESel |
| Pengrusakan | R I DEARN
| Hak Asus Anak ; 1 G I | 1
Anak Berhadapan dengan Hukum | i ! f
Hak Anak (Tunjangan Anak) 3 1 i1
Bencana | ! I -
Perlindungan Perempuan | B o _ -
| Total menurut Usia 40 24 21 (21 |9 21 21 |9
Total Menurut Sumber Data i 64 51 . 115

Total Per Tahun
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Menghapus Semua Praktik Berbahaya. Prevalensi perkawinan usia anak (<18 tahun)
mengalami penurunan dalam & tahun terakhir. Data tahun 2016 m enunjukkan sekitar
22 4% perempuan usia 20-24 tahun yvang pernah kawin, menikah pertama kali sebelum
usia 18 tahun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2008 sebesar 27,4%.
Peningkatan umur kawin pertama tersebut berkorelasi positif dengan meningkatnya
pendidikan perempuan (SDKI, BPS).

Menjamin Partisipasi Penuh dan Efektif, serta Kesempatan vang Sama Bagi Perempuan
Untuk Memimpin. Tantangan lain dalam meningkatkan keterwakilan perempuan adalah
melalkukan “affirmative action” terutama melalui terobosan politik.

Anggota DPR menurul Parlai dan Jenis Kelamin

di Kabupaten Cirebon Tahun 2015

5 ANGGOTA DPR
NO, PARTAI | JUMLAH
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN

- NASDEM |

| PKB

PES

PDIP

GOLKAR

GERINDRA

DEMOKRAT

PAN

PPP

HANURA

| PBB

PKI1
JUMLAH

Sumber: DPRD Kabupaten Cirebon

P Anggota DPRD Kabupaten Cirebon menurut Partai dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Cirebon Tahun 2015

L L B =
= o o O 9

Lo I+ /R B = DL W) B R R S I

=
= o

|
| k2

W o o o
[ e T T e T - R Y

ANGGOTA DPRD Kab |
———————————— | JUMLAH
LAKI-LAKI | PEREMPUAN

2 | 3 3 5=3+4

S —
|

Z
e

PARTAI

—
[y

PDI Perjuangan |
KB !
GERINDEA
GOLKAR
PKS
DEMOKREAT
MASDEM
HANUEA
FFPF
PBB

SO0 s O U e W e
[ o B o IR WS I~ — N I o o T

[ o B - R I ) = L = R = o]

i
=

e T I T TN TRy,

i JUMLAH 36
Sumber: DPRD Kabupaten Cirebon
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Menjamin Akses Universal Terhadap Kesehatan Seksual dan Reproduksi dan Hak
Reproduksi. Data SDKI 2007 dan 2012 menunjukkan Unmet Need pelayanan KB telah
menurun dari 13,1% pada tahun 2007 dan 11,4% pada tahun 2012. Selain itu,
pengetahuan dan pemahaman perempuan menikah usia 15-49 tahun tentang suatu cara
kontrasepsi modern meningkat dari 98,3% menjadi 98,9% dan laki-laki meningkat dari
94,1% menjadi 97,2% pada periode yang sama. Untuk menjamin perempuan mendapatkan
pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan reproduksi, UndangUndang No.
36/2009 tentang Keschatan menetapkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan
informasi, pendidikan dan pelayanan kepada remaja sepanjang tidak bertentangan dengan
nilai moral dan agama. Selanjutnya, untuk pelaksanaannya telah ada Peraturan
Pemerimtah No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Tantangan yang dihadapi adalah
pelaksanaan advokasi dan KIE vang efektil responsif gender yang dapat meningkatkan
kesertaan berKB. Tantangan lainnya adalah peningkatan cakupan serta kualitas
pelayanan KB yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan wilayah serta
manajemen dan distribusi alat dan ohat kontrasepsi.

Meningkatkan Penggunaan Teknologi. Pada tahun 2015 persentase perempuan yang
memiliki telepon selular adalah 50,4% dan meningkat menjadi 52,1% pada tahun 2016,
Sementara, untuk laki-laki adalah 63,4% pada tahun 2015 dan 64,4% pada tahun 2016
(Susenas 2015-2016). Tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan penggunaan
teknologi adalah meningkatkan cakupan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
serta pemanfaatannya untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan.

Kebijakan dan Perundang-Undangan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Kaum
Perempuan. Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi anggaran umum
untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan vang sudah dikembangkan
adalah Perencanaan dan Penganggaran vang Responsif Gender.

2.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Pada saat ini, penyediaan air minum dan sanitasi sebagai layanan dasar belum
menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Pada tahun 2015, yang merupakan tahun akhir
pelaksanaan Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals - MDGs),
proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak,
perkotaan dan perdesaan adalah 70,97%. Angka ini melampaui target MDGs sebesar
68,87%. Namun demikian, capaian air minum untuk kawasan pcrdesaan adalah 60,58%,
masih di bawah target MDGs sebesar 65,81%. Menurut Laporan yang sama, persentase
rumah tangga dengan akses air minum layak sejak tahun 2000 sampai 2015
menunjukkan peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan, bahkan sampai tahun 2010
perkembangannya memperlihatkan kecenderungan menurun. Sejak tahun 2012 sampai
2015 terjadi perubahan pencapaian yang positif setelah dilakukan koreksi BPS terhadap
definisi tentang akses air minum layak. Proporsi rumah tangga dengan akses
berkelanjutan terhadap fasililas sanilasi dasar layak, baik di perkotaan maupun perdesaan
adalah 62,14%, masih sedikit di bawah target MDGs sebesar 62,41%. Peningkatan akses
sanitasi lavak sejak tahun 2000 tidak menunjukkan peningkatan vang berarti.



3z

- = - - S s e =

| Penduduk dengan akses Berkelamutan terhadap Air Minum Eerkualltas {1avak] Menurut Kecamatan daﬂ Puskesmas
" Kabupaten Cirebon Tahun EUIE [berdasarkan Data Buku Profil I(esehatan Tahun zﬂlﬁ dari Dinas I{esehatan]

WA AT AN PRI ety

TERERLLA T R
BRI R QM I TR R (L) DL PR Y TFEHH o8 WAl A A= TREL N 1 PR MR A - e

{ i - - = 5 5
| mar HEEMST M PLEME A FRiTn ; | g |mmmane zesnar R s Sraear | FE =
3k § .
-] - FE ]
] ii a F |
i ¢ 13 i; B
LI
T T

T L=k ]
I Tam wmal 1w
¥ TR
Ly so: e WET TTW AT T
5 Tl ] B g o | e i A | L L I O R NN SN N S S
L3 L T 1% 1.7 1A
B ——— — B = L
I~ - W L5 I Pl
] 180 10167 I8
oy e}
T il
L | L4 5
o .
3 T
= T
- T
|} -
T T
- L] 3
) L] ITT I 119
- HET . - - I TTIw 3
= o IR L (A -
-, : - - .
i TR - 5 = . o - —}
- L T—— . . =
Ly A T e MLt = 2L NN L UL
T — -
= T
o L
T Lol
[ 0T P E
- N N
[ PR
[T L]
'
..::m_ H—al-
L ] - .
[ - -
| W TR T T T T
ST VAT i
U
o s
AT T M e X
T TR SEERE L)
L o L T
—Iy : G 2
Ty g LI TR T L ]
Bl il | 3 T A= | TR - kot
= T} wwe | ]z e
R — - — i e LR
B = T IO ] A [ WS
- i r R L o L
T T L T -4 wF A 1A I -r
L2 L ¥ = G ™ [ I IR [ WE
g o T = = = =TT TRy
=T TR T T T awa ey | wmr
TR Fe i E e L
AL RS TR I WM |[HEA (130T | &4

Lawpiran Peraturan Bupatt Cirelon tentang §AD Tajuan Pembangunan Berkelanintan Kab Cirebon Tafun 20792004




33

PENDUDUK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITAS| YANG LAYAK [JAMBAN SEHAT) MENURUT JENIS JAMBAN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 (Berdasarkan Buku Profil Kesehatan Tahun 2016 dari Dinas Kesehatan)

. —| PEMASIIL EMIAR
T ua 1 RN | ARESS SEHITAR
| UEMERLS ATARAT | Lavas,

|
T
L
. 33
M| KECAMATAN PUERESNAS .%
=)
LN

- A
PLBGme
4 A

2 5 M i 43 o
el U e =3 14589 739
WA 35 | [A3EY | 2oy 1678 61,2
WO ORI | LA | TEW| SaE A
A 3T | weaE 17 B0 W7
RO T RISl | oa.0e7 AL . oy I BEY
e 19380 | ETI| TESET WY
T =z TAH IEELE] SET TE=ET 6,7
B L] R - wmez|

—TEEEGT IHETT|

0 3T GasE 21 587 | e
T WY LARE L] ucq_!‘l'm'_ﬂ.-s
T ST L L)

AHET TASTH £l e
TR TR | SRIE T e mRE| eiE
—TENNTTRE TR TS AR TR ETA
SETIE T UEMEE | EmEiL| 3tg
k! B - 5L I | =T = —

1 s R A

L L L L L =T
SRR T TE ERE| 00
T EWE T I Hnd

HET | I A AT

T INY FIT WER R

CITETTTT AR 7
URA] ]

4
[

doldag

CECELELEL

Hoolod oo

1 |
ol o o

1

|

=

1

o Li [ T
i L=
T T
o L "
g 00O EOm| AT | WL | T TERE E
I D B I L I - - . L
o o0 oo L 1 rml"mﬁ'—.m
[ ztememe] ] tam| 8 To|eavis| atiesm] tsean] ade tsanse] T

Lampirgr Peruturan Supali Cirebon tentang B0 Trfaen Fembangienan Berkelanjutan Kalb (refor Tafen 2009-2024




34

Dalam rangka peningkatan ketahanan air, arah kebijakan pemerintah adalah
memelihara dan memulihkan sumber air dan ekosistemnya melalui penanganan
DAS termasuk penyelesaian status DAS lintas negara, pemulihan kesehatan dan
peningkatan perlindungan mata air melalui konservasi sumber daya air,
mengurangi luasan kawasan kritis dan meningkatkan keterlibatan masyarakat
dalam pemulihan kesehatan DAS, serta internalisasi Rencana Pengelolaan Daerah
Aliran Sungai Terpadu (RPDAST). '

Dalam upaya mendukung ketahanan air dan ketahanan energi, pada periode tahun
2010-2014 telah dibangun 21 waduk dan 3 diantaranya telah selesai, sehingga
jumlah waduk yang berfungsi penuh sampai tahun 2014 adalah 208 buah. Untuk
embung/situ/bangunan penampung air lainnya, sampai akhir tahun 2014 telah
dibangun sebanyak 1.332 buah, rehabilitasi pada 82 buah waduk dan 342
embung/situ/bangunan penampung air lainnya, serta konservasi terhadap
kawasan sumber air di 74 kawasan. Untuk mendukung pencapaian target MDGs,
yaitu peningkatan akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak, telah
dibangun prasarana dan sarana air baku dengan kapasitas mencapai 51,44
M?/detik dalam periode 2010-2014, sehingga total kapasitas air baku vang tersedia
selama periode tersebut mencapai 171,44 M?*/detik.

Permasalahan dalam penyelenggaraan air minum adalah minimnya keberlanjutan
sarana dan prasarana air minum yang telah terbangun, mengingat belum
mantapnya lembaga penyelengggara dan tarif air minum vang belum memenuhi
prinsip pemulihan biaya, semakin terbatasnya sumber air baku untuk air minum,
dan kurang optimalnya sinergi pembangunan air minum dan sanitasi. Air baku
untuk air minum semakin terbatas, baik secara kuantitas, kontinuitas, maupun
kualitas. Selain itu, pemanfaatan alternatif sumber air baku, antara lain melalui
daur ulang air dan pemanfataan air hujan belum banyak dimanfaatkan.
Penyediaan layanan sanitasi belum tersinergikan dengan penyediaan layanan air
minum sebagai upaya pengamanan air minum untuk pemenuhan aspek 4K
(kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan).

Tantangan yang dihadapi dalam permasalahan sanitasi antara lain:

(1) cakupan layanan sanitasi nasional yvang masih rendah dan belum seluruh
masyarakat dapat menikmati akses sanitasi yang layak (11,08% atau sekitar
28,66 juta jiwa penduduk Indonesia masih buang air besar sembarangan);

(2) rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat,
sehingga permintaan atas layanan sanitasi masih rendah:;

(3) dokumen perencanaan sanitasi di tingkat daerah masih ada yang belum
berkualitas baik atau tidak diimplementasikan dengan baik:

(4] perlunya peningkatan peran daerah terkait pengelolaan sanitasi;

(9) kesulitan penyediaan lahan yang layak dan sesuai dengan ketentuan teknis
pembangunan infrastruktur; dan

(6) perlunya peningkatan manajemen asset (Renstra Kementerian PUPR 2015-2019).
Dalam hal perubahan perilaku, pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (STBM) telah menghasilkan perubahan vyang cukup besar

diindikasikan dengan jumlah desa yang telah mencapai status Stop Buang Air

Besar Sembarangan (Open Defecation Free/ODF), dari 500 desa pada tahun 2007

menjadi lebih dari 8.400 desa pada tahun 2017. Dan untuk Kabupaten Cirebon

sampai dengan tahun 2018 telah ada 135 desa ODF.
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Dalam rangka menunjang ketahanan air dan pangan, sasaran strategis
pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019 adalah “menjaga kualitas
lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air
dan kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH] yang berada pada kisaran 66,5-68,6.” Pada saat ini kondisi kualitas
air sungai menurun karena pencemaran limbah domesti k, dan parameter Chemical
Oxygen Demand (COD) pada sungai di sebagian besar provinsi telah melebihi baku
mutu. Sementara penurunan kualitas air sungai dan danau disebabkan oleh
perubahan tata guna lahan yang berdampak pada ketersediaan air.

Pada akhir 2013, kapasitas produksi Instalasi Pengolahan Air {IPA] untuk PDAM
adalah sebesar 36,83 M?®/detik, sehingga tantangannya adalah memanfaatkan
kapasitas air baku yang sudah tersedia. Permasalahan lainnya adalah lokasi
potensi sumber-sumber air baku tidak selalu berdekatan dengan lokasi kawasan
perkotaan dan permukiman, sehingga di beberapa daerah masih terjadi
kekurangan sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum yang
semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Sejumlah peraturan perundangan terkait dengan pengelolaaan sumber daya air
telah banyak diterbitkan. Dengan telah dibatalkannya UU No. 7/2004 oleh
Mahkamah Konstitusi, maka PP No. 16/2005 tentang pengembangan sistem
penyediaan air minum, yang merupakan salah satu turunan UU No. 7/2004 juga
turut batal demi hukum. Meskipun sudah terbit PP No 121/2015 tentang
Pengusahaan Sumber Daya Air dan PP No. 122 tentang Sistem Penyediaan Air
Minum, akan tetapi Undang-undang vang baru pengganti UU No 7/2004 masih
tetap diperlukan.

2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
Perkembangan Ekonomi Makro. Di tengah perekonomian global yang cenderung
melambat, kinerja perekonomian Indonesia masih terus menunjukkan
kecenderungan meningkat dalam beberapa triwulan terakhir. Pertumbuhan
ekonomi meningkat dari 4,9% pada tahun 2015 menjadi 5,02% pada 2016.
Pencapaian tersebut didorong oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian
domestik dengan tingkat inflasi yang relatif rendah, berkurangnya defisit transaksi
berjalan dan stabilnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (USD).
Demikian pula PDB per kapita menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada
tahun 2010, PDB per kapita Indonesia sebesar 28,77 juta rupiah dan terus
meningkat sampai mencapai 47,96 juta rupiah pada tahun 2016.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon berdasarkan data BPS Kabupaten
Cirebon Tahun 2018 dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan
perlambatan pada suatu waktu. Pada tahun 2014 mencapai 5,07 persen. Namun
pada tahun 2015 mengalami perlambatan dengan pertumbuhan 4,88 persen dan
kemudian meningkat 5,63 persen tahun 2016. Pada tahun 2017 juga mengalami
perlambatan yang hanya mencapai 5,05 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi
pada tahun 2017 dicapai oleh kategori Real Estate sebesar 9,73 persen. Kategori
ekonomi yang lain pun seluruhnya tumbuh positif. Pertumbuhan terendah tercatat
kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar
0,22 persen. Dari sisi pengeluaran, produk yang dikonsumsi di wilayvah domestik
sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga
(lebih dari 50 persen). Pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran
relatif besar dengan kontribusi sekitar 34 persen. Proporsi konsumsi akhir
pemerintah 7 persen. Pengeluaran konsumsi LNPRT memiliki peran yang relatif
kecil sekitar 1 persensaja. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam
menyerap produk domestik tidak terlalu besar.
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Pada tingkat nasional, laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja vang dilihat
dari PDB per tenaga kerja menunjukkan arah yang serupa dengan laju
pertumbuhan PDB per kapita yaitu tetap tumbuh namun cenderung stagnan dan
melambat, Laju pertumbuhan PDB menurut sektor dari periode 1990-2000 ke
periode 2000-2016 memiliki nilai yang bervariasi. Laju pertumbuhan PDB sektor
pertanian dan jasa menunjukkan peningkatan yang nyata, sedangkan terjadi
penurunan laju pertumbuhan bagi sektor industri dan manufaktur.

Secara umum Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan
dalam mencapai target ekonomi makro, baik di tingkat global maupun nasional.
Berbagai permasalahan dan tantangan tersebut, antara lain:

1. Pemulihan ekonomi global yang relatif lambat dan meningkatnya proteksionisme
di beberapa negara utama sehingga menghambat aktivitas perdagangan global;

2. Penurunan tingkat produktivitas di beberapa negara dunia dan fenomena aging
population di negara-negara maju berpotensi menyebabkan pertumbuhan
ekonomi global yang relatif terbatas dalam jangka menengah;

3. Belum optimalnya ruang untuk stimulus fiskal yang pada saat bersamaan masih
dihadapkan pada kondisi peningkatan rasio penerimaan perpajakan;

4. Pengaruh cuaca ekstrim pada tahun 2016 yang menjadi penyebab utama
turunnya pertumbuhan di sektor pertanian, khususnya tanaman holtikultura
dan mundurnya musim panen;

5. Produktivitas nasional yang masih perlu ditingkatkan dalam mendukung
peningkatan kinerja ekonomi nasional.

Penciptaan Lapangan Kerja yang Lavak dan Produktif. Pertumbuhan ekonomi
Indonesia yang baik pada tahun 2016 berdampak pada terjadinya peningkatan
kesempatan kerja. Bertambahnya kesempatan kerja ini terlihat dari turunnva
tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 6,18% pada Agustus 2015 menjadi 5,61%
pada Agustus 2016. Penurunan tersebut sejalan dengan penciptaan lapangan kerja
sebesar 3,59 juta pekerja. Walaupun demikian, angka TPT pada tahun 2016 masih
belum memenuhi sasaran kuantitatif pada RKP 2016, yaitu sekitar 5,2-5,5%.

Meskipun tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan, masih perlu upaya
besar untuk mencapai target TPT sesuai RPJMN pada tahun 2019 yaitu sebesar 4,0-
95,0%. Hal ini karena perlambatan ekonomi vyang terjadi pada tahun 2015
mengakibatkan rendahnya penam-bahan kesempatan kerja yang jauh dari target 2
juta per tahun, yaitu hanya sekitar 191.173 ribu. Penyerapan tenaga kerja vang
cukup besar pada tahun 2016 terjadi pada sektor jasa dan lainnya yang mencapai
3,29 juta pekerja atau sebesar 91,4%, Kemudian pada sektor industri hanya
menyerap sekitar 7,9% tenaga kerja dari total penyerapan tenaga kerja tahun 2016.

Penambahan kesempatan kerja dalam jumlah besar perlu dicermati kualitasnya,
karena hanya pekerjaan yang baik dapat secara bersamaan mengentaskan
kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Kerentanan dan ketidakpastian
kesempatan kerja masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh Indonesia sampai
saat ini. Kerentanan dan ketidakpastian tersebut tercermin dari tingkat
produktivitas, kondisi kerja, waktu kerja dan upah wvang tidak memadai, dan
kurangnya perlindungan sosial bagi pekerja.

Capaian saat ini menunjukkan persentase pekerja formal terus meningkat dari
40,62% pada Agustus 2014 menjadi 42,40% pada Agustus 2016. Sebagian besar
pekerja formal sekitar 30 juta orang berada pada sektor jasa dan lainnya, disusul
oleh sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Persentase jumlah pekerja
informal juga menurun damn 59,38% pada Agustus 2014 menjadi 57,6% pada
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Agustus 2016. Sebagian besar pekerja informal mencapai 49% berada pada sektor
pertanian. Walaupun terjadi penurunan pekerja informal, tetapi masih terdapat
hampir setengah penduduk yang bekerja pada sektor informal dengan
produktivitas, kondisi kerja, dan perlindungan pekerja yang lebih rendah daripada
sektor formal. Meningkatnyva persentase tenaga kerja formal diharapkan dapat
memberikan kepastian perlindungan vang lebih baik bagi tenaga kerja.

Apabila dilihat berdasarkan tingkat keaktifannya, proporsi kaum muda berusia 15-
29 tahun yang tidak bekerja, tidak dalam pendidikan atau tidak dalam pelatihan
(Not in Education, Employment, or Training/NEET) pada tahun 2016 masih relatif
besar yaitu sebesar 23,19%. Proporsi ini telah menurun dari tahun 2010 sebesar
25,66%. Sebagian besar tingkat NEET tersebut didominasi oleh perempuan.

Upaya perbaikan iklim ketenagakerjaan vang menyeluruh perlu dilakukan untuk
lebih mendorong kepastian berusaha dan investasi pada pekerja, termasuk di
dalamnya menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan mewujudkan
sistem pengupahan yang berkeadilan. Tabel 5 menunjukkan perkembangan upah
vang diperoleh pekerja berdasarkan sektor, apabila dilihat pada indeks upah riil.
Pada sektor pertambangan non-migas terjadi penurunan upah riil pada tahun
2014, hal ini bersamaan dengan momentum lemahnya harga komoditas
pertambangan di pasar global beberapa tahun terakhir ini. Namun, lain halnya
pada sektor pariwisata, meningkatnya promosi pariwisata Indonesia mendorong
peningkatan permintaan tenaga kerja sektor perhotelan dan upah riil.

Selain itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi konflik hubungan industrial
termasuk demonstrasi tuntutan pekerja/ buruh yang erat kaitannya dengan
pengupahan atau kenaikan upah minimum yang dinilai masih belum memenuhi
rasa keadilan dari sisi pekerja. Pemerintah berperan dalam memfasilitasi
peningkatan kapasitas pekerja dan pengusaha agar terlaksana perundingan yang
mengakomsodasi kepentingan dan kebutuhan kedua pihak.

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upaya
meningkatkan daya saing tenaga kerja dan mendorong penciptaan lapangan kerja
vang layak dan produktif, antara lain:
1. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia
kerja (skill mismatch dan underqualified);
2. Tingginya jumlah pekerja rentan dan informal dengan tingkat produktivitas dan
perlindungan vang rendah;
Transformasi struktural pasar kerja vang mengarah pada sektor dengan
produktivitas rendah;
Efisiensi pasar tenaga kerja yang lemah dalam kerangka daya saing global,;
Kenaikan upah yang tidak diikuti dengan kenaikan produktivitas tenaga kerja;
Kondisi lingkungan kerja yang belum memadai dan diskriminasi di tempat kerja;
Terbatasnya penyediaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja usia muda;
Lemahnya koordinasi lintas sektor dan instansi dalam pencapaian target
bersama.
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)]. Berdasarkan data
Sensus Ekonomi 2016, jumlah unit Usaha Mikro dan Kecil (UMK) nonpertanian
mendominasi sekitar 98,33% dari total unit usaha secara keseluruhan. Dominasi
lapangan usaha non-pertanian tersebut, antara lain: (1) perdagangan besar dan
eceran, serta reparasi dan perawatan kendaraan bermotor; (2) akomodasi dan
penyvediaan makanan dan minuman; dan (3) industri pengolahan. Kontribusi UMK
terhadap penyverapan tenaga kerja cukup tinggi,
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BAB III
TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Tujuan 1 TPB/SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di
mana pun. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2030,
ditetapkan 7 target yang diukur melalui 33 indikator. Targettarget tersebut terdiri
dari pemberantasan kemiskinan, penerapan perlindungan sosial, pemenuhan
pelayanan dasar, mengurangi kerentanaan masyarakat terhadap bencana, serta
penguatan kebijakan dan mobilisasi berbagai sumber daya untuk mengakhiri
kemiskinan. Upaya-upaya vang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut
dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh
pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.
| Kebijakan Tujuan 1.
Dalam rangka mencapai tujuan dan target tanpa kemiskinan, RPJMN 2015-2019
‘ diarahkan pada tiga kebijakan utama, vaitu:

1. Pertama, penyelenggaraan perlindungan sosial yang lebih komprehensif.
Program jaminan dan bantuan sosial yang tepat sasaran dilaksanakan melalui
penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran dengan satu kartu.
Program ini diharapkan juga dapat memperluas inklusi keuangan dan
kepesertaan jaminan sosial.

2. Kedua, perluasan dan peningkatan pelayanan dasar. Pemenuhan kebutuhan
dasar dilaksanakan melalui (i) perluasan penyediaan sarana dan prasarana
dasar, (ii) peningkatan pelayanan dasar yang inklusif, dan (iii) peningkatan
pemanfaatan Basis Data Terpadu untuk menyasar kebutuhan dasar 40,0%
penduduk  berpendapatan  terendah, seperti kepemilikan dokumen
kependudukan dan perumahan.

3. Ketiga, pengembangan penghidupan berkelanjutan. Perluasan akses usaha
mikro, kecil, dan koperasi dilaksanakan melalui (i) peningkatan kualitas produk
dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil; (ii) peningkatan
akses terhadap permodalan wusaha; dan (i) peningkatan kemudahan,
kepastian, dan perlindungan usaha

. Program Tujuan 1.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka
pencapaian Tujuan 1 TPB/SDGs, program dan kegiatan vang akan dilaksanakan
mencakup (1) penanganan fakir miskin; (2) jaminan dan bantuan sosial tepat
sasaran; (3) pemenuhan kebutuhan dasar; (4) perluasan akses usaha mikro, kecil,
dan koperasi; (5) penguatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS); (6) pengembangan pembiayaan kesehatan dan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN] melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS); (7)
program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan
kebudayaan; (8) penataan kelembagaan jaminan sosial (Sistem Jaminan Sosial
Nasional/SJSNJ; (9) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya; (10) koordinasi kebijakan pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia; (11)
pemenuhan kebutuhan dasar; (12) bina gizi dan kesehatan ibu dan anak; (13)
pembinaan kesehatan masyarakat; (14) pembinaan surveilans, imunisasi,
karantina, dan kesehatan matra; (15) pencegahan dan pengendalian penyakit; (16)
kefarmasian dan alat kesehatan; (17) kependudukan, keluarga berencana, dan
pembangunan keluarga, (18} penguatan promotif dan preventif “Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat”; (19) pembinaan dan pengembangan infrastruktur
permukiman; (20) penyehatan lingkungan; (21) pengembangan perumahan; (22)
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pengembangan pembiayaan perumahan; (23) pemberdayaan sosial; (24) penvediaan
perumahan layak; (25) pendidikan dasar dan menengah: penjaminan kepastian
layanan pendidikan SD/MI dan sederajat, SMP/MTs dan sederajat, SMA/MA/SMK
dan sederajat; (26) penataan administrasi kependudukan; (27) perlindungan anak;
(28) pengelolaan ketenagalistrikan; (29) koordinasi kebijakan pengurangan risiko
bencana; (30] koordinasi kebijakan penanganan pascabencana; dan (31)
perlindungan dan jaminan sosial: perlindungan sosial korban bencana.

Selain melalui program kementerian/lembaga, terdapat tiga program vang
dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari
upaya untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan. Ketiga program
tersebut adalah (1) Youth in Action for Urban Resilience yang merupakan
kontribusi Pusat Inkubasi Usaha Kecil Konsulindo (PINBUKINDO); (2) Sosialisasi
penghimpunan dana ZISWAF untuk penyediaan energi dan air di perdesaan
dengan menggunakan panel surya yang merupakan program kontribusi lembaga di
bawah Majelis Ulama Indonesia; dan (3) Emergency Situation Training (EST) yang
merupakan program kontribusi Sekolah Relawan.

| . Target pencapaian indikator Tujuan 1 bisa dilihat pada tabel yang merupakan

‘ lampiran peraturan bupati tentang Rencana Aksi Daerah TPB ini.

3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Tujuan 2 TPB/SDGs adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan
pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Untuk
mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030, ditetapkan 5 target vang
diukur melalui 20 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menghilangkan
kelaparan dan kekurangan gizi, menggandakan produktivitas pertanian, menjamin
pertanian pangan berkelanjutan, mengelola keragaman genetik, dan meningkatkan
kapasitas produktif pertanian. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai
target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan vang akan
dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 2.

. Arah kebijakan RPJMN 2015-2019 untuk mencapai target TPB/SDGs Tujuan 2:
Tanpa Kelaparan, meliputi: (1} pemantapan ketahanan pangan menuju
kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, (2) stabilisasi
harga bahan pangan, (3) perbaikan kualitas konsumsi pangan, (4) percepatan
perbaikan gizi masyarakat, (5) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan, dan
(6) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, peternak,
nelayan dan pembudidayva ikan.

Dalam upaya pencapaian TPB/SDGs tujuan 2, kebijakan produksi dan penyediaan
pangan diarahkan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri
vang berkualitas guna menyediakan pangan yang cukup, beragam, bergizi
seimbang, dan aman, serta dengan harga vang terjangkau. Bersamaan dengan itu,
upayva untuk meningkatkan kualitas permintaan pangan juga diperlukan agar
terbentuk pola konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang serta aman.

Kebijakan operasional dan program peningkatan produksi dan penyediaan pangan
vang terkait erat dengan upaya pencapaian target TPB/SDGs tujuan 2 yang
tertuang pada Rencana  Strategis Kementerian/Lembaga, diantaranya:
(1) Peningkatan produksi pangan pokok dan penting untuk mencapai swasembada
berkelanjutan komoditas beras dan jagung dan peningkatan penyediaan pangan
untuk komoditas kedelai, gula tebu, daging sapi, bawang merah, dan cabai;
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(2) Perluasan areal tanam untuk komoditas pangan prioritas dengan pencetakan
sawah, penyediaan pasokan air untuk pertanian dengan rehabilitasi jaringan
irigasi, pembangunan embung, long storage, serta bangunan air lainnya; dan
peningkatan indeks pertanaman; (3) Percepatan produksi dan perbanyakan benih
tanaman VUB yang memiliki kemampuan adaptif terhadap cekaman lingkungan
dan sesuai minat pengguna/petani; (4) Penyediaan sarana produksi pupuk dan
benih secara enam tepat (jenis, varietas, dosis, waktu, tempat, dan harga) dan alat
mesin pertanian yang sesuai dengan kondisi agroekosistern dan kebutuhan petani;
(5) Penyediaan dan peningkatan jumlah indukan sapi, pengembangan ketersediaan
pakan, dan pengembangan jumlah populasi sapi; (6) Fasilitasi untuk mendukung
peningkatan produksi budidaya ikan dan perikanan tangkap; (7) Penguatan
cadangan pangan nasional dan pembentukan cadangan pangan pemerintah serta
pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan; (8)
Percepatan penganekaragaman ketersediaan pangan berbasis sumber dava lokal,
termasuk pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga;(9)
Hilirisasi produk pangan (penanganan pasca panen dan pengembangan produk
olahan] terutama berbasis pangan lokal, untuk menciptakan nilai tambah,
menyediakan pangan beragam, mengurangi kehilangan hasil, dan meningkatkan
pendapatan usaha skala kecil/rumah tangga; (10) Pemberdayaan petani
kecil/kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, dan daya
saing produk pangan; dan (11) Fasilitasi untuk mendorong usaha swasta dan
BUMN berinvestasi di bidang agribisnis pangan di seluruh Indonesia termasuk di
wilayah perbatasan antarnegara.

Sementara itu upava perbaikan gizi masyarakat yang terkait dengan pencapaian

TPB/SDGs Tujuan 2, diantaranya adalah:

(1) sosialisasi tentang manfaat pola konsumsi pangan perorangan dan masyarakat
vang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) untuk hidup sehat, aktif,
dan produktif;

(2) peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi,
hygiene, dan pengasuhan,;

(3] pemberdayaan masyarakat, terutama ibu rumah tangga, untuk percepatan
penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal, termasuk
sosialisasi manfaat dan menciptakan minat atau preferensi pada konsumsi
pangan ikan, hasil peternakan, sayuran, dan buah-buahan lokal;

(4) perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu dan penetapan persyaratan
khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi
pangan olahan tertentu yang diperdagangkan;

(5) penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi dan
keamanan pangan;

(6) penguatan integrasi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dengan dengan fokus
utama pada 1000 hari pertama kehidupan, remaja, calon pengantin dan ibu
hamil;, (7) perbaikan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, remaja
perempuan, dan kelompok rawan gizi lainnya;

(8) penguatan sistem surveilans pangan dan gizi termasuk pemantauan
pertumbuhan;

(9] pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
(10) peningkatan jangkauan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat; dan

(11) penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat rawan pangan kronis
erpendapatan rendah) dan transien (darurat bencana).
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Program Tujuan 2. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode
RPJMN 2015-2019 antara lain terkait dengan: (1) pelayanan kesehatan dan gizi
bagi bayi, balita, remaja, dan ibu hamil mulai dari pemeriksaan kesechatan,
pemberian suplementasi, dan pendidikan kesehatan dan gizi; (2) pencegahan dan
pengendalian penyakit termasuk imunisasi dan pemberian obat cacing pada anak;
(b} penyehatan lingkungan terutama perluasan akses air bersih dan sanitasi; (3)
peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan dan gizi; (4]
pemberdayaan masyarakat dalam perbaikan gizi termasuk pengembangan upaya
kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) seperti Posyandu; (5) peningkatan status
kesehatan dan gizi anak sekolah; (6] peningkatan diversifikasi pangan dan
ketahanan pangan masyarakat; (7) peningkatan produksi dan daya saing produk
pertanian, kelautan dan perikanan; (8) bantuan sosial bagi masyarakat miskin
untuk menjamin akses terhadap pangan dan layanan sosial dasar; dan (9)
perluasan pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mendukung pertanian vang
berkelanjutan.

Target pencapaian indikator Tujuan 2 bisa dilihat pada tabel yang merupakan
lampiran peraturan bupati tentang Rencana Aksi Daerah TPB ini.

3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3 TPB/SDGs adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan
kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Untuk mencapai tujuan kehidupan
sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 13 target yang diukur melalui 50
indikator. Target-target tersebut terdiri dari penurunan kematian ibu dan bayi,
mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular,
pencegahan penyalahgunaan zat, menjamin akses layanan kesehatan seksual dan
reproduksi, meningkatkan cakupan kesehatan universal, penguatan pelaksanaan
pengendalian tembakau (tobacco control), pengembangan dan penelitian vaksin
dan obat, serta peningkatan pembiayaan kesehatan. Upayaupaya vang dilakukan
untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan
kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.
Kebijakan Tujuan 3. Kebijakan dalam RPJMN diarahkan pada: 1) akselerasi
pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak remaja, dan lanjut usia yang
berkualitas; 2) mempercepat perbaikan gizi masyarakat; 3} meningkatkan
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; 4} memantapkan pelaksanaan
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan; 5) meningkatkan akses
pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas; 6) meningkatkan akses pelayanan
kesehatan rujukan yang berkualitas; 7] meningkatkan ketersediaan,
keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan; 8§)
meningkatkan pengawasan obat dan makanan; 9) meningkatkan ketersediaan,
penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan; 10) meningkatkan
promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 11) menguatkan manajemen,
penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi kesehatan; dan 12)
mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan.

Program Tujuan 3. Memperhatikan tujuan dan target serta arah kebijakan
TPB/SDGs tujuan 3, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, mencakup: 1)
pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak; 2) penguatan
sarana dan prasarana pelayanan keschatan, baik pelayanan dasar dan rujukan; 3)
penyehatan lingkungan; 4) peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan;
S) pelayanan kesehatan jiwa; 6] rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA; 7) pelayanan
KB bagi perempuan usia reproduksi; 8) pelavanan kesehatan reproduksi bagi
perempuan usia reproduksi, termasuk remaja; dan 9) peningkatan ketersediaan
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SDM kesehatan. Target pencapaian indikator Tujuan 3 bisa dilihat pada tabel yang
merupakan lampiran peraturan bupati tentang Rencana Aksi Daerah TPB ini.

3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 TPB/SDGs adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan
merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang havat untuk semua
pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera
pada tahun 2030, ditetapkan 10 target yang diukur melalui 23 indikator. Target-
target tersebut terdiri dari menjamin akses terhadap pengasuhan anak usia dini,
pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan kejuruan termasuk universitas
vang terjangkau dan berkualitas, menghilangkan disparitas gender dalam
pendidikan, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak,
dan meningkatkan jumlah guru berkualitas. Upaya-upaya vang dilakukan untuk
mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan
yvang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam rangka pencapaian TPB/SDGs,

adalah sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dengan menjamin hak seluruh anak
Indonesia untuk dapat menyelesaikan pendidikan dasar, dan memperluas dan
meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas, antara lain
melalui penyediaan bantuan untuk anak dari keluarga kurang mampu,
pemberian peluang lebih besar bagi anak di daerah pasca konflik, etnik
minoritas dan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), dan perluasan
pendidikan khusus dan layanan khusus termasuk pendidikan inklusif sebagai
upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan;

(2] Peningkatan kualitas pembelajaran, melalui penguatan jaminan Lkualitas
(quality assurance] pelayanan pendidikan, penguatan kurikulum dan
pelaksanaannya; dan penguatan sistem penilaian pendidikan yang
komprehensif dan kredibel,;

(3) Peningkatan kualitas, profesionalisme, pengelolaan dan penempatan guru yang
merata;

(4] Peningkatan pemerataan akses dan kualitas serta relevansi dan daya saing
pendidikan tinggi;

(5) Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan
keterampilan kerja;

(6) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini dalam rangka
meningkatkan kesiapan anak bersekolah untuk mendukung peningkatan
kualitas Wajib Belajar 12 Tahun;

(7) Peningkatan kualitas pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan;

(8) Penumbuhan budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar
vang baik bagi siswa; dan

(9) Peningkatan tata kelola pendidikan dan efisiensi pembiavaan pendidikan.

Program Tujuan 4. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: 1)
program-program terkait peningkatan kualitas dan akses pendidikan dasar dan
menengah; 2] program terkait peningkatan akses, kualitas, relevansi dan daya
saing pendidikan tinggi; 3) program terkait peningkatan akses dan kualitas
pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; 4) program terkait
penilaian mutu satuan pendidikan; 5) program terkait peningkatan kapasitas
dosen, guru, dan tenaga kependidikan; 6) program terkait penyediaan/pemberian
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bantuan pendidikan untuk penduduk; 7) program terkait pengembangan dan
pembinaan, dan pelindungan bahasa; 8) program terkait peningkatan kualitas
kelembagaan, tata kelola, dan layanan pendidikan.

Target pencapaian indikator Tujuan 4 bisa dilihat pada tabel yang merupakan
lampiran peraturan bupati tentang Rencana Aksi Daerah TPB ini.

3.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Tujuan 5 TPB/SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayvakan
perempuan. Dalam rangka mencapai tujuan kesetaraan gender dan
memberdayakan perempuan pada tahun 2030, ditetapkan 9 target vang diukur
melalui 21 indikator, Target-target tersebut terdiri dari mengakhiri segala bentuk
diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, menghapus praktik
berbahaya, menjamin partisipasi perempuan pada tingkat pengambilan keputusan,
serta menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan
reproduksi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut
dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh
pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 5. Kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 untuk
pencapaian Goal 5 berasal dari kebijakan di beberapa bidang pembangunan dalam
rangka meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
serta perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Kebijakan-
kebijakan tersebut adalah:

Pertama, peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan
perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan yang mencakup: (1)
peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang
kesetaraan gender dan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak
kekerasan; (2) penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
(PPRG) di berbagai bidang pembangunan; (3) penyempurnaan proses pemhbentukan
peraturan perundangan dan kebijakan; (4) peningkatan efektivitas layanan bagi
perempuan korban kekerasan; (5) penguatan kapasitas kelembagaan di semua
tingkatan; dan (6) penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan
data terpilah untuk pelaksanaan proses pembangunan.

Kedua, meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan
kesehatan reproduksi, melalui: (1) pengembangan kebijakan dan strategi yang
komprehensif dan terpadu tentang konseling kesehatan reproduksi remaja; (2)
peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja; (3) pengembangan dan
peningkatan fungsi dan peran kegiatankelompok keluarga remaja; dan (4)
peningkatan jumlah dan kompetensi SDM pemberi pelayanan.

Ketiga, melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan memperluas dan
meningkatkan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas melalui: (1)
pemberian dukungan bagi anak dari keluarga tidak mampu; (2) peningkatan
pemahaman bagi orang tua tentang pentingnya pendidikan menengah; (3)
peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan; (4] penyediaan bantuan
operasional sekolah; (5) penyediaan layanan khusus bagi anak yang memerlukan
pendidikan khusus.

Keempat, meningkatkan peran perempuan di bidang politik melalui: (1) penguatan
UU Partai Politik; (2) peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuhan
minimal 30 persen keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif; (3)
peningkatan kapasitas perempuan potensial, termasuk perempuan dari kelompok

marginal dan rentan serta sebagal pengambil keputusan di eksekutif dan yvudikatif;
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(4) peningkatan pemahaman masyarakat dan komitmen para pengambil keputusan
tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik; dan (5)
pembangunan jaringan antar kelompok perempuan Indonesia. [

Kelima, meningkatkan KIE dan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, melalui:
(1) peningkatan sosialisasi, promosi, penyuluhan, penggerakan dan konseling
tentang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga
(KKBPK); dan (2] penguatan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan
berkualitas.

Keenam, meningkatkan jangkauan pelayanan internet berpita lebar dan
peningkatan literasi digital melalui perluasan jaringan dan pendidikan.

Program Tujuan 5. Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan 5
antara lain adalah: (1) Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak ; (2) Program perlindungan anak
yvang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, serta Komisi Perlindungan
Anak Indonesia; (3] Program partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak yang akan di laksanakan oleh Kementerian PP
dan PA; (4) Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik (5) Program
perlindungan dan jaminan sosial serta program rehabilitasi sosial yang akan
dilaksanakan oleh Kementerian Sosial; (6) Program peningkatan pemajuan dan
penegakan HAM yang akan dilaksanakan oleh Bagian Hukum, serta Komisi
Nasional Penghapusan kekerasan Terhadap Perempuan; (7) Program manajemen
peradilan Umum yang akan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung;

Selain program di atas masih ada program-program lain yang memberikan
kontribusi pada upaya pencapaian target TPB/SDGs. Dari masing-masing program
tersebut kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan TPB dicantumkan dalam
martiks-matriks terlampir. Selain Program dan kegiatan-kegiatan yang berasal dari
Pemerintah, dalam upaya pencapaian target TPB juga didukung oleh program dan
kegiatan yang berasal dari organisasi nonpemerintah vyaitu dari organisasi
kemasyarakatan dan dunia usaha, seperti yang tercantum dalam matriks
terlampir.

Target pencapaian indikator Tujuan 5 bisa dilihat pada tabel yang merupakan
lampiran peraturan bupati tentang Rencana Aksi Daerah TPB ini.

3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan 6 TPB/SDGs adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih
dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan air
bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, ditetapkan 8 target vang diukur
melalui 40 indikator. Target-target tersebut terdiri dari akses terhadap air minum
layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan,
pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Upaya-upaya vang dilakukan untuk
mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan
yvang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.
Kebijakan Tujuan 6. Tujuan 6 dari TPB/SDGs adalah menjamin ketersediaan serta
pengelolaan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Tujuan 6 ini
dicapai melalui pencapaian target-target sebagaimana telah diuraikan di atas.
Untuk pencapaian target-target TPB/SDGs lima tahun pertama (2015-2019),
indikator-indikator yang dikembangkan dijabarkan dari kebijakan RPJMN 2015-
2019, waitu prinsip-prinsip ketahanan air, sinergitas antara air minum dan
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sanitasi, efektivitas pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi dan
pemeliharaan dan pemulihan sumber beserta ekosistemnya.

Untuk mendukung pencapaian 100% akses air minum dan sanitasi selain kegiatan
untuk menyediakan akses air minum dan sanitasi serta meningkatkan
ketersediaan air baku, juga terdapat kegiatan yang bertujuan untuk mengubah
perilaku masyarakat akan air minum dan sanitasi. Kegiatan vang terkait revolusi
mental dalam pembangunan air minum dan sanitasi adalah sebagai berikut:
perilaku hemat air, setop buang sampah di sungai dan saluran, setop buang air
besar sembarangan (langsung dan tidak langsung), dan gerakan 3R (reduce, reuse,
recycle). Kegiatan yang terakhir ini, meskipun lebih merupakan gerakan moral,
apabila dilaksanakan secara masif dan sistematis, dapat menjadi pendorong
percepatan pencapaian target-target TPB/SDGs yang tercermin dalam program-
program pemerintah.

Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan 6 antara lain adalah: (1)
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, yang terdiri
dari: (a) Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber
Pembiayaan dan Pola Investasi; (b) Kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum; (c) Kegiatan Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan
Persampahan; serta (d) Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja
(IPLT); (2] Program Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan melalui
Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku; (3) Program Pengendalian Penvakit
dan Penyehatan Lingkungan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Penyehatan
Lingkungan; (4) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air; serta (5)
Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung yang terdiri dari: (a] Kegiatan
Pembinaan, Pengendalian Kerusakan Perairan Darat; (b) Kegiatan Penvelenggaraan
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS; serta (c|
Kegiatan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat.

Target pencapaian indikator Tujuan 6 bisa dilihat pada tabel yang merupakan
lampiran peraturan bupati tentang Rencana Aksi Daerah TPB ini.

3.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Pada jangka waktu 5 tahun terakhir ini, PDB per kapita di Indonesia naik setiap
tahunnya, namun hal ini tidak sejalan dengan laju pertumbuhannya. Sektor
pariwisata, khususnya di Indonesia, memiliki potensi besar dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Untuk itu sektor pariwisata perlu diberdayakan karena
dapat berkontribusi pada peningkatan kesempatan kerja. Namun selain jumlah
kesempatan kerja yang meningkat, perlu diperhatikan juga kualitasnya yvang
diindikasikan dengan tingkat produktivitas, kondisi kerja, waktu kerja, upah serta
perlindungan sosial bagi pekerja.

Peningkatan kesempatan kerja juga didukung oleh upaya dalam peningkatan
pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya dalam peningkatan kesempatan kerja
adalah dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) vang
berkelanjutan, karena UMKM memiliki potensi kontribusi vang besar terhadap
pertumbuhan ekonomi. Untuk menjamin keberlanjutan UMEKM, dibutuhkan akses
terhadap pembiayaan serta perlindungan melalui regulasi.

Dalam pelaksanaan TPB/SDGs, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
merupakan fokus dalam Tujuan 8 wyang bertujuan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja vang
produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Target-target
dari Tujuan 8 meliputi mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita,
mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi, menggalakan kebijakan
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pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja
layak, mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM), mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh
pendidikan atau pelatihan (NEET], mempromosikan pariwisata berkelanjutan, dan
memperkuat lembaga keuangan. Adapun indikator-indikator vang digunakan
untuk mengukur pencapaian target Tujuan 8 berjumlah 20 sebagaimana tertera
pada tabel 15.

Kebijakan Tujuan 8 yang diarahkan untuk pencapaian target-target Tujuan 8 yvang
ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 meliputi kelompok kebijakan (1)
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan; (2) sektor ekonomi
yang kokoh, serta (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yang
secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

a. Dalam rangka mendukung Pertumbuhan Ekonomi Makro meliputi :

1. Mendorong investasi untuk tumbuh tinggi sehingga berdampak pada
peningkatan ekspor barang dan jasa, serta konsumsi;

2. Optimalisasi realokasi belanja nonproduktif menjadi belanja investasi,
penyerapan belanja pemerintah yang lebih merata di setiap kuartal dalam
tahun anggaran, serta mendorong tingkat realisasi belanja pemerintah yang
lebih tinggi;

3. Prioritas pembangunan pada proyek prioritas nasional yang mendorong
produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta;

4. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui: (ij peningkatan ketersediaan
lapangan kerja yang layak; [ii) fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM); (iiij pengendalian harga, terutama harga barangbarang
kebutuhan pokok; serta (iv) subsidi yang lebih tepat sasaran kepada
kelompok masyarakat miskin;

5. Diversifikasi ekspor dan pendalaman pasar yang sudah ada dalam rangka
meningkatkan kinerja ekspor barang nonmigas;

6. Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur  pendukung
pertumbuhan sektoral, seperti pembangunan smelter, waduk dan irigasi, alat
tangkap ikan yang modern dan berkelanjutan, jaringan jalan, jembatan, dan
fasilitas transportasi lainnya, serta fasilitas energi di kawasan industri;

7. Revitalisasi industri pengolahan dan upaya meningkatkan produktivitas
tenaga kerja Indonesia yang berkelanjutan.

b. Dalam rangka Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif meliputi :

1. Mendorong investasi, terutama investasi padat pekerja dengan
mengedepankan kepastian berusaha, melalui dukungan regulasi vang
mendorong arus investasi;

2. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan, serta pelayanan informasi
pasar kerja;

3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan mendorong relevansi
antara kurikulum lembaga diklat dengan kebutuhan dunia usaha/dunia
industri;

4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi pasar kerja di daerah untuk
memfasilitasi bertemunya pekerja dengan pemberi kerja;

5. Melaksanakan perluasan akses usaha mikro kecil dan koperasi melalui
kegiatan pengembangan keterampilan dan layanan usaha dan pengembangan
kewirausahaan;

6. Mendorong terlaksananyva hubungan industrial vang harmonis di perusahaan
vang dilakukan melalui pemberdayaan serikat pekerja/serikat buruh untuk
melakukan negosiasi bipartit dengan prinsip collective bargaining dan
peningkatan kuantitas dan kualitas mediator hubungan industrial;
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7. Meningkatkan perlindungan pekerja dengan mendorong perluasan cakupan
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bag pekerja;

8. Meningkatkan kelembagaan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan dengan
penvederhanaan prosedur dan memanfaatkan teknologi informasi untuk
mendorong kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan peraturan
ketenagakerjaan.

C. Dalam rangka Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui
. Mendorong kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha dengan

membangun iklim usaha vang baik melalui peningkatan efektivitas
penegakan regulasi persaingan usaha yang sehat.

2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan dengan
mengoptimalkan sumber pembiayaan nonbank.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengembangan
kewirausahaan.

4. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran melalui
pengintegrasian fasilitasi pemasaran dan sistem distribusi baik domestik
maupun ekspor.

d. Dalam rangka Peningkatan Promosi Pariwisata Berkelanjutan mellaui

1. Pemasaran pariwisata nasional melalui pembentukan pusat promosi
pariwisata Indonesia di negara-negara terpilih, serta pemberdayaan kantor-
kantor perwakilan Indonesia di luar negeri,

2. Pembangunan destinasi pariwisata yang diarahkan untuk meningkatkan daya
tarik daerah tujuan wisata, sehingga berdaya saing di dalam dan luar negeri;

3. Pembangunan industri pariwisata yang diarahkan untuk meningkatkan
partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional, serta
meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di
setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran melalui: (i)
pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal, (ii) fasilitasi investasi
usaha sektor pariwisata, serta (iii) fasilitasi pengembangan dan peningkatan
jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata; 4. Pembangunan
kelembagaan pariwisata diarahkan untuk membangun sumber dava
manusia pariwisata, serta organisasi kepariwisataan nasional dengan
kebijakan operasional sebagai berikut: (i) berkoordinasi dengan perguruan
tinggi penvelenggara pendidikan sarjana di bidang kepariwisataan; (ii)
meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan,
memperluas jurusan dan peminatan, membangun sekolah pariwisata, serta
(iii) turut serta menjaga kualitas pendidikan kepariwisataan vang
diselenggarakan swasta.

Mengingat keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam prinsip pelaksanaan
TPB/SDGs, organisasi nonpemerintah juga memiliki program dan kegiatan yang
mendukung pencapaian Tujuan 8 TPB/SDGs sebagaimana termuat dalam matriks
2. Beberapa program dan kegiatan organisasi nonpemerintah tersebut, antara lain:
(1) studi dan pemberdayaan keperantaraan sektor kopi sebagai upaya
meningkatkan nilai lebih bagi petani; (2) survei dan wawancara mendalam kepada
pelaku usaha (terutama perempuan) dalam rantai hulu hilir usaha sektor kopi,
garmen, dan alas kaki; (3) penguatan kapasitas kelompok masyarakat untuk
meningkatkan pendapatan; (4) identifikasi gap kebijakan (program, anggaran, dan
kelembagaan) di daerah; (5) asistensi terhadap pemerintah daerah dalam
pembuatan peraturan daerah terkait pelatihan kerja; (6) pembangunan kemitraan
multipihak dalam pelatihan kerja; serta (7) menyusun panduan teknis pelaksanaan
Tujuan 8 TPB/SDGs untuk pemerintah daerah.

Target pencapaian indikator Tujuan 8 bisa dilihat pada tabel yang merupakan
lampiran peraturan bupati tentang Rencana Aksi Daerah TPB ini.
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BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan vang sangat penting untuk
memastikan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dari waktu ke
waktu. Sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian yang dimulai
dari penyusunan Rencana Aksi pada tingkat nasional maupun daerah,
pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan dilaksanakan untuk setiap
pemangku kepentingan vang melaksanakan TPB/SDGs.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu tugas vang harus
dilakukan oleh Tim Pelaksanaan TPB/SDGs yang ditetapkan dalam pasal 7 butir b
Peraturan Presiden 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan. Sementara itu, pelaporan pencapaian pelaksanaan
TPB/SDGs diamanatkan pada pasal 17 Peraturan Presiden tersebut, vang
menugaskan setiap Menteri/Kepala Lembaga dan Gubernur wajib menyampaikan
laporan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS sebagai Koordinator Pelaksana
TPB/SDGs Nasional. Khusus untuk pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan merupakan landasan hukum vyang diacu untuk pelaksanaan
kegiatan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Untuk organisasi nonpemerintah
yaitu organisasi kemasyarakatan serta media, pelaku usaha dan filantropi, serta
akademisi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi program maupun kegiatan
dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme tersendiri.

Tujuan Pemantauan dan Evaluasi. Tujuan pemantauan adalah mengamati
perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur
kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah
ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yvang timbul dan
akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin, Tujuan evaluasi adalah
memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan
dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi
perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait
dengan TPB/SDGs.

Lingkup Pemantauan dan Evaluasi. TPB/SDGs mencakup 8 atau 10 tujuan
pembangunan berkelanjutan/SDGs yvang sesuai dengan kewenagan pemerintah
kabupaten. Masing-masing target dilaksanakan oleh instansi pelaksana.
Pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs dilakukan pada program-program yang
dibiayai baik oleh APBD maupun sumber pembiayaan lain vang sah.

4.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Mekanisme Pemantauan RAD Alur pemantauan RAD dilakukan dengan
mengikuti arahan pembagian tugas dan fungsi yang telah dinyatakan dalam
Peraturan Bupati Cirebon tentang Rencana Aksi Daerah TPB dan Keputusan
Bupati Cirebon Nomor 050/Kep.137-Bappelitbangda/2018 tentang Pembentukan
Tim Koordinasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah
Kabupaten Cirebon.
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Alur pemantauan RAD TPB/SDGs mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Kabupaten setiap enam
bulan sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs tingkat
kabupaten yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai setiap target dan
indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan. Kelompok
Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs kabupaten melaporkan capaian RAD
kepada Bupati dan ditembuskan kepada Sekretariat TPB/SDGs provinsi

Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Renaksi Pihak Non Pemerintah
Mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak nonpemerintah, yaitu organisasi
kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi berbeda
dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan kegiatan dari
pihak nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela
(voluntary), oleh karena itu mekanisme pelaporannya juga bersifat sukarela.
Meskipun bersifat sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus
dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian
diri sukarela” (voluntary self assesment) dengan menggunakan format laporan
melalui self assesment tool (SAT) vang disepakati.

Alur pelaporan dalam pemantauan pihak nonpemerintah mengikuti langkah-
langkah sebagai berikut:

1. Organisasi nonpemerintah melakukan voluntary self assessment atas program
dan kegiatan vang dilaksanakan dengan menggunakan format self assessment tool,
lalu disampaikan kepada Kelompok Kerja masing-masing pilar terkait dengan
tembusan kepada Sekretariat SDGs. Sekretariat TPB/SDGs mengkompilasi laporan
yang diterima dari organisasi nonpemerintah dengan format yang ditetapkan.

Mekanisme evaluasi untuk organisasi nonpemerintah dilakukan melalui sebuah
forum, tim atau kelembagaan khusus vang dibentuk secara ad hoc oleh Tim
Pelaksana TPB/SDGs yang merupakan panel independen dan nir kepentingan.
Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para anggota vang diakui
kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.
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BABV
PENUTUP

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs disusun dan berisi aksi-aksi atau
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan nonpemerintah secara
bersama-sama. Dalam pelaksanaannya berpegang atau mendasarkan pada prinsip-
prinsip TPB/SDGs, yvaitu integrasi dan no one left behind (tidak ada satupun vang
tertinggal). Aksi-aksi tersebut berkontribusi untuk pencapaian target setiap
indikator TPB/SDGs Indonesia. Prinsip integrasi dalam TPB/SDGs menekankan
bahwa pencapaian target setiap indikator berkaitan atau tidak akan terlepas dari
upaya dan pencapaian dari target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu
Tujuan/Goal tertentu juga menentukan keberhasilan dari Tujuan/Goal vang
lainnya. Keterkaitan antartujuan tersebut menjadi salah satu penentu dalam
pencapaian TPB/SDGs.

Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif dari TPB/SDGs yang
diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD, maka pelaksanaan
untuk setiap aksi agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan
menjadi target dari setiap indikator. Untuk itu, mekanisme pemantauan yang
inklusif juga diterapkan baik untuk kegiatan atau aksi vang dilakukan oleh
pemerintah maupun nonpemerintah. Dalam melaksanakan RAD TPB/SDGs juga
diperlukan penguatan sarana pelaksanaan yang meliputi: (1) perluasan
penggunaan teknologi; (2) penguatan kerja sama multipihak; (3) penguatan
koordinasi; (4) peningkatan kapasitas; (5) pemberian penghargaan kepada para
pihak; serta (6) penguatan pelaksanaan strategi komunikasi.

Perluasan Penggunaan Teknologi. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan memerlukan penggunaan teknologi informasi
yvang mendukung pengelolaan data dan informasi atas target dan indikator
TPB/SDGs dari 17 Tujuan yang saling terkait satu sama lainnya. Selain itu,
teknologi informasi ini juga berfungsi untuk mendukung sinkronisasi berbagai
capaian pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat pusat dan daerah yang dilaksanakan
oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi nonpemerintah. Pemanfaatan
teknologi juga menjadi dasar untuk mendukung pengembangan data dasar,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs.

Penerapan prinsip kemitraan yang telah menjadi komitmen di tingkat global,
juga telah diterapkan Indonesia prinsip di tingkat nasional dan daerah. Kemitraan
pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah dibangun
berdasarkan hubungan saling percaya antar Pemerintah, Filantropi dan Pelaku
Usaha, Akademisi, serta Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan dengan
ditempatkannya wakil-wakil dari setiap pihak dalam keanggotaan Tim Koordinasi
Nasional dan Daerah TPB/SDGs. Kemitraan ini memberikan ruang bagi para pihak
untuk terlibat secara aktif dalam penentuan arah dan pelaksanaan TPB/SDGs
secara bersama, termasuk pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan secara
daring (online) dan luring (offline).

Penguatan Koordinasi. Pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs mencakup berbagai
macam aspek, yaitu kerangka hukum, kelembagaan, serta substansi program dan
pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren dan
saling melengkapi untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat nasional
dan daerah. Kementerian PPN/BAPPENAS di tingkat pusat dan BAPPEDA di
tingkat daerah mengkoordinasikan para pihak dalam berbagai proses perencanaan,
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pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan
TPB/SDGs. Dalam aspek substansi program, telah disusun berbagai program dan
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan organisasi
nonpemerintah untuk mencapai target pelaksanaan TPB/SDGs. Dalam aspek
pendanaan perlu dilakukan pengembangan mekanisme pembiavaan alternatif
untuk pelaksanaan TPB/SDGs, baik di tingkat nasional maupun daerah, sehingga
pembiayaan tidak hanya mengandalkan dari dana pemerintah (APBN dan APBD)
dan bantuan mitra pembangunan. Dalam hal ini, pembiayaan alternatif dapat
berupa kerja sama dengan pihak swasta, filantropi, dan mitra pembangunan.

Untuk melaksanakan Rencana Aksi TPB/SDGs di tingkat pusat dan daerah
diperlukan peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan, baik pada lingkup Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)
maupun organisasi nonpemerintah. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara
memperkuat kesamaan pemahaman tentang TPB/SDGs, pelatihan tenaga
perencana, fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, studi banding, seminar,
workshop serta pertemuan tahunan di tingkat nasional dan daerah.

Dokumen RAD TPB/SDGs ini merupakan dokumen yang secara terus
menerus dapat dikaji ulang secara bersama antara pihak pemerintah daerah dan
nonpemerintah. Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi

publik, baik secara daring (online) dan luring (offline). Pemutakhiran dokumen
setiap enam bulan sejalan dengan jadwal pelaksanaan pemantauan.
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NOMOR : 4 Tahun 2019

TANGGAL : 12 Februari 2019

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

MATRIK TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUIUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN CIREBON OLEH KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH

B T Target Tahunan Indikatif
Algkasi Sumber
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan Instansi Pelaksana
2018 |2019 |2020 2021 |2022 2023 2024 mmﬁm} Pendanaan

s

RS, S T
::__“\."’\"9 i iz';' {'_,,___._ L

TI.IJUAN TﬁNF‘A KEM!SHENAN DAN I{ELAP'H.HH.I"-.I

| INDIKATOR : Tingkat kemiskinan Ekstrim

:5 INDIKATOR : Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah

INDIKATOR : Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan

1
| INDIKATOR : Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan

—

PROGRAM 1 : Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtaraan Sosial (PMKS) Lainnya

Kegiatan 1: Terdokumentasikannya | I ---- _E ______ -
Pamutakhiran data PMKS dan ! : . :
Pemutakhiran Data | pgks Dokumen 1 5 1 1 1 1 1 600 BANPROV, |Dinas Sosial
| { APBMN
PMKS dan PSKS
T e 1 —
| mempunyai Keterampilan Kepala ; _ | APBD, Dinas Sosial,
Bimbingan Sosial dan | K 4.366 a.360 #1360 8360 #.360 #1360 | 4 360 2616 BAMPROV,
Keterampilan bagi eluarga : ; APBIN,
Keluarga Miskin | |
T S : = - APBD,
Kecamatan | L BANPROY, ) g
FeslizelPengembangan | Pendamping PKH memanami || casi pKH =~ 22 22 22 22 22 22 22 6.600 APBN, Dinas Sosial,
Program Keluasa Harspan | PKH [ Filantropi
I | — i L N (T




Target Tahunan Indikatif
k s Alokasi Sumber
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan Instansi Pelaksana
2018 (2019 |2020 |2021 [2022 |2023 2024 ABggaran & i
tahun (Rp Juta)
Eaaa{ﬁ-: i e e I ar - ———— - — = e — .--I _— ] :
Bimbingan Social dan | PRSE yang mempunyai E :
Keterampilan Useha | Ketrampilan - . I APBD, .. .
Ekonomi Produktif Orang B00 80O E!atr:u:r BO0 BOO 767 67 |4.767 ey YO .mnas Sosial
bagl Perampuan i | '
| Rawan Sosial ' !
| Ekenomi '
|Kegiatan 5 : Eks Pekerja Migran i R
| _ Bermasalah Sosial i
E-Imtill‘lgﬂr.l Sosial dan Mempunyal Ketrampllan Dan APBD
Keterampilan bagl | pMemiliki KUBE orang 100 100 {100 1100 100 100 100 6.000 BAMPiQm-' | Dinas Sosial
Eks Fekeria Migran | ! )
Bermasalah Sosial | (lokasi: pangenan, gebang, |
| babakan, pabedilan) i
Kegiatan 6 : . i !
Palatihan Tenaga | Percepatan Panurunan ADBD i
Pendamping | Jumlah Penduduk Miskin Kelompok 12 8 | 8 §:] 8 8 | B 260 BANP;E{)\: | Dinas Sosial
Kelompok Bina i ; "
Keluarga di : : |
Kecamatan, | i i
E— — — S I— 1 | S S N S
Kegistan 7 : | Desa dan Kelurahan yang di i | ; !
Fasilitasi dan fasilitasl Raskin/BPNT Desa | AFPBD, e
Monltoring Beras Kelurahan 72 70 T0 70 T0 70 o B.4ED BANPROY, Dinas Sosial,
Miskin / BPMNT
Kegiatan & '» Eks Penyandang Penyakit |
. | Sosial (eks WTS) Yang | | APBD, ; )
heterampilan Ketrampilan 5 |
Berusaha bagi Eks |
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Target Tahunan Indikatif
Alokasi Sumber ;
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan Anggaran 6 Pandono Instansi Pelaksana
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
tahun (Rp Juta)
Penyandang Penyakit |= Bertambahnya eks |
Sosial Penyandang Penyakit | |
Sosial Yang Memiliki KUBE |
Kegiatan 9 = Eks Warga Binaan
Bimbingan Sosial dan | L8Mbaga { ; APBD,
Keterampilan = Pemasyarghkatan (eks | BAMPROY, ' )
Berusaha bagi Eks WELK) Yang Telah | Orang 30 30 {30 30 30 30 30 800 APEN Dinas Sosial
Warga Binaan Mempunyai Ketrampilan | - Filantropi
Lembaga = Bertambahnya eks WBLK | l [
Pemasyarakatan wang memiliki KUBE 5 i !
Kegiatan 10 : = Pemulung Yang Telah _ | I APED
— Mempunyai Ketrampilan | | s
Bimbingan Sosial dan i | BAMPROV, ) .
Ketarampilan = Bertambahnya Pemulung Orang an o 30 30 30 : a0 20 900 APBHN, Dinas Sosial,
Berusaha bagi | yang memiliki KUBE ; . ' Filantropi
Pemulung | i
(Kegiatan 11: | Gelandangan dan ! ; ;
| Bimbingan Sosial dan ;&nrﬁamls \:a:gtrmr':hﬂ " i | ;’ﬁgh -
| Keterampilan ks AmeeEn - orang a0 a0 (30 30 30 30 . 30 300 " Dinas Sosial,
| Berusaha bagi * Bertambahnya ' : ; APBN,
Gelandangan dan Gelandangan Dan | | | Filantropi
| . Pengemis Yang Memiliki | | i
Pargamis KUBE |
iHegiatan iz Tersalurkanny a Bantuan Bagi
| Peninghkatan Kaum Dhuata Dan Anak Yatim
Kemampuan Pigtu
(Capacity Building) APRD
Petugas dan Orang 150 150 150 150 150 150 150 450 | BAnpRoy. | SEtda, Dinas Sosial
Pendamping Sosial | v
Pemberdayaan Fakir |
Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT} | :
dan Peryandang — SN




Target Tahunan Indikatif
Program / Kegitan / Indikator Kegiatan Satuan ; e 6 oo . | nstansi Pelaksana
2018 2019 2020 2021 L2022 2023 2024 gea i
' ; tahun (Rp Juta) i
| ! ]
Mazalah Kesajah- . a - . | - '
teraan Sosial (PMKS) . [
Lainnya | |
‘PFIDGFMM 2 : Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial ' S
—Heﬂiatan '1 it e AT B e I o R
Rimhingan dan .. Berkurangmnya Keluarga Kepala AFBD, o Dinas Sosial,
Rehabilitasi Sosial bagl | Berumah Tidak Layak Huni | Keluargs |50 50 50 50 | 50 49 49 8.97d BANPROV. | nppe,
Keluarga Berumah { APEN,
Tidak Layak Huni
Kegiatan 2 : B
Pelayanan Rumah Terlayvaninya PMKS yang 5 APBD,
Singgah Penyan-dang | singgan Orang 200 1200 200 200 200 200 200 1.200 BAMPROV, |Dinas Sosial,
Masalah | | APBM,
Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
Kegiatan 3 : o B B e e S B —
. APED,
Bimbingan Sosial dan | Bertambahnya Anak Jalanan | Orang | B0 ' BD 50 50 50 50 50 1.500 BAMPROY, Dinas Sosial
| Keterampilan bagi yang rmemiliki KUBE - APEN
| Anak Jalanan
 Kegiatan 4 © | Bertambahnya AMPK yang 5 T
| _ memiliki KUBE APBD
| Bimbingan Sosial dan . BANPROY. | Dinas Sosial
| Keterampilan bagi Orang 50 50 50 50 50 50 &0 300 | '
| Anak yang | .AEEN' i
‘Memerlukan g deallid
| Perlindungan Khusus :
Kegiatan 5 : Orang 60 60 60 60 60 60 80 360 APED, Dinas Sosial, |
| BAMNPROY, i




Target Tahunan Indikatif
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan i ﬁ”m Instansi Pelaksana
2018 (2019 2020 2021 (2022 | 2023 2024 3?'.5.‘.3}:;. f:um} endanaan

R e e e e

Bimbingan Sosial dan
Keterampilan bagi
Anak yang Berhadapan
dengan Hukum (ABH)

BE.l'tal'.l‘l.hEhn:_'r'.a ABHn yang
memiliki KUBE

Hegiatan & :

APED,
Penanganan dan Korban bencana mendapat | 5% 100 100 100 100 1100 100 100 1.200 | BANPROV, gemai ';'F'_'Eaz
Perindungan Soesial bantuan sosial | APEN, o
Bagi Korban Bencana
Wegiatan 7: | Horban bencana skala | D T -
kabupaten yang menerima |
PE"”’:EE’;“” ’t""“’_"ﬂ""h' bantuan sosial selama masa APBD,
masalah Strategis tanggap darurat _ BAMPROV, . ;
yang Menyangkut % 100 100 100 100 100 100 100 | 1.200 APBN, Letda, Dinas Sosial
Tanggap Cepat Darurat | { Filantropi
| dan Kejadian Luar i ;
' Biasa |
| |
S B - S S N— L. . S— - ST WS SEESIE —
PROGRAM 3 : Program Pemberdayaan Helembagaan Kesejahleraan Sosial
1
| HEEiﬂtﬂn g - Karﬂng Tﬂﬂ.l na :.‘rar]g 'I‘_ﬂ-]ah : APED
Peningratan Fonan s i S 100 100 1 1 1 10 1 | BANPRo, | Dinas Koperasi dan
Aktif Masyarakatdan |* Bertambannya Karang rang D 0o 00 0o ] 0o :E.WEI b o, UMKM, Dinas Sosia
Dunia Usaha Taruna yang memiliki | '
KUBE
Kegiatan 2 o -
. - !
Peningkatan Jejaring | Bertambahnya Orsos yang | APBD,
Hejasama Pelaku- | mendapatkan bantuan sosial | Kecamatan | 10 10 5 5 5 5 5 400 |BANPROY, | Dinas Sosial
pelaku Usaha APBN,
Kesejahteraan 3osial
Masyarakat
e I RN N R | S R R — e e




Target Tahunan  Indikatif i
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan { loleasl e Sumber |1\ oanei Pelaksane
218 {2019 |2020 (2021|2022 |2023 2024 {Anggara Pensenann
tahun (Rp Juta)

Haglaian 3: - T - ' ;'
Feningkatan Kualitas | Bimbingan sosial kepada AR,
SDM Potensi Sumber | PSM. 40 PSM Kelompok 40 40 ;4[] 40 a0 40 40 600 BAMPROY, | Dinas Sosial
Kesejahteraan Sesial | APBN,

| Masyarakat : | [

| v s g | TR e PR rC— — nbi——— SR e L H—
Kegiatan 4 : Bertambahnya pengetahuan | .
Fasilitasi Penyulunan | masyarakat tentang Orang 200 200 200 200 100 i o | 200 (kumulatif) | 600 APBD, Set.r_:la. Dinas
Kepedulian Sosial kesetiakawanan social, kumulatif) RANPROY, | Sosial,

1000 Drang — .
Kegiatan 5 tenaga pendamping yang I ;P-BD
) | mendapat bimbingan _ . .

Peningkatan orang 40 40 40 40 40 a0 a0 450 [BANPRQV, | Setda, Dings
Keterampilan Tenaga (APBN, | Sosial,
Pendamping Sosial Filantropi
femean®: ARSI, Setda, Dinas
Pelatihan dan Terlatihnya Relawan orang 80 80 80 B0 8D 'BD 80 900 \BANPROV, | o cial BPBD,
Pemantapan Relawan | Penanggulangan Bencana l | |APHN' Filantropi
Penanggulangan Alam dan MNon Alam ] I ! Filantropi
Bencana cad ' |

' PROGRAM 4 : Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo S

H:aglatan 1 ) I EAFLED

| | 3

| Bimbingan dan Lanjut Usia Yang Mendapat | oran - 100 . BAMPROV, | Setda, Dinas

¢ £ | 100 1100 100 100 100 100 (kumulatify | 1.200

Rehabilitasi Sosial Bantuan Sosial kumulatif) APBN, Sosial, BRAD
Bagi Lanjut Usia Fllantropl

Egmtan? o Bertambahnya panti asuhan, . ) APBD
Operasignalisasi dan | jompo vang mendapatkan BANPED‘.I' Setda, Di
Pemeliharaan Sarana | bantuan sosial Panti a0 140 a0 a0 a0 an an 720 APBN ’ _Sﬂt .ﬂl' s
dan Prasarana Panti - osial,
Aszuhan,/ lompo Filantrop




Targat Tahunan Indikatif
Alokasi m :
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan A i NG ls;:nd?r;an Instansi Pelaksana
2018 (2019  |2020 2021  |2022 2023 2024 nggara
{ tahun (Rp Juta)
FR{}GHAM 5 F"rugrﬂrﬁ-l.i'emﬂmaan Analc Terlamar B )
Kegiatan 1: Bertambahnya anak terlantar - 1 APBD
vang memiliki KUBE | ' Setda, Dinas
Pengembangan Bakat . | Kelompok 50 |50 50 50 50 {50 50 200 BANPROV, | oo o) e
| dan Keteram-pilan | | | APBHN, :
| Anak Terlantar e [ | N S .
INCHKATOR = Proporsi p-unduduk pﬂnaﬂma bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional {JKN)/Kartu Indonesia Sehat [KIS)
| INDIKATOR : Jumiah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat _
PROGRAM 1 : Program Kemitraan Peningkatan F‘elﬂyanﬂn Kesehatan
Kegiatan 1: Jumlah Masyarakat Miskin o ;
{ APBD Setda, Dinas
Yeng Termasuk Ke Dalam | 70 ! :

. . : Kepal i i
Kemitraan Asuransi | Penerima Bantuan luran i Kera a | 0 70 L) 70 70 {kdmulﬂﬁf} 70 [l-;umulatifj 30,600 BAN’PRU"-, :ﬂEIEhatﬂn. Dinas
Kesehatan Mﬂs}'ﬂfﬂkﬂt {PEI] Daerah | e Uarga ! APBN osial
Kegiatan 2 - Terlayaninya PBI Daerah IR

] ] Peserta BPIS sebanyak | ! APED, Setda, Dinag
Meninghatkan Jaminan | 514 ga5 jiwa 213.645 [213.645 [R13.645 (215645 213645 (213645 713 645 FA0.8935 BANPROV, |Kesehatan, Dinas
Dan Keterjangkauan lwa [ ;

| APEN Sosial
Pelayanan Kesehatan [
I
IND!HATDFI Paraentas&";m-r'tyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bamuan pemen uhan kebq.rtuhan dasar - _ _ -
| PROGRAM 1 ngram Pembinaan Para Ferryandﬂng Cacat dan Trauma o ) - N
K Kegiatan 1: | Meningkatnya penyandang N I =
cacatyang berdaya dalam |, o 179 179 179 179 179 179 179 6.408 'BAnPROY, |>ctda. Dinas
Percepatan panurnan | memenuhi kebutuhan . 5 ' " |Sosial,
| jurmiah pendudul miskin dasarnya AFBN
i Kegiatan 2 : Bantuan sosial kepada
' " ODKB sehingga dapat APBD, Setda, Di
Asistensi Sosial 018N | omenyhi kebutuhan Orang 8o |80 80 80 80 80 80 1.200 BANPROV, [ooCo =
dengan Kecacatan . APBN .

Berat

dasarnya




Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan

Satuan

2019

2024

Indilatif
Alokasi
Anggaran B

tahun {Rp luta) !

! Sumber
i Pendanaan

g
B et A
Kegiatan 3 : | Penyandang Disabilitas dan

| Eks Trauma vang telah

Bimbingan Sosial dan | yamounyai Ketrampilan |APBD,
Keterampilan bagi Orang 60 60 Gl &80 &0 &0 &0 900 | BAMPROV, Dinas Sosial,
Penyandang AFBMN
Disabilitas dan Eks {
Trauma
Kegiatan 4 : I | . o 5 _
Bimbingan Sosial dan | Para Penyandang Disahilitas 5 i " 1id o 16 I:E.EDP;QDU Setda, Dinas
Pemberian Alat Bantu | vang mendapatkan alat Orang 1144 144 144 144 14 160 apgn | Sosial
bagi Para Penyandang | bantu : ’
Disabilitas |
| Kegiatan & : [ O
= ; |APBD,
| Bimbingan Sosial dan | Penyandang disabilitas eks i | | BANPROV, | Setda, Dinas
| Keterampilan bagi | kronis yang telah mempunyai | 0T@NE |79 179 179 179 179 179 e g AFBN, Sosial,
Penyandang ketrampilan [ Filantropi
| Disabilitas Eks Kronis
| Kegiatan 6 | Penyandang disabilitas | | . | | 1 11—~ S
mendapatkan rekomendasi APBD, Setda Dinas
it Pelayanan Sosial i i J G
E: = " bfgi untuk tindak lanjut Orang 179 179 179 179 179 179 179 648 Eﬂg: ROV | sgsial, Dinas
Penyandang Filantropl | " oo et
Disabilitas §
Kegiatan 7 : o o ' T
. o . AFBD, .
siglisasi Program Sosializasi program kegiatan i i BANPROV Setda, Dinas
Kegiatan bagi kepada keluarga Kegiatan 12 |2 2 2 2 |2 2 540 APBN " Sosial, Dinas
Keluarga dengan penvandang disabilitas eks i i | Eil rrtr i Kesehatan
Penyvandang psikotik ; | antrop
Disabilitas Eks Psikotik [ {
Py . ks —————




Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan

Target Tahunan

Indikatif
Alokasi

2018

2019

2020

2021

2022

2024

Anggaran &
tahun (Rp Juta)

Surnber

Pt et | Instansi Pelaksana

iHﬁIHATﬂR Persemaae Perampuan F'ernah .Kamn berusm 1549 mhun _-rang prosaﬁ ka!ah:ran teral-chlmya dn fas-llta»s ka:sarhalan
PROGRAM 1: Pembinaan Kesehatan Masyarakat S = —
Keglatan 1: _5 1 Ibu h:||n|| yang | : | APED :
Pernbingan Kesshatan | Tondepathan pelayanan |, |47.936 |47.936 |47.936 |47.036 |47.936 | 47.936 47036 | 23.076 BANPROV, |Dinas Kesehatan,
| antenatal ke empat (K4) | |
Keluarga i APER
I A __ ! il S | K i o
2. Puskasmas dan Pustu Pushesings | _ APED,
varg melaksanakan e 125 1128 128 128 125 | 128 128 [t BANFROV, |Dinas Kesehatan,
kelas ibu hamil e APBN
3. Puskesmas dan Pustu
vang melakukan orientasi : APED
Program Perencanaan Puskesmas | : | Kesah
Par=abiriar diai dan pustu 128 128 128 128 128 : 128 128 2565 EQESRDU, Dinas Kesehatan,
Pancagahan Komplikasi . |
| (PAK) - ;
'Kegiatan 2: Ibu hamil yang mendapatkan . IR ;-A_F;ED.
| pelayanan antenatal ke . . i ;
| Pernbinaan Pelayanan empat (KA) (rang 47936 |47.936 4T 936 47 936 47 936 . 47936 47.936 30,238 igl‘a\tpljﬁ[}\", Dinas Kesehatan,
! Kesehatan
| FROGRAM 2 : Program Sosialisasi dan Pendampingan Kesehatan Ibu Hamil o -
[Kegiatan = Peningkatan pengetahuan = _ APED .
Souiaiisan R pshisman b el . i 300 300 300 300 300 300 300 LSHONG00T  SIRARON, o e
| Sﬂsfﬂl'ﬁs' H‘"‘*:E'Eh atan  Lenta ng pelayanan antenatal rang | | B APEN i
i bagl I Hamil ke empat [H4} !
| Kegiatan 2 ; Peningkatan jumlah Ibu | APED
{ . | | v Dinas Kesahatan,
| Pendampingan Ezg:a*fa"ngamnf:f:t‘;?:“ﬂa“ Orang ‘300 300 300 300 300 300 300 18.000.000 | BANPROV,
Kesehatan Ibu Hamil | oo ka) g ' APEN
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i Target Tahunan Indikatif
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan ”“"“r'm . ISJ““'H (nitang Polebesng
2018  |2019 2020 2021 2022 2023 2024 Angga endanaan
tahun (Rp Juta)

i ';'E'.’

Y X S P .
S
bl et L

ot A [ A e s

INﬁIKATﬂFi : F‘eﬁemésr- 'ﬂnallc -b-e.Fuéia i2-23 bulan yang manér}mu Imunisaslﬂﬂabsar imghap

INDIKATOR : Persentase kabupaten,/kota vang mencapai B0% imunisasi dasar lengkap pada bayi

PROGRAM 1 : Program Peningkatan Pelayanan Kesshatan Bayi dan Balita

Hegiatan 1: Peningkatan Kapasitas
) . Makes dalam Penanganan APBD,
Peningkatan Hapasilas Komplikasi neo, MTBS dan Orang 2,200 | 2,200 2,200 2.200 2.200 2.200 2200 19.800 BAMNPROV, |Dinas Kesehatan,
dalam Penanganan SOIOTK i APEM
Bayi dan Balita {
Hét{iﬁﬁ_ﬁ"ﬁ";"' : Pelavanan bayi muda dgn . .
MTBM Peningkatan ' APBD,
Peningkatan Pelayanan kunjungan bayi dan balita Qrang 231,162 231162 |231.162 |231.162 |231.162 |231.162 231.162 138,697 BANPROV, |Dinas Kesehatan,
Kesehatan Bayi dan | APBM
Balita |
| —
Kegiatan 3 : Terlaksananya pelayanan | APBD, Binss Kesshatar
{ i ~ | imunisasi pada bayi dan Orang 231162 | 231162 |231.162 [ 231.162 (231162 |231.162 |231.162 277,394 | BAMPROY, ) i '
| Peningkatan Imunisasi | anak di bawah dua tahun | APBM riantrop
|
Kegiatan4: | Setiap PKM dan pustu N _
Beghit : memiliki Tenaga vaksinator / APBD
enyiapan tenaga pelaksana cold chain yang | Puskesmas 128 128 128 128 128 128 : )
| vaksinator terlatih telah mengikuti pelatinan | dan pustu (100%) | (100%) |(100%) |(100%) |(100%) |(100% |128(100%) 13.824 :SEERW' ERNSS LS atar
menggunakan modul latihan
: tenaga imunisasi
' PROGRAM 2 : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit . '
I ; S S | SO S SO S S S S L, - SN ; B N
| Kegiatan 1: 1. Puskesmas vang | APBRD
; _ mendapatkan 57 |57 57 57 57 57 : '
| Surveilans dan peningkstan antigen Puskesmas (100%) | |100%) (100%) (100%) (100%) 1100%) 57 (100%) 13.824 B.ANPLFEOU. | Dinas Kesahatan
| Karantina Kesehatan Emunisasi | APBM
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Target Tahunan T Tindkatt ] T T
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan L ; o !rlan p ﬁ:nmdlxaa ol Instansi Pelaksana
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 \ngga |
tahwn (Rp Juta) |
o 2. Puskesmas yang T - . , APED !
memiliki rantal dingin 57 57 57 |57 57 57 - ' I
(cold chain) untuk Puskesmas  |(100% |[(100%) [(100%) |(100% |(100%) |(go0% ° (100 et ool ekt
imunisasi ! !
' PROGRAM 2 : Program Sosialisasi dan Pendampingan Kesehatan Ibu Hamil G a .
Kﬂ.gl:;i.{&ﬂ 1 | Peningkatan pengetahuan ' ------ ]
| dan permahaman ibu hamil | APED ,
Sosialisasi Kesehatan | ' Dinas Kesehatan,
: i tentang pelayanan antenatal | oo, 300 300 300 300 300 5T |57(100%) 18.000.000 BANPROV,
bagi Ibu Hamil ke empat (K4) ! (100%] APBI
!
Wegiatan 2 : Peningkatan jumilah lbu | . ; P
; hamil yang mendapatian 1, 300 |300 300 300 300 L 57 (100%) 18.000.000 ;ﬁghw e oo
Pendampingan pelayanan antenatal ke | (100%; I I APEM I
Kesehatan Ibu Hamil empat I:H.-“-} i |
PROGRAM 4 : Program Susialisasi dan Pendampingan Pelayanan Kesshatan Bayi dan Balita o o N
Kegistan 1: Peningkatan dan | ! | o o
Lo pemahaman Pasangan Usia | APED [ .
Sl "?‘”aﬁ Subur yang memillki bayl dan | ¢, .\ 300 300  |300  |300 300 5T l57(100%) l18.000000  |BANPROV, | o oonnan.
Pasangan Usia SUbWr | patits tentang imunisasi ! (D0} ! f APEMN
yang memiliki Bayi dan | gocar jan ghap !
batita ; !
Rggl_a{a?é-l e _.? i al — e i L e i_. e —
Pendampingan Peningkatan jumiah I ) I 57 ) i APED,
Pasangan Usia Subur | pelayananimunisasipadabayi | 072" 300 300 300 300 300 (oos; |57 (100%) 18.000.000  |BANPROV, |Dinas Kesehatan,
vang memiliki bayi dan | dananakdi bawah dua tahun . APBN
batita |
R .i_ —— S - : — — -
| |
. | N
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Target Tahunan TIndikatif
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan B : ﬁ”’“mlf” Instansi Pelaksana
2018 2019 (2020 |2021 |2022 |=Z023 2024 jAnggaran it s
; tahun (Rp Juta)
e ..memmnmmmnﬂmm ‘

INDIHAT{JR Angrca ;]amahaian hontmrseptil (CPR) semua cara pada Pasarlgan U5|a 5u|::ur {PLIEJ usia 15-49 tahun :-.rﬂng berstatus kawin

PRDGFMM 1: ngram Pelayanan Kontrasepsi T s s - S

Kagigtan 1 Jumilah peserta KB MKJP ! _ APBD

) imetode Kontrasepsi jangka | [ ' Dinas Kesehatan,
Pelayanan KB Medis | panjang) MOP/MOW Orang 354.676 |354.676 | 354.676 |354.676 |354.676 |354.676 354.676 | 212.806 Esmgﬁmf. Bings PRKBPA
Dperasi | | B |
~ | PROGRAM 2: Program Pembinaan dan Pendampingan Pelayanan Kontrasepsi E S =

.Hegia'tan 1_ Peningkatan pengetahuan | -1 o T N
T PUS tentang berbagai E | ' APBD, '

Sosialisasi KB bagl | macam metode KB dan Orang 300 300 1300 300 1300 300 300 18.000.000 BANPROV, g.‘”aﬁ ﬁﬁ;ﬁi"'

Pasangan Usia Subur | yanoaknya | : APBM nas

(PUS) 5

Kegiatan 2 : Peningkatan jumiah i - o o

) kepesertaan KB |

AT Oran 300|300 300 300 300 300 300 16000000 | BanpRoy, | Dings Kesenatan

pelayanan KB bagi ang | utien | Dinas PPKBP3A

Pasangan Usis Subur | | | AFB

{PUS] : j

|- ..... | |

INDIKATUR Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.

INDIKATOR : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan

INDIKATOR : Proporsi populasi penduduk yvang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan

PROGRAM 1: Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Kegiatan 1: 1. Sambungsn Rumah {SR) : i T I s APRD, e I
; dikawasan regional 'SR |5 10 10 10 10 |10 (10 165 BANPROY, | Diskimrurmitan,
| Pengaturan, | ; - AP Dinas Kesehatan,
| Pernbinaan, . | : | 5 |
| Pengawasan, 2. Sambungan Rumah (SR) | f . I P : | APED, o B
| Pengembangan di IbuKota Kawasan ESR 5 10 10 10 10 10 i 10 165 BANPROV Diskimrumtan,
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Target Tahunan Indikatif
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan - P e oo . | nstansi Pelaksana
2018 |2019 |2020 (2021|2022  |2023 2024 Anggarsn B O :
tahun (Rp Juta)

Sumber Pembiayaan 13, Sambu I'IEEHIRL.IJ'IHEH fsﬁ-:l THLPF.I[}, Dieki

dan Pola Investasi, diperdesaan berbasis SR 5 10 10 10 10 10 10 165 BANPROV, D.‘5 ""&:”‘t:”‘

serta Pengembangan masyarakat | APBM | Vinee Rese ey

Sistern Penyediaan Air | _— = !

Minum 4. Sambungan Rumah (SR} APBD, | Diskimrumtan,
dikawasan kumuh 5R 5 {10 10 10 10 0 10 165 BANPROV. | Dinas Kesehatan,
parkotaan | APBN | PDAM

5. Sambungan Rumah (SR) 1 _ APBD. Diskimrumta
dikawasan nelayan SR 5 10 |10 110 110 10 10 165 |BANPROY, | orornrimtan,

| | Dinas Kesehatan,
APBN
: 6. Sambungan Rumah [SR) 1 R i APED, .
dikawasan rawan air 'SR 5 10 10 10 10 10 10 165 BANPROY, |DiSkimrumitan,
| Dinas Kesehatan, F
APBMN
. - 1 - - = }

7. Kawaszan MER terfasilitasi | |14 14 | APBD, Diskimrumtan,
pangembangan jaringan | Kawasan |14 14 14 14 14 | 420 | BANPROV, |Dinas Kesahatan,
SPAM PDAM (kumulatif)|  (kumulatif) | 4PBN PDAM,

| B. Kawasan MER terfasilitasi | ! 14 14 APE_D:_ I
pengembangan jaringan | Kawasan l14 14 14 14 14 420 BANPROV, D:ﬁk'mr“mtﬂ”'
SPAM Mon- PDAM - ((kumulatify|  (kumulatif) APBN Dinas Kesehatan,

o g:;abr;;aat:: E,ndapama" ; ' 5 5 APBD, Diskimrumtan,
pengawasan Kecamatan 5 |10 10 5 5 | 420 BAMPROV, |Dinas Kesehatan,
pengembangan air minum : I{humulatlf] UYL AR Fetiog

Kegiatan 2 : . _ [ e 1 — 1 1 71 O

Dukungan Pengembangan Sistam | 5 APBD. Diskimrumtan,

Pengembangan Sistem | Penyediaan Alr Minurm, Kecamatan 5 10 10 5 5 2.000 BANPROV, D!r.as Hlsaﬂhatan.

Penyadiaan Air Minum, | Sanitasi dan Persampahan | likumulatif)|  (kumulatif) APEN Dinas Lingkungan

Sanitasi, dan ' ' Hidup, PDAM, F

l Persampahan ‘ :
e e _ I s . e ]
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H Target Tahunan Indikatif
|
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan | s s g ﬁ:_:‘d'” Instansi Pelaksana
|2018 (2019  |2020  |2021 {2022  |2023 2024 A o
! tahun (Rp Juts)
i
Kegistan3: | L Temangunnys IPAL | | i y I \gp, | Diskimrumtan,
| Pengaturan, Terpusal Skala Kota | . | Dinas Kesehatan
_ Kecamatan L i0 10 o 5] 1 2.000 BAMPROV, | . ;
Pembinaan, (kumulatif)|  (kumulatit) | APEN  Dinas Lingkungan
| Pengawasan, i | | Hiclup
| Pengembangan, PR N | e
| Sumber Pembiayaan | 2- Tebangunnya IPAL 5 5 | APEL, Diskimrumtan,
| dan Pola Investasi, Terpusat Skala Kawasan Kecamatan <] | 10 10 5 5 12,000 BAMPROV, | Dinas Kesehatan,
serta Pengelolaan : {kumulatif) {humulatif) APEMN | Dinas LH,
E\Gf?:;?:l?-:::rggghitasi 3. Terbangunmya IPLT : ] 5 t APBD, | Digkimrumtan,
dan Persampahan Setermnpat Kecamatan 5 10 10 5 5 12000 BAMPFROV, | Dines Kesehatan,
(kumulatifi|  (kumulstify APEN Dinas LH,
PROGRAM 2 : Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Unghal:l.ﬁ;_n_ ST o ki N o o
Wegiatan 1: Keglatan | Desa,/kelurahan yang 'Desa / [ . APED, "Diskimrumtan,
Pemyehatan melaksanakan STBM |Kelurahan eat 21z 283 299 307 318 318 prata BAMNPROV, | Dinas Kesehatan,
Lingkungan 5 | |
Erana air minum yang Deza / APED, | Digkimrumtan,
dilakukan pengawasan Kelurahan e =i !283 295 el 318 313 BET5 BAMPROV, | Dinas Kesehatan,
| 1 i
IMDIKATOR : Persenlase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan
INDIKATOR : Jumiah Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Tegangkaw o
PROGRAM 1 : Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
Kegiatan 1: 1. Kawasan kumuh : [ l Diskimrumtan,
geﬂ_ Pangan;ran. perkatasan i ; { | APEBD, Dinas Kesehatan,
e e B L A | Ha 78,78 [6565 [52,52 |39,39 |2626 (13,13 1343 132.825 BANPROV, | Dinas LH, Dinas
Pengembangan 5 [ : APEM PUPR, Dinas PMD,
Perrmukiman : _ desa
Kegiatan 2 : 1. Jumlah MBR yang | 7 e
Pengembangan mensrima pemberdaysan : I . Driskimrurmtan,
Perumahan Swadaya dan meningkat . MER . 10 |30 20 0 . . i = EQS:IHDV' Dinas PMD
keswadayaannya .
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Target Tahunan Indikatif |
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan 7 { :m“'a“ Z ﬁ:mm Instansi Pelaksana
2018 2019 2020 2021 2022 2023 | 2024 nggar |
i ; tahun (Rp Juta) i
: i i
Hegiatan 2 T 52.. .}ﬁmla.l-'.- R-umah Tal-ﬁgg;a .
Pengembangan I vang Terfasilitasi | AFBD, .
Perumahan Swadaya Eantuan Stimulan RT 10 | 10 10 10 10 10 10 750 BAMPROV, iE;E;:mruman‘
Fembangunan Rumah | 5 APBM {
Swadaya ;
3. Jumleh Rumah Tangga FEEEES) TS SR — T M e
vang maemparoleh aksas 10 { 10 10 10 10 10 10 T80 BAMPROV, | Diskimrumtan,
terhadap KPR Swadaya |RT _ APBM
4. Jumlah rumah tangga ,
dz:lez:;?:rdp:nnc;;emh RT APBD,
ped 10 10 10 10 10 10 10 750 BANPROV, | Diskimrumtan,
tertinggal vang .
weiliil ; AFBM
terfasilitasi peningkatan |
kualitas ruman |
INDIKATOR : Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan,/laki-laki di SD/M|/sederajat S o N
PROGRAM 1 : Pendidikan Dasar o o
Hegiatan 1; 1. Ruang Kelas SO yang T | APED, o
Fenjaminen Kepastian dibangun Ruang 5 5 5 5 5 ] 4] 43703 !B-"-NF'RD"-‘. E:ii?;::;?j?kﬂn
Layanan Pendidikan Sk . APBM
2. Sekolah SDvang N B h " APBD,  [iskimrumtan Dinas
dibangun Sekalah 1 1 1 1 1 1 1 G.000 BANPROY,  Pendidikan
APBH !
3. Ruang kelas SD yang B R £ ] APBD, APBIN, Diskimrumtan Dinas
direhabiltasi g s ? ; y " B : B0l BANPROY,  Pandidikan
&, Siswa Paket A vang | i - APBD, Diskimrumtan Dinas
menerima bantuan Kecamatan a0 40 40 40 140 140 40 | 6.390 BAMPROV, Pendidikan
operasional | i I g AFPBM
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Target Tahunan Indiketif
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan 23 ﬂ"""“{ . ﬁ:’,‘;’“' Instansi Pelaksana
2018 (2019 2020 (2021|2022 |2023 2024 ggaran i
tahun (Rp Juta)
k
R R Sy L
Kegiatan 1 5. SD yang mandapatkan | | APBD,
Penjaminan Kepastian Pembinaan Manajemen | Sekolah 923 i 923 923 923 923 923 923 76 | BANPROV, | Dinas Pendidikan
Layanan Pendidikan 30 Berbasis Sekolah (MBES) | | APBN
6. SDyang mandapatkan B [ BEEE P R T N ~aesp, I
55 155 155 148 ) ) .
bantuan peralatan Sekolah . E : 148 (lanjutan) | 92.300 BAMPROV, | Dinas Pendidikan
Sondilikan anjuf.an] han}utan} anjutan) lanjutan) | (lanjutan) APBN
¥ SR ST 55 55 |55 148 _ ~f i I I -
pambinaan akreditasi Sekolah 155 . i . . .| 148 {lanjutan) | 557 BANMPROV, |Dinas Pendidikan
anjutan) anjutan} anjutan) Janjutan) | (lanjutan) APBN |
'8. Siswa SD penerima | \PBD, APEN, | _
bantuan melalui KIP Orang (siswa) [20.193 [20.193 20,193 20,193 20,193 20,193 20,193 145,390 L ANPROV, Dinas Pendidikan
INDIKATOR : Rasio Anghka Partisipasi Murni [APM) perempuan,/laki-laki di SMP,/MTs/ sederajat .
IMDIKATOR : Persentase Pendudulk usia 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran
PROGRAM 1: Pendidikan Menegah Pertama I RS . BE I
Kegiatan 1 1. SiswaSMPyang | T s : [ _ APBD, : _
| Penjaminan Kepastian mendapatkan bantuan | Orang 140 140 140 {140 140 1440 140 540 BAMPROV, | Dinas Pendidikan
| Layanan Pendidikan operasional SMP Terbuka | | APBM
SMP | & o
2. SMP Terbuka yang | | | APBD,
menerima bantuan Sekolah 25 25 25 '125 25 25 25 408 BANMPROV, | Dinas Pendidikan
operasional i | ! APBM
'3. Siswa Paket B yang ' B AT . B APBD,
menerima bantuan Qrang | 500 500 500 1500 500 500 500 594 BANPROV, | Dinas Pendidikan
operasional : ; | APBN
| 4. Sekolah berasrama yang - l o i 1 B “TaPBD, ; i o
| dibangun Sekolah 1 1 1 1 1 1 1 12.000 BANPROV, |1 e endian:
. : | prieed |Dinas PUPR
i E | |
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Program / Kegjatan / Indikator Kegiatan

N Ty il e U SR

Kegiatan 1:
Panjaminan Kepastian

| Layanan Pendidilian

| SMP

e

| Kegiatan 1:

' Pembinaan
Administrasi

Target Tahunan Indikatif :
i T i :hmsrlun fi Eummbﬂ:mn s i Pelaksana
2018 2019 20220 2021 2022 2023 2024 nega j
tahun (Rp Jutay é
;.".;’r. .-EI-:,f_:':i=-':":':.£_'.".:'F':'-:'_.; : byl T e 5 : fof ] ¥ i J_:‘{":i
5. Sekolah SMP yang ! ! \PBD, APBN, |Dinas Pendidikan
dibangun Sekolah 1 1 : 1 | 1 1 1 12.000 BANPROV
6. Sekolah SD-SMP satu | TAPED, Dinas Pendidikan
atap yang dibangun Sekolah 1 1 1 1 1 1 1 43.000 | BANFROV,
. | APBN
7. Ruang kelas SMP yang | _ APBD, Dinas Pendidikan
dibangun Ruang 30 30 130 30 30 | 30 30 43.000 | BAMPROV,
: ; - | APBIN
'B. Ruang kelas SMP vang |APBD, Dinas Pendidikan
direhabilitasi Ruang | 60 G0 60 G0 a0 6o [31] 27.000 BAMFROW,
| | APBM
"9, Siswa SMP yang | | APBD,
meandapatkan beasiswa | Orang T&O Ta0 T8O TEO T8O T80 TaQ 936 | BAMFROV, | Dinas Pendldikan
bakat dan berprestasi | APBM
10. Sekolah SMP yang I "APBD,
mendapatkan bantuan Sekolah a0 an 30 30 30 a0 30 18000 | BANFROV, | Dinas Pendidikan
peralatan pendidikan i APEN
11: SMP yang mendapatkan 5 .AF'EID, APBM,| X
pembinaan akreditasi Sakolah 30 : 30 a0 30 30 30 30 Q00 BANFROV Dinas Pendidikan
112 Siswa SMP penerima I S APED, APBMN,| o
bantuan melalul KIP Orang 15.615 : 15615 15.615 15.615 15615 15,615 15615 23690 BANPROV | Dinas Pendidikan
PROGRAM 2 : Program Penataan Administrasi Kependudukan S -
Anak yang memiliki akta i | SR,
yang orang 5000 5000 £.000 5.000 5.000 5.000 5.000 3000 BANPROV, | Disdukeapil,
kalahiran : pricied |

Pencatatan Sipil
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Target Tahunan Indikatif
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan Alhag 5 i ﬁmr P Instansi Pelaksana
2018 [2019 (2020 {2021 2022 2023 2024 Aaggaren jrenden
tahun {Rp Juta) !:
s vl ._..“...f....,_._:._,_..w?:?:!..l .
Kegiatan 2 : [Terbitnya Surat Pindah, ' 5 o
_ Datang dan SKTT. 15.000 | | ' . .
Pelayanan Mutasi dan | s,rat Pindah, 12.000 Surat | >4 4516 (4516|4516 (4516 4516 | 4516 4516 2.709 |BANPROV, | Distukcapil,
Mobilisas! Penduduk | Datang, 100 SKTT | APBN
Kegiatan 3 : | Terbitnya kartu tanda = izl '
Peninglet | penduduk elektronik, kartu { APED
INghkatan keluarga dan pendaftaran Lembar (KTP | . ) ,
Pelayanan Publik snitiutiol roille Ellektronik dan 12344 1.344 1.344 1.344 1.344 1.344 1.244 BOG E:grzﬁ‘ﬂb' Disdukcapil
dalam Bidang Kartu Keluarga) I
| Pendaftaran Penduduk i
 Kegiatan 4 : Terbitnya dokurnen Lembar (KTP A I I I i
kependudukan orang Ellektronik dan | APBD, |
Pendataan Penduduk | terantar K 325 325 325 325 325 325 325 1195 BAMPROV, | Disdukcapil,
Rentan Administrasi el | -_ APBN |
Kependudukan Keluarga) |
Kegiatans: Porokaman KTPeldan | | ; e
Panerbitan KKAKTP-gl : i = .
Pelayanan Perekaman | cenara mobile Orang 43674 43674 43674 _i 43674 43674 43674 43674 id.EE? isgzﬁmh iIZIIls-I:IuI';n‘.:EI|::||I.
KTP-El Secara Mobile | | ;
Kegiatan 6 - I G i : ! ?
| | |
Pengawasan Tarperiksanya kepemilikan : i APED, -
Kepemilikan Dokuman | KTP-el di masyarakat Orang 218,370 |218.370 |218.370 |218.370 |24B.370  248.370 | 218370 21837 BANPROV, | Disdukcapil,
Administrasi . 5 APBN
Kependudukan !
(Operasi Yustisi) :
| Pelayanan Kartu Terbitnya Kartu Identitas | Anak |33.655 [33.655 |33.655 |33.655 33655 | 33.655 33655  30.238 BANPROV, | Discukcapil,
Identitas Anak Anak (KIA) : APBN
i -
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Target Tahunan | Indikatif |
- - Alokasi Sumber i
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan I i ] G T Instans| Pelaksana
2018 |2019 [2020 2021 2022 |2023 2024 Anggaran 6 Pendanaan
: tahun (Rp Juta)
PROGRAM 3 Prngram Pﬂla'_l.ranan Pencatatﬂn Slpll N ) :
| Kegiatan 1 Terpenuhinya Data B
, ! S
! Peningkatan :ar;awnanct!anhl}erearalan di . APBD, . _
| Pelayanan Penerbitan | Fabupaten Girebon Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 300 BANPROV, | Disdukcapil,
| Akta Kelahiran Secara | el
Online + SM5 Gataway
Kegiatan 2 . Terpenuhinya Data 5 APBD, .
| Penataan Pelayanan Perkawinan dan Perceraian di Kegiatan 1 1 1 i1 1 1 i 300 BANPROV, : Disdukcapil,
| Perkawinan dan Kabupaten Cirebon g | APBM
Perceraian o I .
Kegiatan 3: Meningkatnya Pelayanan o
' Pelayanan Akta Akta Kelahiran dan 540 |BANPROV, | Disdukcapil
| Pencatatan Sipil Kematian sesuai SOP Orang 800 80O 800 800 800 800 BOD N i SRS,
| Secara Mohile
1
Kegiatan 4 : Meningkatnya Pelayanan
Peningkatan Akta Kelahiran dan APED,
Pelayanan dan Kematian sesuai S0P | ; ;
At riimprl Orang 6500|6500 6500 6500 |6.500 |6500 6500 [590 E:;‘r:“w' Disdukcapil,
Kelahiran dan
Kematian
. R v . vV ¥ 0\ ¥
| INDIHATDF! Proporsi dEI1 pendum.l-:dﬂwﬂﬁayﬂrﬁ mendapatkan hak atas tanah yang didasari dﬂh dokurmen hukum dan vang mermiliki hakamsmnm berdasarkan jenis kelamin dan tipe Icrpanllll-mn
INDIKATOR : Terlaksananya distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh tani dan nelayan
PROGRAM 1 : Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah o
Kegiatan 1: [ Terzedianya sistam penata- !
B ’r p APBD,

Penataan Panguasaan
Tanah

| an, penguasaan, pemilikan,
| dan pengalihan hak atas
| | tanah

Dokuman /
sistem

SO0

| BAMPROV,
| APEN

Diskimrumtan,
BPN,
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Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan

Target Tahunan

2019

; 2020

2021

2024

Indikatif
Alokasi
Anggaran &

tahun {Rp Juta)

| Kegiatan 1

Tersedianya informasi i :APBD 5 b
. nggunaan tanah berupa | Dokumen / ' ' erenNibangae,
| Penataan Penguasaan ;ﬁt:%an peta ° sistem : . 1 z 1 1 S0u BANPROV, | Diskimrurmtan,
Tanah | APBN BPN,
Megiatan 2 Tersedianya dokumen
Penyampumaan pertanahan dengan APED Berenlitbangda
Kelembagaan dan menggunakan teknolog D!ukumen A |1 1 1 n | 1 " 1.000 BANPROV, |Diskimrumtan,
Pengambangan miitakhir sistem { | APBN BPN
Administrasi i I '
Pertanahan
Kegiatan 3 : Adanya peningkatan i
o ) kemampuan dalarm | APBD, -
Pendidikan, Pelatihan, | yaiqusanakan tugas Kegiatan B 1 : ) ) 300 | BANPROV, Digkimmimtan,
dan Penyuluhan penataan pertanahan bagi i | APEM HPN,
Pertanahan i [JEtUg,HE DPKPP i .
Kegiatan 4 : | Terpenuhinya :
| Kebutuhan Tanah untuk !
Penggunaan dan | Kepentingan Umum di '
Pemarfaatan Tanah 11 Ipkasi * :
s Tanah untuk
Pembangunan Kampus ITB
* Tanah untuk TP54
« Tanah untuk APED, 2::‘::;iman .
Pambangunan Mesjid di | lokasi 4 4 3 - - - 108.355 BAMPROV, il :
Gunungjati APBH Diskimrumtan,
* Tanah untuk BBI Z BPN,
Perikanan |
* Tanah untuk Balai | .
Pembibitan Sapi ; i
* Tanah untuk Kantor UPT {
Partanian |
* Tanah untuk Kantor
Damkar .




21

Target Tahunan Indilcatif
Program / Kegistan / Indikator Kegiatan Satuan e G pomber | nstansi Pelaksana
2018 |2019  |2020 (2021|2022 |2023 2024 gaaran o
tahun {Rp luta)
Kegiatan 5 : Pemeataan dan. lfﬂsillt,asi 5 APBD, Berenlitbangda,
LA d““”meiptﬂ"‘"'“ﬂ" t@nah | Kecamatan |- 10 110 10 10 - - 8.000 BAMPROV, | Diskimrumtan,
masyaraka {
dan Permilikan Tanah | AEEH B
|
PROGRAM 2 : Program dukungan sistem informasi pertanahan R
Kegiatan 1: » Tersedianya data dasar _
dan informasi pertanahan |
Pengamxngin infor- yang akurat, lengkap, dan . |
;‘“i' ';‘;*'m“;a::mf mutakhir untuk penataan E . APBD, ' Berenlitbangda,
s pertanahan Kecamatan |- 10 |10 |10 10 . . 16.000 BAMNPROV, | Diskimrumtan,
» Tersedianya Data | APBN RPN,
Informasi Global Sarana
dan Prasarana Dasar : i
Perumahan Kawasan | [
Permukiman !
Kagiatan 2
Pelayanan ] o
administrasi Masyarakat memperoleh : I | APBD, Digkdmrumtan,
timnstian,text kepastian hak dan kepastian | Bidang / petak |1.000 | 1.000 1000|1000 | 1000 | 1.000 1.000 6.000 |BAMPROV, | BPN, Kecamatan,
pemberian sestifikat hukum atas tenah yang . [ | AFBN Desa / Kelurahan
tanah secara masal dimilikinya :
S . — I A E— .
Kegiatan 3 : [
Peningkatan
ketertinan dan :zflﬁra:;t;:afnﬁ e | APBD, Diskimrumtan,
kepastian hukum patkan pengay Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 BO0 BAMPROV, |BPN, Kecamatan,
dan perlindungan akan hak- | |
pertanahan haknya atas tanen APBN | Desa / Welurahan




22

Target Tahunan Indikatif !
L Alokasi | Sumber
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan f Instansi Pelaksana
2018 |2019  |2020 (2021 2022 (2023 doze - |AWMEeenG Peniapeen
i tahun (Rp Juta)
'INDIKATOR : Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undemourishment) il .
PROGRAM 1 : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kl 3
Kagiatan 1. | 1. Situasi Konsumsi Pangan | Barenlitbangda,
Pengembangan | Penduduk APRD Dinas Ketahanan
oneume dan e N LR N O N CE 1 (e BANPROV, | o Dnas
kKeamanan Pangan [ : el Kelautan dan
! i i Perikanan
B - o il APED Barenlithangda,
2. Pengembangan Pangan | Laporan 1 1 ' 1 1 1 1 1 GO0 BANPROV, Dinas Ketahanan
e | o g e
3. Bentuan bahan makanan | { APED Setda, Dinas
pokok bagi warga [Hpas 4366 4.148 (3940 [B.743 3556  [3.378 3378 | 11566 BANPROV, | L orananan
terancam rawan pangan | Heluarga _ | APEN Pangan, Dinas
! ektrim ; ; Sosial,
! { — . L S—
4, Jumilah desa P2KP . | APED Barenlitbangda,
(Percepatan E Desa f |7 : . Dinas Ketahanan
Penganekargaman Kelurahan ? L s i L o o | B ES;;HDV' Pangan, Dinas
Konsumsi Pangan) | | Pertanian,
- - . - 1 SN i i _ k |
5. Promosi ' . APED, %gemarmn d
RenAI s EAmAn Dokumen |1 1 1 1 1 1 1 600 BANPROV, | oo Phansds,
kansumsi pangan dan | APBM Dinas Ketahanan
| keamanan pangan ! i | Pangan
| — j — <A — |
Kegiatan 1: lg Penyediaan tenaga, [ la i APED, | Dinas Ketahanan
- [ Q 40 40 40 40 .
Pengembangan petugas lapangan Orang [ 40 | o . it 3 . : | A0 (lanjutan) 4.320 EAMPROV, | Pangan, Dinas
Panganekaragamen | ! !,Iﬂn]utan,u (lanjutan} | (lanjutan) _[Ianjm:.am | {lanjutan) | APBN Partanian
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Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan Instansi Pelaksana
i e R Oi ] ] B =
i - (AR Ty TR LA BLEELH : SRR u
T ‘:'{f:": e e R R S e e e e e il el AR
Eunsumsl d;m 7. Penanganan ; APED, Dinas Ketahanan
SEIMENAIF-aRgEn Keamanan Pangan segar | poyumen 1 1 1 1 1 1 1 300 BANPROY, | ongan Dinas
tingkat produsen dan | APBN kKelautan dan
konsumen Perikanan
8. Teraksananya
. pemantauan dan
' pemantapan
penganskaragaman APED, ,
konsumsi pangan dan | Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 300 BANPROV, E'"aﬁ Fieastienin
keamanan pangan APBMN angan
(termasuk skor PPH
dan tingkat konsumsi {
energl rata-rata
penduduk) .
9. Tersedianya data dan { APBD
informasi tentang pola - : Dinas Ketahanan
konsumsi Dokumen 1 | 1 1 1 1 1 300 BANPROV, Pangan
penganekaragaman f BPan
dan keamanan pangan !
PROGRAM 2 : Gizi Masyarakat
Kegiatan 1: | APBD
i 1. Pers lita gizi _ :
Peningiatan ersentase balita gizi 4 182|137 102 77 58 23 a3 898 BANPROV, | Dinas kesehatan
" Lo buruk dirawat s2susi
Pembinaan Gizi ) | APBM
Masyarakat .
— — | = T
2. Presentase bayi usia 0-8 | | . i . ]
bulan mendapat AS| Orang 182 137 | 102 i 58 43 a3 H9E BAMPROV, |Dinas kesehatan
| Ekslusif : i
- ! 3 APBD Dinas kesehatan
3. Cakupan rumah tan I { ' '
€A |Kepala 455.874 |470.860 |485.859 |500.852 |515.845 |529.778 |529.778 898 BANPROV, | Dinas Kelautan
vang mengkonsumsi Keluarga i APBN dan Perikanan
garam beryodium | |
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Target Tahunan Indikatif
¢ Alokasi Sumber
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan { Instansi Pelaksana
2018 |2019 |2020 2021 2022  |2023 2024 MVIGENCER S . | PEndeTe
" . Porsentsse bekta 659 ) ]' [ TAPBD,
-hulﬂn mendapat kapsul Orang 45,722 |46.107 46,582 (47058 47533 |47.533 47.533 16.832 BANPROV, | Dinas Kesehatan
witamin A | APEN
S ] H:El;ﬂTﬂ N T B e o APED, Dinas Kesehatan,
5. Persentase pelaksanaan Kel ; #.366 4.148 3.940 3. 743 3,556 3378 3.378 2.213 BAMPROV, | Dinas Ketahanan
survellans gizi lage AFBN | Pangan
. Bayi f B - APBD, Dinas Kesehatan,
B el 3861 3861 (3861 (3861 (3861 (3861 3861 579 BANPROV, | BPRD, Dinas
daerah bencana (100%) | APEM | Sosial,
7. Jumlah (persentase) APBD,
Puskesmas 128 128 128 128 128 128 .
e i (ora®® |danPust  |(100%) |(100%) |(100%) |(100% |(100%) |(100% |128(100%) 600 il el o
Gizi Buruk
8. Jumiah (persentase) 2 2 |2 2 |2 2 2 APED, Dinas Kesehatan,
RSUD dengan tenaga RSUD | [ G600 BAMPROV. | RSUD Waled, RSUD
terath Tatalaksana Anak {100%) |(100%) |(100%) |{100%) |(100%) |{100%) |{100%) APBN Arjawinangun
Gizi Bur.k [ I
R ' 47115 (47415 (47115 |, ... .. APBD Dinas Kesehatan
O, Persentase balita ditim Anak A5.702 |A6.17 61 . E ' '
b.::'lg B Pns:.ranldu [F},I"SJ na 570 6.173 546 644 (100%) (100°%) (100%) 47.115 (100%) | 600 APBN Dinas PMD
. P Pusk | I _-:- \PED, e
o tonags gt |Puskesmas 128|128 128 128 128 (128 o0 (g0 APy, | Dinas Kesehatan,
pemantavan dan Pustu (100%:) [ 100%:) [L0%) { 1005%) (2100%) _Jn::l[}[}'iF.] :APEN ) Filantropi
pertumbuhan | : |
| S i S I
[11. Persentase Pembinaan | | APED, .
; 2558 | 2.558 2558 2558 | 2558 e [ Dinas Kesehatan,
kader di Posyandu Posyandu 2533 (100%) (100%) (100%) (100%) | (100%) 2558 (1008%) 600 .E‘::]:HGV' Dinas PMD
. ' !
L2, Persentase Puskesmas .Puske-:;.mas- 123 123 N .128 128 | 1.58 I 128 128 (100%) 600 g:.E.I%FE{}U o Keseh N
memiliki konselor dan Pustu 1100%) | (100%) | (100%) |(100%)  (100%) |({100%) s i, CEHIES ek B,
Mmenyusui APBEN
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DT ~ Target Tahunan indikatif | :
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan RS :]Dk.ﬂst | Sumber Instansi Palaksana
2018 (2019 [2020 [2021 |2022 |2023 2024 Aggaran 6 Pendanaan
tahun {Rp Juta)
P 13. Persentase Puskesmas | Puskesmas 128 128 i 128 123 128 128 | 128 (100%] 600 APBD, )
membina kelampok dan Pustu (100%) |(100%) |(100%) |(100%) |(100%} |{100%) 2087} BANPROV, | Dinas Kesshatan,
pendukung ASI AFBM
Kegiatan 2 : 1. Persentase ibu hamil o
Pani mendapat tablet Fe 90 AFBD,
enin gkatan e orang 3.861 |3.861 3.861 3.861 3.861 3.861 3861 3.000 | BAMPROY, | Dinas Kesshatan,
Kesehatan Ibu dan | AFBNM
Anak [ f
2. Persentase ibu hamil _ B APBED, | R
KEK mendapat PMT Qrang | 3.861 3.861 J.EG61 3.861 3861 | 3.BB1 3861 3.000 BANPROV, | Dinas Kesahatan,
' APBR
3. Persentase bayi §-12 N AFED
231.162 | 231462 (231162 |231.162 |[231.162 . '
bulan dan anak 1-5 Oran 196,488 - . | 231,162 (100%) | 3.000 | B [— ks
vitamin |
4, Persentase Kunjungan { 3 APBD,
Ibu Hamil ke-4 [K4) Orang |3.861 |3.861 3.861 3.861 | 3.861 3861 3.B61 3.000 BAMPROV, |Dinas Kesehatan,
| ' i APBM
5. Persentase Kunjungan | - _ | ) APBD, Dinas Kesehatan,
Meonatal Pertama (KM1) iDrang 152 152 152 :152 | 152 152 152 912 BAMPROV,  RSUD Waled dan
i . APBM Arjawinangun
PROGRAM 3 : Aksesibilitas Pangan o ES—
Hegiatan 1: ' 1. Jumiah Desa Mandir -
Pangermbangan Fangan yang |
Ketersadiaan dikermbangkan APED | Dinag Ketahanan
Pangan desa 9 12 14 16 18 20120 (kumulatif) |BANPROY, | Fengan, Dinas
. | (kumulatif) APBN | Fertanian, Dinas
PMD,
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Target Tahunan Indikatif
Alokasi Sumber
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan I Instansi Pelaksana
2018 |2019 (2020 (2021 2022  |2023 2024 Anggaran 6 Pendanaan
| tahun (Rp Juta)
- f S T
il S e AR e it :

2. Jumlah lumbung pangan ! APBD, Dinas Ketahanan
vang dikembangkan di unit o 3 4 o 6 | 7 . 7 (humulatif) | 6.000 | BANPROY, F'anﬂ‘.ﬂlj. Dlngs
daerah rawan pangan | [kumulatify | APBN Pertanian, Dinas

PMD

3. Pananganan daerah ; Setda. Dinas

rawan pangan | Kepala APBD, Hetahanan
| Keluarga #.366 4,148 3.940 3.743 3,556 3.378 3.378 11.566 BAMPROY, |Pangan, Dinas
| APBM Sosial, Dinas
Pertanian

4. Ketersadiaan data rawan : 1 i- AFBD, Barenlitbangda,
pangan | Daokumen 1 1 1 1 1 1 1 | 1500 BAMPROV, | Dinas Hetahanan

i | APBN Pangan, Dinas
| N _ Pertanian -

5. Pemantauan dan 5
pemantapan | APBD, :Dina:-. Ketahanan
ketersediaan dan | Dokumen (1 1 1 1 1 1 | 600 BAMPROV,  Pangan, Dinas
kerawanan pangan | | . APBM Partanian
{Sistam Kewaspadaan
Pangan dan Gizi)

Kegiatan 2 : 1. Lembaga Distribusi i APED, Dinas Kﬂta_lhanan
Pengembangan Pangan Masyarakat unit 2 3 I 5 6 T | 7 umulatify |6.000 BANPROY, | angan. Dinas
Sistern Distribusi dan (LDPM) di daerah (kumulatif) APBN | Pertanian, Dinas
Stabilitas Harga produsen pangan 'PMD
Pa — — e
ngan | 2. Tersedianya data dan AFBD, | Dinas Ketahanan
informasi tantang Dokumen 1 1 1 1 (1 1 1 E00 BAMPROV, | Pangan, Dinas
distribusi, harga dan | APBM Pertanian
I akses pangan | |
» ;Zﬁ:,fg ﬂfﬂan i APBD, Dinas Ketahanan
: pemantapan distribusi, | Cekumen 1 1 1 1 |1 1 1 600 BANPROV,  Pangan, Dinas
{ harga dan akses | APBMN | Pertanian
! pangaEn [
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Program / Kegiatan / Indikator Hegiatan

Satuan

Target Tahunan

2019

2021

2022

2023 i

2024

Indikatif
Alokasi
Anggaran 6
tahun {Rp Juta)

Sumber
Pendanaan

Instansi Pelaksana

 TPROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIRERON

INDIHATOH Prevalen5| pend uduk dengan kerawanan pangan sadang Etﬂl,.l berat, berdasarl-uan pada Skala Pen@laman Kerawanan Pangan

PROGRAM 1 : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pﬂngﬂn Masyarakat

Kogiatan 1: Tersususnnya Situasi | | FnPE-D, . —‘ Dinas Ketahanan
Penyusunan Necara | onsums| Pangan Penduduk | | aporan 1 |1 1 1 1 1 1 600 BANPROV, | Pangan, Dinas
bahan bahan makanan [ APBNM I Fertanian
Kegiatan 2 : Tersusunnya dokumen alur | Laporan — 1 B |

distribusi hasil produksi dan _ | APBED, Dinas Ketahanan
iifj’#;”;i’;l?ﬁ,aﬂ?fn tata niaga hasil pertanian, 1 1 1 1 1 1 1 600 BANPROV, | Pangan, Dinas

o 8 perkebunan, peternakan dan APBM Pertanlan

perikanan ,

Kegiatan 3 Tersalurkannya bantuan B 1

Basnisr: Eahon bahan makanan pokok bagi _ . ‘Setda, Dinas
makanan pokok bagi | "o oTEa lerancamrawan | Kepala 4366 4148 940 (743 (556 [B.378 3378 |11.566 BANPROV, |[SONNOR
keluarga terancam pangan ektrim di luar Keluarga | sl { n_gan, inas
rawan pangen ektrim | 0 Uarga penerima Sosial,

pang raskin/BPNT

'INDIKATOR : Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari ) B
PROGRAM 1 : Program Peningkatan Diversifikasl dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Kegiatan 1: Bantuan bahan makanan }
Pengembangan pokok bagi keluarga o APBD, E:{:i;:';ﬂaﬂ
Penganckaragaman | S'aNCam rawan pangan i 4366 .18 3940  [3.743 3556  [3.378 3376  |11566 BANPROY, .

g g ektrim Keluarga ! | APBN Pangan, Dinas
Konsumsi dan a Sosial,
Keamanan Pangan

INDIKATOR : Nilai Tambah Pertanian dibagi jumiah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) - R
PROGRAM 1 : Program Peningkatan Kesejahteraan Petani E . - -
Kegiatan 1: | Meningkatnya pengetahuan, | | . | | Ir APBD,
Pelatihan Petani dan | S'haP dan keterampilan ::“'E.satam 91 91 ‘91 91 91 l91 | a1 1.200 RANPROV, | Dinas Pertanian,
[~ |
Pelaku Agribisnis | Tkee! ) 5 APBRN,
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N Py o "'_E'I_ﬂdl s . i
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan s : i ] St . ﬁ”ﬂ“’ Instansi Pelaksana
2018 (2019 (2020 2021  |2022 2023 | 2024 Anggaran endanaan |
| ! ! | tahun (Rp Juta) |
R R s <oon i i B # S | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Kagiatan 2 : =  Kemandirian petani i !HPBU
Peryuluhan dan dalam melaksanakan | BANPROy. | Dinas Pertanian,
| Pendampingan Petani Eﬂg'a_ta”t:s_ﬂhﬂ%n' y_aﬂE _ ! APBN, Elﬂ;ﬁili'}_&r'rll:lﬁ.j Dumﬁ!
| dan Pelaku Agrobisnis EIABTI TS | agiatan la1 91 a1 91 91 laq a1 1.200 saha, Filantropi
*  Terselenggarany a | { | kg Dinas Pertanian
Penyuluhan di | Kecamatan | 40 40 40 40 40 |40 40 16.000 BANPROV, | '
Kabupaten Cirebon APBN. : Ernas Hetanelman
=  Berfungsinya Pos DUNIA [ Uﬂﬂﬁan. Dunia
Pelayanan Penyuluhan USAHA sanha,
: Pertanian Tingkat Desa
Kegiatan 3 : | = Dokumen Penilaian Kelas |
Peningkatan Kelompok
Kemampuan Lembaga * Lomba Petani THL, |
Petani Parmyuluh PMS dan ; | .
Pernyulun Swad aya | [ e 5 .
| i | rtanian
|® Lomba BPP berprestasi ) | i ) inas Pe \
Tk.Kabupaten, Provinsi Kegiatan 3z | 32 3z 32 32 3z a3z 3438 BAMPROV, | Dinas Ketahanan
dan Maslonal | APBM, Pangan,
» PENAS, Pasar Tani Tingkat ;
Rabupaten, Provinsi dan | |
Masional ! . _
= Pemantapan Kelembagaan | |
Petani dan KWT | | i |
INDIH;_&EF{ HKetersediaan pangan komoditi padi, 1agung I-tedelal gula dagmg sapl |kan dangare} ===
PROGRAM 1 :Program Peningkatan Ketahanan Pangan - _ I
| PROGRAM 2 : ngrarn Peningkatan Pemasaran Hasil PI'(JI‘..‘IL.III.R:I Pertdmdn Perkebunan, Pﬂternahdn dan Perikanan e -
Kegiatan an 1: | Terlaksananya pelatinan i 1
Penyuluhan Kualitas | teknis kemasan ! - | Dinas Pertanian,
dan Teknis Kemasan terlaksananya pelatihan = : | ) | Dinas
| Hasil Produksi teknis kemasan kegiatan 9 g I 91 . - 91 b 91 1.200 E;g: ROV. | perd agangan dan
| Pertanian, _ | ' | Perindustrian
Perkebunan yang akan |
Dipasarkan . i o
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Target Tahunan Indikatif |
Alokasi Sumber .
Program / Kagiatan / Indikator Kegiatan Satuan Instansi Pelaksana
2018 [2019  [2020 |2021 2022 |2023 2024 Anggaran 6 Pendanaar
tahun (Rp Juta) |
Megiatan 2: [- Terlaksanmya |
Pengawasan pengambilan dan ' APED
meriksaan sampel { :
| Perdagangan Ternak | PEMSTASE Bl SEHIBE 1 ogiatan 24 24 24 24 24 |24 24 600 BANPROV, |Dinas Pertanian
| Antar Daerah . | | APEM,
I - Terawasinya hewan |
qurban yang dijual sehat
dan layak Hewan Qurban
| Kegiatan 2 : Meningkatnya Kualitas
[ Produk Mangga dengan AFBL.
Pengembangan Penerapan GAP dan GHP Kegiatan 2 2 2 2 2 2 2 | 600 BANPROV, | Dinas Pertanian,
Kawasan Mangga . APEM
Gedong Gincu melalui Sekolah Lapangan | »
Kegiatan 4 - Pengembangan kawasan I
. tanaman buah selain
Peningkatan Produlksi, . f
Prod IE.'[i'u'H Dan Mangga Gedong Gincu 50 i R gl - .
ooy as Ha 50 50 50 50 |50 lani . 50 (lanjutan} | 1.800 BAMNPROV, | Dinas Pertenian
Mutu Produk Tanaman . (lanjutan) APEN |
Buah
Barkelanjutan
Pengembangan registrasi o f ; o 15,000 LRI AFED, a
kebun tanarman bugh pohion 2.000 14000 6.000 8.000 10,000 o 2000 (kumulatif] 1,950 BAMNPROV, | Dinas Pertanian
| [ bumulatif) [
| APEM
Perbaikan mutu pengelolaan. ' | APBD, o
kebun tanaman buah Heglatan 1 1 1 (1 1 1 1 750 BAMPROV, | Dinas Pertanian,
| APEMN
"Perbaikan mutu pengelolaan i _ N APED,
pasca panen tanaman buah | Kegiatan (1 1 1 1 1 1 1 750 BAMPROV, | Dinas Pertanian,
APEM
{ Pengembangan registrasi . o { ; -ﬂLPBD;. T
' packing house i Hegiatan {1 1 1 j 1 1 ' 1 1 750 BAMPROV, | Dinas Pertanian,
! , ' APBEMN
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" Target Tahunan Indikatif
Program / Kegiatan / Indikator Keglatan Satuan i nd 5 ﬁ““t'“' Instansi Pelaksana
2018 2019 2020 2021 (2022 |2023 2024 Anggaran endanaan
tahun (Rp Juta)
Peningkatan jumlah I | APBD, Dinas Pertanian,
kelembagaan usaha Kelompok 2 L | 6 B 10 12 12 ' 1.EB00 EAMPROV, | Dinas Koperasi
Tanaman Buah ; APBM UMKM,
 Kegiatan 5 - Jurlah produksi perikanan o f ) R e
- tangkap (juta ton) ' ' APBD,
Pengembangan { ton |28.000 |29.400 |[30.870 |32414 [34.034 |35.736 35.736 | 12.000 BANPROV, | Dislakan,
dan Pengelolaan | | APBM
Perikanan Tangkap !
Kegiatan 6 : '_ Volume produksi (juta ton) : APBD,
Perikanan Budidaya | APBM
| Kegiatan 7 - ELT;RE?-.:E if:gﬂ“ APBD, | Dislakan, Dinas
| F‘e_ninghman Daya bernilai tambah dengan Ton 15.000 |15750 (16538 (17.364 |18.233 |19.144 19.144 1800 EANPROV, . Pardagangan
Saing Procuk kemasan dan muty | APBM | Perindustrian,
Perikanan terjamin (juta ton) |
= Jumlah rata-rata Dislakan, Dinas
konsumsi | , i i EE Ketahanan
ikan per kapita nasional | K& perkapita |25,50 |26,78  [2811 [2952 |3100 |3255 32,55 1.800 BANPROV, | an. Dinas
dan kabupaten (kg = | APBMN Kesehatan,
Kegiatan 8: "= Jumilah pelelangan ikan . _ ' I APBD, |Dislakan, Dinas
Kegiatan Fasiltasi | dan pasar ikan yang Lnit 1 2 3 4 | 4 I 4 4.000 BANPROV, | Perdagangan
Penguatan dan herfungsi sesugi standar | : I APEM Perindustrian,
Pengembangan - - T t -
F"En'llgasa o Elﬂlam *  Jumilah lokasi pelaksanaan | . | APED Dislakan, Dinas
Megeri Hasil kegiatan GEMARIKAN Iokasi 8 8 8 ) 8 g i g 5.600 BANPROY. | Kesehatan,Dinas
o r!}‘k i {Gerakan Memasyarakatkan i ’ APEN " | Ketahanan
| Perikana Makan Ikan) | Pangan,
Kegiatan 9: Jumlah kelompok potensi T i | “lapeD, | o
| Eﬂfiittan Een:ruluhan perikanan yvang disuluh Kelompok B 8 8 B B B i B 18.000 BANPROV, | Dislakan,
| Kelautan dan |
| Perikanan ‘ APBN,
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TR R R Target Tahunan Indikatif
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan e T :'n"“"“ Sumber || renei Pelsksana
2018 (2019 2020 (2021  [2022  |2023 2024 i Pendanaen
tahun (Rp Juta)
| PROGRAM PEMERINTAH Wﬂﬂ?ﬂlm Hod it i e e a AR e LR N R S
INDiKﬂTﬂR Barkamhang'lya ussha sektor pertanlan dan penkanan Hhususnya bagl pet.am dan nelayan yan & hurﬂng mampu S— ; Ere: ok
' PROGRAM 1 : Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Perkebunan, Perikanan i )
Kegiatan 1: Tersedianya alsin dan |
Pengadaan Sarana dan pengendalian hama i 12 | APED, Dinas Partanian,
Prasarana Teknologi Paket 2 4 G g 10 (kumulatif 12 (kumulatif)y | 3.600 BAMPROV, |Dinas PMD, Dinas
Pertanian, Perkebunan { APEN Hoperasi UMEM,
| Tepat Guna |
| Kegiatan 2 = Terlaksananya Kegiatan ! a T
| Kegiatan Penyuluhan | kaii terap Teknologi Padi |
Penerapan Teknologi Sawah
Pertanian, * Terlaksananya Kegiatan [ |
Parkebunan Tepat | kaji Terap Bio Teknalogi APBD, D!nas Perta I"Il'ﬁlh
Guna | Bawang Merah | ?:g:ﬂ'm", E:E: PMD, Dinas
* Terlaksananya Kegiatan | Kegiatan 32 132 32 3z 32 32 iz 3.438 B sy
kaji Terap Penggunaan _ | Eltﬂfﬂﬂpl. Eangar&. Al:;ademis.
TSS Bawang Merah [ unia Usaha,
= Terlaksananya Kegiatan USAHA Filantropi
kaji Terap Padi Varietas |
Baru Padi Sawah |
' Terlaksanany kaji Terap
tanaman perkebunan { :
Kee 3 Lmiryniutrﬁmrian . | = APBD, Dinas Pertanian,
Pengembangan : ' Kelompok 2 4 |B 8 10 ) o | 12 (kumulatif) | 3.600 BANPROV, | Dinas kelautan
N periebunan, petemakan dan ; kurmulatif) .
Perbeninan/ Perbibitan | perkanan | | APBM perikanan
INDIKATOR : Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan B o g ' '
PROGRAM 1 : Program Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan : ) )
;Keﬁiam“ 1: Tersus_unnya ROt kawasen | ' | APBD, Ir.Etanrmlilt;larﬁgda.
| Pernetaan kawasan EETTlaqﬁangﬂn | Dokumen 1 . - - - - - 00 | BANPROV, Dinas Pertanian,
| pertanian pangan s [ APEN Dinas Ketaharan
berkelanjutan | Pangan
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Target Tahunan Indikatif
Alokasi Sumber
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan ] | Instansi Pelaksana
2018 [2019 (2020 (2021 2022  |2023 Siad - NENERE. (PR
i itﬂhl.-lll iRp Juta)
4 mmumm#mmmmmmﬂ i i3
Kegiatan 9. o Tersedia.nya bibit tanaman ;
i buah-buahan dan toga, | | Dinas Pertanian,
| Pengembangan n rmy i | APBED, b
Pertanian pada Lahan | oo ras! PEKATANEAN . | oy oy 40 a0 40 40 a0 a0 a0 80.000 BANPROV, | Dinas PMD.
Kering Irigasi tanah dalam dalam | ; APEIN I Akademis, Dunia
: mendukung Agrowisata serta | | Usaha, Filantropi
keglatan penunjang E i
Kegiatan 3 : ~ | Teregistrasinya lahan | I APBD, Dinas Pertanian,
: . . usahaskebun kelompok BAMPROV, | Dinas PMD, Dinas
Registrasi Penilalan ! !
) Terlaksananya Pertemuan Orang / AFBM, | Ketahanan
Lahan Usaha/ Kebun \ToT kelompok !32 3z 32 E:32 32 32 a2 3.438 FILANTROPI, | Pangan, Akademis,
i i | DLUMIA | Dunia Usaha,
| | USAHA Filantropi
— _ SRR PR 5 |
PROGRAM 2 : Program Rehabilitasi Lahan o
Kegiatan 1 : | Pemanfaatan lahan kritis ' i
Pembinaan, | untuk Eagiatan produksi 70 AFED, I Dinas Pertanian,
Pengendalian dan PRI RRIHRSORH, 'Ha 20 30 40 50 60 kurmulatin| 70 (Kumulatify | 600 BANPROV, | Dinas Ketahanan
| Pan gawasan Gerakan peternakan dan perikanan | LI APBI, F ' Pangan,
Rehabilitasi Lahan
HEDaIEn <2 ::;Tndg;:tmn;i :;ll?:ﬁy;efbukﬂ 9.0 AFEL, Dinas Pertanian,
Pencanangan Gerakan | yasan lahan kritis di wilayah | . i 43 e ™5 |kumulatip| 70 (kumuiatil) | 900 E;‘;J:HW' Eér:fsﬂ:mm”a"
Menanam Pohon kabupaten ciretion _ ’ gan,
INDIKATOR : Tersalurkannya sarana prod uksi pertanian, peternakan dan perikanan, terutama pupuk, benih dan alat mesin pertanian/perikanan B - |
PROGRAM 1 : Program Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan . : S
Kegiatan 1: Terlaksanamya pelatihan : ] . |
Panyuluhan produksi Pertanian, | D!nas Peﬂa_nlen.
| peningkatan produksi | Perkebunan, Peternakan dan . : i . . o APBD, Dislakan, Dinas
Pertanian, Perikanan. 270 gapoktan | elompok 4 | 4 | 2.400 BAMPROV, |PMD, Dinas
| Perkebunan, dan 80 kelompok garam | AFEN, Ketahanan
Peternakan dan rakyat Pangani
Perikenan St 1
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e e

Target Tahunan Indikatif i
i i Alokasi Sumber { ;
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan ] i 56 Pendanaan | NStansi Pelaksana
2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2024 ggara
tahun (Rp Juta)
Kegiatan 2 Taﬂaksananya banman APBED Dlnas Pertaman.
_ sarana produksi Pertanian, ganpRoy,  Distakan, Dinas
| Penyediaan Sarana Perkebunan, Peternakan dan apBN.  "MD. Dinas
Produksi Pertanian, | perikanan melalui 270 kegiatan 91 91 ‘91 191 91 91 91 54600 FiLANTROp, TEtahanan
: Parkebunan, gapoktan dan 80 kelompok [ DUNIA " Pangan, Akademis,
E Petgmakﬂn dan garam rakyat ' USAHA Dunia Usaha,
| Perikanan { Filantropi
[ |
Kegiatan 3 : s Terbangunnya Kebun !
) Bibit Datar (KBD) Tebu I
Fengembangan Bikit « Terlaksananya |
Unggul Pertanian, Pengembangan Unggas |
Perkebunan, Lokal dan Aneka Termak i :
Peternakan dan = Terlaksananya | ' Dinas Pertanian,
Parikanan Fengembangan Ternak i Dislakan, Dinas
Ruminansia | i AFBD, PMD, Dinas
= Pengembangan | Paket 40 a0 a0 40 an a0 E 40 B0.000 BANFROY, | Ketahanan
Eelayan an Fumah PD‘[DI‘IE i APEM | Pangan, Akademis,
. T:rk:lrﬂsan - ; Dunia Usaha,
lapang Pertanian, ' ' i Filantropi
Ferkebunan, Peternakan | | ?
dan Parikanan i I i
= Terlaksananya bemu ! [ ;
teknis Pertanian, ' ! |
Perkebunan, Petermakan |
L - dan Perikanan | | B L
| Kegiatan 4 » Terlaksananya rapat | | '
| Penuniang Program koordinasi 5 . i
enu jlang Progra _ pengembangan kegiatan | ; | | 0 Dinas Pertanian,
| Peningkatan Produksi pengembangan tebu | ' | APBL, Dislakan, Dinas
| Pertanian, rakyat | kegiatan o1 91 a4 |91 a1 91 | 91 5460 BAMFROV, atabansn
§ﬂ;'l:aI::lt,nkruanrl.I:r & Talhisanaris : APBN, Pangan,
% . SHRERN SRS pendampingan Pertanian, | | :
| Perikanan Perkebunan, Petemnakan |
dan Perll-:,an an : [
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5 Target Tahunan Indikatif |
| ShIE Alokasi Sumbes
| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan At R e Instansi Pelaksana
| 2018 (2019 (2020 [20214 |2022 |2023 2024 BRa
| tahun (Rp Juta)
g ..:-. 2 ,‘:- L ,' - g -. '.'.:'bl:":' Lk ._. D e e T -: W ¥ _... : '. i k. g E
Kagiatan 5 : Tersadianya sarana produksi | APBD, _ _
. Partanian, Perkebunan, | BAMPROY, DTHEE PEI’tE-I'IIﬂﬁ,
Pe n:,fedl?an Sa rana | Sarana pembibitan ternak, APBN, Dlslﬂharl. Dinas
Produksi Pertanian, | paternakan dan Perikanan. | kegiatan 91 91 91 21 54.600 Filantropi FMD, Dinas
Parkebunan, { | Duni ! Katahanan
Paternakan dan [ Llu:}r'naa Fangan, Akademis,
Perikanan . ®
Kegiatan & : | Tersadianya sarana T *I o - APBD, Dinas F'ertaniaﬂ,- .
Peningkatan |infrastruktur yang memadai : | BAMPROV, |Dislakan, Dinas
Infrastrukiur | kegiatan produksi Partanian, | i APBIM, PMD, Dinas
Pertanian, | Parkabunan, Peternakan dan Paket 40 40 40 :-ﬂ{l 40 E'ﬂn 40 BAAG0 Filantropl, Hetahanan
Perkebunan, | Perikanan. j Dunia Fangan, Dinas
Patarnakan dan | _ | Lizaha | PUUR,
Perikanan i N R - B _ ' — -
Kegiatan 7 : | Terlaksnanya pelatihan | : Dinas Pertanian,
Inseminasi buatan - APBD Dislakan, Dinas
Penelitian dan i i '
Pengembangan | Paket a0 a0 40 a0 a0 40 | a0 80.000 BAMPROV, |PMD, Dinas
. i 3 Katah
Teknologi Peternakan 5 ARGl P:;a El:nan
Tepat Guna : i i
TUJUAN : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA e e -
| INDIKATOR : Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita ~ - o
PROGRAM 1 : Program Upaya Kesehatan Masyarakat Tt WL —
Regiatan 1: Meningkat nya kualitas 5 ! i
“Eninﬁatkan akses ,kﬂﬁﬂhﬂtﬂﬂ mﬂS}'al'ﬂl"iﬂ'E H {
Mazyarakat terhadap | = Cakupan K4
pelayvanan kesehatan | Cakupan KN Lengkap APBD, .
primer rawat jalan, Orang 47936 47936 47036 |47.936 47936 |47.936 47,936 23.9786 BAMPROV, | Dinas Kesehatan,
rawat inap dan = Cakupan Hunj.ungan Bayl . ' APBM
pelayanan kesehatan | " Cnl:;u_pan Kunjungan
khusus Balita |
= Presentasi Kasus Gizi |
Buruk yang di Tangani _ | | i
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Target Tahunan Indikatif
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan 7 3 :'“"“r'an 8 ﬁ:mm Instansi Pelaksana
2018 2019 2020 |2021  |2022 2023 | 2024 ngga
tahun (Rp Juta)
|
Kegiatan 2 . Terselenggaranya | !
Intervensi gizi dan pelatinan manajemen PliEkesas 128 128 128 | 128 5123 | 128 APED,
kezehatan program gizi di : . o . I : 128 (1005 &00 BAMNPROV. | Dinas Kesehatan,
. puskesmas bagi pimpinan | 920 Pustu (100%) |{100%) |(100%) |{100%) (100%)  (100%) APEN
| dan petugas puskesmas {
| dan jaringanmya _
2, Tersedianya biaya
operasional bagi |
Puskesmas untuk | APBED
: Puskesmas 128 128 128 128 128 128 ' .
pembinaan Posyandu, . n o 128 (100°K:) B0 | BANFROW, Dinas kesehatan,
pelacalan kasus, dan Pustu (100%) |(100%] |{100%) |(100%) |(100%)  (100%) | apen
kerjasama Pakerja Sosial |
Masyarakat/ Lembaga
Swadaya Masyarakat
3. Terpenuhinya kebutuhan IFERD, Dinas Kesehatan
sarana antropemetri dan | Orang 2291 2291 2.291 2.281 2281 |2.291 2291 82.000 ' BAMPROV, DPPKBPPPA i
KIE bagi Puskasmas dan APBM
jaringannya
#. Pelatihan tatalaksana gizi | [ APBD,
- | Puskesmas
buruk bagi petugas | dan Pust 128 128 128 128 128 | 128 128 GO0 BAMPROV, | Dinas Kesehatan,
Puskesmas perawatan | 980 Pustu g APEN
maupun Kader Posyandu | [
5. Tersususnya pedoman Pusk APBD,
" Promosi keluarga sadar | g me | 128 128 128 128 128 128 128 600 BANPROV, | Dinas Kesehatan,
! gizi (KADARZD APBM
Hegiatan 3 ; * Terselenggaranya lstem |
Sistem kewaspadaan Fef'EP‘”Ef'&disemi"ﬂﬁi- ; | b | ines Keseh
pangan dan gizi kol i ; ; : | Dinas Kesehatan,
[5&&2] e pemantaatannya z:ﬁ“;f:'t‘l?g 128 128 (128 128 128 128 198 600 |BANPROV, | Dinas Ketahanan
| = Tersedianys data gizi { | iAPBP-.- Pangan
secara reguler ! { |
[pemantauan status gizi, { i I
. untuk samua kelompok l |
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Target Tahunan | Indikatif
3 Alokasi Sumber
Frogram / Kegiatan / indikator Kegiatan Satuan Anggarlan & Paridanai ;{lnstansl Pelaksana
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
tahun (Rp Juta)
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON :
h umur, pemantauan . | | | | | i -
konsumsi gizi, kelaparan
dan kurang gizi,
khususnya gizi buruk
pada tingkat desa,
kecamatan dan
kabupaten : —
INDIKATOR : Unmet need pelayanan kesehatan - - B )
PROGRAM 1 : Program Upaya Kesehatan Masyarakat ST I S A L S :
Kegiatan 1: Meningkatrya jumlah '
) petugas dim peningkatan
. Pemeliharaan den mutu pel kesehatan dasar
| Pemulihan Kesehatan (pengobat an rasicnal, pel.
Hes gigi, pel laboratorivm, § | APBED,
labkesda dan pel kegawat:  Puskesmas | 128 198 | 128 198 198 198 600 BANPROV, |Dinas Kesghatan,
daruratan Puskesmas dan Pustu | _ _ : Loy
57 dokter dan 114 perawat,
4%, 37 pkm, 57 pkm+1
| labkesda, 57 petugas
| kegawatdar uratan
-Eégiatan 2: Jumiah pos kesehatan I
f i lebaran, natal dan tahun ,
| Peningkatan baru terbentuk dan P3K, 5
Pelayanan dan Pelayanan P3K, Peningkatan FREESmAG, l AP )
Pananggulangan kemampuan T.E."I}'i.l'lis Detugas Fustu, 128 128 128 128 128 128 128 600 BANPROV, Dinas Kesehatan,
| Masalah Kesehatan dalam penanganan kasus | Fosiaes o
[ kegawatdaruratan dan
bencana.
.F(éf,iata-a-ﬁ 3: Jumilah yang menerima biaya ! N | N : APBD,
Penyediaan Biaya operasional dan Puskesmas, 132 132 132 132 132 132 132 13.200 | BAMPROY, Dinas Kesehatan,
Operasional dan pemeliharaan Pustu, UPT | APEN
Pemeliharaan el P,
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Target Tahunan Indikatif
S Alokasi Sumiber ;
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan e TR | Anggaren 6 P Tels Instansi Pelaksana
2 21 | 2022 2023 2024 enda
2018 2019 2020 20 i tahun (Rp Juta) .
PROGRAM PFMERINTAH KABUPATEN CIRFBON i
Kegiatan 4 : Jml Penderita katarak yang ’ | { N |APBD,
! o | | MNPROV ]
| Pelayanan Operasi ﬁ::::;l;:?i 'f;ﬁ’:r;gg;?skm | | Eﬁgml YW | Dinas Kesehatan,
Katarak : . Orang 33z | 266 1212 170 136 | 109 3320 " .y REUD Waled, RSUD
dapat dilakukan operasi [ | | 80 Filantropi, Ariawing
| : jEwinangun
{ | | Cunia
| [ Usaha
Hegiatan 5 : B jur:rillaﬁ'-ﬁaét'u'ga"s Puskesmas i ) o T |
yang mampu melaksanakan | ! [
Pelayanan Kesehatan | | havs kesehatan kerja, : - | APBL, Dinas Kesehatan,
Pengembangan/ kesehatan jiwa, kesehatan | puskesmas 57 60 ' 5 ! - [4.104 BANPROV, | Filantropi, Dunia
Khusus : 60 B0 G0 B0 o [
o indera, kesehatan - 5 ! - ; APBM, | Usaha
komunitas, kesorga, dan i '
kesehatan tradisional { |
—— PSP RS - o I I
|Kegiatan 6 ; i
- . ' ; APBD
Pelayanan Perizinan Legalisasi praktek ; . . IR3 170 3,300 BA[\P;?DV Dinas Kesehatan
Praktik Percrangan perorangan Orang 128 134 a5 e & ‘ ' APEN '
dan Pembinaan :
Sarana Kesehatan 100% . i
Weglatan7: | Terselenggaranya Kegiatan | ) N ? - o
] Upaya Kesehatan APED, .
Bantuan Operasional Masyarakat di Puskesmas Puskesmas £7 B0 &0 G0 &0 60 G0 342.000 BAMPROV,  Dinas Kesehatan,
kesehatan (BOK) [ AFBM
Untuk Puskesmas | [
Heéiatan i: Meningkatnya cakupan | | APED,
o o puskesmas dengan kinerja | Puskesmas 34 a0 a6 a1 57 0 180.000 BAMPROV, |Dinas Kesshatan,
Penilaian Kinerja balk | | iﬁﬂ | APBM
Pusk&smas - — S — S— - i. A —— —— A -
| Kegiatan 9 : | Terakreditasinya sarana ! i | APBD,
{ | kezehatan swasta | Puskasmas (15 16 1v 18 19 | 20 S0.000 BAMFROV, | Dinas Kesehalan,
| Akreditasi Sarana ; | 21 AFEN
| Hesehatan Swasta | | ) 2 L
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Target Tahunan Indikatif
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan :lﬂukau 6 PE cakhstn ] Instansi Pelaksana
2018 (2019 |2020 2021 |2022 |2023 2024 ggaran endsnaan
tahun (Rp Juta)
-:'.', ’ Mmmwmmm ,,,,, Sk “ PR T = o :.- A -'-‘:;fln_:\i’
Kegiatan 10: | Jumiah Puskesmas yang . : T APBD, Dinas Kesehatan,
lerakreditasi, Puskesmas |34 40 46 51 G0 60 | 180.000 BANPROV, |Filantropi, Dunia
Akreditasi Puskesmas { (G0 | APBN Usaha
I
INDIKATOR : Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita ] ) ]
INDIKATOR : Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta
INDIKATOR : Prevalensi anemia pada ibu hamil g i ke B - -
INDIKATOR : Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusil
INDIKATOR : Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita — -
| PROGRAM 1 : Pembinaan Kesehatan Masyarakat ~ I P
Keglatan 1. 1. Balita kurus yang | APBD,
Pembinaan Gizi mendapat makanan Orang 47936 |47.936 |47.936 (47936 |47.936 [47.936 |47.936 23.976 |BANPROV, | Dinas Kesehatan,
| Masyarakat | ; APBNM
! I 1 — . T T—— S
. Ibu hamil kurang energi | I APBD,
kronik {KEK) yang Orang 3861 3.861 |3.861 3.861 3.8561 3.861 3.861 3.000 BANPROV, |Dinas Kesehatan,
mendapatkan makanan | APBN
tambahan
i Lﬁ:“h‘fﬂr;mn”gm"ﬂ ii:: S5 Asdei dlaser leser. Slsen 19ee 3,000 A il
Tambah Darah(TTD) 90 | rang a i |3 : ’ L : BAMPROV, |Dinas Kesehatan,
tablet selama masa APBN
kehamilan
. by hamil kurang energi | APBD,
kronilk (KER) yang | Qrang 3.861 35861 1 3.861 3.861 3861 3.861 J.861 3000 BAMPROY, Dinas Kesehatan,
mendapatkan makanan APEM
tambahan .
. Bayi baru lahir mendapat | i APED
Inisiasi Menyusui Dl Tpcpeemas 128 128 1128 128 128 128 , S
(IMD) danPustu  |(100%) |(100%) |(100% |(100%) |(100%) |(100%) | 12B1100%)  1BOO E:glsﬂm, ENnas Inssshatan;
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| Target Tahunan Indikatif
‘ Alokasi Sumber
Program / Kegiatan / indikator Kegiatan Satuan i } & Anggaran & Pendanaan | Metansi Pelaksana
: 1 2022 2023 202 i
52-018 2019 2020 202 0 tahun (Rp Juta) |
JNDIH.ATDR Huahtas konsumsi pa ngan yang diindikasikan nlnh skur Pula F’angan Hara[:r_e_m {PF‘H}
PROGRAM 1 : L : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat o — —
bt T | Dinas Ketahanan
egiatan 1: 1. Situasi Konsumsi PFangan | )
Perduduk : _ | APBD, Pangan, Dinas
Pengemban gan | [ i
| Laporan i (1 1 | 1 |1 1 G0 BAMPROY, |Pertanian, Dinas
. P&nganelfaragaman I APBM Kelautan dan
Konsumsi dan { | | Perikanan
| Keamanan Pangan 1 —t
2. Pengembangan Pangen | A Elar;a& :EE::: &
| Lokal Laporan i | 1 i 1 1 1 Go0 BAMNPROV, r’el’tgﬁ':iélln
| APBN '
| | Diglakan
| [
I e —————————————————————————— e ———— —l
PROGRAM 2 : Program Mutu Dan Keamanan Pangan
Kegiatan 1: 1. Proporsi makanan vang Kepala APBD,
. [ | [ Hesehata
Pengawasan Obat dan memenuhi syarat Keluarga 1366 1,360 _4,35& 4,360 4 360 1,360 4,360 | 2,616 ::II;EHDV. inas Kesehatan
Mekanan - '
Kegiatan 2 : 1. p i I R . Dines Kesehatan,
maélig:'r:n:::ﬁ‘lr:;: o [ APBD, Dinas Ketahanan
| Pengawasan Produk bahan berbahaya/dilarang | Kegiatan 0 0 9 9 |2 2 1.200 BAMPROV, | Pangan, Dinas
| dan Bahan Berbahaya |APBN Perdagangan dan
[ Ferindustrian,
| Kegiatan 3: 1. Persentase sarana
inspeksi dan isrncliraasbe Sanst e
Sertifikasi memenuhi standar GMP | ; | APBD, Kesehatan. Dinas
Makanan yang terkini | Kegiatan 2 |2 2 |2 2 2 11.200 BANPROV, g:;lgin?lrllnas
2. Persentase sarana _ 5 | :HFBN P&rdagflmgan dan
produks| makanan bayl ; Perindustrian,
dan anak yang { [
meamenuhi standar GMP |
yang terkini | _ ~




Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan

Satuan

12018 2019 l 2020 2021
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Target Tahunan

2022

| 2023

Indikatif
| Alokasi
Anggaran 6
tahun (Rp Juta) ;

|
| Sumber
Pendanaan

Instansi Pelaksana

PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

E %

|3. Persentase sarana
penjualan makanan yang
memenuhi stendar
GRP/GDF

Hegiatan 4 ;
Peninglkatan jumlah
dan kompetensi
1enaga Penyuluh
keamanan Pangan
{(PKP) dan Pengewas

Pangan Kabupaten /
Kota | District
| Food Inspector]

Humlah tenaga Penyuluh
Keamanan Pangan (PKP)
dan Pengawas Fangan
habupaten, Kota | District
Food Inspector)

Kegiatan 5 :

Bimbingan Teknig
pada Industri Rumah
Tangga Pangan (IRTP)

| 1. Jumiah Penvusunan
Modul Penerapan Prinsip-
prinsip Keamanan
Fangan pada Proses
Froduks| di IRTP
EBerdasarkan Jenis
Produkniya

2. Jumlah IRTF vang Dilatih
dan Difasilitasi Penerapan
Prinsip-pringip Keamanan
Fangan pada Proses

| Produksidi IRTP

| Berdasarkan jenis
produknya

3. Jumiah IRTP yang Dilatih
dan Difasilitasi Disain dan
Implementasi Cara
Produksi Produk Pangan
vang Baik (CPPB) pada
Industri Rumah Tangga

4. Monitoring danverifikasi
Penerapan CPFE pada

Kecamatan

a0

ai

ao

40

140

Orang

1000

100

1100

100

100

100

100

16.000

| APED,
| BANPROV,
| APBH,

Dinas Pertanian,
Dinas Ketahanan
Pangan,

{3.000

| APBD,
| BANPROV

APBM,
Dunia
Usaha,
Filantropi

Dinas Koperasi
dan UMKM, Dinas
Tenaga Kerja dan
Transmigrasi,
Ninas
Perdagangan dan
Perindustrian,
Cinas Ketahanan
Pangen

| ___Industri Rumah Tangga
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i ] Target Tahunan Indikatif !
! T ; ! : Alokasi | Sumber :
Ssallite cluidepimnts <oy 2018 | 2019 2020 2021 l 2022 2023 2024 Anggaran & | Penganaan | et
i i tahun (Rp Juta)
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEMN CIREBON :
| Kegiatan 6 : 1. Jumlah Kantin Sekolah APBD g:::i :i::r;{:: I
Py . | ang Dilatih dan y an,
E:g:ﬂ;rg:'; ;::’:S dan Eifﬂgsilitasi Penerapsan Sekolah Eﬂg;ﬁﬂu, 5::::‘;:‘;?9'35' dan
gk Pringip-prinsip Keamanan . AFBN, , Dinas
Kantin Sekolah Pangan di Kantin Sekolah |(SD, MI, sMp, | 342 pls [#20 SAg [AEY 8se bl ot Dunig Perdagangan dan
2. Monitoring dan Verifikasi | M15) 5 Usaha, Perindustrian,
Pelaksanaan Bimtek pada ; Filantrop Dinas Ketahanan
Kantin Sekolah | f Pangan
PROGRAM 3 : Kelembagasn Pangan Dan Gizi
" [ 128 AFBD,
Kegiatan 1 : 1. Jumlah tenaga kesehatan | pyckesmas | _ ;
i L | 1 MNPROV, nas kesehatan,
Eningkatan gizi di puskesmas dan pustu 128 : 128 128 128 128 128 2565 E.SBN 0 Dina
Kelembagaan Pangan '
dan Cizl I _ : _
ne 2 i oo | | v o
mempynyal tenaga PPL | Kecamatan 40 41 a0 | 40 40 40 40 16.000 BANPROV, Dinas Iiﬂtahanan“
pertanian yang n'lerlﬂkutl APBHN,
pelatihan pangan dan gizi ; Pangan,
PROGRAM 4 : Pendirian dan pengelolaan Ruman Gizi - ] B :
Hegiatan 1: | Peningkatan pengetahuan E
IR e | bagi remaja putri, ibu hamil [ | APBD
Sosialisasi Gizi bagi | dan keluargs, ibu dengan : . EHNF;?D\-'. Dines Kesshatan,
[ [omala putrl, 1% hamil. | balita dan keluarga, by | grang 300 300 |30 (300 (300  [300  |300 18.000.000 | APBN,
ibu dengan i ta, 10U | gangan anak stunting, anak - Pemerintah Desa
 dengan anak SUnting, | 47 huruk, anak kurang gizi APEDes
Bizi buruk dan gizi dan keluarga tentang gizi
kurang. dan keutamaannya
Hegiatan 2 ; Penurunan jumlah anak
Konseling Gizi dan | !v:urﬂ.ng gl?!' Jurr!Ia.lh. sunting. | AFED, Dinas Kesehatan,
. a jurnlah malnutrisi; jumlah
Koseling Menyusui ' : orang 300 | 300 300 300 300 300 18,000,000 BANPROV,
| bagi 4 sl arsmie etk a 300 . APBH, Pemerintah Desa,
bagi masyarakat | hamil serta peningkatan ; prieiiy
Jumiah bavi vang lulus ASI [ g
Ekslusif ! N T
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AR e YT T —
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan ] ; o "“"“"'r' 5 E”::’B' Instansi Pelaksana
2018 2019 2020 |2021 {2022 (2023 @ | 2024 S i
3 tahun (Rp Juta)
i

ki L e L i O R s b L

hun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehetan terlatih

IMDIKATOR : Proporsi perempuan permnah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirmya di fasilitas kesehatan

INDIKATOR : Angka Kematian Ibu (AKI)
INDIKATOR : Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup

INDIKATOR : Angha Kematian Neonatal (AKMN) per 1000 kelahiran hidup
INDIKATOR : Angka Kematian Bayi (AKB] per 1000 kelahiran hidup
FROGRAM 1 : Pembinaan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan 1: | 1. Ibu hamil KEK yang . APED, Dinas Kesehatan,
Pembinaan Gizi mendapatkan Pamberian | Orang 3861 3861 3861 3861 3.E61 361 3.861 3.000 BANFROV, | PKHK, Filantropi,
Masyarakat Makanan Tambahan {PMT) | APEM Dunia Usaha
Kegiatan 22 | _’L iahanti a T . | APED, Dinas Kesehatan,
Pembinaan Kesehatan | % "9 atiang slavanan | OFNE 3861 (3861 (3861 (3861 |3861 3861 |3.861 3.000 BANFROV, | PKK, Filantropi,
| heluarga P pelay [ | APBIM Dunia Usaha
2 Puslasﬁ'la&‘:y‘ang oo | Puskesmas o s T _ Dinas Kesehatan,
metaksanakan kelas by hamil | dan pustu 128 128 128 128 128 128 128 2.565 EAF‘ED. APBM Filantropi
4. Puskesmas vang melakukan R | ! g - : APBD -
arientasi Program | Puskesmas | | ) .
i e wendan | dan puzty 128 128 12R 1128 128 128 128 GO0 E:S;RGU. Dinas Kesehatan,
Pencegahan Komplikasi (PAK) E
Keglatan 3: 1. Puskesmas yang telah ' T <ok -
i | hekerjasama melalui 57 G0 | &0 B0 60 &0 ; .
F Pel | : h
Her_nb'"ﬂa"' GIBYanaN | pinas Kesehatan dengan |T SRt | 60%  |(100%)  |(100%) |(100% |(100%) |@00%) |E01100%) sy SADEIRCN:. | inds K8sghatan,
esehatan Primer APBM
UTD dan RS | i
2. Pelayanan kesehatan i :_ . f | ] .-!:F'EID )
bergerak (PKB) di daeran | i | | .
| | i | J i
terpencil dan sangat Kecamatan | 40 40 iam 0 Ea:lI:r a0 !40 16.000 ABEE;RGU, Dinas Kesehatan,
terpenail ‘ _ i { 1 ;
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Target Tahunan | Indikatif i

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan l I :lnn - Eran 6 g r.ndlﬁ s Instansi Pelaksana
2018  [2019 2020 2021 (2022 2023 2024 EER
| F tahun (Rp Juta)
| I
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON o ;

Kegiatan 4: 1. Kecamatan Yang Memillki : . APBD, |
Mutu dan Akreditasi Eg?j:ia':::ﬂkﬂﬁm“ | Kecamatan 40 40 40 |40 54{: |40 10 | 16.000 BANPROV, |Dinas Kesehatan,
Pelayanan Kesehatan i = APBN,

B 2. Kabupaten memiliki minimal | N O "APED, Dinas Kesehatan
1RSUD vang tersertifikasi | Unit 2 z 2 |2 |2 |2 300 BAMPROW, RESUD Waled, RSUD
akreditasi nasional i = 3 2 APBN Arjawinangun

- I ' _ '
' PROGRAM 2 : Program Peningkatan Keselamatan_Ibu Melahirkan dan Anak I
Hegiatan 1: bumil resti dan komplikasi { [ i
Paningkaten K ’ dapat ditangani, 424 5 [ |
eningkatan Kapasitas | pigan dpt mendeteksi | | APBD
) 7 51 60 1680 =] ! Dinas Kesehatan,
Habupaten dalam | sesual SOP, PKM PONED Puskesmas 5100%] [Efmg.l [f:m% (100%) ¢ 100%) | {100%) B0 [100%) 13.824 BANPROV, Filamtropi
Penan.ggullmlgarl | mampu memberikan | (1303 " 7 (AR [ : ) ' APBM
Komplikasi Kebidanan | pelzyanan sesusi S0P, 10 :
dan Bayi PKM fokus PKRT -
Kegiatan 2: * Peningkatan Pelayanan |
) Kesehatan Ihy dan | { '
| Peningkatan i Puskesmas | 155 1128 128 128 | 128 128 128 600 BANPROV, |Dinas Kesehatan,
| Kazahatan Ibu Hamil, . dan pustu e
Baraalin dan Nifas Penguatan rujukean dan
peningkatan kebijakan
| Kegiatan 3: » Peningkatan Pelayanan f
K |
Pembangunan Sistern szﬂf;?" s [ APBD,
implementasi o SNBSS, |0 |12 12 | 128 128 1128 128 00 BANPROV, | Dinas Kesehatan,
Senyelamatan lby dan | Penguatan rujukan dan dan pustu 8 B 8 [ { ’ '
Bayi Baru Lahir peningkatan kebijakan f APBN
= 2 RS swasta dan G Pusk [
PONED 5 Pusk PONED g '
Kegiatan 4 ; | Jumlah masyarakat (pasien i w o - ! APED
| persalinan dan keluarga ~ R | | . ]
— i ) 213.64 a4 213.645 213645 213.645 213645 [213.645 | 540,935 | BANPROY, Dinas Kegehatan
Jaminan Persalinan | pacien) yang menerima Jiwa 13.645 !E:LE 645 | | 3 _ | N [ '
| bantuan jaminan parsalinan [ ;
|
1 .
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Target Tahunan Indikatit
Program / Keglatan / Indikator Kegiatan Satuan s | NOKESl o oamoer . |instansi Pelaksana
2018 2019 2020 2021 2022 2023 | 2024
| tahun (Rp Juta)
F‘RGIGRAM 3: Sasmllsam dan Pendamplngan La}ranan H&sehatm Rmrudul-:sn dan Pamanuhan g‘jz: Halmrga
Hegjﬁrtan 1 Peningkatan pengetahuan ] I
Sosialisas iKesehatan | dan pemahaman remaja putri
Reproduks! dan gizi (vang akan mengalami . APBD, Dinas Kesehatan,
bagi remaja putri dan | kehamilan) dan ibu hamil Qrang 120 120 120 120 120 120 120 E.000.000 BAMPROV,
ibu hamil tentang kesehatan reproduksi ' APBN
dan kecukupan gizi bagl ibu I
hamil |
Kaglatan 2: Ibu hamil mendapatkan -
Pendampingan layanan | asupan gizi yang mencukupi | { | APBD [
| | | ' | Dinas Kesehatan,
Keschatan Reproduksi | dan mendapatkan pslevanan | o, 300|300 300 300 300 300 300 | 6.000.000 BANPROV, |
dan pemenuban gizi pemeriksaan sebelum, saat | ! APEN :
keluarga bagi ibu hamil | dan sesudah melahirkan
Euengan baik
T Y REENEa— - I N - ]
INDIHATDH Angka 1nfeksl paru HIY per 1000 pﬂpulaSI tidak tennfehs.l Hl‘mr
'INDIKATOR : Prevalensi HIV pada populasi dewasa .
PROGRAM 1 : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kegiatan 1: Bertambahnya fasilitas dan | i o o APBD -
layananHV-AIDS, " 57 60 | 6O 60 60 60 e .
Penanggulangan Puskesmas (100%) |(100%) |(100%) |(100%) |(100%) |(100%) |60 {(100%) 13.824 :E\SEPI:RO'&-, Dinas Kesehatan,
HIV/AIDS , |
1 i S
Kegiatan 2 Bertambahnya kepedulian |
Bimbingan Sosial dan | oo ot terhadap | 60 60 60 60 60 60 60 (100%) ety
| Bimbingan Sosial dan | gy ai0s | ’ 13.824 BANPROV, | Dinas Hesehatan
' Keterampilan bag | Puskesmas | 1po%; | (100%) |(100% |(200% |(100%) |(100%) | :
Orang dengan HIV-AIDS |
I
S I i___ I I i —
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Target Tahunan Indibatif
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan T :I“T:Im g ﬁ::::am Instansi Pelaksana
2018 2019 2020 2021 2022 2023 § 2024
oo tahun (Rp Juta)
L v

INDIHATDR :

INDIKATOR

: Kejadian Malaria per 1000 orang

IFEIﬂ&rI TuhEﬂmlu5I5 I:ITB] per lCIl] 000 penduduk

!NDIHATUR :

| INCHKATOR :

Insiden Hepatitis B per 100.000 pendudulk
Persentase kabupaten/kota yvang maelakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B

| INDIKATOR:

: Persentase kabupaten/kota vang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B

INDIKATOR ;

Jumilah kabupaten/kota dengan eliminasi Malaria

INDIKATOR :

Proporsi kasus Kusta yang ditemukan dan diobml

INDIKATOR :

Jumlah kabupatan,.r’kuta dengan eliminasi Filariasis

INDIKATOR -
INDIKATOR : |

Angka pencapaian pengobatan Penyakit Filariasis 100%
Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara

PROGRAM 1 : Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Kegiatan 1:

Fembinaan Surveilans,
Imunisasi, Karantina
| dan Kesehatan Matra

1. I;atsentase anak usia 0- AFBD, Dinas Kesehatan,
11 bulan yang mendapat Orang [ 214.981 | 217.292 (219.604 |224.227 |226.539 |228.8B50 |228.850 27.394 BAMPROV,
imunisasi dasar lengkap | AFBM

2. Persentasc anak usia [rean s Dinas Kesehatan,
dibawah tiga tahun yang '
mendapal Imunisasi Orang 161.813 [ 173.372 (184.930 | 196488 |208.046 (219604 |219.604 27.394 BAMPROV,
dasar lengkap dan APBM
imunisasi

3. Persentaze - APRD Dinas Kesehatan.
kabupaten/kota yang i T
mencapai 80 persen Urang 214 8981 | 247.292 (219604 |224.227 |226539 |22B.B50 | 278850 27.3054 BAMNPROV,
imunisasi dasar lenghap APBM I
pada bayi I_

'8, Persentase sinyal i . ) APED APBN inas Kesehatan,
kewaspa-daan dini yang !D.ang 214981 | 217.292 |219.604 (224 227 |226.530 |228.850 |228.850 27.304 BANFROV r
direspons [
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Target Tahunan Indikatif
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan Fre :lﬂukau 6 ggﬂn?r:aan Instansi Pelaksana
{2018 |2019 |2020 (2021 |2022 2023 2024 ggaran
i f tahun {Rp Juta)
|| i
'PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
5. E'E.-nen;u?jn ksmusk ; e —— &0 &0 &0 &0 &0 60 35300 ;iﬁ%ﬂnu Dinas Kesehatan,
scarded campak = 100%) | (100%) |(100% 100%) | (100% 100% 100% ' '
per 100.000 penduduk (100%) |(100%) |(100%) | (100%) |(100%) 1{100%) |60 (100%) APEN
6. Penemuan kasus_ AFP R, T RTINS FCETE TR TR TR P _ N APED, Cinas Kesehatan,
| non polio = 2 per Puskesmas | o0 | 80 = iy 60 |50 a4.200 RANPROV,
100.000 penduduk usia (100%) | (100%) |(100%) |(100%) [(100%) |(100%) |60 (100%) ik
< 15 tahun '
7. Persentass | APED, Dinas Kesehatan,
60 B0 60 60 G0 | 60
ko Ay or | XM (100%) |(100%) |(100%) |(100% |(100%) |(100%) |60 (100%) i :SEERW'
| |
B0% |
8. Persentase Kabupaten yang I Dinas Kesehatar,
mermpuryai kehijakan | :
! kesiapsiagaandalam |, |60 60 60 60 60 160 60 (100%) Sr ot S asierios
penanggulangan v @ (100%) |(100%) [(100%) |(100%) |(100%) |(100%) : ! '
kedaruratan kesehatan ! | APEM
masyarakat yang berpotensi |
wabah sebasar 100% g '
. P | 2 5 G N Cinas Kesehatan,
; 5:;3';??::?:31‘?;5::: | Puskesmas 60 60 o~ 60 60 |50 34 200 ;EEI??LEBU
kekarantinaan kesehatan (100%) | (100%;) (100%) [100%) (100%) | {100%) B0 {100} ' APGN '
sebesar 100%
| 10, Persentase alat anghut ; | APBD, Dinas Kesehatan,
59‘5“;“':: E:"" Szgfd: ¢ |Puskesmas | %0 . L o SR .. " 6o e : 34.200 | BANPROV,
sekprartingan kesahatan | (100%) |(100%) |{100%) |(100%) |(100%) |{100%) |60{100%) P
sebesar 100%
Kegiatan 2 1. Persentase pengendalian 60 &0 &0 &0 &0 60 APBD, Dinas Kesehatan,
| vektor terpadu sebesar | Puskesmas s = . wr | : 17100 BANPROV, |
Pengendalian Penyakit | (100%) [(100%) |(100%) [(100%) [(100%) |{100%) |go(100%) pricind
| Bersumber Binatang B0, | .
- 2. Jumiah APl <1/1.000 60 60 60 60 60 &0 B0 (100%) APRD, Dinas Kesehatan,
penduduk Puskesmas | jo0w) [(100%) |(100%) |(100%) |(100%) |{100%) 17.100 APBN
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Target Tahunan Indikatif l
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan : e ;5““'“:““ Instansl Peialsana
. 201 2 2022 2023 2024 Egara pE-
E?D 8 2019 2020 2021 0 tahun (Rp Juta) [
3. Jumiah endemis Filaria | ! | R Dinas Kesehatan,
berhasil menururkan Puskesmas ! ' .
angka mikro filarial ooyt 128 128 128 128 128 128 128 600 | BANPROV,
menjadi < 1% sebanyak | | APBM
7% kabupaten
4. Persentase IRDBD <49 | puskesmas | . | 55 R APBD,  |Dinas Kesehatan,
per 100,000 penduduk dan pustu 128 128 128 128 | 128 128 128 G600 BANERGU,
sabasar GE% { APBN
5. Persentase eliminasi | puskosmas | T APED, Dinas Kesehatan,
rabies sebesar 85% danpusty | 128 128 | 128 128 128 128 128 600 EI.AEJ:FEGU.
| APBN
6. Persentase rekomendasi | P" _skesrnas T APED, Dinas Kesehatan,
kajian pengendsalian { du 128 128 128 128 128 128 128 G600 BANPROV,
penyakit bersumber  dan pustu APBIN
binatang |
7. Persentase taknologi tepat Puskesmas APEL, Dinas Kesehatan,
Buna pengendalian permakit | 4. pustu 128 128 128 128 _ 128 128 128 600 BANPROV,
bearsumber binatang ; | APEN
Hegiataag-:__. | L Persentase.cakupan _ N APBD Dines Wesehatan,
Puskesmas ; = : | ’
| Pengendalian Penyakit penamuan kasus baru dan pustu 128 124 128 128 128 128 . 128 G600 BANPROV,
| Menular Langsung kusta tanpa cacat APEM
sebesar 95%.
2. Jumlah mencapai el N APED, Dinas Kesshatan,
eliminasi kusta. Dangan b 128 128 128 128 | 128 128 128 GO0 | BAMFROV,
target di tahun 2020, dan pustu ' i APBN
eliminasi kusta i
3. Persentase angka ‘ [ Dinas Hesehatan
i | .
T aTA oo Ob210 | orang 1784 |1475 1386 |1296 |1207 |1118 1118 8.920 | BANPROV,
{Success Rata) minimal ‘ APBM
BR% sebesar 90% J
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Target Tahunan Indikatif
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan :ln?::m 6 ﬁmr:“n Instansi Pelaksana
1 201 2024 enda
| 2018 019 2020 2021 2022 2023 0 sl (s it
| ll.. Persentasp; arl'.gh;a kasus. i o ) A:P‘BD, N Dinas Helseﬁatan
HIV yang diobati sebesar Ora ng 129 97 T3 54 41 31 31 1.25':" BAN P“D'ﬁr.
55% APEN
5. Persentase Puskesmas N o Dinas Kesshatan
melakukan pemeriksaan | APBD,
| dan tata laksana PUEKSEMES | o 128 128 128 128 128 128 600 BANPROV,
Prneumaonia melalui dan pustu AFBN
program MTES sebesar
60%
6. Persentase I - - i ) = ;_P;aﬂ Dinaz Kesehatan
melaksanakan kegiatan | Puskesmas ! | »
deteksi dini hepatits B | danpusts | 128|128 128 128 128 128 128 600 BANPROV,
pada kelompok berisiko ! _ APBN
sebesar 80% f 5
7. Persentase kajian T . j ' APED, Dinas Kesehatan
pengendalian penyakit Laporan / 1 1 (1 1 1 1 1 ano BAMPROV,
menular langsung APEN
8. Persentase wkmﬂﬂmm . ; APED, Dinas Kesehatan |
| guna pengendalian z:fﬁff 128 128|128 128 128 128 128 600 | BANPROV,
penyakit menular langsung | APBM
Kegiatan 4 : 1 Jumigh desa/kelurahan I - | APED Dinas Kesehatan
lak K Puskesmas | ’
Penyehatan vang melaksanakan | dan pusty 128 128 128 128 128 128 |128 GO0 | BANPROY,
Lingkungan STBM ' APBN
----- 2. Persentase S.:Erﬂl'lﬂ...ﬁ.ir. Puskesmas APBD, Dinas Kesehatan,
minum yang dilakuken | qan pusty 128 128 178 128 128 128 178 GO0 |BANPROV, | Dinas Lingkungan
pengawasan | APBM Hidup
3. Persentass Tempat Prishasmas APBD, Ginas Kesehatan,
Tempat Umum yang 128 128 128 128 128 1258 128 GO0 BANPROV, Dinas Lingkungan
memenuhi syarat dan pustu APBN Hidup
Kesehatan ]
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Target Tahunan Indikatif
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan : i i i:mn Instansi Pelaksana
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 nggara
tahun (Rp Juta)

4. Persentasa RS yang APRD, Dinas Kesehatan,
melakukan pengelolaan | RSUD | G600 BAWPROV, |Dinas Lingkungan
limbah medis sesuai i { APBN Hidup,
standar sebesar 36% i !

. Persentase Tempat sl | { APBRD, Dinas Kesehatan,
Pengelolaan Makanan | dan u s 128 128 | 128 128 | 128 | 138 128 GO0 BANFROY, | Dinas Lingkungan
(TPM) yang memenuhi p = ' APBN Hidup
syarat kesahatan i
6. Jumiah - | AFBD Dinas Kesehatan
meryelenggarakan D 260 272 283 295 3086 31E 318 1.734 HQNP;{G\I’ Di Lingk ,
tatanan kawasan sehal o a : = ' nas Lingkungan
sebanyak 386 desa/ | | APBN Hidup
kelurahan 3
. Persentase rekomendasi | pakumen 250 300 %”'PBD' Dings Kesehatan,
I"-ﬂ]lﬂrl Den?ahala" Rﬂkﬂmﬂndasl 1RO Eﬂﬂ 35{:| 4DC| 400 Buu | B.ANPR'D"I",. Dinas Llﬂgkungﬂﬂ
lingkungan APBN Hidup
. Persentase teknolog| - APBD, |Dinas Kesehatan,
tepat guna penyehatan | D&sa 260 272 283 295 306 318 318 1.734 BANPROV, | Dinas Lingkungan
lingkungan APBN | Hidup
. Persentase penerbitan s 250 300 APED, | Dinas Kesehatan,
mMﬂlﬂJh&ai uji | Rekomendasi 150 200 350 400 ano GO0 BAMPROV. | Dinas Lingkungan
pemeriksaan laboratorium | APBN Hidup
dan kalibrasi |
PROGRAM 2 : Program penanggulangan penyakit tidak menular kanker serviks dan kanker payudara melalui Iva test dan sadarmis B
Kegiatan 1: [ Peningkatan pengetahuandan | - g ‘ 1 [ o
o pemahaman PUS tentang
Sosialisasi kanker penyakit tidak menular kanker APBD,
serviks dan kanker serviks dan kanker payudara | 0Tang 600 600 600 600 600 | 600 18.000.000 BAMPROV, | Dinas Hesehatan,
dini lva test dan sadarmis
| sadarnis pada PUS
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Target Tahunan Indikatif
| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan ; seigendes 9 FS“’ e | Instansi Pelaksana
2018 2019 (2020 [2024 (2022 |2023 2024 ggara
; tahun (Rp Juta)
| | PROGRAMPEMERINTAH WABUPATENCIREBON .~~~ -0 i
_Hegiﬁiﬂn 2 o Jumlah PUS yang- 5udah . | _ .
melakukan pemeriksaan | i
P&Fﬂamuingﬂﬂ dan detelsi dini IVA test dan g : | giﬁ,ﬁm ﬁ;‘}:ﬁrﬁzfﬁf&ﬂ"
ayanan ; | | '
zm"; e i sadarnis | orang | 200 200 200 200 200 200 200 12.000.000 APBN.dan | Muhammadiyah,
dini iva test dan | Kemitraan | Alsyivah Cirebon
: sadarnis bagi PUS
| INDIKATOR : Prevalensi tekanan darah tinggi ]
INDIKATOR : Prevalensi obesitas pada penduduk umur 218 tahun }
PROGRAM 1 : Program Pengendalian Penyakit Tidak Manular [PTM) i ]
Hegiatan 1: Tersedianva data/informasi !
Surveilans Faktor hasil ukur faktor resilko PTM Puskesmas _ i.ﬁ.F‘BD,
Risiko PTM (Peryakit | di Poshindu PTM i miEhy 128 1128 128 128 128 128 128 600 BAWPROV, |Dinas Kesehatan,
Tidak Menular) ' APBN
Kegiatan 2 : - Persentase Puskesmas | APBD,
Pengendalian Penyakit | Y2nE Melaksanakan oy 126 128 128 128 128 128 128 600 BANPROV, | Dinas Kesehatan,
) pengendalian PTM i APBHN
Tidak Menular tarpadu
. Persentase Pusk - - APBD,
melaksanakan kebijakan | Coheeas | ag l128 128 128 128 128 128 600 BANPROV,  Dinas Kesehatan,
Kawasan Tanpa dan pustu - APEMN
Fokok (KTR!
i . Persentase | APRD
| desa/kelurahan yang Puskesmas | | : ,
| melaksanakan kegiatan | dan pustu 128 128 | 128 128 128 128 128 G600 ; E;grzmv. Dinas Kesehatan,
FPos Pembinaan
Terpadu (Posbindu) FTM |
. Persentase perempuan usia Puskasm [ { APBD,
3050 tahun yeng dideteksi | US1SSMAS 1 4ag 1409 128 128 128 128 . 600 |BANPROV, | Dinas Kesehatan,
| dini kanker serviks dan dan pustu | | | APEN
L | payudara | | i
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Target Tahunan Indilatif
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan ] . i o :‘"":::r'm . ﬁ;";fr:m Instansi Pelaksana
I | 2
2018 %2‘.']19 'F 2020 2021 2022 2023 n (Rp Juta)
i
5. Persentese ' | | 5 b Dinas Kesehatan,
kabupaten/kota yang Puskesmas : 5 | i : !
; malakukan pemeriksaan | dan pustu ot e i 128 125 | Teh | i e ok ESSERW'
| kesahatan pengemudi di ; |
terminal utama | ' N
6. Persenla&a HE_IIEII‘I | 5 | APBD, Dinas Kesehatan,
pengendalian penyakit ggﬁk:j;: : 128 128 128 | 128 | 128 {128 128 600 | BAMPROV,
tidak menular = | APBN
- | APED Dinas Kesehatan
7. Persentase teknologl Puskesmas ; : i ' '
tepat EUI'IEI pengendﬂlian dall pUETJJ 123 :LEEI. :1_23 i ﬂE : :I_E-B i 128 128 ﬁ[“} BﬁNPRﬂU,
peryakit tidak menular | , | APBM
INDIMTOH Angha Herndtlan Dari FEI‘(:DIJHEI‘I Bunuh Diri
iI"-.IDIKATﬂR Jumiah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Puskesmas Yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa L ) _
PROGRAM 1 : Pencegahan Percobaan Bunuh Diri Pada Anak Dan Remaja Dengan Depresi B - =
Kegiatan 1 Tarcapainya pencegahan | |
tindakan bunuh diri | | APED, | Setda, Depag,
Paningkatan _ Kegiatan |2 2 2 2 |2 2 2 600 BANPROV, | Dinas Sosial,
Partisipasi Masy. dan [ APER Desa/kelurahan,
Lembaga Keagamaan |
SN (VI |
Kegiatan 2 ; Tercapainya pencegahan
EAIgEAEn. T eyt Le | 25 25 25 25 25 25 | 25 | 750 ;Zﬁgﬂﬁv g?malPDe%?g'lk
| 2 i mbaga | | " nas Pendidikan,
Satuan Pendidikan - | APBN Desa/kelurahan,
Keagamaan Mon | .
Formal - |

| INDIKATOR : Prevalensi penyalahgunaan narkoba

 INDIKATOR :
INDIKATOR :

Jumlah penyalahgunaan narkotika yang mengakses layanan rehabilitasi di iﬂ'&llltﬁ peia:.eanan

Iumlah 1. embaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan,/dibantu

IN D!HHT'DH

JNDlMT(}H

Jumlah korban penjrﬂlahgun&an NAPEA yang mandapmkan rr:habultam sosial i dalﬂm panti sesuai standar pelayanan

Konsumsi alkohol (liter per hapita} ulan p&nduduk umur = 15 lahun daldm satu tahun Lamhhlr
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Target Tahunan Indikatif

| Alokasi

2018 {2019 (2020 |2021 (2022 2023 | 2024 finggeren &
tahun (Rp Juta)

Sumber
Pendanaan

Instansi Pelaksana

Il'-.I Dihﬂlﬂl-l Jurnlah yanE m&ngaks&c IEI)TEFIEI‘I pasca rehabilitasi l:ll Fasﬂ:tas F"elayﬂnan Kesehatan

INDIKATOR : Jumlah yang menyelesaikan program rﬂhﬂbi“‘lﬂrﬁl di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

PROGRAM 1 Program Pembinaan Eks Penyandang Pﬁwalﬂt%slal {Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Fenyakit Sosial Lammra}

Kegiatan 1 1. Pelayanan Sosial oleh tim |
untuk pemenuhan
Unit Pelayanan Sosial kebutuhan dasar i
Keliling bagi Korban | ) EREI0, Dinas Kesehatan,
Penyalahgunaan 2 Eke Korban Lembaga 25 |25 25 25 25 25 25 750 BANPROV, Dinas Sosial,
Mapza Panyalahgunaan MNapza ' ' APBN
mendapatkan
rekomendasi tindalk lanjut
Kegiatan 2 1. Eks Korban E i i
Pervalahgunaan MAPZA
Bimbingan Sosial dan | o tetah mempurysi | APBD, Setda, D
| Keterampilan bagi Eks ketrampilan Lembaga 25 25 25 25 25 125 25 750 | BANPROV, U E'_J'ag'
| Karban | APBN Dinas Sosial,
Penyalahgunaan | 2. Bertambahnye eks korben |
MAPLA | MAPTAwang memiliki KUBE
PROGRAM 2 : Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba . S
Kegiatan 1: Meningkatnya peran pemuda ! Setda, Depag,
Pencagahan, dalam menekan _ , | APBD, Dinas Pendidikan,
Pemberrantasan, penyalahgunaan dan Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 | 1200 BANPROV, |Dinas Sosial, Dinas
| Penyalahgunaan dan | peredaran narkoha [ APBMN kesehatan, Satpol
| Peredaran Gelap PP, Disbudparpora
Markoba (PAGN) )
Kegiatan 2 ; Meningkatkan pengetahuan
dan pemahaman pelajar | Setda, Depag,
Sosialisasi tentang SMP dan SMA dan ' Dinas Pendidikan,
bahaya pengeunaan | macyarakat tentang bahaya Kegiatan 2 2 2 2 2 2 2 6.000.000 APBD, ' Dinas Sosial, Dinas
MNarkaba dan ) | penggunaan narkoba dan i BANPROV, | kesehatan, Satpol
dampaknya bagi Masa | yamnaknya bagi masa APBN | PP, Disbudparpora
depan pengguna depan penggunanya i
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; Target Tahunan Indikatif |
| Program / Keglatan / Indikator Kegiatan Satuan I ik amm Instansi Pelaksana
2020 2021 2022 2023 j 2024 Angga
| tahun (Rp Juta)
INDIKATGR Ang}-.a Hematlan Aklhat Gedn:rﬂ Fatnl Kemlahaan Lalu Lmt.-_:_s__ . )
INDIKATOR : Kondisi Mantap Jalan Nasional )
| INDIKATOR : Kondisi Mantap Jalan L IS
PROGRAM 1 : Penguatan Koneldivitas Reglonal ST LR e e
Kegiatan 1: [Panjang Jalan vang ]|
terpelihara |
Pelaksanaan | 534,97 PED, APEM, |
Preservasi dan I Km 534,97 (534,97 _534'1.9? i 34,97 53497 (3497 3.000 FHNPHDV. ' | Dinas PUPR
Peninghatan Kapasitas | | | i
Jalan .
PROGRAM 1: Prnﬁﬁim Rehabilitasi/Pemelih araan Jalan dan Jembatan B - -
| —— = T i i T — |
Keglatan 1: Tersedianya Dessin Teknis : i APBD
Parencanadn Perencanaan Rehabilitasi/ i i . i - . i
Rehabilitasi/ | Pemeliharaan Jalan dan 1 Dokumen 1 1 t S E‘;g‘: i { ENIBa FEER
Pemeliharaan Jalan Jembatsn
Hﬂeglatan T8 Panjang Jalan Kabupaten | | APBD, ,
Rehabilitasi/Pemelihar | yang Dipelihara Secara Rutin| KM 534,97 (534,97 53497 534,97 53497 534,97 3.000 BAMPROY, |Dinas PUPR
aan Jalan dan Periodik CAPBN
_ Kegiatan 3 : Jembatan Kabupaten yang APBD
TR terpelihara p .
Rehahilitasi/ ¥ BAMPROV Di PUPR
Pemeliharaan [bush 65 65 o2 g & o : e APBN "
lembatan | [
i i ) I o a0
PROGRAM 2 : Program Inspehsi Kondisi Jalan dan Jembatan
Kegiatan 1: Tersedianya Desain Teknis i | ' APBD
Perencanaan Perencanaan Rehabilitasi/ 1 1 1 ’ 500 |BANPROV, | Dinas PUPR
P Pemeliharaan Jalan dan 1 Dokumen | | |
Rehabilitasi/ [ |APBH
| Pemeliharaan Jalan Jembatan : I
. e auil s | L E S R




~
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memadai den memenushi
standar kesehatan [

| ~ Target Tahunan Indikatif
| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan T Al Sraboe Instansi Pelaksana
2018 (2019 [2020 |2021 |2022 2023 2024 Anggaran 6 Pendanaan
| | ; tahun (Rp Juta)
!
: - P e e R R R Y R e A
. Kegiatan 2 | Panjang Jalan Kabupaten ' APBD,
Rehabilitasi/Pemelingr | Y2NE Dipelihara Secara Rutin| Km 534,97 (534,97 53497 53497 534,97 531,97 [534.97 3.000 \BANPROV, |Dinas PUPR
aan Jalan dan Periodik | :APBN
Hegiatan 3 Jembatan Kebupaten yang B APBD,
Rehabilitasi/ terpelihara .' . |oi
el e | buah | 85 65 65 65 | 65 61 61 gand Eﬁm i i
Jembatan __ ! E
PROGRAM 3 : Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan . o
Kegiatan 1: Tersedianya Laporan aper '
Pemanfaatan Ruang Milik = ' '
Pemanfaatan Jalan - ol
lalan yang Dipergunakan Dokumen ! 1 [ 1 1 500 E;: ;RDU' ERGE FPR
asyarakat dan Jumiah Patok ' i f
. _pm/Hm yang Terpasang | o ' i
Program 4 : Program Pembangunan Sistermn Informasi/Database Jalan dan Jembatan o -
| Kegiatan 1: [Tersusunnya Informasi i [ o APBD,
Penyusunan Sistem Database Jalan 1 1 - i (1 . 500 BAMPROV, | Dinas PUPR
Informasi/ Database 1 Dokuman | | APEM
Jalan i
Kegiatan 2 : Tersusunnya Infarmasi o ' APED.
Panyusunan Sistem Database Jembatan 1 (1 1 - . S0 BANI-"IH{I'V | Dinas PUFR
Informaci/ Database 1 Dokumen Frned i : i
Jembatan B 1 i i
PROGRAM 2 : Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puske smas Pembantu dan Jaringannya B N
| Kegiatan 1: Terbangunnya fasilatas [ R |
- | pelayanan kesehatan APRD |
| Pembangunan [Puskesmas) baru dan yang | Puskesmas g, | Di
Puskesmas dan Frusisk berat r]nE: niadi Iet:ih . deat Pusiu 1PKM  1Pusty |1Fustu |- 9.000 BANPROV, | g:::z gﬁi';hﬂtﬂﬂ.
Puskasmas Pembantu APBH |
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Target Tahunan . Indikatif
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan I Aokt a ﬁ i D8 | Instansi Pelaksena
2018 2019 2020 [2021 2022  |2023 2024 Anggaren oageh
E tahun (Rp Juta)
KHegiatan 2 Terseﬁi-aw;a Kendaraan . - - . | . APED
Puskesmas Keliling untuk - ROV i
Ferngadaaan Puskesmas g Pusling - : 1 1 - - 3,000 BAMPROV, |Dinas Kesehatan,
Fuskesmas Keliling [ APFBM
Kegiatan 3: Terlaksananya Pengadaan S B | = . i
| Alat Kesehatan di = ' APBD,
Pangadasan Sarana | p ok esmas Kabupaten Puskesmas |57 60 60 60 |60 60 60 57.000 |BANPROV, |Dinas Kesehatan
dan Prasarana Clirebon APEN
Puskesmas
Kegiatan 4 : Bertambahnya jumnlah - )
_ Puskesmas rawat inap . ; | ' ' AFgD, i
Peningkatan Puskesmas |5 i |7 8 9 10 10 5.000 BANPROV, | Dinas Wesehatan
puskesmas menjadi 5 I APBEM
puskesmas rawat inap
] 1
Heglatan 5 : | Terlaksananya perbaikan - o
! —_— fasilitas pelayanan
He“ﬂ“”:‘ﬂﬂ' kesehatan (puskesmas ' APBD,
| Eﬁfﬂng herat pembantu) yang ada dengan | Pusty ] 9 9 =] (9 ] 9 9.000 BANPROY, | Dinas Kesehalan
puskesmas pembanty | japin mamadai dan : APBN
| memenuhi standar '
kesehatan
‘Kegiatan 6 : Terbangunnya sarana dan . : Dinas Kaseh
o - prasarana fisik puskesmas |APED, D:::f Liisiuim:r;
engembangan serta IPAL yang lebih Unit {IPAL) g 16 20 24 28 az B4.000 BANPROV, | . 5 D_g B
| Sﬂr.ana dan Prasarana | nomadai dan memenuhi | APBN H! up, hnas
| Fisik Puskesmas syarat kesehatan I ! | imrumtan,
Kegiatan 7 : 1Terlaksananya perhélikan | | - -
e fasilitas pelayanan Puskesma f i APED.
e ',Bs' kesehatan (puskesmas) yang | HSKSSTIAS | 598 128 | 128 128 128 128 128 | 600 | BANPROV, | Dinas Kesehatan,
I ang/Berat ada dengan lebih memadai Dl _ | APBN
| Puskesmas dan memenuhi standar i
| kesehatan 1 | _l -
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Satuan

Target Tahunan Indikatit
G . _ Alokasi
| ] { Anggaran 6
2018 201 2 2021 (2022 2023 2024
il i e I 1 : tahun [Rp Juta)

i

i

| Pendanaan

SR v Bdlalisn

Kegiatan 8 : * Terlaksananya Perbaikan ] I
Bangunan UPT Labkesda APBD | Dinas Kesehatan
Pengembangan i : : { .
LabEgsda df: SRy N aaT Ik Unit |2 |3 4 5 ] 7 | 14.000 BANPROY, | Dinas Lingkungan
t baik dan memenuhi syarat [ AF i
| Labkesling i Skt B Hidup
v Akraditasi Labkesda dan
Labkasllng
PRGERAM 3: Program Penlnﬂcatan Pelayanan Kesehatan Usia | Lﬂruut N
Kegiatan 1 : Cakupan pelayanan i |
. kesehatan pra lansia { i APBD, bi Kesah
Peningkatan Mutu | cayypan pelayanan aestas 128|128 (128 128 (128|128 600 |BANPROV, LS Fesehatan.
Pelayanan Kesehatan ||ocanaran lansia s ' AFBN ik
Lsia Lanjut { l
poooo— - — — e e e ! —
INDIKATOR : Jl.l'l'llﬂh Penduduk Yang Dicakup A.suranm Kesehatan Atau Slstem Kesehatan Masyarakat Per 1000 PBﬂduduH
INDIKATOR : Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) . D
PROGRAM 1: Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - = o o ) s
Kegiatan 1 ~ [Terayaninya Kebutuhan | I )
Pelayanan Kesehatan | !
Kegiatan Pelayanan | Tingkat Pertama Paserta JKN | : | APBD
| kesehatan bag pada FKTF Puskesmas atau | Puskesmas ' [ | i ' Dinas Keseshatan,
| Peserta JKN pada |yang setara, Praktik dokter, | dan pustu i & A i e o |10 S0 | BANPROV, | ppys,
Pubhesmes Praktik dokter gigi, Klinik ' [rireh
| pratama atau yang setara, | | |
Rumah Sakit Kelas [ [ I |
Pratama atau vang setara 1 B o B
INDIKATOR ; .ﬂ.ngha Hemﬂtlan Akibat Air Tidak Aman, Sanitasi Tidak Aman Dan Tidak Hugiems
INDIKATOR : Angka Kematian Akibat Kerawnan B
PF&UGRAM_:.L". Program Pengawasan Obat dan Makanan
Kegiatan 1 : Meningkatnya cakupan i APED,
CORSHIL S de tempat pengelolaan ' Kegiatan 2 2 2 2 |2 2 2 1.200 BANPROV, |Dinas Kesehatan,
Pembinaan Tempat | o anan vang memenuhi | APBN
| Pengelolaan Makanan | _ . kesehatan | |
| TR T o et | —_—
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Target Tahunan Indilkatif
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan o 1 :lnulmsl 8 ﬁmbﬁa - Instansi Pelaksana
2018 2019 12020 (2021 (2022 2023 2024 ggaran endunes
I tahun (Rp Juta)

_ ~ [PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON 2 T T
Hegiatan 2 : | Meningkatnya cakupan Setda, D'"E'SDI
Pengawasan dan tempattempat umum yang _ APBD, EZ::IT:;Z:' ghas

|Pembinaan Tempat- | Mmeme nuhi syarat kesehatan |Kegiatan 2 2 [ 2 |2 2 2 2 1.200 BANPROV, Pangan, Dinas
tempeat Umum APEN Trantib, Dunia
Usaha, Filantropi
Kegiatan 3 : Meningkatnya cakupan Dinas Kesehatan,
industri yang memenuhi : | APBD, Dinas
Pengawasan dan | g arat kesshatan Kegiatan 2 2 2 2 2 |2 2 1.200 BAMPROV, |Perdagangan dan
Pembinaan Industri APEN Perindustrian,
_ Satpol PP
Kegiatan 4 - "Peningkatan pengatahuan _ = -
| pErgtUran mengena i ; | APBD,
Pengawasan Obat | istribusi obat (CDOB = Cara | Keglatan 2 |2 2 2 2 2 |2 1200 | BANPROV,
(distribusi dan Distribusi Obat yang Baik) di | APBIN Setda, Dinas
pen Egunﬂﬁn:l Apﬂtak dan Toko Obat | Kesahatan, Dinas
Kegiatan 5 : Peningkatan pengetanuan ? g:nw_a:?.nﬂn
dan ketrampilan hygiene i APBD. N
Bimbingan dan sanitasi bagi pengsiola Kegiatan 2 |2 2 2 2 2 |2 1.200 BANPROV,
Penyuluhan makanan dan minuman | APBMN
Keamanan Pangan |
SO i l
PROGRAM 1 : Program Pengembangan Lingkungan Sehat
| Kegiatan 1: | Tersususnya konsep ! [

i | Pangernbangan Lingkungan |APBD. Setda, Dinas
Penghajian | Sehat di Kabupaten Cirebon | Kegiatan 2 2 2 2 2 2 2 1.200 BAMPROV, |HKesshatan, Dinas
Pengembangan | AFPBM | Lingkungan Hidup
Lingkungan Sehat
Hegiatan_'z':_ ------- Penurunan penyakit berbasis EE E R Bl B AFBD, Serda, Dinas

o linghungan i Kegiatan 2 2 2 = 2 2 2 1.200 BAMFROV,  Kesehatan, Dinas
Klinik Sanitasi | APBM Lingkungan Hidup,
R _ o . aat e o
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Target Tahunan Indikatif 1
i |
Program / Keglatan / Indikator Kegiatan Satuan :‘ﬂm“ b SURRNE . |t Pkl i
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ggaran j Pendanaan
tahun (Rp Juta) F
n s s | IL — s me . ’ = 1 e : p— . — . | - —ﬂ—"a__'!_'_-\_-ﬂr"'-.-\":. e £l 187y S PSR T A
b :;I::::r: W:skum:a; Kegiatan 2 , 2 2 2 2 P 1.200 EE{;EW E'”“ Hesehean,
Sanitasi Total Berbasis bl il | apgry | Dinas Rumkimtan

Masyarakat (STBM) 5 |

INDIKATOR : Persentase merokok pada penduduk urmur =15 tahun

INDIKATOR : Persentase mamhuk paﬂa penduduk urmur <18tahun

PROGRAM 1 : Program Promosi Kesehatan dan Pamberdayuan Masyarakat

"Kegiatan 1 Adanya peningkatan _ ! ] APED, :
cakupan rumah tangga ber [ | | BANPROV, |
Pengembangan PHBS Kegiatan 9 9 (9 2 g 2 1.200 APEN Emas ﬁesihta:tan.
Perilaku Hidup Bersih ' emerintah eca
dan Sehat [ ; [ - APBDES
Regiatan 2 ; ~ Adanya 9 kawasan sehat APBD, E?"EE E_eaihman'
; : inas Lingkungan
Pengembangan ~ Pambinaan Program Kegiatan ({2 2 2 2 2 p) 1.200 i BANPROV, Hidup ghkung
Kabupaten Sehat Girebon Kabupaten | |APBN o
Sehat I . Bappelitbangda
PROGRAM 1: PembinaanLingkungan Sosial R
Peningkatan Derajat | Cakupan RT tdk merokok T [ o
Kesehatan Masy. dim ruangan |
Dengan Penyediaan APED,
Fasililas Pelayanan | | Keluarga 235.927 | 283.112 |330.298 |377.483 |424.669 |471.854 | 3.000 BANPROV, | Dinas Kesahatan,
Kesehatan Bagi | | { | | APBN
Penderita Akibat | | | | | |
Dampak Asap Rokok | : | g
I S i I L. - - I i E——
INDIKﬁTﬂH Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Pushe&mas . 24 R O
PROGRAM 1 : Kefarmasian dan Alat Kesehatan - .
Kegiatan 1: Puskasmas dengan | ! o
Peningkatan Tata ketersediaan obat dan Puskesmas | | f f . Dinas Kesehatan,
Kelola Obat Publik | vaksin esensial dan pustu 128 128 | 128 128 | 128 128 60.000 BANPROV, |5 o
dan Perbekalan | APBN
1 I
Kesehatan ) ! i G it
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INDIKATOR :  Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 1549 tahun yang berstatus kawin

r' Target Tahunan Indikatif

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan , T A 5 ﬁ““‘.,';“ Instansi Pelaksana

2018 2019 12020 |2021 2022 2023 2024 Anggaran y—on
f tahun (Rp Juta)

Kégiatan 2: Terpenuhinya obat esensial, '

obat generik dan perbekalan | Pkt | APBD,
Pengadaaan Obat dan | yesehatan vang aman dan ﬂas e : 128 128 128 128 128 128 128 60.000 BANPROV, |Dinas Kesehatan,
Perbekalan Kesehatan |, ermutu di puskesmas dan M pustu APEM

jaringannya
Kegiatan 3 : lumlah Puskesmas yang | K . 1
Peningkatan Mt melaksanakan Pelayanan

GRS Kefarmasian yang bermutu |APBD, -

Penggunaan Obatdan | psi penylisan resep Obat E:f‘ms’fﬂﬁ 128 128 128 128 128 128 128 60.000 | BANPROV, g'F,”J?; RESENGIEN,
Perbekalan Kesehatan genarik di puskesmas, . pustu | APBM !

Harmonisasi lintas program | {

dalam pengelolaan obat ‘

Hegiatan 4 : Jersediér'ai.-a sarana rantai T { B APED ]
| vaksin di puskesmas dan Puskesmas 128 128 128 | 128 128 128 128 | 60.000 B ANP;E: oV | Dinas Kesehatan,
| Pengadaan Sarana dinas kesehatan sesuai dan pustu E . : *  BPIS,

Fantai Vaksin standar [ Ab

- il

INDIKATOR :

Proporsi pasangan usia subur (umur 15- 49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga
kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern)

| Heputusan

Tﬂé_giatan 1: 'Meningkatk an kesempatan |
. | dan daya saing ketenagaker |

Bintek dan Seminar jaan | Kegiatan
Pengarysutamaan

Gender

Kegiatan 2 : Terwujudn ya masyarakat i
Workshop Peningkatan | yang berbudaya, berketram )

Feran Perempuan pilan dan berjiwa kewirausa Kegiatan
dalam Pengambilan haan

1

l1

berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern (Metneed KB/ Angka penggunaan metode

INDIKATOR :  Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi

600

-1

AFBD, Setda,
BANFROV, | DPPREFPPA,
APBEM Filamtropi
APED

. Setda
BANPROV, :
APBN DFPKEFPFA,




B0

masyarakat vang lebih
herkualitas
# Terwujudnya desa palopor

KE di setiap kecamatan

~ Target Tahunan Indikatif
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan :lulml 6 : m' e Instansi Pelaksana
2019 2021|2022 |2023 mﬁ:‘;‘; a i
chiétan < iiurbﬂ.ﬁ.j-,-éng t.er-layar.ti, ] o
Fasilitasi Jejaring gugus tugas yang | APED,
Pengembangan Pusat |terfasilitasi, masyarakst 1 1 1 1 600 BAMPROV, |DPPKEPFPA,
Pelayanan Terpadu tersozialisasi I APBN
| Pemberdayaan
| Perempuan (F2TF2) -
Hegiatan 4 :
Penguatan lumlah Lembaga / 4 1 q : & APED, Setda,
Kelembagaan Organisasi yang mendukung | 1 Lo BAILRDN: OFERECERR,
Pengarusutamaan Kesetaraan Gender |APBN Filantropi
| Gender dan Anak |
Kegiatan 5 : | APED, Setda
Evaluasi Pelaksanaan 1 1 1 1 i) EEANPRGU' Dppﬁéppp,q_
PUG APBH
hHegiatah 6: ' Bertambahnya jumla-}'ﬂm” |
kelompok yang
Sosialisasi dan mendapatkan sosialisasi 12 i
Pembinaan Fungsi KLA bertambahnys Forum Anak | i B 10 (kumulati) 1.200 BAMPROV, |Setda, DPPKBPPPA
dan Forum Anak RPN
Daerah |
. | S — = -
INDIKATOR : Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana,/KB yang tidak terpen i
PROGRAM 1 : Program Kampung Keluarga Berencana (KB) o i
 PROGRAM 2 : Program Pembinaan_Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Madiri N S I
Kegiatan 1: » Meningkatkan ‘
Fasilitasi pengendalian penduduk {
s Tarwujudnya | { APBD, i
Pemmhtu kan . | DPFPKEPPPA Dinas
i 29F . i s
| Kampung KB kesejahteraan sosial 272 3] 306 318 1734 E;;;;:RDU Kesehatan,
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| Target Tahunan Indikatif
Frogram / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan H T ;ﬂak:nsn 6 gunﬁar Instansi Pelaksana
2018 2019 (2020 2021 (2022  |2023 2024 idsaren SRR
i tahun (Rp luta)
- i
| Hegﬁgﬁ 9: !T&rlal».cs.ananya Kegiatan
o | Pembinaan Kelompok APED, )
Fasilitasi Keluarga Paripurna Setiap | Desa 260  |272  |283 205 306|318 328 1734 BANPROV, | "1 6PPPA Dinas
Pembentukan Kel, Kecamatan { i APEM esenatan,
Masy. Peduli KB
PROGRAM 3 : Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga o
Kegiatan 1: 1. Peserta KB bagi PUS yang o |
| Peninghkatan mendapatian jaminan | _ _ i APED,
pembinaan kesartaan ketersediaan alatdan obat | orang [ ?f;ﬂii:ﬁ . ;]f;ﬂgi:'ﬁ EJ:LE'DZ?;E 5515;:'?:6 IIE;:;EI?{?}E ?fﬂddi?ﬁ 354.676 (100%) | 53.201 BANFROV, EF’F‘HHBI:;‘:A Dinas
ber-KB jalur kontrasepsi (alokon} melalui %) | 200 : O L ’ APBN | SEnRE
pemearnintah SJSM Kesehatan (PBI
2. Fashkes ya'ﬁé' ' !
mendapatlkan Plskisiiag | ARBD, | Dinas Kesehatan,
pemeanuhan sarana, dan pusty 128 128 128 1248 128 128 ' 128 60.000 BAMPROV, BPIS, Dinas Sozial,
alokon sesuai standar P APBIN | Filantropi
pelayanan l i
| Kegiatan 2: 1. Peserta KB (PBidan ' . i
: non PBI) yang dilsyani di 239.399 | 239.399 |239.399 |239.399 |239.399 |239.399 | APBL, -
Pembinaan A L : : : L CA00% ; Dinas Kesehatan,
etandarisasi kapesitas :j::ﬁ;fy‘;ﬂsm S SRE [(100%)  (100%) |(100%) |(100%) |(100%) |(100%) | 2o0-3991100%)135.909 :sg:mv. i BPIS, Dinas Scsial,
tenaga kes. pelayanan i [ | | [ [
~ i | | S o | L
Kegiatan 3: Kesertaan KB Pria (Peserta | : :APBD i
Peningkatan KB Pria/ PA] | 83.963 |B3.963 83963 |83.963 |B3.963 |83.963 ' | DPPKEPPPA Dinas
Kesertaan KB di | Orang (100%) | (100%) |(100%) |(100%) |(100%) |(100%) | B3963(100%) \12.594 | BANPROV: | Kesenatan,
wilayah dan sasaran E | EHPE"N |
khusus | 1 |
Kegiatan 4: 1. PUS, WUS, remaja dan | ! i TAPED, .
, | keluarga yang | Kegiatan 2 2 2 2 2 2 1.200 | BANPROV, | DFPREFPRA Dinas
Peninghatan Advokasi mendapatkan informasi | i 9 | APBIV | Kesehatan,
dan KIE Program program KKEPK melalui J [ !




B2

~ Target Tahunan Indikatif
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan Nnknsrlan 6 xm = Instansi Pelaksana
2018 2019 2020 2021 2022 2023 202q ANgEn
E tahun {Rp Juta)
i Fﬂﬂﬁﬂmmmmmm ey P .
Hependudukan ua media massa (cetak dan f
dan pembangunan elektranik) dan media
keluarga luar ruang, terutama :
| media lini bawah |poster,
leaflet, lembar halik, |
banner, media
tradisional)
. 2. PUS, WUS, remaja dan ' =
keluarga yang | APBD, .
mendapatkan informasi | Kegiatan 2 2 2 2 2 2 2 1.200 ' BANPROV. EL‘::&F;:::H Dinas
program KKBPK melalui | I 'APBN '
tenaga lini lapangan _
Kegialan 5: | Jumian Motivator KIE KB - ] - . TAPED,
Orang 1.059 1.332 | 1.665 | 1.959 2176 2291 10482 BAMNPROV, Dinas PPKBPFPA
Pelayanan KIE | 2956 APBI
Kegiatan 6 ; |Pemahaman Kelangsungan | o )

) Hidup Ibu Beyi dan Anak | APBD, | :
Sosialisasi (KHIBA) {KHIBA) Kegiatan o 5 2 o 5 2 o [ 1200 BANPROV. EPPKhBPPPA Dinas
Kelangsungan Hidup | [ APBM | Kesehatan,

[bu Eayi dan Anak |

| Keglatan 7 : | Pemahaman Informasi |
Sosialisasi/ Orientasi | Komunikasi (PIK) Remaja - APBD, .

| Rt Bange Gan gan Kegiatan 2 2 2 2 2 2 2 1.200 BANPROV, | L' raPPPADinas
Kal. Pusat Informesi | APBN Kesehatan,
Komunikasi [PIK)
Remaja : . - |
Kegiatan 8 : Pemahaman Kontrasapsi
geiﬂrlanan P:]B |{KIP/K) bagi Pengelola _

osialisasi/Orientasi | program KB ' : APED, :

_ Konseling Kontrasepsi Kegiatan 2 2 2 2 |2 '2 1.200 BANPROV, DFPKBFFRA Dinas
{KIF/K) bagl Pengelola 2 APEN Kesehatan,
Program KB |
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IMDIKATOR : Propaorsi Fjg:pulasl Yang Menggunakan Layanan Air Minum Yang Dikelola Secara Aman

Target Tahunan Indikatif
Program / Kegiatan / Indikator HKeglatan Satuan :lnl i & Eu;:!ber Instansi Pelaksana
2018 (2019 |2020 |2021 |2022 |2023 2024 u"f;:"p - nann
n
He‘éiatan 9: "~ [Pemahaman Pelindungan B I -
dan Hak-Hak Reproduksi { |
Sosi.aliﬁasifﬂr'rentﬂsi Individu | APED, FFKEPPPA Dinas
Peninghatan Kegiatan 2 2 2 2 2 2 o 1.200 BANPROV, [Kesehatan,
Pelindungan dan Hak- ! APBH l
Hak Reproduksi ; {
| Individu f
| Kegiatan 10 : Urnpan balik hasil penilaian N ? APBD
akreditasi PKB - _ : / '
Akreditasl Penyuluh Kegiatan 2 2 2 2 2 2 2 i 1.200 BANPROV, ' |hppkepPPA Dinas
Heluarga Berencana | APEN [Kesehatan,
— I RN SR L SRRSO B S (U RN - 1
| INDIKATOR : Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern o
| PROGRAM 1 : Pragram Pelayanan Hontrasepsi
Kegiatan 1: Peserta KB yang dilayani [ | APBD DPPKEPPPA Dinas
' ) 239.399 | 239.399 (239399 239.399 (230309 239399 [, . - ! ; Kesehatan,
Pelayanan KB Medis Orang (100% |(100%) |(100%) (100% | (100% | (100%) 2309.399(100%) | 35.909 BAMNPROV,
Operasi | APBI
Kegiatan 2 : Peserta KB yang dilayani I N DPPKBPPPA Dinas
. APBD, Kesehatan
Pelayanan KE Melalui Oran ?39.39'9 239399 235399 230399 239399 239.399 . : '
MobaiiAit Buksaran orend (100%)  [(100%)  |(100%) | (100%) |(100%)  (100%) 239.399(100%) 35909 | Eig’: RN
(Moyan) [
_— — . B ! N —
Kegiatan 3 : | Peserta KB yang dilayani DPPHKBPPPA Dinas
; | APBD, Kesehatan
Pelayanan KIE Melalui Ot 239.399 | 239.399 |239.399 |239.399 (239.399 239399 | 20200 s00ar |35 909 ol '
Mobil Unit Penerangan . (100%) |(100%) [(100%) |(100%) |({100%)  (100%) A e
{Mupen) | |

INDIKATI’JFE__: _}_{a!pacs‘rtas Prasarana Air Baku Untuk Melayani Rumah Tangga, Perkotaan Dan Industri, Serta Penyediaan Air Baku

i

INDIKATOR : Froporsi Populasi Yang Menggunakan Layanan Sanitasi Yang Dikelola Secara Aman, Termasuk Fasilitas Cuci Tangan Dengan Air Dan Sabun
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Target Tahunan Indikatif
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan 1 :lnhm ne g:;n.:-rmn Instansi Pelaksana
2018 (2019 (2020 (2021|2022 |2023 2024 i ,
ig tahun (Rp Juta) |
§
AL Cark &
% mupﬂmﬂuﬂmmpmmm i
INDJMTOH Prﬂpl::-rsl P'upulam YﬂngMemulnm Faﬁllrtas Euul Tangan Dengarl Sabun an .Hrr B o B
INDIHATGH Jumlah Terbangun Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Terpusat Skala Kota, Kawasan Dan Komunal ]
'PROGRAM 1 : Prngram Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah AT IRLEETS
Kegiatan 1 Terpenuhinya Kebutuhan Air [ [ w
' Minum Bagi Masyarakat ' : APBD Diskimrumtan
| Penyediaan Prasarana ; | r - : '
Bane i s o o | ST s 1 1 |1 1 1 1 600 BANPROV, | PDAM, Dinss
Masyarakat Bar- | ' APBN Kesehatan
penghasilan Rendah .
'Kegiatan 2 : Tersedianya Sarana dan | [ apBD | Diskimrumtan
Prasarana Air Limbah . i | an ) , ! . ’
Penyediaan Presarana unit |8 10 15 20 25 (kumulati| 30 fkumulatif) | 360.000 E:g;ﬂﬂv, E'_-:a: PUPE'HE:::S
dan Sarana Air Limbah ingkungea B,
Kegiatan 3 : | Tersedianya sarana dan E . | apeD. )
_ prasarana air minum _ 5 48 ; _ . iskimrurmtan,
| Pangembangan Sistem Desa 8 16 24 32 40 (kumulagp| 8 (kumulatify | 138.000 Esg :RGU, D iE Wacaitas
Distribusi Air Minum
 Kegiatan 4 : Terbangunnya Sarana R T ] D Diskimrumtan,
| Sanitasi di Kabupaten : : : 48 : . BANPROv | Dinas Kesehatan,
Pembangunan Sanitasi | cishon ot |8 % = 2 [ (kumulatif)| 48 (kumulstif) | 21.000 APEN | |Dinas LH,
i [ [ | APEDes Femerintah Desa
| PROGRAM 2 : Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh e et N N
| Kegiatan 1 : Adanya Kebijakan APED Baretlithangda
i Pelaksanaan Pembengunan |, 0 |4 - 1 1.000 BANPROV, | Dinas PUPR,
pengambangan Parmukiman di Bidang 3 - APBI Diskimrumtan
infrastruktur Infrastruktur [
Kegiatan 2 : ) Tersedianya Sarana dan . APED fDiskimrumtan,
| Pembangunan, Prasarana Bangunan dan | | | 48 | Ban . | DInas Kesehatan
ol | Gedung Pelayanan | Desa 8 16 | 24 32 a0 s - 9.000 84 I;:ﬁ{}’u'.
| Infrastruktur Masyarakat di Kab Cirebon Pemerintah Desa
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Target Tahunan Indikatif
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan ; | :ln 6 ﬁmw Instansi Pelaksana
2018 [2019 [2020 (2021 (2022 | 2023 2024 ggaran sndanasn
i | tahun {Rp Juta)
i
Hegiai.an 1: . ;Ff:rpenu hinya I_.ingkunga.n ] | [ )
| renstaan Lingumgan |1 Sehat Bagi Masyarakat . 6 ; APBD, g:z*;‘sm';fr:‘;“’ Bt
nataan LingkUNEan | pardesaan | Desa a 16 24 32 a0 - 8,000 BANPROV, : o
Pemukiman Penduduk | (kumulatif)| APBH Lingkungan Hidup,
Perdesaan Dinas Kesehatan
Kegiatan 2 © | Terpenuhinya Lingkungan - 1 APEL‘I_" T
yang Sehat Bagi Masyarakat 48 ey | Diskimrumtan,
Sem;}anﬁl::an lalan | perdesaan Desa 8 |16 24 32 40 - 56 9.000 E&;‘;Rm' Dinas Kesehatan
an Jembatan | | Pemerintah Desa
Perdesaan | o I R e
INDIKATOR : Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM}
 PROGRAM 1 : Bidang Kesehatan ———
Kegiatan 1; Jumlah desa/kelurahan yang I [APBD, Diskimrumtan,
Pengendalian Penyakit | melaksanakan STBM e - 43 |BANPROV, | Dinas Kesehatan
dan Penyehatan Desa & 16 | 24 : 3z an (kumulatif 56 2.000 | APEN
Lingkungan,/ | APBDesa Pemerintah Desa
Penyehatan | —— . !
Lingkungan Persentase sarana air minum a8 | APBD,
| yang dilakukan pengawasan | Desa 8 16 24 32 40 (kumulatif) 2.000 | BANPRQY, | Dinas LH, Dinkes
- 5 : : 56 | APBN
Persentase Tempat Tempat | 5 48 . i o0 | APED Dinas Lingkungan
| x | £l
| Umum yang memenuhi Desa 8 16 24 32 |40 (kurnulatify 56 9.000 BANPROV, [Hidup, Dinas
| syarat kesehatan | APBM Kesehatan

 TUJUAN : PENDIDIKAN BERKUALITAS

INDIKATOR :

membaca, {ii) matematika

PROGRAM 1 : Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan

Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b Unghdl ;':.i';:.hir- SILJ,-"'.I'EI:IHIE; E .[(:]l-ii'néhat akhir SMP/ kelas 3 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i)

Kegiatan 1: Siswa 50 vang mengikuti
lomba/olimpiade, festival,
debat, dan unjuk prestasi
tingkat nasional dan

Penyadiaan dan

: Qrang
Peningkatan Layanan

| Pendidikan

Internasional

40

40

a0

a0 40 40 40

47816

T o
APBD, |

BAMPROV, | Dinas Pendidikan,
APEBN,




1)

Target Tahunan Indikati |
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satusn ek |Sumber | ansi Pelaksan
| a
2018 2019 (2020 [2021 (2022 2023 2024 Anggaran 6 Fendanaan
f tahun (Rp Juta)
e om S L :
~ PROGRAM PEMERINTAHKABUPATEN GIREBON :
Kegiatan 2 : | Tercapainya Mutu Pendidik | " APBD :
dan T Kependidikan | : ' ' '
Monitoring, Evaluasi shaga Repondidikan | sekolah 923|923 923 923 923 923 S 83.070 BANPROV, | Dinas Pendidikan,
dan Pelaporan APBNM,
- 'INDIKATOR : Persentase SD/MI berakreditasi minimal B ) = T
PROGRAM 1 : Penyelenggaraan Akreditasi SD/MI -
Kegiatan 1: r-"e_metaan Kompetensi i : [ | - ~ Tapep '
Penyelenggaraan | Hrm?rja Kepala SO/MI _ sekolah 40 a0 . a0 40 40 | 40 40 45.000 BANPROV, | Dinas Pendidikan,
Akreditasi SD/MI Meningkatnya Kompetensi [ APRM
. |Hlnerja Kepala S0/MI |
Kegiatan 2 : Pembangunan ! - | - =
Penyelenggaraan perpusataksan sekolah | Sekolah 25 | 25 25 25 25 25 225.000 APBD, Qinas-PeackdR:is
Akreditasi SD/MI i 25 |BANPROV, | Dinas Kearsipan
- | = [ . _ | APBN, dan Perpustakaan,
(O _INDIKATOR : Persentase SMP/MTs berakreditasi minimail8 o
] | PROGRAM 1 : Penyelenggaraan Akreditasi SMP/MTs ] ] )
Kegiatan 1: emetaan Kompetensi ! APED
Panyelenggaraan ngua Kepala SMP/MTs ! sekolah |25 25 o8, | 25 25 |25 25 | 18.750 BANPROV. E:::S Pgnmmkan,
Akreditasi SMP/MTs ~ Meningkatnya Kompetensi APEN i
Kinerja Kepala SMP,/MTs
. . - - . | i S .
Kegiatan 2 : Pembangunan [ | | AFEL, | Dinas Pendidikan,
Penyelenggaraan perpusatakaan sekolah sekolah 25 25 |25 25 25 25 25 187.500 BANPROV. | Dinas Kearsipan
Akreditasi SMP/MTs | | APEN, dan Perpustakaan,
Pembangunan Laboratorium | | APED, T
dan Rueng Praktikurm sekolah 25 25 |25 |25 |25 25 25 225.000 | BANPRQV, | Dinas Pendidikan,
APBM,
Pembangunan sarana dan N APED inas Péndidikﬂn. |
prasarana olahraga sekolah {25 25 25 25 5 o 25 281.250 BANPROV, Dln:as_ Kebudayaan
Pariwisata Pemuda
APBM,
dan Qlahraga,
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Target Tahunan Indikatif
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan | :lnulmsl 6 ﬁu;har | Instansi Palaksana
2018 | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 AT .1
| tahun (Rp Juta) |
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON ; TR
embangunan Taman, I | . AFED,
LH[.I-HI'IEH[] Upacara dan sekolah 25 25 25 25 25 : o5 | . I 150.000 BANPROV, Dinas F‘E}ﬂﬂidikﬂﬂ,
Fasilitas Parkir - . , i 25 | APEN,
o M i ' | I _ | - i
INDIKATOR : Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/M |/sederajat e o
INDIKATOR : Angka Partisipasi Kasar (APK) SM P/MTs/sederajat i -
'INDIKATOR - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan,/lakidlaki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMF;‘MTE;’SMEF&]Ht -
| PROGRAM 1 : Program Waijib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun
Hagiatan 1 : Tercapainya rasio [ !
perbandingan siswa dan [
Rasionalisasi angha ; ; | APBD,
Pasho ikl salonlk ﬁ:ﬁ L’;’i‘:g‘éﬂz’:e imazn | srang 80 | 80 80 80 80 80 80 17.280 BANFROV. | Dinas Pendidikan
melalui penambahan [ APBN
| Bun !
Keglatan 2 : e Tersedianya buku teks [ - |
Pengaden Bulbulu gz*:é?;fk';ﬂﬁ“ Buku Laporan | gepqian 80 80 80 80 80 80 80 38.400 ‘;iiﬁ;’c‘}f“' Dinas Pendidikan,
dan Alat Tulis Siswa
Kegiatan 3 : 'Tersediarya alat praktikum | | T o T
| dan peraga siswa sebagai APBD,
Pengadaaan Alat | penunjang kelancaran KBM | Sekolah 80 80 80 80 |80 80 80 96.000 BANFROV, | Dinas Pendidikan,
Fraktik dan Peraga g APEN,
Siswa | | i
ENDIEATUR : Rata-rata lama sekolah per‘_l_l:i__l;;:_i-uk umur =15 tahun e e B
| INDIKATOR : Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
PHDGHAM 1 : Program Waijib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun .
H.eglatan 1: Tercapainya peml.mldrudrm | APBD,
lancar dan sukses di SMP BANFROV. D.lr'lﬂS PEﬂL‘IIdIHﬂﬂ.
Penyelenggaraan dan | rernuke FEllEl e 7 7 7 |7 6 6 T 26.250 Filantropi, || 1antropi, rmas,
Pembinaan SMP kecamatan | [ i : Duria " | Dunia Usaha,
Terbuka i , j : ‘ sghn Akademis
i '
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r N R T+ T s T
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan 3 e :‘n‘"m 5 ﬁ m“"mﬂ‘ Instansi Pelaksana
2018 2019 12020 2021 2022 2023 2024 Egaran o
i tahun (Rp Juta)
e | PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON '
Kegiatan 2 ' Tarcapai p&mbeléjamn Paket [
. _ |B sesual dengan Petunjuk |
Pelatihan Kompetensi | Taknis orang 14 14 14 14 12 12 12 | 5.880 Eiﬁﬁﬁ?;m Dinas Pendidikan,
| Tenaga Pendidik Paket ' '
| B Setara SMP |
Kegiatan 3: Mendorong Terciptanya Jiwa | i N
Kewirausahaan untuk E - -
Pengembangan Mengakses Peluang Tenaga | 0rang 80 80 80 80 80 80 80 600 ELER; ARFI| Dinas FENCRAken;
Pandidikan Kecakapan HETjaE g g | BAMPROV, | Disnakertrans,
Hidup | | |
| |

INDIKATOR : Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan
INDIKATOR : Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

psikososial, menurut jenis kelarmin

PROGRAM 1 : Program Pendidikan Anak Usia Dini

' Kegdiatan 1: Té-rhangunn}'a Ruang Kelas [ | APED
Baru PAUD Kegiatan,/ 5 ' i ici
| Penambahan Ruang Kecamatan 2 2 2 2 2 I 2 12.000 BAMPROV, Dinas Pendidikan,
Kealas Sekolah | APBN
Hﬂgi;'.if..ﬂrl 2: Tersedianya alat permainan | B ! | R o .ﬁPBD B
perbanguaan sarne | RS T 2 2 2 2 2 2 £.000 BANPROV, | Dinas Pendidikan,
permain E AFRN
Kegiatan 3 : Terba ﬁéu nns.'a pa’g’é&
pengaman sekolah ) AFED, :
Pembangunan Taman, A 12 2 2 2 2 2 2 1.200 BANPROV, | Dinas Pendidikan,
Lapangan Upacara dan | i al . APBN
| Fasilitas Parkir ! E !
Kegiatan 4 : " | Rehabilitasi Ruang Kelas
. . TK/PAUD APBD,
| Rehabilitasi |egaan/ | 2 2 2 2 2 2 ' 2.400 BANPROV, |Dinas Pendidikan,
Sedang/Berat Ruang | kecamaitan i APEMN
Kelas Sekolah

el
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Target Tahunan Indikatif
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan lokasl o [Sumber | instansi Pelaksana
2018 (2019  |2020 (2021 (2022  |2023 2024 prEg——n - i
tahun (Rp Juta)
TS R R | ;
TPROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREEON T
Kegiatan 5:  Terlaksananya Pembelajaran i
. Pendidikan Anak Usia Dini. 80 . )
| Penyelenggaraan NS PAUD danTH | og 06 96 96 96 96 a6 4.800 BANPROV, | Dinas Pendidikan,
pendidikan anak usia LEI‘ﬂD?gE PAUD dan 16 TK | Bgeri APEM
dini Negeri
Kegiatan 6 I';-;I-enlngkatn_'.-'a Mutu Layanan - . o |
Bantuan Operasional | e L PAUD dan Tk | : . iodiges [ e
Penyelenggaraan Negeri 96 o6 96 96 96 |96 96 9.600 | BANPROV, | Dinas Pendidikan,
Pendidikan Anak Usia ' APBN
Dini (BOP PAUD)
B PROGRAM 2 : Program Pengembangan Kurikulum PAUD i _ _
Keglatan 1: [Peserta Bintek Kurikulum, T ) I
Pengembangan Bahan Ajar dan Model PALD ‘ 5 AFED,
Kurkuium, BehanAlar | Pembelajaran PAUD NE‘;E“'“" ™ log 96 96 96 96 96 96 4800 BANPROV,  Dinas Pendidikan,
dan Model Pembetajaran ' APBM
Pendidikan Anak Usia Dini_ 1 )
Kegiatan 2 : Tersedianya buku teks dan { APBD
d . F 1 1
Pengadan Buku-buku | it g N‘:'éf,f STy e 96 96 | 96 96 96 96 4.800 BANPROV,  Dinas Pendidikan,
dan Alat Tulls Siswa [ AFBM
[Kegiatan 3 - Dilaksanakanny a Lomba
Kreatifitas Pegerta Didik APBD,
PA -
Pengembangan 4 UDdanTK | g6 96 96 96 06 |95 96 4.800 BANPROV, | Dinas Pendidikan,
pendidikan anak usia BT 5 i APBN
dini :
Keglatan 4 : Sosializasi Teori _ _
Publikasi dan | Pembelajaran bagi Gury | pAUD dan TK ? ! ok X -
soslalisasi pendidikan | PAUD yang bukan Negeri |98 o |96 i 96 6 96 4.800 Eig:m"‘- e
anak usia dini berkualifikasi Ke-PALD- [ J . '
an. J |
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Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan

Satuan

Target Tahunan

2018

|
12019

|

2020 ]2021

2022

2023

2024

Indikatif
Alokasi

Anggaran 6
tahun (Rp Juta)

Sumber
Pendanaan

Instansi Pelaksana

| INDIKATOR :

3

INDIKATOR :

Persentase angka melek aksara penduduk umur =15 tahun

INDIKATOR :

: Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15- 59 tahun

Persentase remaja/dewasa pada hﬁiumpnk usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level terlentu dalam keterampilan (i) membaca dan (i) menghitung, menurul jenis
kelamin

Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)
FROGRAM 1 : Program Pendidikan Non Formal

|Kegiatan 1 Pecerta Lomba Keteladanan | Lembaga |
) e dan Apresiasi Pendidikan APBD,
[ FTIRISTE PR | dan 40 40 40 40 |40 40 40 6.000 BANFRUV, | Dinas Pendidikan.
Kursus dan { Ketarampilan { APBN,
Helembagaan (Kursus) i |
Kegiatan 2 Program Pembelajaran LKP I 1 | APBD
R | | '
Pemberdaysan Tenaga | s oo dengan Petunjuk Orang 80 80 80 80 80 80 80 1,440 BANPROV, |Dinas Pendidikan,
Pendidik Mon Formal APEN,
Kegiatan 3 : M-&ﬁlﬂgkﬂtnﬁl Hompetensi _._.__... N R : I
P&r!gambangan _ dalam menyusun Kurikulurm o | APBD,
kurikulum, bahan ajar | Pembelajaran KF diilk f 7 (|7 | 7 g & 6 1.500 BAMPROV, | Dinas Pendidikan,
dan model s E : APBN,
pembelajaran '
pendidikannonformal | . ; B R
Kegiatan 4 ; Penerapan permbelajaran [ | one
Peningkatan mengenal dan menguasai 5 ' :
Partisipasi Masyarakat | baca Al - Quran :hecamatan a0 40 a0 40 40 | 40 40 G.000 : BAMPROV, |Dinas Pendidikan,
dan Lembaga ' ' ; . JARER,
Keagamaan 1 : : '
Kagiatan 5 : Feserta Sosialisasi Tutor | [
| Peringat. Keaksarzan Fungsional i ! APED Dinas Pendidikan,
| Peningkatan | | 96 ’
Pangembengan orang 96 96 96 96 96 96 4,800 BANFROV, Eillgifrzm?’
Pendidikan Non Gl Akademis
Forrmal
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Target Tahunan Indiketif
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan ] fﬂ";‘:ﬂn . g“ﬂ“:“’ , |Instansi Pelaksana
2018 2019 2020 2021 L2022 2023 2024 g
! tahun (Rp Juta)
| Keglatan 6 : Meningkatnya ﬂencitrﬂan . . AIQ'B D-,.
| Publikasi dan publik melalui lomba-domba | prang 96 96 a6 96 | 96 96 ) 4.800 BANPROV, |Dinas Pendidikan,
| sosialisasi pendidikan | pendidik dan peserta didik [ 86 APBN
nan formal kursus
PROGRAM 2 : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun ) - . -
Kegiatan 1 : | Sebanyak £.000 WB |
mendapat Pembelajaran f AFPED,
Pengembangan Keaksaraan Fungsional (KF)  Paket 10 10 10 10 | 10 10 10 1.500 BAMPROV, |Dinas Pendidikan,
Pendidikan | APBHR
HWeaksaraan ; '
Kegiatan 2 Berkembangnya Pendidikan 4APBD,
5 Luar Sekolah Berbasis i BAMPROV,
engembangan |
Seidelosntyuld Myl Kecamatan | 40 40 40 40 40 40 40 3.600 e Dinas Pendidikan,
Sekolsh Berbasis | '
| Masyarakat
,ﬁgi;at.,an 3: ' -Fércapainya Wutu Pendidik { AFBD, B
| Beninaist dan Tenaga Kependidikan. 7 | Orang i BAMNPROVY,
| Peningkatan Orang Guru Kontrak Daerah AFBN i i
Kesejehteraan Guru B (guru kontrak | 7 17 21 28 35 az 42 3.600 Dinas Pendidikan,
PHS dan Guru Bantu daerah)
Caerah Terpencil
Kegiatan 4 : . Sosialisasi BOS ; APBD.
Peryediaan Bantuan Kegiatan i (1 1 1 1 1 1 B00 BANPROY, |Dinas Pendidikan,
Operasional Sekolah | APBN
{BOS) jenjang NN S — -
SO/MI/SDLE dan . Bimtek Pendataan dan i | APBD,
SMP/MTS serta Pelaporan BOS Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 G000 BANPROYV, |Dinas Pendidikan,
Pesantren Salafivah dan APBN
Satuan Pendidikan Non- ;i APED
. . Menitoring dan Evaluasi | r
v o pengelolaan Dana BOS | Keglatan 1 1 1 1 1 1 1 600 \BANPROV, | Dinas Pendidikan,
| | APBIN |
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i : § : Target Tahunan Indikatif
Alokasi Sumber :
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan ] Instansi Pelaksana
2018 2018 [2020 [2021 (2022 |2023 2024 Anggaran & Pendanaan
| ! tahun (Rp Juta)
E | PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON 5
4. Dperasional Tim | ' ' : APBD,
Manajemen BOS tingkat orang | 95 | 414 =] ] a6 a6 96 |-ﬂ-3{:|ﬂ BANPROV, Dinas FPendidikan,
Kabupaten Cirebon | | AFBMN
| 5. Penyediaan Honorarium i " APBLD, {
. PTK Mon PNS pads SD | orang 96 96 | 96 96 | 96 96 253 | 4.800 BANPROV, | Dinas Pendidikan,
dan SMP [ | | APBM [

INDIKATOR : Propnrsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c¢) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan mater Mmemadai bagi siswa
disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)
PROGRAM 1 ; PeningkatanSarana dan Prasarana

| Kegiatan 1: Terbangunnya gedung
sekolah baru di wilayah- [
Pembangunan Gedung | yjlayah yang kekurangan ; ' APBD,
Sekolah Baru | tarmasuk kegiatan | Sakolah 1 91 1 [- ; - - | 6.000 BAMPROV, | Dinas Pendidikan,
5 penggabungan (regrouping) | APBM, |
sekolah menjadi sekolah
vang layak dan rafresentatif i
Kegiatan 2 : Tarehabnya gedung sekolah ' ' , ~ |apeD,
Rehabilitasi yang rusak menjadi lebih Sekolah '9 g 9 9 9 g 9 |16.200 BANPROV, |Dinas Pendidikan,
Sedang/Berat Gedung | '8¥ak dan refresentatif - ' AFBN,
' Sekolah 1 | SR R R
ey T v ! — — —_— i
| Pemelinaraan konstruksi bangunan dan APBOD,
Rut-lﬂ_f.BErHa'a FIEFlE ngkapan pgnunjangﬁra Sekalah g '] o] 4] Q L] ] B.100 BAMNPROV, Dinas Pendidikan,
Peralatan Gedung AFEN
| Sekolah _ . | _ -l i I I R
Kegiatan 4 : Sekolah memiliki " ] | !
perlengkapan yang | APBD.
Pengadaan memenuhi standar Sekolah g 9 g g g g g 27.000 BANPROV, | Dinas Pendidikan,
Perlengkapan Gedung e '
kelayakan minimum APBN,
Sekolah |termasuk sarana air bersih .
o dan sanitary | e - | .
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Target Tahunan Indikatif H
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan : T Aokiasl | Sumber Instansi Pelaksana
= 2018 | 2019 -[2020 2021|2022 2023 2024 ABRgRIAN N .- p o
tahun (Rp Juta)
- | PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON R :
INDIKATOR : Persentase guru SD dan SMP, yang bersertifikat pendidik
| PROGRAM 1 : Pengembangan Sistem Perencanaan_ N
PROGRAM 2 : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| Kegiatan 1; Mativasi guru dalam g " - —
) meamanuhi SNP guru 5D dan ' APBL,
Pelatinan dan Fasilitasi SMP | orang 160 160 160 160 160 160 160 11.520 BAMPROV, | Dinas Pendidikan
Kornpetensi Tenaga APBM |
Pendidik
Kegiatan 3 : Peserta memahami proges, ) S
maksud dan tujuan adanya ' ) APBD, _
F‘Ela.ksﬂn%aan N Sertifikasi Pendidik dan Qarang | 200 200 200 200 .?IDD . 200 200 0,24 {BAMNPROV, | Dinas Pendidikan
Sertifikasi Pendidik | Tenaga Kependidikan : APE
| Kegiatan 4 - Tercapainya peningkatan - T
Pelatinan Bagi kompetensi gury melalui | | [ | APBD,
Pendidik Untuk kegiatan MGMP Orang 200 200 [ 200 200 200 200 200 0,24 | BAMPROY, |Dinas Pendidikan,
Memenuhi Standar e
Kompetensi | B
Kegiatan 5 Sekolah dapat menyajikan - S
| Pengembangan Muty | data pokok pendidikan .
| dan Kualitas Program | 9€ngan valid dan akurat. | { | APED,
Pendidikan dan 92350, 153 M| Sekolah 180 180 180 180 180 176 1176 | 1.800 BAMPROV, | Dinas Fendidikan,
Pelatihan bagi ' APBN,
Pendidik dan Tenaga [
Kependidikan | _ | | | |
| Kegiatan 6 : ' Bimtek Integrasi Verifikasi ' g | EEE—
dan Validasi/Pemuta khiran | : i
Pengembangan Sistem | yupTK Data Tenaga : } AFED, !
Eﬂ"df“ﬂa” dan Pendidik dan Kepandidikan | Sekolah 180 180 180 180 180 176 176 | 1.800 BANPROV, | Dinas Pendidikan,
Pamataan Pandidik terapdate i | APBN, |
dan Tenaga [ [ |
Kependidikan ‘ ' | ‘
|
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e T L

2021 2022

2023 2024

Anggaran
tahun (Rp Juta)

Sumber
Pendanaan

Instansi Pelaksana

.mam.ﬁmﬂ :

mmﬁm munmwmm&nm ;

F"engarusutamaan pada semua janjang l:lEl'IEllleﬂl‘l. [|} penmdlhﬂn Hf:wargaan dunlﬂ I[It}l penmdlk-ﬂh untuk parnbangunan balkelan]utan termaﬁuh hesﬁtaraan gender dan hak

PROGRAM 1 : : Peningkatan Disiplin dan Kapasltas Sumber Daya Fkﬂﬂrﬂlur

Hegiatan 1: 1. Pelatihan kompetensi !
APBD, |
. ) guru 50,/5MF; [
SOt Formpetans! 5}, ; , , prang k! 3 3 3 26.136 BANPRQV, | Dinas Pendidikan,
Tenaga Pendidik - Seleks] Guru/Kepala, ARBIM !
Pengawas S0/5MP di : ;
Kebupaten Cirebon [
Kegiatan 2 Tersusunnya kurikulum di T APED. :
| Pelatinan Penyusunan | Satuan Pendidikan Dasar arang 80 B0 ac 8D 3.967.17 BANPROY, | Dinas Pendidikan,
' Kurikulum | Kabupaten Cirebon APBH, [
|
TUJUAN : KESETARAAN GENDER —
INDIKATOR : Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan e
INDIHATDH Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gﬁndar an pemnardayaan parempuan R -
'PROGRAM 1 : Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan
Kegiatan 1 Tersusunn;-.fa usulan

| Koordinasi Kebijakan | rekomendasi kehijakan APRD  Setda,
Peningkatan bidang Peningkatan s | Barenlitbangda,
Kesempatan Kerja Kesempatan Kerja Hokumen 1 840 :‘;’;:Hw' Disnakertrians,
Perempuan dan Perempuan dan Ekonomi DPPHKEBFPFA,
Ekenomi Keluarga Keluarga
Kegiatan 2 ; Tersusunnya usuian | Seida

= B rekomeandasi kaebijakan APBD, ' El.afen.]itbﬂ ngda
Koordinasi Kebijakan | bigang perlindungan Dokuman 1 - 1 1 { 600 BANPROV, | :
Perlindungan | APEN Disnakertrfans,
perempuan dan anak DPFKEFPRA
Perempuan dan anak I
Kegiatan3: | Terkoordinasikannya APBD, Setda,

[ e _ penyelesaian masalah- i~ : BAMPRCY, |Barenlithangda,
Woordinasi lintas dinas | o acaiah perlindungan anak | eBAatEN G ? ? :g | 225 APEMN, Disnakertrfans,
dan lembaga layanan  dan pemberdayaan ' wemitraan | DPPKEPFPA,

| perempuan = B -
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INDIKATOR :

Propo

rsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan

 PROGRAM 1 : Program Cirebon Berkesetaraan Gender dan Anak Ceria

| Kegiatan 1

Keluarga Berbasis
Gender
Kegiatan 2:
Penatalaksanaan
Manajemen Hak Anak

Fembinaan Ketahanan

Terwujudnya kesejahteraan
sosial masyarakat yang lebih
berkualitas

Jumiah Lembaga,
Kelompok, Masyarakat vang
Berkesetaraan Gender dan
Anak yang CERIA (C =

| Cerdas. E = Energik, R =

| Responsif, | = Inovatif, A =

| Akuntabel)

Kepala | |

Keluarga 366 4,360 #.360 !d.ﬂﬁﬂ #.360 #.360
| | .

Kelompok 40 a0 40 40 A0 an

4.360

Target Tahunan Indikatif :
[ Alokasi | Sumber
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan T ! Md{ rlan 6 { S Instansi Pelaksana
i 2018 | 2019 2020 2021 2022 | 2023 2024 gga '!I o
| | tahun (Rp Juta) J'
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
‘perlindungan bagi | kerja perempuan yang ' 1T - - APBN, Disnakertrfans,
tanaga kerja disusun, direview, dikoreksi, | B DFPKEPPRA,
perempuan dan diharmonisasikan Kebijakan Filantropi, Dunia
Usaha
Kegatan7:  Jumlah kebijakan terkait
| da, DPRD,
| Peningkatan perlindungan perempuan [ | APBD, gzlmilithﬂngdﬂ
| Perlindungan dari tindak kekerasan yang | Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 100 BAMPROY, Disnaiceririans !
parempuan dari tindak  disusun, direview, dikoreksi, i APBN, DPPKEPPPA '
kekerasan dan diharmonisasikan L ! { ’
: s —— S ——— - ,
Kegiatan & : | Jumilah kebijakan terkait 5 i J’
Peningkatan perlindungan bagl ; g [ APBD Setda,
perlindungan bagi perempuan dengan masalah | [ i ! Barenlithangda,
] | | 2. BAMPROY .
perempuan dengan sosial yang disusun, hegietan 3 4 1 | 1 1 1 ' 1 325 APBN " | Dinsos,
masalah sosial direview, dikoreksi, dan { i DFPKBPPRA,
diharmonisasikan i i |

atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir

| Setda, Dinas
APBD, Sosial, , Dinas
2616 BANPROV, | DFPKBPPPA,
APBIM,
APBD,
600 | BANPROY, |DPPKERPPA,
| APEN,
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Target Tahunan Indikatif _
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan R R e P s T | Alokea  Sumber || ctansi Pelaksana
_- 2018|2019 (2020 2021 2022 2023 2024 MIgans : - | FEiankan
tahun (Rp Juta)
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREEON
Kegiatan 3 : Te}wujuﬂn}-ﬂ kesasjahteraan | i Setda,
) sosial masyarakat yang lebih | AFBD, DPPKERPPA,
Pembinaan Ketahanan | parkualitas Drang 25 25 25 25 | 25 25 25 4375 BAMPROV,
Keluarga Berbasis | | APBH,
Gender
| INDIKATOR : Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan et RN R Ly
 PROGRAM 1 : Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak ) B
Kegiatan 1 : Terkumpuinys data keluarga [ [
| yang Valid | |
Pengumpulan Eahan [ [ AFBD, [
Informasi tentang | Kegiatan 1 1 1 1 l1 1 1 1.500 BANPROV, | DPPKBPPRA,
Pengasuhan dan | APBHM '
Pambinaan Tumbuh [
Kembang Anak , I
R | | | | 1 I L— . I — R - ——
 INDIKATOR : Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan {umur 15-84 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir
{PROGRAM 1 : Pendampingan korban kekerasan seksual e o
Kegiatan 1: Parcentase polisi [ [
vang terlatih dalam | : | AFBD, Dnas Kesehatan,
| Penanganan hukum | (j6,)) kesehatan Orang 40 40 |40 40 | 40 |40 2.400 BANPROV,  DPPKEPPPA,
j Pelaku keherasan seksual dan ! | APBIN Satpol PP, Polres,
seksual kekerasan seksual = |
Kegiatan 2 : Ju;ntahlkejadi:_r: wekﬁrasan | - i
o SEHSUA ‘j’ﬂﬁg laporkan ' elbda, Linas
::Ejfg:;"f:&t:{ha" untuk bukti hukum ke Orang 75 75 |75 75 75 75 |75 180 BANPROV, | Kesehatan,
penegakhukum dan/atau APBM, | DPFKBPPRA,
ketanaga kesehatan
Korban kekerasan seksual Setda, Dnas
mendapatkan lavanan yang APBD, Kesehatan, Dinas
berkualitas Orang 75 75 75 75 75 75 76 180 BAMPROV, |Sosial, Disdukcapil,
APBRM, DPPHEPPPA,
Polres,
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INDIKATDR Median usia kawin pertama pcrempuan perﬂah kawin umur 2548 tahun

Targat Tahunan Indikatif
| Alokasi Sumber i
i Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan | | 1 . & Pu Instansi Pelaksana
2019 2020 2021 Anggaran ennanBen
- { tahun (Rp Juta)
¥ 1]
g i i
Kegiatan 3 : ' lah :
giatan i-:;; pﬂf}tﬁﬂi iaf:gn:nn:;:ah APBD, Setda, Dnas
| Pelatinan tenaga pemulihan mental korban | Orang | 25 25 | 25 | 1130 isgrzﬁw' gz:;'m n, Dinas
pendamping korban  nelecehan atau kekerasan - - o ;
! kekerasan seksual ceksual | | Hemitraan | DPPKEPPPA,
i .
| A | |
INDIKATOR : Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif
PROGRAM 1 : Program Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif
Kegiatan 1 ; Peserta (masyarakat)
) perempuan memahami hak- APBD, i
Pelatinan kesadaran | pay padindungan dari Kegiatan 1 1 1 1600 BANPROV, | DPPKBPPPA,
| hukum tindakan kekerasan dalam APBN
berbagai bentuk dan dimensi
H;g-latan o B 1. :"'Iasyarakat{terutama b I
. aum perempuan)
Fengembangan sistam )
Uan%’nehanif::'ne memahami dan meamiliki APBED, ;
- akses informasi melalui | Paket | 1 1 1 11,200 BAMPROY, | DPPKBPPPA,
perempuan korban ?:ETT :{nforlrpa;l t&magi .1 [ l AFPBMN
kekerasan mengakses t1' s ::1 L:-:l}:n ungan dari
hak-haknya | tindakan kekerasan
SRR R~ _
2. Masyarakat [terutama
kaum perempuan)
memahami mekanisme p 00 APHD, PP
pengaduan dan mermiliki akat 1 1 1 (12 BANPROV, DFPHREFFPPA,
akses advokasi jika |AFEN
mengalami tindakan
kobegr@ssn {4\ 4\ 1 1 1

 INDIKATOR : Total Fertility Rate (TFR)

IND:HATDH Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tanun [ﬁ.ge Sp&ﬂrﬁu FE rtlllt_'.r Rate/ASFR)

INDIH.ATDH Angka kelahlran paﬂa remaja perempuan umur 15-19 tahun per 1000 nerempuan umur 15-19 tahun {Age Speun" ¢ Fertitility Rate/ASFR)




79

“Target Tahunan : | Indikatif
! Alokasi Sumber i
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan j I Instansi Pelaksana
2018 |2019  |2020 2021 (2022  |2023 2024 ARSI - = | Penilshoen
| tahun (Rp Juta)
. | RAM PEMERIN  KABUPATEN G e i e L e e B i R BRI L P e W o
PROGRAM 1 : Program Kesehatan Reproduksi Remaja IR -
| Kegiatan 1: | Jumiah remaja yang ' |
Advokasi dan KIE THATRNIRLS S 1400 |1.400 1400 1400 1400 |1.400 e
y . | ' | ' 1.400 {100%) I ]
tentang Kesehatan Orang (100%) |(100% |(100%)  (100%) |(100% |(100%) (100%;  12.800 Esgflnuu, Setda, DPPKEPPPA
Reprodulksi Remaja I I
(KRR) A DN T | ’
Hegiatan 2 Bertambahnya Tokoh T
Remaja yvang memahami |
Workshop Program Program KKB 160 APBD,
Kependudukan dan Orang 40 60 80 100 120 140 1.400 BANPROV, | DPPKEPPPA,
| Keluarga Berencana -
| bagi Tokoh Remaja
Kegiatan 3 : * Terlaksananys .
o penjaringan Kes siswa 50
F'Eld‘_-,l'ﬂl'lil:lr'l Kesehatan | kis 1, pembekalan dokeil
Anak Usia Sekolah dan | 4.4 kader kesehatan
Remaja remaja, lama sekolah Setda, Dinas
sehat, dokter cilik, kadsr i [ Sosial, Dinas
kesehatan remaja, | APED, Kesahatan,
akselerasi palaksanaan | gran (1400 11400 11400 11400 11400 11400 |, 00 g000 2800 |BANPROV, |DPPKBPPPA, Dinas
UKS, rakontek UKS, E !{iﬂ‘f}fﬁ] {100%) (100%) | (100%) (100%) (100%;) y ' { APEN PMD. Dinas )
program komunikasi | | ' Trantib. Poles
jejaring prog UKS [ Filantropi
= Seluruh sekolah ( 50, [
SMP, 5MA) melaksanakan
penjaringan dan
pelayanan kesehatan
anak sekolah | .
Kegiatan 4 : Jumlah ramaja yang R '
S | memahami KRR | 5 AFBD, e ot
Sosialisasi tentang Orang 120|120 120 (120  |120 120 120 7.200.000 BANPROV, | [1os Feoe 14tAN
| Kesehatan Reproduksi | ' ' APBN
Remaja (KRR)
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: ~ Target Tahunan Indiketif EEs
Alokasi Sumber | .
| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan T A:"“;n & P: danaan | INstansi Pelaksana
2018 2019 2020 2021 2022 2023 | 2024 Bgar i
| ] tahun (Rp Juta) |
e P D M :IE!IEFI iTM—lI EI‘rP!Tm cm E ﬂ” - . Sy Pl i e 1 R pay e :
FROGRAM 2 : Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan KﬂEEEIiI‘IE KRR _
H&giatan 1: Terwujudnya kesejahteraan - ' APBD, T o o
Fasilitasi sosial masyarakat yang lebih BANPROV, | _. ,
Pembentukan Forum  |perkualitas Orang 200 200 200 200 200 200 200 1200 APEN, Dinas Sosial
Konsultasi KB Pria i Filartropi
| Kegiatan 2 : Bertambahnya Remaja yang I - e -
Sosialisasiy Orientasi memahami Triad KRR(Seks APBD,
| Peningkatan Bebas Mapza HIV/AIDS)dan | Puckesmas . i’ e E'P . o0 . Eﬂﬂﬂ.. ﬁf[m' 60 (100%) 13824 BANPROV, |Dinas Hesehatan
Pelindungan dan Hak- (100%) Lt (100%) (100%) LI %) { )l APBMN
Hak Reproduksi
inividy | | I I S IS N I
| INDIKATOR : Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-48 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur S
PROGRAM 1 . Kebijakan atau regulasi tentang pencatatan kejadian pelaksanaan Female Genital Mulilation (FGM) atau Sunat Perempuan
Megiatan 1 ; Kebijakan atau regulasi !
Sosialisasi pelarangan | tentang pencatatan kejadian | APED
pelaksanaan pelalsonaan Fomale Gonltal | oL 1 i 1 1 | 1 g 1.000 BANPROV, | DPPKEPPPA
FGM | Mutilation (FGM) atau Sunat |~ i : |apEN
| Perempuan dengan tingkat [ | |
| yang membahayakan (harm) | [ [ :
' Kegiatan 3 : Fersentase fasilitas | . o '
| Penyusunan Strategi | menyediakan pelayanan I APBD,
| untuk menghilangkan | madis, psikologis, serta | Dokurnen 1 : 1 [ - 1 |- . 1.000 BANPROV, | DPPKBPPPA
praktek FGM. rujukan, bagi perempuan i ; | | APBM
Paraturan medis vang | vang mengalami FGM :
melarang ! . — = _—
dilakukan FGM Jumlah institusi pendidikan . | I
dan pelatihan yang | | . | APED
menyediakan pelatinan 57 60 |60 &0 |60 | B0 60 (100%) ' )
tentang pencegahan dan Puskesmas |\ 100%) | (100%) {100%) | (100%] |(100%) | 1100%) ASH128 E:S;Hw' e
penanganan komplikasi [ !
akibat FGM | 1
- |




Bl

e TR S £ ,:. e
e e ..,,.,..._....._._.i Al i :
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan I Fa ol & ﬁ:md'? | Instansi Pelaksana
2018 |2019 |2020 2021 |2022 |2023 2024 i gt s
| | tahun (Rp Juta) :
i | ]
kKegiatan 4 ; Fersentase perempuan [ APBD
- . mengalami FGM Pusk 57 57 57 a7 57 b 24 BAMPROV, | Dinas Kesehat
Pencatatan kejadian uskesmas | jooey |(100% |(100%) |(100% |(100%) |(100%) P’ (100%) 13.8 I L
AFBN
FGM
Hegiatan & : Kebijakan atau regulasi R IR =
) tentang pencatatan kejadian
:"’_" Z?““itémwn pelaksanaan Female Genital APBD,
ejadian Mutilation (FGM) atau Sunat BAMNPROV
. . O 1 o 1.000 ' DPFPKEFFFPA
Perempuan dengan tingkat okumen 00 APBM,
yang membahayakan (harm) Filantrop
Dicatat ada atau tidak ada |
| dokumen kebijakan/ragulasi,
INDIKATOR : Proporsi waktu yéﬁﬁ_ﬁihébiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi N
'PROGRAM 1 : Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan —
Kegiatan 1: Bertambahnya masyarakat [
o vang terpapar informasi AFPBD !
Sosialisasi dan mengenai perlindungan BANF‘;? ov
Advokasi Hehlja kan perempuan dan anak Dokumen | i = = 1.000 ' Dinas Pendidikan
Penghapusan Buta APBN, ]
Aksara Perempuan Filantropi
(PBAF)
| Kegiatan 2 - Terciptanya perempuan o - ' o [
randiri ’
Bimbingan Manajemean APBD,
gl Kegiatan 1 1 1 1 1 i 1 1.200 APBN DPFPHBPPPA
Perermnpuan dalam Sl
' Mengealola LUsaha Filantropi
| IPEKKA) _
Kegiatan 3 - ~ [Peserta {masyarakat) i 3 [APBD, =
; | perempuan memahami hak- | Hegiatan 1 1 1 1 1 1 1 1.200 panproy, | DPPHEPPPA
.ET'!E_':f.'_a_“._4|E‘E.E’E'.!i_F'F!_U_”Eﬂ_“_E'PE__..._,, i ~ APBN, | el
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Target Tahunan indikatif
: gi Sumber .
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan 1 f:“ v B SRS Instansi Pelaksana
2018 [2019 2020 |2021 (2022 |2023 2024 BEa
tahun (Rp luta)
s it - | PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
_Sl:rsialisasi tindakan kekerésan dalam | o Filantropi
| Perlindungan berbagai bentuk dan dimansi _
Ferempuan i
PROGRAM 2 : Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan s .
Keglatan 1: Terbentuknya kelompok N i I
) perempuan dan APED,
Regiatan Pembinaan | pertambahnya anggota Orang 100 150 1175 200 225 250 250 1.100 EANPROV, | DPPKBPPPA
Organisasi Perempuan | elompok perempuan dalam AFBM
pembangunan
Kegiatan 2 : "Jumlah Kelompok - - T
' Parempuan dalam
Hegatan Penyuluhan Pembangunan | APBD,
bagi lbu Rumah Kelompok 1 1 1 1 1 1 1 | 840 BANPROV,  DPPHBPPPA
Tangga dalam APBEM
Membangun Keluarga
| Sejahtera
| Kegiatan 3 : Jumish Kelompak
. Perempuan Indonasia Maju . APED, _
Pembinaan Kelompok | pmandir (Prima) Kelompok 1 1 (1 1 1 1 1 1.080 BANPROV, | DPPKERPPA
Pearempuan Indonesia | | ; APBM
Maju Mandiri | Prima) : |
Hegiatan_ﬂ-:__ Jumlah kegiatan So&sia;isési i o a
yvang Terkait dengan _
Pelaksanaan | Hesetaraan Gender, - Z APED
Sosialisas! yang Terkait Pemberdayaan Perempuan f [ : EIANPi:EGU
dengan Kesataraan dan Perlindungan Anak Kegiatan 1 1 1 |1 1 1 1 1.080 " | DPPKBPPPA
Gender, [ [ ; AEBN. .
Pemberdaysan i Filantropi
Perempuan dan |
Parlindungan Anak |
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Target Tahunan Indikatif o z
et | Alokasi | Sumber
Frogram / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan i 5 naan | stansi Pelaksana
- 2018  |2019 2020 |2021  [2022 |2023 2024 Ega |Fenda
tahun (Rp Juta) |
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON =
INDIKATOR : Proporsi kursi vang diduduki parempuan di DPRD
INDIKATOR : Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial N
PROGRAM 1 : Program pelatihan pengembangan kapasitas e S
| Kegiatan 1 : 1. Pemimpin dan kader i i'ﬁ'PBD'
Palatinan Organisasi perempuan I [ BANNF:RDUI
Kepemimpinan yang berakhlak baik dan | o oiaeap 6 6 6 8 |6 6 6 60.480 APBN. | pppKappPa
Parempuan mampu melakukan I Filantropi
advokasi isu-isu | dan
perempuan | Kemitraan
2. Lahir kader-kader ; 5 APBD,
PEISMpPUAn yang | | gigﬁﬁovr
berkualitas | kegi : - ' DPPKBPPPA
Kegiatan 6 6 6 6 6 6 6 60.480 Filantrapi
dan
Kemitraan
_ INDIKATOR : Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian;
INDIMIGH Pmpnrau nerempuan pemnllir. atau :.-ang memlllkl hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan
!
i INI}IKATGR Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kcpcmlllk,an tanah dan/atau hak control
PROGRAM 1 : Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Wegitan1: | Tersedia dokumen R _ | APED,
parencanaan Penataan Dokumen 1 i - 1.000 BANPROV, Barenlitbangda
Penyusunan dan Penguasaan, Pemilikan, | | APBN
PengumpulanData | penggunaan dan 4




B4

7  TargetTahunan Tindikatif
¥ :
Program / Keglatan / Indikator Kegiatan Satuan | e : E"“' L’*n' Instansi Pelaksana
2018 (2019 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran P —
; tahun (Rp Juta) |
|
— e e b | 1
Informasi Kebutuhan | Pemanfaatan Tanah .
Penyusunan Dokumen
Perencanaan { |
Kegiatan 2 : * Masyarakat memiliki akses — A ! = e -
vang sama dalam [ APBD EBarenlitbangda,

Fenataan Penguasaan. i Lakia ! Di PUPR
Pemilikan penguasaarn |dhdlr1 dan | Dokumen 1 ) . ) . 450 BANPROV, !”EIE' '

v pengurusan 'ﬂ‘ﬂ,ﬂ'itﬂﬁ tanah | APBM Diskimrumtan,
Fenggunaan dan {lahan) EPM, Dinas PMD
Femanfaatan Tanah ' _ _

Kegiatan 3 : Tersedianya data akurat | ) o B |
tentang Pervediaan i |
I . | Earenlitbangda,
Verifikasi Penyediaen | pracarana Sarana, Utilitas ' APED. Dinas P'-'Pﬁgd
Pr?alsarana Sarana, Umum dan Fasilitasi Sosial | Dokumen |1 : B . - 450 ERNISRON, [Jiskirnrurntilin
Utilitas Urum dan Permukiman : APBN , Ph;
Fasilitasi Sosial [ EPM, Dinas PMD
FPermukiman
H_&g'iéﬁh a4 Tersedianya Ruma_r'l' L_a:,-'ak o __._.......__.'a'_PE:__.... T
. : | Huni Bagi Masyarakat BAMPROV
| Fasilitasi dan Stimulasi Berpenghasilan Rendah —— ; iyl , SR
Fembangunan (MBR) 50 |50 50 50 50 49 49 8.970 e '
Perumahan Keluarga Cunia DPKPP,
Masyarakat Kurang Usaha,
Mampu Filantropi
| INDIKATOR : Proporsi individu yang memiliki telepon genggam
' PROGRAM 1 : Frogram Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi ) S
Kegiatan 1: [ Penyusunan kajian standar - . 2 |
) Operasional prosedur {SOP) i : APBD, )
Penghkajian dan Sistern Manajeman Kegiatan 1 - 450 i BAMPROV, | Dinas Kominfo
panalitian bidang Keamanan Informasi dan | | APBN
Informas dan terdatanya pengguna i - | B
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: R R S R R e : Target Tahunan Indikatif
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan ;- i iR ‘;’“"da'“n' Instansi Pelaksana
2018 2019 2020 |2021 2022 |2023 2024 Baaran s
tahun (Rp Juta)
komunikasi Ijﬂlingan komunikasi . i
- — _ L i
| INDIKATOR : Upah rata-rata per jam pekerja
PROGRAM 1 : Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Kelenagakerjaan B
Kegiatan 1 : Terlaksananya penyelesaian = o i
| _ perselisinan Hubungan
Fasilitasi Penyelesaian Industrial i . | | APBD,
| melalui mediasi . i | )
Prosedur Penyelesaian | Kegiatan 1 i 1 ; 1 ul 1 1 1 | 1.800 EAMPROV, | Disnakertrans
Perselisinan Hubungan : ' SEE i
Industrial |
Kegiatan 2 Menurunnya Pela n;gga}én .
) Peraturan Perundang- |
Peningkatan undangan ketenagakarjasn ! APBO,
Pengawasan, | Kegiatan 1 1 1 1 i 1 1 1.800 BAMPROV, | Disnakertrans
Ferlindungan dan AFBM |
Panegakan Hukum
terhadap Morma Kerja | |
i |
[Kegiatan 3 : Terlaksananya Fasilitasi 1 i
o Dewan Pengupahan i i APBD, '
Fasilitasi Dewan Kabupaten Cirebon Heglatan 1 1 1 1 1 1 | 1 750 BAMPROV, | Disnakertrans
Pengupahan ! APBN
Kabupaten Cirebon ‘ ‘
INDIKATOR : Tingkal pengangguran terbuka N - -
e 'PROGRAM 1 : Program Penempatan dan Perluasaan Tenaga Kerja & a -
| Kegiatan 1 [ Jumiah Pengembangan - - | Dinas
Pengembangan Model | T, si Bisni - APBD,
ga gan Model | Tenant Inkubasi Bisnis | . Ferdagangan
dan Inkubasi Bisnis | Perluasan Kesempatan Kerja | =™t 10 10 10 10 {10 10 10 3.000 BANPROY, | perindustrian,
Parluasan APBN Disnakertrans,
Dinas Kopearasi
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INDIKATOR : Persentase Tenaga Kerja Formal

IIND1HHT0E : Persentase setengah pengangguran

 Target Tahunan Indikatif [
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan i i e Sy TR ] i‘“‘“' . !g" :“" Instansi Pelaksana
| 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 nggaran | Fendanaan
; tahun (Rp Juta) |
| S 1 i
! PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON 7
Kesempatan Kerja o ! UMKM
. lumlah Kerjazama dalam CR R __F&'ﬁé'[}:. | Dinas
Pengambangan dan | | BANPROV, Perdagangan
Feriuasan Kesempatan Kerja | | APBH. Perindustrian,
serta Penyebaran Informasi puld 2 |14 10 10 10 10 10 et Dunia Disnakertrans,
Usaha, Dinas Koperasi
Filantropil UNMEM
Kegiatan 2 : Jumiah tenaga kerja yang | ) 1 ~ |aPeD, |
diberdayakan melalui EAMPROV, |Dinas
Pengembangan dan | kegiatan padat karya Orang APBM Perdagangan
Peningkatan Perluasan ’ Dunia Peri ﬂga tﬁ
Mesempatan Kerde | unia erindustrian,
! | | i g Usaha, Disnakertrans
I ; | | i Filantrop:
L L _ 1 o | |
Jumlah tenaga kerja yang [ | APBD, {
diberdayakan melalui E j BANPROV, | Dinas
| kegiaten wirausaha bar | ! .
s ' Orang 52,043 |62.452 72860 83.269 |93677 | 104.086 104.086 | 2.400 APBN, | Fercagangen
[ Dunia | Perindustrian,
| Lsaha, . Disnakertrans
[ Filantropi |
S = | I S R — e
Jumlah tenaga kerja muda : | APBD,
yang diberdayakan melalui [ _ BAMPROV, | Dinas
kegiatan penciptaan | APBEMN Perdagangan
. Oran g0 80 | ’ '
wirausaha muda E I 50 | ol . 80 80 B0 Cunia | Perindustrian,
! ' Lsaha, | Disnakertrans
[ | Filantropi
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Target Tahunan Indikatif i
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan | | :‘msl . - ?T s
2018 (2019 [2020 (2021 (2022 2023 2024 Bgaran i
! tahun (Rp Juta)
o |
T | INDIKATOR : Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian o o n
N PROGRAM 1 : Program Cirebon Bebas Pengangguran _ -
Kegiatan 1: ) |Muncuinya wirausaha baru T T 71 71T ~TAPED,
Kampung Produktf | Lokasi 120 : E:;\IEH{W, E::Zigangan
20 140 &0 80 {100 . e 120 (kumulatify | 4. o ; d
(1 lokasi 4 org) | !l_l‘ﬁumulaw 0 [ kumulatif) 200 Eun:-la . ;‘?rmdku?:"ﬂ"'
| saha, isnakertrans
Filantrapi
[PR(}GRAM 2: Pm'g:;l"ém Peninghatan Hemrﬁﬁaﬁn Kerja B E— e
Kegiatan 1 e Terlaksananya T T “[apBD, -
Penyebarluasan Informasi | |BAMPROV, | Dinas
Fenyebariuasan i { '
informasi bursa tenaga | Bursa Tenaga Kerja ] Kegiatan 5 5 5 5 5 5 5 2700 QAPB_N' Par!:lagang_an
kerja * Jumiah Lowongan Kerja Dunia Perindustrian,
Usaha, Disnakertrans
Filantropi
Fe”gi:atan 2: ' Terlaksananya Herjaﬁé'r'né- B e APBED. N
) Pendidikan dan Pelatihan BANPROV Dinas Pendidikan,
Kerjasama Pendidikan _ - . apgy, | |Dinas
dan Pelatihan Kegiatan 3 3 3 |3 3 3 3 1.E800 5 Dunia. Perdagangan
' | Perindustrian,
| | Usaha, )
| - ) Disnakertrans
| Filantropi
Kegiatan 3 : Terlaksananya I — R
g | R
ngembangan | Kelembagaan Produktivitas { AP \.|I ' !
Heiemb._agaan _ | dan Pelatihan Kegiatan 5 5 5 5 5 |5 5 52_? 00 Ei_ . Perl!jagang:an
Prodl._.lktwutas dan Hawirausshaan : | Dunia F‘gﬂnduﬁ[rlan.
Pelatinan Usaha, Disnakertrans
Kewirausahaen | ‘ Filantrop:
| e
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Target Tahunan Indikatif .
Program / Kegiatan / Indikator Kagiatan Satuan I I :Iukasl ! ﬁ“mw Instansi Pelaksana
2018 2019 |2020 2021 |2022 |2022 2024 ~ |Anggman€ - Pendanaan
| | tahun (Rp Juta) |
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Kegiatan 4 : | Terlaksananya o - APBD
| Penyebariuasan informasi B .ﬂ.r\.P'FtDﬁ.f [
| Penyebarluasan prosedur Penempatan dan apBN, |
Informasi Prosedur | Perlindungan Tenaga Kerja Kegiatan 1 1 1 1 1 (1 1 1.200 . | Disnakertrans
Penempatan dan | luar negeri. Dunia ;
Perlindungan Tenaga U_saha. o
Kerja Luar Megeri Filantropi |
Kegiatan 5 - Terlaksananya Pelatihan o ¥ T A APBD, |
! Tenaga Kerja Mandiri | BEANPROV,
Tenaga Kerja Mandiri | | APBM
' , Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 1.200 i Disnakertrans
| Dunia
Usaha,
Filantropi
Hegiatan 6 : - Terlaksenanya Pameran [ AFED,
. ; BANPROV,
| 1ob Fair Rurserltkerja dengan [ . rici
RRSBIE Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 1.200 - Disnakertrans
- lumlah lowongan karja  Dunia
; Usaha,
' | Filantropi
Hegiéfan T: -Terbinan-,-;a F'e.ncar'iuﬁarja . I { APBD,
| BANPROV,
Pembinaan Fencarl | | APBIM
| Kerja Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 1.200 I Duniﬂ’ Disnakertrans
' Usaha,
| Filantropi
| |
Kegiatan 8 : Terlaksananya Pemagangan oy T | APBD,
P dalam negeri di sektor jasa BANPROV,
emagangan Dalam ariwisata ) | APBM
Meger! P Kegiatan 1 1 1 1 ol 1 1 1.200 Dunia, Disnakertrans
Usaha,
| Filantropi
|
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i Target Tahunan Indikatif [
Program ;/ Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan ! 1 :mkﬂ“i:an 6 E:n d' EaEnam Instansi Pelaksana
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 g ngea
i tahun (Rp Juta)
g PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
~ : s IR il
PROGRAM 3 : Pembinaan Lingkungan Sosial
Kegiatan 1 [ Terlatihnya dan terdidiknya B | T 1 APED,
_ masyarakat dilingkungan 1 | BANFROV,
Pelatinan _ sekitar induslriembakau - ' . ! ' . APRIN
Keterampilan Kerja Orang, 100 100 {100 {100 1100 100 100 | GO0 D ,nia’ Disnakertrans
Mazyarakat di ' | u:aha
Lingkungan Industri ; T
Hasil Ternbakau | | | ‘ | Flantrop i
. e | I | B NEERETS SRR TS LN LRI LI St o _ i
| INDIKATOR : Jumilah perusahaan yang menerapkan norma K3
i‘ﬁHDGHAM 1: Prﬁgrém Perlindungan Pﬂngl:mbangan-i_emhaga Hetenagah-erjaaﬁ ...... - - _
HW - Terlaksananya sosialisasi S - | | Sat - | T
. peraturan pelaksanaan ; - f APBD,
Sosialisasi berbagal [ [ | BANPROV,
Peraturan Pelaksanaan | &. Peraturan Perusahaan ' APBEM, .
tentang b. Perjanjian Kerja Bersama; Orang 200 200 {200 200 . 200 200 200 i 1.500 Dunia Disnakertrans
Katenagakerjaan | c. Organisasi Pekerja | | ' ' Lsaha,
iSerikat Pekerja); | Filantropi
d. LKS Bipartit {
|Kegiatan 2: Terlaksananya Pengawasan, | N E N APBD,
Paningkat Perlindungan dan penegakan | : EANPROY,
eningkatan hukum terhadap _ : : - i APBN, ' Di
Pengawasan, keselamatan dan kesahatan Pabrik | 60 G0 G0 60 G0 G0 &0 I 1.200 Dunia | Disnakarirans
Perlindungan dan kerja , Usaha, !
Panegakan Hukum ' | Filantropi
terhadap Keselamatan ) | : | RSN TP L S N .
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Target Tahunan Indikatif i
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan iy wie Sumber . ctansi Pelaksana
2018 [2019 |2020 |2021 |2022 |=2023 2024 Anggaran 6 Pendangen.. |
tahun (Rp Juta) |
i 'PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON S R
dan Kesshatan Kerja - B
Kegistan 3: Terlaksananya Permbinaan | APBD - -
o persyaratan kerja dan 'Engi;-{]'l,r
Pembinaan ) kesejahteraan melalui; | f { | APBM i
Persyaratan Kerja dan Orang 300 300 | 300 300 300 300 300 750 [~ Disnakertrans
| Kesejahteraan Tenaga - Bimitek | Dunia
Kerja Usaha,
-Seminar BPJS ; Filantropi
_ i
Kegiatan 4 Terlaksananya Peningkatan [ T -.ﬂ;EI} " |Disnakertran,
o Hukum terhadap norma i [ | ' i
| Fasilitasi Lembaga il Pabrik 65 65 65 |65 65 |65 65 1.200 | BANPROV, Emrzs .
Kerjasama Tripartit | : | APBN Fgrinilgl'?mﬁin
| TUJUAN: AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK ) ) o
INDIKATOR : Proporsi Limbah Cair Yang Diolah Secara Aman o
| PROGRAM 1 : Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup )
Heglatan 1: Tersusunnya hasil E S o r
I ldentifikasi ; sumber : {
ldentifikasi : sumber pencemaran, kegunaan jenis |
_' pﬂrmerrrar.?n, _ bahan, sistem |
I k_a%unaan jenis bahan, pengolahan, banysknya 5 APRD
SISTEMm . : | 1 ¥ ) "
buangan dan jenisnya, _ .| Dinas Lingkungan
pengolahan banyaknya | yesunaan hahan beracun kol 11 : I i =4t BL;MPHM' Hidup
buangan dan jenisnya, | yg, berbahaya yang terdapat i e
kegunaan bahan dalam pabril | | [
beracun dan [ |
| berbahaya yang '
terdapat dalam pabrik
Keglatan 2 : Tersedia model IPAL untuk |, B I [ 1. inas Li
Pembustan model IPAL | | BANPROV, | HIdUP
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: i Targat Tahunan | Indikatif |
. | e

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan I fﬂ Ia 8 i ﬁzndanaan Instansi Palaksana

2018|2019 2020 [2021  |2022 |2023 2024 mrﬁ::m: i
|
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

| Industri ' | ! APBN

'Kegiatan 3 - Terbangunnya IPAL untuk _ | o
| Pembuatan stimulan KNI ot i) ! ! AFBD
| Furniture, Batu Alam, Industri ||, | ' 12 o | il Dinas Lingkungan

. d Unit 2 4 & g 10 112 (kumulatif) | 6.000 BANPROV, .
A incus | makanan, dan batik I . rumutati) 22 { by | APEN Hidup
) | | |

INDIKATOR : Jumlah Kabupaten,/Kota Yang Ditingkatkan Kualitas Pengelolaan Lumpur Tinja Perkotaan Dan Dilakukan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

PROGRAM 1 : F‘mg'rm'n Pengendalian Pencermaran dan Perusakan Lingkﬂngan Hidui:l

'Kegiatan 1 : Terbangunnya IPAL untuk | APED
| . | pengolahan lumpur tinja ) . Dinas Lingkungan
Pembuatan stimulan | nit 1 1 1 1 1 1 1 6.000 BAMPROV, Hidup
IPAL lumpur tinja : AFBM
| INDIKATOR : Proporsi Badan Air Dengan Kualitas Air Ambien Yang Balk
INDIKATOR : Hualitas Air Danau
INDIKATOR : Kualitas Air Sungai Sebagai Sumber Air Baku
) PROGRAM 1 : Program Penger;ii;iiﬁ"l.{ Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup . . -
Kegiatan 1: = Laporan hasil | :
, kuali
Pamantauan Kualitas ﬁlﬁ;l;:ﬂul'lnt:au:ﬂ Kiakas | AFBD |
L- | » : ¥ N I-".
MgLge = Bintek peningkatan Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 6.000 BANPROV, | mzi Lingkungan
kapasitas masyarakat [ AFBM :
untuk kualitas lingkungan [




I i Target Tahunan Indikatif
i i Alokasi Sumber :
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan Alu . n6 P: S Bnaa Instansi Pelaksana
2018 2021|2022 2023 2024 nggara
tahun (Rp Juta)
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
i : REL ! i e TR e T
I i
PROGRAM 2 : Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
| Kegiatan 1 = Bintek Peningkatan Peran |
. Serta Masyarakat dalam '
Peningkatan Peran Pengendalian Kerusakan [ [
Serta Masyarakat | Pantai i APED, Dinas Lingkungan
dalam Rehabilitas| dan | i : 1 1 | '
Pemulinan Cadangan * Bintek pengelolaan Kediatan 1 (1 1 1 ; 200 Ei.lr;JERD'u'. Hidup, Dislakan
DA sampah masyarakat f
pesisir
= Gerakan bersih f
lingkungan pasisir | J_
PROGRAM 3 : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan 1: “[Meningxatnya pelayanan | T - —
) kepada masyarakat, balk [ E APED D?nas Lingkungan
Penyediaan Prasarana pasar,permukin an, dan Unit L 1 i . 10.000 BANPROV. H!du_p,
dan Sarana perusahaan | APRN Diskimmmtan,
Pengelolaan Dinas PUFR
Fersampahan |
|
Kediatan 2 : | Peningkatan Pelavanan
Pengangkutan Sampah APBD
Peningkatan Qperasi Armada ’ Dinas Lingkungan
dan Pemeliharaan SEI"I'IFJEH 10 13 14 15 15 7.500 Es;:}ﬂgv' Hidup
| Prasarana dan Sarana
| Persampahan :
| ! _ _ —
[ Kegiatan 3 : |= 50 orang |
Pengembangan = 50 grang ! ‘ 1 R 1 1 6.000 giﬁ%ﬁnv Dinas Lingkungan
teknoligi pengolahan | * 1 pokjamas i g apgN | Hidup
persampahan v A dokumean
» 1unit | ;
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Target Tahunan 7 Tindikatif :
Program / Kegiatan / Indikator Kegitan Satuan f :"'"“'ﬂn ; ﬁ:;“mam Instansi Pelaksana
2018 |2019 2020 2021 2022 2023 | 2024 nEgar
| { tahun (Rp Juta)
" [PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Hegiatan 4 : - .Terl}entuknya poKMmas, |
Peningkatan P lembaga bank sampah dan i APBD E
eningkatan Peran ; i | ' | Di i
bt meninghatnya kapasitas | o e 20 25 30 '35 40 a5 : 45 750 BanpRoy, | Dinas Lingkungan
erta Masyarakat masyarakat dalam i i ! ! APEN Hidup
dalam PE”E&IUI&&” pmgalnlaan sampah | | I
Persarnpahan | ’ |
INDIKATOR : Perubahan Efisiensi Penggunaan Air Dari Waktu Ke Waktu
| INDIKATOR : Insentif Penghematan Air Pertanian/Perkebunan Dan Industri
o INDIKATOR : Tingkat Water Stress: Proporsi Pengambilan (Withdrawal) Air Tawar Terhadap Ketersediannya
" | PROGRAM 1 : Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam o N
Hegmtan' 1: Terjaganya Fungsi Kawasan | ;
i ek Resapan Sumber-surmber | | ;
onservasi sumber ' i |
Mata Air | | APBD, | e .
Daya Air dan Keglatan 1 1 1 1 1 1 1 600 BANPROV, | pihes Lingungan
Pangendalian | APBMN | b 4
Kerusakan Sumber- :
Sumber Air ;
Kegiatan 2 - Laporan Inventarisasi : _
_ | Keanekaragaman hayati 5 |
| Paningkatan | ) | | g A Dinas Lingkungan
Konservasi Dagrah Megiatan 1 1 1 1 1 i1 1 ;'EEICI BAMNPROV, Hidup
Tangkapan Air dan | | APBN
Sumber-sumber Air
INDIKATOR : Pengendalian Dan Penegakan Hukum Bagi Penggunaan Air Tanah e -
' PROGRAM 1 : Program Pengawasan dan Penertiban ﬁééiﬁfén Rakyat yang Befbm&nai Merusak Lingkungan o B S

— - — S ——— S— e ——————————————
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Target Tahunan | Indikatif
: T k i
Program / Kegiatan / Indikator Keglatan Satuan TR TR ::1“ Al N6 ﬁ:&? . Instansi Pelaksana
, 2018 2019 |2020 (2021 (2022 2023 2024 Egara fraecidsl
5 E tahun (Rp Juta) |
PROGRAM P_EI_HERINTM:HABUFATEN CIREBON . HL : 3 ; ! ] : il :
Kegiatan 1: Termonitornya dampak e 2
o | kerugakan lingkungan akibat
Manitoring, Evaluasi kegiatan pertambangan _
dan Pelaparan . f | 5 APED
Dampak Kerusakan - : Dinas Lingkungan
Lingkungan Akibat Kegiatan 4 1 . 1 1 1 1 s ;ESEERW' Hidup
Kegiatan | :
Pertambangan Rakyal |
| |
| INDIKATOR : Tingkat Pelaksanaan Pengzlolaan Sumber Daya Air Secara Terpadu
- | INDIKATOR : Jumlah Rencana Pengelalaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) Yang Diinternalisasi Ke Dalam Rencana Tata Ruang Wllayah [HTRW}
T PROGRAM 1 : Program F‘engemhangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, ‘Rawa dan JﬂrlrEﬂl'l Pengairan Lalnmya -
| Kegiatan 1 Dokumen Perencanaan e T ] K
Pembangunan Jaringan 5 AFBD,
Perencanaan Irigasi Dokurnen 1 . - - - - 400 BANPROV, | Dinas PUPR
Pembangunan ! APBM
Jaringan Irigasi |
‘Keglatan 2 : | Tersadianya dokumen ’ i N o R
perencanaan detall Reservoir [ | APBD,
Perencanaan Dokumen 1 . - B - - - 500 BANPROV, | Dinas PUPR
Pembangunan | ' APBN
Reservoir |
Hegia-t.éﬁ 3: Meningkﬂtl:lyﬂ pengelola N ' ) - APBD
irigasi pangetahuan petani ! | - ) ,
Rehabilitasi/Pameali t&ﬁta;g DE%TEE'DTEEHF:EFIHE,EH Kegiatan 1 1 1 il i1 1 1 2.000 BAMPROV, | Dinas PUPR
{ haraan laringan Irigasi irgasi { APBM
| Hegla?éh'ﬂ' . 1 Tersedianya Dokumen Dokuma_n 1 . = . " o i N 56.0_ o APBD, Cinas PUPR,
| Perencanaan | | = o ~ _|BANPROV, _| Dislakan, Dinas
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e Target Tahunan “Indikatif o
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan T R IR s SR ;MI 6 ?ﬁml Instansi Palaksana
2018|2019  |2020 |2021 (2022  |2023 2024 |AnEgaran o
i tahun (Rp Juta)
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIRFBON T
| Pernberdayaan Petani | Pombang.unanf ST [ T AF'EN. Lingkunﬁan Hidup
| Pemakai Air | Peningkatan, Rehabilitasi
| Sarana dan Prasarana
Sungai, Muara dan
Pengaman Kawasan Pantai
Kegiatan 5 : " | Prasarana Jaringan Irigasi 1 3
vang dipelihara |
Perencanaan [
Pembangunan, ’ |
Peningkatan, _ _ APED, .
Rehabilitasi Sarana Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 | 75O BANPROV, | Dinas PUPR
|dan Prasarana Sungai, APBN
| Muara Sungai dan
| Pengaman Kawasan
Pantai
Hegiatﬂn 6: Terlaksananya operasidan | | | ; -
pemeliharaan Sumber Alr | APBD,
Pembangunan dan Kegiatan 1 1 1 1 1 1 [ 1 4.000 BANFROV, | Dinas PUPR
Peningkatan Sumber ! [ | | APEM
Air . | ' _ :
| :
| INDIKATOR : Jumiah Stasiun Hidrologi Dan Klimatologi Yang Dilakukan Updating Dan Revitalisasi
[
I INDIKATOR : Jumiah Jaringan Informasi Sumber Daya Air Yang Dibentuk -
FROGRAM 1 ; Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Sumber Daya Air
Kegiatan 1: Tersedianya Data Kondisi - - -
_ Sungai dan Jaringan Irigasi |APBD
Penyusunan Sistem | | ' .
Informasi/Datsbage | Dokurmen 1 - - 500 ;E:F;:F?ﬂ"-", Dinas PUPR
|
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— s .?._.__ - .?Hhunén. T P e in .
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan % ) T :l:kam 8 ﬁ:mm?;aan Instansi Pelaksana
2018  |2019 2020 2021 2022 2023 2024 gsaran
5 tahun (Rp Juta)

PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

INDIKATOR : Jumiah Daerah Aliran Sungai (DAS) Yang Meningkat Jumlah Mata Airnya

[ INDIKATOR : Jumlah Wilayah Sungai (WS) Yang Memiliki Partisipasi Masyaraket Dalam Pengelolaan Daerah Tangkapan Sungai Dan Danay

INDIKATOR : Kegiatan Penataan Kelembagaan Sumber Daya Air

INDIKATOR : Jumlah DAS Prioritas Yang Meningkat Jumiah Mata Aimya Melalui Konservasi Sumber Daya Air Di Daerah Hulu DAS Serta Sumur Resapan

INDIKATOR : Jumlah DAS Prioritas yang Dipulihkan Kesehatannya Melalui Pembangunan Embung, Dam Pengendali, Dam Penahan Skala Kecil Dan Menengah

INDIKATOR : Proporsi Wilayah Cekungan Lintas Batas Dengan Pengaturan Kerja Sama Sumberdaya Air Yang Operasional

INDIKATOR : Perubahan Tingkat Sumber Daya Air Terkait Ekosistem Dari Waktu Ke Walktu

| INDIKATOR : Jumlah Danau Yang Ditingkatkan Kualitas Airnya

INDIKATOR : Jumlah DAS Prioritas Yang Dilindungi Mata Airmya Dan Dipulihkan Kesehatannya

INCHKATOR : Jumiah Danau Yang Pendangkalannya Kurang Dari 1%

'! INDIKATOR : Jumiah Danau Yang Menurun Tingkat Ermsin:.r}i. .




a7

5 Target Tahunan Indikatif
P Kegiatan / Indikator K - Alokasi Sumber |
rogram/ Kegiatan / r Kegiatan Satuan A | Instansi Pelaksa
2020 |2021 (2022|2023 2024 oy ARGRE] il
tahun (Rp Juta) | |
; PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON i o :
| PROGRAM 1 : Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) o
Kegiatan 1: 'Tﬂrsdéﬁi1n§'§dukurnen o | APBD o
Perencenaan pataniian dbtall DAS 3 3 '3 3 | 7.500 BANPROV, | Dinas PUPR
pengelolaan DAS |
Pengelolaan DAS AFEN
-Hegia_tr N Terbangunnya RTH Publik i = D N R D " APED, I.:!;.i.r:ﬁl;ﬁ Dinas
Ha 2! 5 1 '
| Penataan RTH ° & 3 =5 S | Es:;ﬁnw' Lingkungan Hidup
ﬁeglatén 3: T_m'éi.ﬁt',ﬁnya kawasan RTH o I APED B
ng asri " | Dinas PUPR, Di
Pemeliharaan Ruang | 0t Ha 25 30 35 35 1.800 BANPROV, | o Hidup,
Terbuka Hijau (RTH] | | APBM
Kegiatan 4 : Peningkatan Peran Serta 1 i | | I
_ | Masyarakat Dalam |
Perr;lng}aatan pﬁran 'Pengelolaan RTH APBD
serta masyarakat . ' Dinas PUPR, Dinas
| Kegiatan i 1 i 1 1.200 BAMNPROV :
dalam pengelalaan [ ' ‘
il o4 APBIN | Linghungan Hidup
Kegiatan 5 : Tersusunnya dokumen e -
s Kelembagaan dan Kemitraan 5
Pengembangan | Patisipatif Pengelolaan DAS ; APBD,
Kelembagaandan Terpadu | Dokumen [ - - 800 BAMPROV, |Dinas PUPR
| Kemitraan Partisipatif ' APBN
Pengelo-laan DAS '
| Terpadu |
Kegiatan 6 : Tersajinya laporan kemajuan APBD. e
kegiatan pengelolaan DAS di | DAS 3 3 3 3 4.500 |BAMPROV, |.Dinas PUPR
Pemantauan dan Kabupaten Cirebon | APBN
Evaluasl Pengalolaan .
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Sungai dan Fengaman
Pantai

Kegiatan 1

Peningkatan Edukasi
dan Komunikasi
Maszyarakat di Bidang
Lingkungan

| Meningkatnya helﬂmpnh

masyarakat paduli
linghungan yang mampu
secara mandiri
meangambangkan praktek-
prakte k ramah lingkungan
dan peningkatan akses
informasi lingkungan bagi
masyarakat

Kegiatan 2 :

Panlngkatan Kualitas

| masyarakat paduli
l lingkungan vang mampu

Menin gkatn;é'.k-ei;ﬁ?ﬁ'haié .

kelompok

kelompok

| PROGRAM 1 : Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Target Tahunan Indikatit
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan I :hm‘ Z g"md';“ Instansi Pelaksana
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 garary { TRRGAnGNN
tahun (Rp Juta) |
.F
: ._ R A KAGUPATEN GIREBON ™ i i R R e R
DA-S 0 i D g El " : 1 N
| PROGRAM 1 : Program Pengendalian Banjir N -
. Kegiatan 1 : | Saluran/Pantai Aman dari | ' o
_ | Daya Rusak Air Laut/Abrasi | !
Pemhﬂngunan_,f ; ; 5 E APED, F—
Peningkatan Sarana Paket |3 3 '3 3 3 3 3 | 4.500 BANPROV, | nas Lingkungan
dan Prasarana Muara | APBN Hidup, Dislaken
Sungai dan Pengaman
Pantai |
| Hegiatan 2 - Saluran/Pantai Aman Dari 1 T -
. | Daya Rusak Air Laut/Abrasi |
Rah ah_llma &l vang direhabilitasi : | APBD, D ,
Pemealiharaan Sarana Paket 3 3 3 i3 3 i3 3 4500 | BANFROV, !I"IHS Lingkungan
dan Prasarana Muara | APBM Hidup, Dislakan

INDIKATOR : Proporsi Unit Pemerintah Lokal Yang Manerhﬁkan Dan Melaksanakan Kebijakan Dan Prosedur Terkait Partlsipaﬁl Hﬂ5yarakat Dalam Pengelolaan A.lr Dan Sanitasi

Dinas Lingkungan
Hidup

APED,

1 1.200 BANPROV,
APEMN

1 1.200 AFED,
BANPROV,

Dlnas Llngkungan
Hidup




99

© Target Tahunan | Indikatif
: Alpkasi Sumber :
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan Instansi Pelaksana
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran & Pendanaan
tahun (Rp Juta)
~ | PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
| SRR N R : : '
dan Akses Informasi secara mandiri AFBM
Surmber Daya Alam mengembangkan praktek-
dan Lingkungan Hidup | praktek ramah lingkungan
dan peningkatan akses
informasi lingkungan bagi
masyarakat |
I ) TUJUAN : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN ECONOMI """+
INDIKATOR : Laju Pertumbuhan PDE per Kapita
INDIKATOR : FDE per Kapita
T INDIKATOR : Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja/Tingkat Pertumbuhan PDB Riil Per Orang Bekerja Per Tahun
—" PROGRAM 1 : Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor ' o S
Kegiatan 1: Pameran Perindustrian dan o : o -
Perdagangan, Temu Bisnis [ Binas
Pengembangan Pelaku Usaha Dengan Atase . HAFEL, Pardagangan
Informasi Pﬂluang I P&rdag&ngan EFDFIE sarta Hﬁ‘glﬂtan 1 1 1 1 1 I 1 1 1..201} B.l"I.NFHGIH". Perindgustﬁ:n
Pasar Perdagangan | pgmbuatan Katalog Produk APBH Disnaker
Luar MNeger Ekspor [
-'Kegi'atan 2 | Pembinaan proscdur ekspor | 1: T [
R dan impor bagi para Dinas
| Sosialisasi Kebijakan pengusaha kecil dan i APBD, Perdagangan
Penyederhanaan menengah | Pengusaha 100 100 100 100 | 100 100 100 300 BANPROV, | Perindustrian,
Prosedur dan ; ; ; APBHN Disnaker, Dinas
Dokumen Ekspor dan | | Koperasi UMKM
Impar '
|
Kegiatan 3 : Pemantauan Harga Barang Kegiatan 1 1 1 1 | 1 1 1 ‘oo |APED, Dinas
Kepokmas dan Barang | | | BANPROV, |Perdagangan
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Target Tahunan Indikatif
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan : e L 1 Alnkasi 6 ﬁu’nbar Instansi Pelaksana
. 2018 2019 2020|2021  [2022  |2023 2024 et s
: tahun (Rp Juta)
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBOM
Pengambangan Pasar | Penting/ Strategis serta APBN Perindustrian,
dan Distribusi Barang/ | survey katarsediaan barang Disnaker, Dinas
Froduk | kepakmas | Koperasi UMEM

— i e —— |
Kegiatan & : Pemungutan retibusi di O ; [

[ Pasar Pemda | | Dinas
Optimalizasi | | APED, | Perdagangan
Penarimaan Retribusi Pasar (9 ] 9 9 9 9 9 [2.100 BANPROV, | Perindustrian,

| Daerah APBM | Disnaker, Dinas

| Koperasi UMKM
i [
_________ - B B L _
INDIKATOR : Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jents kelamin
T "I'JRDGHAM 1: Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan A.smgan_m_"_mm T o - - i T
:Héﬁiamn 1: Pembangunan S E T T _ =
pasar/pemelihar aan pasar, |
Eenataan Sparana dan pengurasan drainase, | R | e
rasarana Fasar i | ' |
|
. fmﬁ:f;njzzzﬂf Pengisian | o car 9 9 9 9 9 9 9 822 BANPROV, | Perdagangan
kebakaran, pembangunan | iRl RETigNetio
kios dan los untuk pedagang |
kaki lima dan asongan [
Kegiatan 2 : |= Pelatihan manajemen
pengelolaan pasar, |
Pembinaan dan Bimbingan Teknis '
Pengembangan S50M penyelenggaraan pasar,
 Pasar Operasi terpadu APBD, Dinas
keamanan dan ketertiban | Pasar g 9 (9 9 9 9 9 540 EAMNPROV, |Perdagangan
pasar, Bimbingan Teknis | APBM Perindustrian

penataan Pedagang Kaki
Lima dan Asongan.
Bimbingan Teknis

* Pedagang Pasar Desa, |
Pelgtihan Petugas |
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o

: Target Tahunan Indikatif i
i ST | Mokasi Sumber ;
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan : Instansi Pelaksana
2018 | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran 6 if‘mm“
' tahun (Rp Juta) i

Keamanan dan Petugas
Retribusi Pasar

INDIKATOR : Persentase Akses Layanan Keuangan Formal UMKM

PROGRAM 1 : Frogram Fengembangan Kebijakan Pemerintah tentang Perekonomian

Kegiatan 1: Tersampaikannya 5
peningkatan bidang industri -
Peninghkatan Kebijakan | 430 perdagangan serta APBD, Dinas
Pemerintahan Daerah ) 1 dokumen 1 1 1 i 1 1 as0 BAMPROV, | Perdagangan
. . kumpulan untuk substansi APBN Perindustrian
Bidang Industri dan kebijakan di bidang industri
Perdagangan dan perdagangan |
‘Kegiatan 2: | Terlaksananya kegiatan - S
_ ) koordinasi, fasilitasi dan APBD, Dinas
ﬁZELZE;?E; : E?f;ﬁn susialisasi kebijakan OPD 14 gopymen 1 1 1 1 1 1 450 BANPROV, | Perdagangan
_ bidang koperasi dan UMKM APRN | Perindustrian
Bidang Koperasi dan | |
LIMEM !
'Kegiatan 3: Memfasilitasi 1 a
. pengambangan kawasan | AFBD, Dinas
Penyusunan kebijakan | pag| pelaku UMKM (outiet) | 1dokumen 1 1 1 1 1 : 1 450 BANPROV, | Perdagangan
tentang Usaha Kecll | maialui observasi lapangan ! APBN Perindustrian
Menengah oL |
Kegiatan 4 : = Jumiah pesarta pelatihan EENEREEE IR o ._ n ! !. 1
: | 5 | . APED, Dinas
Sosialisasi Kebijakan | - Laporan hasil pelatihan 1 dokumen |1 1 1 i1 1 1 450 EAMPROV, |Perdagangan
tentang Usaha Kecil APBN Perindustrian
Menengah
Kegiatan 5 : |- Jumlah pasarta pelatihan _ a APBD, Dinas N
[ 1 dokurnen 1 1 |1 1 1 1 450 BAMPROVY, | Perdagangan
Fasilitasi - Leparan hasil pelatihan i | APEN Perindustrian
| Pengemban gan Usaha N | I S—
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Target Tahunan Indikatif i i
S | .
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan e R e b T : s 6 ;Is}umdt::“ Instansi Pelaksana
2018 (2019 (2020 2021 2022 2023 2024 nggaran {rem i
: : - - = - —
; PROGRAM PEHER‘IMTAH WARUPATENM CIREEON :
| Kecil Menengah |
I . i SIS II VIR RTERNTL S § el
INDIKATOR : Bantuan Untuk Komitmen Perdagangan Dan Pencairan Pendanaan
- PROGRAM 1 : Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah tentang Perekonomian -
Kegiatan 1 : [ Tersampaikanny a [ [ o
) peningkatan bidang industri | ' .
| Peningkatan Kebijakan | 4o perdagangan sera i [ AFBD, Dinas
Pemerintahan Daerah kumpulan untuk substansi | 1 dokumean 11 1 1 1 1 : 1 1 450 BAMFROV, Pergagangan
Bidang Industridan | apiakan di bidang indusiri : bk FRINHRISEN
Perdagargan |dan perdagangan
i
Hegiatan 2 Terlaksananya kegiatan BN 1
| koordinasi, fasilitasi dan [ ! AFBD Dvirw
Peningkatan Kebijakan | o ciaticasi Lahi : ’ ' s
E_ J sgalallsasl kebijgkan OPD | 1 dokumen 1 1 1 1 1 1 1 450 BAMPROV, | Perdagangan
Pemerintahan Daerah | pigang penanaman modal di ; - | APEN Perindustrian
Bidang Penanaman kabupaten cirebon | . '
| Modal : |
_Hé-giaf.éﬁ'ﬂ H Tersampaikanmny a i R _ o S
| peningkatan dibidangpendap | .
Peningkatan Kebijakan | a5 dan kumpulan masukan { E iy e
1 p_ 1 dokuman 1 (1 1 1 |1 1 1 450 BAMPROV, |Perdagangan
Pamerintah Daerah untuk substansi kebijakan di | | APBN Perindustrian
Bidang Industri dan bidang perdagang I e
Perdagangan | [
INDIKATOR : Total Pengeluaran Pemerintah Dalam Program Perlindungan Sosial Dan Ketenagakerjaan Dalam Proporsi Terhadap Anggaran PDE
INDIKATOR : Jumiah Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
[ INDIKATOR : Persentase Dan Jumiah Anak Usia 5-17 Tahun, Yang Bekerja, Dibedakan Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur (Dibedakan Berdasarkan Bentuk-Bentuk Pekerjaan
Terburuk Untuk Anak)
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~ Target Tahunan Indikatif
Alokasi Sumber :
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan | 1 et & Pendanaan | MStansi Pelaksana
2018 2019 |2020 [2021 (2022 (2023 | 2024 ngge
! | tahun (Rp Juta)
| F
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON '
PROGRAM 1 : Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjgan
Kegiatan 1: ~Terlaksananya penyelesaian ' _ T _ B e
perselisinan Hubungan | | APBD Dinas
| Fasilitasi Panyelesaian  qq.ctrisl melalui mediasi | 5 ' ' Perdagangan
Prosedur Panyalasaian Kegiatan 1 1 1 1 1 |1 1 P ol Perindustrian,
Perselisihan Hubungan ; AFEN Disnakertrans
Industrial | -
Kegiatan 2 | Terlaksananya sosialisasi —
o peraturan pelaksanaan : [
Sosialisasi berbagai |
Peraturan a. Paraturan Perusahaan; ! Dinas
| Pelaksanaan tentang { i APHD,
_— : [ | | Perdagangan
| Ketenagakerjaan b. Perjgnjian Kerja Bersama;  Kegiatan 1 1 1 1 i 1 i1 i 1 300 BANPROY, Perindustrian
| APBMN ) i
. Organisasi Pakerja (Serikat i Disnakertrans
Pekerja);
| |
|
d. LKS Bipartit ! : !
| |
Kegiatan 3 : Terlaksananya Pembinaan | APRD, g o
| persyaratan kerja dan : : BANPROY, | nas
Pembinaan kesejahteraan melalui : { | APBM | Perdagangan
Persyaratan Kerja dan Kegiatan 1 1 1 1 1 1 [ 1 200 Fil ntlr i | Perindustrian,
Hesejahteraan Tenaga | a. Bimtak { | : . ol Disnakartrans,
| ) | Dunia
| Kerja | [ BRJS
. b. Seminar BPJS ; Usaha
@giamfﬁl - | Terlaksananya Fasilitasi o APBD, |
L Dewan Pengupahan : BAMPROV, | Dinas
e e e Kabupaten Cirebon . i : APBN, Perdagangan
Pengupahan Kegiatan 1 1 . * i B & 1 ' S Filantropi, | Perindustrian,
Habupaten Cirabon i i Dunia Disnakertrans
; Usaha
| o AR L o | S
Kegiatan 5 : Fekerja perempuan | Orang 100 120 175 200 [29n 250 250 400 APBD, Setda, Dinas
o mendapatkan haknya yang | - | EANPROV, |Perdagangan
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Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan

Satuan

Target Tahunan Indikatif
Alokasi
Anggaran 6
2018 2019  |2020 |2021  |2022 |2023 s tahun (Rp Juta)

Sumber
Pendanaan

Instansi Pelaksana

ol A LR s

e Nt LD i o

- 2 oA 85
fasilitasi penyelesaian | terampas dari adanya

.ﬂ;PBH;n Perindustrian,
prosedur penyelesaian | perselihan hubungan Filantropi, | Disnakertrans,
perselisihan hubungan | industrial Dunia
industrial isaha
Kegiatan 6 mar;turunnya pel:ngi_aran a - APBD, _

) peraturan perundan , BANPROV, | Dinas
peningkatan undangan ketenagakerjaan | APBN . Perdagangan
nEawasan, i ; | 5 :
penga hagi pekerja perempuan Orang 100 120 175 200 220 250 250 400 Fllantropi, | Perindustrian,
| parlindungan dan ! . e
' penegakan hukum | i Dunia E Disnakertrans
| terhadap norma kerja 5 ; oate i
| |
Kegigtan 7 terlaksananya sosialisasi APBD, i
P paraturan pelaksanaan BANBROV, | Dinas
sosialisasi berbagai tentang ketenagakarjaan } { APBM, | Perdagangan
peraturan ; rang 100 120 175 200 220 IQEU 250 G600 Filantropi, | Perindustrian
pelaksanaan tentang | , Dunia | Disnakertrans
ketenagakerjaan [ Usaha |
| i
Kegiatan8: terlaksananya pengawasan, | i APBD _
_ | perlindungan dan penegakan ' BANPROV, | Di
peningkatan hukum terhadap K3 - 5 APBN, | p;r:szgangan
pengawasan, | Orang 100 120 175 200 220 250 250 500 el M Parindustri
perlindungan dan _ ! f e |
penegakan hukum | | [ Dunia | Disnakertrans
terhadap K3 i _ .
Kegiatan 9 : | terlaksananya pembinaan i o [ I APBD, Din
| | persyaratan kerja dan | [ BAMPROV, | F‘erjzgangan
pembinaan | kesejahterasn melalui; ! ' ; APBN ;

: i ' 0 | 7 1 ! | Peri i
persyaratan kerja dan | imgek, seminar BPJS rang i i o = o A5G 00 Filartropi, | o oot
kesejahteraan tenaga | , Dunia | Dignakertrans,
kerja | | Lsaha i

|

INDIKATOR : Jumlah Wisatawan Nusanlara
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{ Target Tahunan Indikatif
Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan Satuan T ‘““"“‘m : g:‘mm Instansi Pelaksana
i 2018 2019 2020 2021 |2022 2023 2024 NEgar
| { tahun (Rp Juta)
| INDIKATOR : Jumiah Wisatawan Mancanegara
T " PROGRAM 1 : Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara
PROGRAM 2 : Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Heg}ﬂtaﬁ 1: Jumlah group seni yang
direvitalisasi, direkrontruksi, APBD,
Pelastarian dan diwari skan, dan dibari Grup 25 |25 25 25 25 25 25 4.200 BaMPROV, |Disbudparora
Budaya Dasrah i
Hegiatan 2 : Jumilah kegiatan kajlan nilal
budaya melalui seminar dan |
Pemberian dukungan. |jokakerya | APBD
penghargaan dan BCB 25 |25 25 25 25 25 25 600 | BANPROV, | Disbudparpora
kerjasama di bidang | | APBN
hudaya '
Kagiatan 3 : Meningkatnya Apresiasi dan FEEEE: PR I I
Pengembangan Karya Seni | APBD
Fasilitasi Partisipasi i ) | o )
i e s dan Kerajinan Tangan Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 1 | BANPROV, | Disbudparpora
Pengelolaan Kekayaan | APBN
Budaya |
Kegiatan 4 : Terbangunnya kawasan seni 3 T . I _ o
{ ) dan budaya di Kabupaten APBD
| Penyusunan kebljakan | girepon Kegiatan 2 - 12.000 BANPROV, | Disbudparpor
| pengelolaan kekayaan g - - : [riated r Shudparpara

hudaya lokal daesrah

lurmlah Gadung dan

Kawasan seni vang dibangun |

S — —
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Target Tahunan Indikatif e
Alokasi Sumber
Program / Megiatan / Indikator Kegiatan Satuan | Anggaran 6 Bandnnsaa Instansi Pelaksana
2018 12019 2020 2021 2022 2023 2024
tahun (Rp Juta)
o AT = . . MER m : p&m"_ P .__. -: SO U Ny oL z
H&giatan.ﬁ. : Jurnlah kegiatan kajian nilai f
budaya melalui seminar dan | | |
| Pengelolaan dan lokakarya | | | |
Pengembangan f _ | APED.
| Pelastarian |BCR | 25 25 25 25 | 25 25 25 600 BAMPROV, | Dishudparpora
Peninggalan Sejarah i APBN
Purbakala, Museum | |
| dan Peninggalan 5
| Bawah Air | {
i ! i — —
| Kegiatan 6 : Jumlah kesenian vang ! .
| dipergelarkan di luar daerah, | | APBD, )
Pengembangan 'Hari jadi Kabupaten Cirebon | Hegiatan 10 10 10 10 10 10 10 1.200 BAMPROV, |Disbudparpora
kebudaysan dan dan PHEN | APEN
pariwisata [
Kegiatan7: | Jumiah situs yang dibangun | - ) I o APED, , .
Pengembangan nilai | Situs 7 7 !7 T 7 7 7 3.00 E:g:ﬁmf. | Disbudparpora
dan geografi sejarah |
INDIKATOR : Jumiah Pekerja Pada Industri Pariwisata Dalam Proporsi Terhadap Total Pekerja '
| PROGRAM 1 : Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Pengembangan Kemitraan B
Kegiatan 1: Terbangunnya sarpras o [ ..____. -
pariwisata | i
Peningkatan | i 2 2 2 a00 giﬁﬁ;}{w | Disbudparpora
pembangunan Sarana | ODTW = 2 . i ? APBM I e
dan Prasarana : |
Pariwisata [ E
i L L | I _ 1 —
Kegiatan 2 ; | Bertambahnya berituk | | APBD
| . | | | ' ]
Felaksanaan | keasama pengembanga n |Orang 160 {160 160 160 160 160 | 160 | 750 BAMNPROV, | Disbudparpora
3 panwisata | AFBM
koardinasi : |
pembangunan i Juz i ] {_ ‘ - -
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= s

Target Tahunan Indikatif It
Alokasi  Sumber
Program / Kegiatan / Indilator Kegiatan AN 6 i P Aoan Instansi Pelaksana
2022 ggarar
tahun (Rp Juta)
L i ¢ LA ?_. an, I '-:z
e :m&:: o i o S
kemitraan ﬁariwisata '
|Kegiatan3a: | Jumlah kegiatan MICE yang | N o
} Peningk =] fllistsanian : | AFBD,
| Peninglkatan Feran | " '
| I i
| Serta Masyarakat |Heg|atan 2 2 1.200 !Eiglpl:mv. Disbudparpora
| dalam Pengembangan |
| Kemitraan Pariwisata |
‘ INDIKATOR : Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB
; INDIKATOR : Jumlah Devisa Sektor Pariwisata 7
' PROGRAM 1 : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah R
Kegiatan 1: Tercapainya Penerimaan - APHD. P
Pajak Dagrah " v adan Pengelolaan
Kajian Pemetaan Data Keglatan 1 1 600 E:{:: ROV, FPendapatan Dagrah
Objek Pajak Daerah
Kegiatan 2 : Data Obyek dan Subyek PBS | | APBD, ' Badan Pengelolaan
yang mutakhir |
Pernutakhiran Data Kegiatan 1 1 GO0 E?gl;ﬁﬂ\-‘ _ E:I;?:Eﬂtan
Obyek dan Subyek PBE |
Kegiatan 3 e Terwujudnya basis data — | o
obyek dan subyek PBE yvang APFBD, Badan Pengelolaan
Penyerahan SPTPD, | yutakhiran Kegiatan 1 1 | 60D BAMPROV, |Pendapatan
SKPD dan Penagihan | APEN Daerah
Pajak '
Keglatan & : | Tercapainya Target e . e —
Penerimaan Pajak Daerah APBD, Badan Pengelolaan
Tercapainya Target Kegiatan 1 1 60D |BAMPROV, | Pendapatan
Penerimaan Pajak |APBN Daerah
Daerah
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| Target Tahunan Indikatif
: Alokasi Sumber
' Program / Wegiatan / Indikator Kegiatan Satuan R ! Instansi Pelaksana
2018|2019 [2020 (2021 (2022  |2023 2024 Anggasan & PN
i tahun (Rp Juta)
i
sy e D
g a‘. e b " bt s ....m.. . ‘f';n. it I: 2 K : 43 .:. o o .'!s-._r.-g'.ﬂ-h, lﬁ‘ H
Kegiatan & Data Jenis Pajak Daerah | | AFBD, Badan Pengelulaan
Pemutakhiran Data Yang di Verifikasi Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 | 600 BANPROV, | Pendapatan
P Ruerte . | | . . ! APBM Daerah
Kugla'tva\a% T | Meningkatnya Penerimaan | 5 AFED, Badan P'BI'IE,NNEEH
Penyiairan dan | Pajak Daerah Kegiatan 1 1 1 1 1 1 ! 1 600 BANPROV, | Pendapatan
Penjaringan Pajak Daarah . i A APEM Daerah
Wegiatan 7 - Meningkatnya Kemampuan -
Pemnbinaan Penyusunan Petugég‘:ﬂtp'r Pajak dan Waljib ; AFBD, Badan Pengelolaan
Pelaporan Fajak Daerah Pajak Dalam Penyusunan Kegiatan 1 1 1 1 1 i | 1 600 EAMPROV, |Pendapatan
| Bagi Petugas UPT Pajak " | APBM Daerah
dan Wajib Pajak Pelaporan Pajak Daerah 1 - 1 L
agleanss, Tercapainya Peninghatan | APBD Badan Pengalolaan
; E:ﬁ'::."n::n Peink Pemahaman Wajib Pajak dan | ..o, 1 1 1 1 1 1 i 1 600 BANPROV, |Pendapatan
kb Pengetahuan Petugas f i APEN Daeran
I | Pemungut Pajak i | S - ...

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Febrmari 2019
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Lampiran III Peraturan Bupati Cirebon

Nomor

: 4 Tahun 2019

Tanggal : 12 Februari 2019
Tentang : Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

R

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan

Satuan

Target Tahunan Indikatif
2018 i T e e Ry
tahun (Rp Juta)

Sumber

Fendanaan

INDIKATOR:Persentase lakilaki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

INSTANSI

Kegiatan 1:

PROGRAM 1: Program Pemberdayaan Fakir Miskin

Keluarga Miskin yang

Aisvivah Kabupaten

Ormas
Fasilitasi pelatihan mempunyai Keterampilan Kepala 120 Filantropi | Cirebon
12 12 12 | L .

ketrampilan bagi keluarga Keluarga 0 0 0 120 | 120 120 360.000.000 | |

miskin ! Kamitraan

Kegiatan 2: | Keluarga Miskin | ' Bansos, Alsyiyah Kabupete
 Pembinaan pengelolaan | MEMBUnyai kemampuan Kepala ADD, Cirshon
keuangan keluarga bagi | Mengelola keuangan e 300 300 300 300 300 300 =0 18.000.000 | Filantropi
keluarga miskin keluarga ga i dan
l | Kemitraan

Kegiatan 3: Keluarga miskin | Bansos, Aisyvivah Kabupaten
Pendampingan usaha bagl | Meningkat kualitas s 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 120 72.000.000 | llantropt ifsaon
keluarga miskin hidupnya Heluarga : dan

; Kamitraan

I — EEFE PSR ¥ & SRS CEN B I P o -

Kegiatan 4 Eks Pekerja Migran | | Forum Warga Buruh

Eimbingan Sosial dan Bermasalah Sosial 5 B0 | Migran Indonesia

Heterampilan bagi Eks Mempunyai Ketrampilan Orang 80 8O 80 B8O B0 B0 24 kemitraan | [lokasi: pangenan,

Pekerja Migran Dan Memiliki KUBE | gebang, babakan,

Bermasalah Sosial | pabedilan)

Kegiatan 5: Pe ik T.

Mpuan mem ; |
Pembentukan Kelompok kmr:m&”ﬂ“a;" oy - | BAZNAS Kahupaten
' | Girebo
Usaha F'mdul(tlf menghasilkan sebuah Kelompok 5 5 | 5 5 5 5 5 300.000.000 |Dana ZIS Ireton
Ferempuan dari Keluarga
: prodik
Miskin




| melaksanakan
; akctivitasnya

Target Tahunan Indikatif
B Alokasi Sumber
Pro iatan/Indikator Kegiatan Satuan
| gram/Kegjatan/| egi SR i | 2024 Anggaran® | Pendanaan | NSTANSI PE
; tahun (Rp Juta)
| Kegiatan 6: Orang miskin mendapat BAZNAS Kabupaten
| Pemberian Bantuan Pembiayaan Usaha Trang 250 300 ang 250 T00.000.000 |DanaZIS Cirebon
| Modal Usaha Mikro Perorangan
pendudulk miskin BAZMAS Kabupaten
mendapat Pembiayaan Kelompok 12 12 12 12 3.600.000.000 |Dana 215 Cirebon
Lsaha Kelompok
Kegiatan 7; Meningkatnya derajat BAZMNAS Kabupaten
Satu Keluarga Dhuafa pendidikan anak fakir Orang 10 10 10 10 240.000.000 |Dana2ls | Cirebon
Satu Sarjana miskin |
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
it - sl | 62N Kabupot
ga Paket i 1 i i 1.200.000.000 | Dara 215 Cirebon
pemberian bantuan [
terhadap korban Bencana |
Kegiatan 2 : ; BAZNAS Kabupaten
Kegiatan Ketahanan Bantuan Paket Sembako Orang 500 500 500 500 300.000.000 |Danazis | Cirebon
Pangan bagi fakir miskin |
Kegiatan 3: Terlayani terbant
¢ = an;:}l‘ra;i?}nrﬂﬂr?l;a?a il BAZNAS Kabupaten
Pemberian Santunan g Orang 500 500 500 500 300.000.000 |Danazis | Cirebon
Yatim Dhuafa Jompo Jompo gl
INDIKATOR : Persentase Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
Program 1 : Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Kegiatan 1 Panyandang disahilitas BAZMNAS Kabupaten
Pelatihan Disabilitas | yang miskin mernilki Orang 20 20 20 20 300.000.000 |Dana 215 Cirebon
| keterampilan
! — | ETE—— - —
Kegaiatan 2: | Penyandang |
Pemberian Bantuan | disabilitas/cacat vang 1 MN’!'E Kabupaten
Penyandang Cacat | miskin terbantu untuk Orang 10 10 10 10 180.000.000 |Danazls | Cirebon




L]

T

arrummenna

Target Tahunan Indikatif
L 4 3 e Alokasi Sumber
Fragram/Hegiatan/Indikator Kegiatan Satuan ELAKSA
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2023 i Anggaran 6 | Pendansan | 'NSTANSI P
: it : lahun (Rp Juta)

INCHKATOR  : Proporsi penduduk penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) stau Kartu Indonesia Sehat (KIS)

PROGRAM 1 : Program Advokasi Peningkatan Layanan Kesehatan

Kegiatan 1: Warga miskin yang | ' ! }.!;.isyiyah Kabupaten
| Perdataan dan advokasi | Memenuhi persyaratan | [ BRndos Cirabon
| JKN PEI dan KIS bagi mendapatkan haknya : ' 120 Fil nt e

warga miskin yang atas layanan dasar | Orang 120 120 120 120 | 120 120 3,000,000 d;‘ ropi

memenuhi syarat i Kemitraan

penerima tapi tidak

mendapatkan haknya

Kegiatan 2: Peninghkatan kualitas ;

Pambinaan dan hidup warrga miskin ‘ E.?_"ESE' i | isvivah Kab
pendampingan kepada | Penerima JKN PBI dan Orang 120 120 120 120 120 120 120 3.000.000 d' ot o & 5{;3’“ Upaten
| warga miskin penerima Kartu KIS Hgmitraan i
| JKM PBI dan KIS |
Kegiatan 3 i
FPambearian bantuan biaya | Fasien miskin mendapat 5

- . . | | BAZNAS Kabupaten
rawat jalan bagi pasien i pelayanan kesehatan
Sttt dengan dibanty Bigya Orang 10 10 10 10 10 10 10 120.000.000 |DanaZis | Cirebon
rawat jalannya

Hegiatan 4. Pemberian Pelayanan -

Bantuan Pengobatan kesehatan,/ Pengobatan 5 | BAZMAS Kabupaten

Gratis dan Pendirian secara gratis bagl fakir Orang 500 500 | 500 500 500 500 500 15.000.000 |Danazis | Cirebon

Rumah Sehat miskin . E

Kegiatan 5: Anak fakir miskin | j e BAZMAS Kabupaten

Khitanan Massal mendapat bantuan Orang 200 200 200 | 200 200 | 200 200 600.000.000 |Danais | Girebon

khitanan massal !

Kegiatan 6: Pemberian Pelayanan | N
| Pemberian bartuan Eﬁs??ﬂk?ﬂ S_EE_BFH gratis | |

Ambulance Gratis agi fakir miskin i Unit - 1 : 200000000 |DanaZis  |prop s Kabupaten




| Target Tahunan Indikatif ]
T Alokasi Sumber |
Program/Kegiatan/indikator Kegiatan Satuan 2024 | INSTAMSI PELAKS
2018 | 2019 | 2020 | 2021 i 2022 | 2023 Anggaran€ | Penganaan |
tahun (Rp Juta) {
INDIKATOR  : Persentase rumah tangga vang memiliki akses tEI"hﬂdEp layanan sanitasi layak dan bm‘l-:ekanjuian
_I_f_*tt_l_}rHATﬂH Proporsi p-upulas| panl:lm:luk yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan t:eﬂ-celanjutan
| PROGRAM 1 : Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
Hegiatan 1: Terpenuhinya kebutuhan - | ! BAZMAS Kabupaten
Bantuan Jamban Keluarga | Sanitasi layak (jamban) | Unit 50 | BOD 50 50 50 0 50 45.000.000 | DanaZIS Cirebon
bagi fakir miskin I
Kegiatan 2; | Adanyva infrastruktur :
Operasional dan permukiman dan BAZNAS Kabupaten
Sosialisasi Rumah Sshat | Pemberian Pelayanan Paket | 1 1 1 | 1 960.000.000 |DanaZls  |Cirebon
kesehatan secara gratis [
bagi fakir miskin | |
INDIKATOR .Iumlah rumah tangga yang memillkl ﬂhsﬁs terhadap Hunian yang Jwak dan t&rjanﬂtau
PROGRAM 1 : Program Pemhlnaan dan Pengemhanganlnfrasuuktur Permuluman
Kegiatan 1: ' Fakir miskin memiliki | BAZNAS Kabupaten
Rehabilitasi RUTILAHU Rumah Layak Huni Rumah 200 200 200 200 200 200 200 18000000000 |DanaZl5 | Cireban
i |
- . | B RS
( INDIKATOR  : Rasio Anghka Fartisipasi Mumi (AFM) perempuan/lakilaki di SMP/MTs/sederajat
Program Pendidikan Menengah Pertama
Kegiatan 1. l
Stimulan Biaya pendidikan | Anak-anak dari fakir f BAZNAS Kabupaten
Siswa miskin dapat terus Orang 2.000 | 2000 | 2.000 2000 | 2.000 2.000 2.000 | 3.600.000.000 |DanaZIs  |Cirebon
melanjutkan sekolah
| tingkat menengah [
Keglatan 2 ; | ::Iﬂl". Er;i;: Ig::::nklr rT'IISJ'iII'I ' | - i BATMNAS Kabupaten
Pembangunan RKB dan | Menda i - | | : Ci
Pkt g‘;ﬂp ey pendidikan hingga sekolah Uriit . 1 4.200.000.000 |Dana ZIS irebon
tingkat menangan |
Kegiatan 3: Anak-anak dari fakin miskin
Operasional SMP Baznas | mendapat layanan ; i BAZNAS Kabupaten
pendidikan hingga sewolah | Kelas | . 2 4 6 ) 4.320.000.000 |DanaZI5 | Girebon
tingkat menangah ‘ . :



i Target Tahunan Indikatif
: v i ] Alokasi Sumber
Program,/Hegiatan/Indikator Hegiatan Satuan | ] 2024 INSTANSI P
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 SRS | Do
: tahun (Rp Juta) | _
| INDIKATOR: Persentase Perempuan Pernah Kawin berusia 1549 tahun yang proses kelahiran terakhimya di fasilitas kesehatan.
| PROGRAM 1: Program Sosialisasi dan Pendampingan Kesehatan Ibu Hamil
Kegiatan 1: EF*er!|ir'|g!f..=_rca|n pengetahuan : Bansos,
Sosialisasi Kesehatan  [@an pemahaman ibu ADD, | Perguruan Tingg|
bagi Iou Hamil namsl tentang palayanan Orang 300 300 300 300 300 300 18.000.000 | Filentropi | Muhammadiyah ,
_ antenatal ke empat (K4) o Dan |“atsyiyah Cirebon
; Kemitraan |
Kegiatan 2 : Peningkatan jurmlah lbu | ' | Bansos,
Pendampingan Kesehatan | hamil yang mendapatkan | | ADD, Perguruan Tinggl
Ibu Hamil Fﬂ'ﬁ!ﬁ'"ﬂ: antenatal ke Orang 300 300 | 300 300 300 300 | 18.000.000 Filsntropi | Muhammadiyah ,
empat (K4) 200 dan | “Aisyiyah Cirebon
el | Kamitraan .
INDIKATOR:Persentase kabupaten/kota yang mencapai B0% imunisasi dasar lengkap pada bayi
PROGRAM 1:Program Sosialisasi dan Pendampingan Pelayanan Kesshatan Bayi dan Balita
| Kegiatan 1: Peningkatan dan Bansos
Sosialisasi pada Pasangan Pﬂrnahaman Pasanga_n_ _ 300 Ellantroni :
Usia Subur yang memiliki Uﬁls_l Subur yang memiliki Orang 300 300 300 300 100 300 18.000.000 i pi Perguruan Tingg
| BE}"I dan batita | hﬂ'ﬂ dan batita tentang Dan Munhammadiyvah ,
| | imunisasi dasar lengkap Kemitraan | “Aisyivah Cirebon
Kegiatan 2 : Peningkatan jumlah Bansos,
Fendampingan Pasangan | Pel@vananimunisasipada | ADD, Perguruan Tinggi
Usia Subur yang memiliki | Payidananakdi bawah Orang 300 300 300 300 300 300 | 18.000.000  Fijantropi | Muhemmadiyah,
bayi dan batita dua tahun | | . 200 dan “Aisyiyah Girebon
. o | i S HRrEan
INDIKATOR:Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) serua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
PROGRAM 1: Program Pembinaan dan Pendampingan Pelayanan Kontrasepsi
Kegiatan 1: Peningkatan ! Bansos,
Sosialisasi KB bagl pengetahuan FUS i ADD, Perguruan Tinggi
Pasangan Usia Supur | tentang berbagai macam Orang 300 300 | 300 300 300 300 | 18.000.000  Filantropi | Munammadiyah
PUS | metode KB dan | I Dan *Aisyivah Cirebon

| dampaknya

o

Kemitraan




i Target Tahunan Indikatif :
Program,/Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan | Alokasi Sumber
| 2018 2019 2020 2021 2022 2023 e Anggaran 6 | Pendanean | NSTANSI PELAKSA
i ; tahun (Rp Juta)
Kegiatan 2 : Peningkatan jumilah Bansos
Pendampingan pelayanan | “Epesertaan KB | . Perguruan Tinggi
KB bagi Pasangan Usia Orang 300 300 300 300 300 300 200 18.000.000  Filanropi | Muhammadiyah
Subur (PUS) | 23?.1 raan | “Aisyiyah Cirebon
TUUAMN 20 TANPA KELAPARAN
| INDIKATOR:Prevalensi kekurangan glzi pada anak balita — —
INDIKATUI_?: Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta
INDIK.E_TQH : Prevalensi malnutrisi atau wasting (berat badan atau tinggi badan) pada anak usia kurang dari 5 tahun o ) )
INDIKATOR : Prevalensi anemia pada ibu hamil -
INDIKATOR : Persentasi bayi kurang dari 6 bulan yvang mendapatkan AS| Eksklusif ) - -
PROGRAM 1. Pendirian dan pengelolaan Rumah Gizi Balai Sakinah ‘Aisyivah di desa
 Kegiatan 1: eningkatan pengetahuan l T
Sosialisasi Gizi bagi agl remaja putri, ibu .
remaja putri, ibu hamil, amil dan keluarga, ibu ) . )
ibu dengan balita, ibu engan balita dan FI"?TEE' Dinas Kesehatan,
dengan anak stunting, gizi [*EIUBIEa, ibu dengan anak Orang 300 300 300 300 300 300 18.000.000 [Sr;ﬂaaqnh? Perguruan Tinggi .
buruk dan gizi kurang, tunting, anak gizi buruk, 300 ' | Muhammadiyah, ‘Alsy
Juga bagi ayah dan nenek @nak kurang gizi dan dan Cireban
untuk dukungan nyata. eluarga tentang giri dan Kemitraan
eutamaannya
Kegiatan 2 ; Penurunan jumiah anak E i -
Konseling Gizi dan kurar_ng gi_zi. jumlah L ADD,
Koseling Menmyusui bagi stunting, jumiah S0 Filantropi | Dinas Kesehatan,
| magyarakat malnutrisi, jumlah kasus | iInfak dan R
anemia pada ibu hamil | orang 300 300 300 | 300 300 300 18.000.000 |, daoh) Perguruan Tinggi »
carta penin | * | Muhammadiyah, ‘Aigy
serta peninghkatan dan | Cirebon
jumitah bayi vang lulus ) |
AS| Ekslusif Kamitraan
Kegiatan 3 : Penurunan jumlah anak _ o | o | S
| Pendampingan kurang gizi, jumlah | Filantropi | " —_—
pengolahan makanan stunting, jurmlah ' (Infak gan | Perguruan Tinggi
bergiz emiatnutrial, Jurniah kaaus orang 300 300 300 300 300 300 3000 18.000.000 | gogaqny, | Muhammadiyah, Aisy
| anemia pada ibu hamil Kemitraan Cirebon
— | serta peningkatan F )




Target Tahunan Indikatif
. AMokasi Sumber
Program,/Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan i o024 I
. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Anggoran 6 | Pendanaan | [NSTANSI PELAKSS
: tahun (Rp Juta)
Irjurnlﬂh rayi yang lulus '
| ASI| Ekslusif
Kegiatan 4 Penurunan jumiah anak | —
Pemberian makanan | kurang gizi, jumlah iInfalk dgn Perguruan Tinggi
tambahan secara berkala | SIUNUNE, dan jumianh orang 120 120 120 120 120 120 120 14.400.000 |goqaqon), | Muhammadiyah, ‘Aisy
bagi bayi terindikasi gizi malnutrisi. i e ' | Cirebon
| buruk dan kurang gizi SHrAaN
. Kegiatan 5: Penurunan jumiah anak
Pengelolaan kebun gzl H:’HFEEE‘Fi- j'-l'”;:ah | Filantropi
masyarakat SINtNg. jumia Infak dan ;
B e wet e | | - g 150 | 150 | 150 | 150 150 150 e 18.000.000 | Sodedat Munemmediyss, 4
anemia pada ibu hamil ng AR i ' E_” ammadiyah, “Aisy
| serta peningkatan an irebon
jumlah bayi yang lulus Kemitraan
ASI Ekslusif
Kegiatan & : | Penurunan jumlah anak | Filantropi
Pemnelih itasi kurang gizi, jumlah - ; Perguruan Tinggi
| emeliharaan Sanitas stunting, dan jumlah orang 120 120 120 120 120 120 €.000.000 gg;akqﬂﬁ;] Muhammadiyah, ‘Aisy
malnutrisi. ' " | Cirebon
120 Kemitraan
TUJUAN 3 : KESEHATAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN o
 INDIKATOR:Proporsi perempuan pernah kawin umur 1549 tahun yang proses kelahiran terakhimya ditolong olen tenagakesehatan teriatin _
INDIKATOR:Proporsi perempuan pernah kawin umur 1549 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan
INDIKATOR:Angka Kematian |bu (AKI)
INDIKATOR:Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup
INDIKATOR:Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup
INDIKATOR:Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup o
PROGRAM 1: Sesialisasi dan Pendampingan Layanan Kesehatan Reproduksi dan Pemenuhan gizi Keluarga
Kegiatan 1: Peningkatan pengetahuan | -
Sosialisasi Hesehatan dan pemahaman remaja .
Reproduksi dan gizi bag puitsi (yang akan | | Filantropi i
remaija putri dan ibu mengalami kehamilan) ) ! ; (Infak dan | FErguruan Tinggi
o ot b herid ieeR8iE Orang 120 120 | 120 120 | 120 120 120 6.000.000 | gngaqon), | Muhammadiyah, ‘Aisy
kesehatan reproduksi dan | Kamitrasn Cirebon

kecukupan gizi bagiibu |

hamil |




TUJUAN : PENDIDIKAN BERKUALITAS

Target Tahunan indikatif |
Program,/Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan s e -1 - Swvbar
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 = 2023 e Anggaran& | Pendanaan | NSTANSI PELAKS/
s e tahun (Rp Juta) |
| Kegiatan 2: | Ibui hamil mendapatkan
Pendampingan layvanan asupan gizi yang Filantropi
Kesehatan Reproduksi | mencukupi dan (Infak dan | parayryan Tinggi
dan pemenuhan gizi mendapatkan pelayanan Orang 300 300 300 300 300 300 300 6.000.000 |Sodagohl, | pmyunammadiyah, ‘Ais
keluarga bagi ibu hamil pemariksaan sabalum, | dan Girebon
saat dan sesudah { ) |
mefahirkan dengan baik { Ay
INDIKATOR Hemahan akibat pmyaklt jantung, kanher diabetes, atau penyakit pernapasan Kronis -
PRDGRAM 1: ngmmpenanggulanﬁn penyakit tidak menular kanker serviks dan I:ankar payudara melalul Iva test dan saﬂarms
Hegjatan 1= ’Penmghatan pengetahuan T _
Sosialisasi kanker serviks 930 pemahaman PUS GO0 Fllantropi
dan kanker payuda[a sarta tenta ng I:len:fﬂkﬂ tidak {lﬂfﬁl‘i dan Perguruan -rlrlggl
deteksi dini lvatestdan ~ Menular kanker serviks orang 600 600 600 600 600 600 18.000.000  S00800h): | Munammadiyah, ‘Ais)
sadarnis pada PUS dan kar‘ke‘: I?E;”:j;am dan Cireban
| serta deteks! dini IVA test |
- :rdan sadarnis | ki
| Hegiatan 2 : umlah PUS yang sudah ] - ' | Filantropi i
Pendampingan dan melakukan pemeriksaan | |{Infak dan | Dinas Kesehatan,
pelayanan pemeriksagn  [A&teksi dini IVA test dan orang 200 200 200 200 200 200 200 12,000,000 |Sodagoh), |Perguruan Tinggi
deteksi dini iva test dan adarnis : [ dan Muhammadivah, “Aisy
. Kemitraan sl
INDIKATOR:Prevalensi panyalahgunaan narkoba
PROGRAM 1: Program Pencegahan Penyaiahgunaan Narlmba
Kegiatan 1: | Meningkathkan _ i
Sosialisasi tantang bahaya | | pengetahuan dan
| penggunaan Narkoba dan | PEmahaman pelajar SMP Filantropi
| dampaknya bagi masa dan SMA dan (infak dan | i
depan pengguna masyarakat tentang i | Perguruan Tingg|
bahaya penggunaan Kegiatan 2 2 2 2 2 2 2 6.000.000 |S0dagoh). | pMyhammadiyah, *Aisy
narkoba dan dampaknys dan Cirabon
hagi masa dapan [ Kemitraan
penggunanya




Target Tohunan | Indiketif
p : i Alokasi Sumber
rogram,/Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan R O e RS | 2024 | augaan6 | Pendanasn | INSTANS) PELAKSA
= ! | tahun [Rp Juta)

INDIKATOR: Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang herkemhang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembtalajafan dan psikososial, menurut jenis kelamin
INDIKATOR: Angl-r,a Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

S —— S S S—

Kegiatan 1. Tersedaang.ra alat { Filartropi

Pembangunan sarana permainan edukatif untuk : : (infak dan | ‘Alsyivah Cirebon

bermain PALD H.EEI-E"IEI'I 2 2 2 2 2 [ 2 5 12.000.000 Sodagoh) !Dikdaﬁmen POA
Kemitraan |

kegiatan 2: Tarlaksananya Filantropi .

Peryelenggaraanpendidik | Pembelajaran Pendidikan  PAUD dan TK (infak dan | “Mjsyivah Cirebon,

ananakusladini Anak Usia Dini dan ABA , - " e o 12 5 15 36.000.000 | sodagoh), | pikdasmen PDA

TK ABA | Kemitraan

TUJUAN : KESETARAAN GEN DER
INDIHATDR Persentase korban kekerasan temadap penam puan yang mendapm Iayanan kumpremnarr

PRDGHAM 1: Program Fenanganan Imrt:-aﬂ hekerasan tea‘hadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif

Kegiatan 1: Pesarta cmasyamkat]
hak-hak perlindungan Filantropi . .
perlindungan dari tindak F Kegiatan 2 2 2 6.000.000 Pusat Studi Wanita,
kekerasan dalam berbagai | | ga:" “”gakﬁ kegemszn g dan Atsptyah Girelson
bentuk dan dimensi alam berbagal bentu i ¥
: | dan dimensi Hemitraan
| Kegiatan 2 : | Peserta {masyarakat)
| Pelatihan Kesadaran PRIEATPISN MmAaAhem] :
| hak-hak perlindungan | . |
| Hukum e orang | 2 | 25 25 | 255000  Kemitraan |WCC Mawar Balgis
i dalam berbagai bentuk : | |
dan dimensi !
Kegiatan 3 Paserta (masyarakat
Pengembangan system terutama kaum .
dan mekanisme perempuan) memahami
d iliki akses
I:n;gn;dﬁél:::‘ g:;&mpuan ir?rgrnn:;rs‘:;lr:lé;lui A orang 25 25 25 45,000 Kemitraan | WCC Mawar Balgis
mengakses hak-hakrya informasi tentang hak-
| hak perlindungan dari
| tindakan kekerasan
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Kegiatan 4

Fendampingan korban
kekerasan seksual

Kegiatan 5
Felatihan Tenaga

Pendamping korban
kekerasan seksual

"INDIKATOR:Proporsi ku

Kegatan 1:

Felatihan Kepemimpinan

Ferempuan

Target Tahunan Indikatif i
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan Alokasi Sumber
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 e Anggaran 6 | Pendanaan | INSTANSI PELAKSA
________ A tahun (Rp Juta)
Pesarta (masyarakat
terumata kaum
perempuan) memahami
mekanisme pengaduan arang 25 25 25 25 25 45,000 Kemitraan | WCC Mawar Balgis
dan memiliki akseas
| advokasi jika mengalami
f tindakan kekerasan i
Korban kekerasan | |
| sekeual mendapatian orang 75 75 75 75 75 180.000  |kemitraan  WCC Mawar Balgis
layanan vang herkualitas
lurnlah petugas yang - I
pernah dilatih
pendampingan dan ) :
pemulihan E‘laental korban orang 25 25 25 25 2h 130.000 Kemitragn | WCC Mawar Balgis
pelecehan atau
kekerasan seksual
i kursi yang diduduki perempuan di DPRD o
INDIKATOR:Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial -
' PROGRAM 1: Program pelatihan pengembangan kapasitas
1. Pemimpin dan kader . 1 Filanu;::-ﬁ;
organisasi perempusn (Irfak dan | Perguruan Tinggi
yang beralhlak balk dan Muhammadiyah, ‘Aisy
rarmp rmielakukan Kegiatan 6 6 6 6 6 6 12.000.000 Sdﬂdaqﬂh]. | Pusat,
an |
advokasl isu-su g , ‘Aisyiyah Cirebon
pETEmpUan Kemitraan
2. Lahir kaderkader g . Filantropi Perguruan Tinggi
perempuan yang Kegiatan 6 6 6 6 6 6 12.000.000 | UK 9 punammadiyah, ‘aisy
daqo, | o cat, “aisyivah Girebe
— S | Kemitraan
3 Pemimpin dan kader
Organisasi  persmpuan
yang herakhlak  baik {
|
dan mampu malakukan orang 20 20 20 20 20 255000 iH_Bmi‘t_rﬂﬂn WCC Mawar Balgls

advokas isu-isy

pErEMpuan
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Target Tahunan Indikatif
3 Alokasi Surmber
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2024 INSTANSI P
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Anggaran6 | Pendanaan
tahun (Rp Juta) i
| INDIKATOR: Proporsi pererm:mr: umur 20-24 tﬂhun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sabalum urmur 18 tahun
INDIKATOR:Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umuor 25-49 tahun
INDIKATOR:Angka kelahiran pada remaja perempuan umur 15-19 tahun per 1000 perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertitility Rate/ASFR)
INDIKATOR:Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)
INDIKATOR: Total Feru!ity Rate (TFR)
PROG RAM 1: Program Kesehatan Rﬂpmdl.m.ﬁl REITIEJE
Kegiatan 1 Jumiah remaja yang i ' 120 |Filantropi | Dinas Kesehatan,
Sosialisasi tentang memahami KRR . AInfak dan | perayruan Tinggi
Kesehatan Reproduksi Qreng & = 120 120 - e R | Sodaqoh). | Muhammadiyah, ‘Aisy
Remaja (KRR} i _ l Kemitraan | Girebon
INDIKATOR : PrnporSI waktu yang dihabiskan untuk peker]aan rumah 'tanma dan perawataﬂ berdasarkanjenls kelamm kelompok umur dan Iol-:asl
Program F’emngkatan peran serta dan kesetaraan gander dalam pembangunan
| Keglatan 1: Jumiah kegiatan | ! _
' Soslalisasi terkait dengan | Sosialisasi yang Terkait | ' Filantropi
Kesetaraan dengan Kesetaraan | 1 ilnfak dan | Pusat Studl Wanlta,
Gender,Pemberdayaan | GENder, Pemberdayaan Kegiatan 1 1 1 1 1 1 12.000.000 | Sedaaohl, |y oo Wilayah,
Perempuan dan ;zflfmpua” di” i dan ‘Aisyiyah Cirebon
H n AN
Perlindungan Anak rindungan Ana Kemitraan
Kegiatan 2 : | Terbhentuknya kelompok
Pembinaan organisasi | Perempuan dan _ _
perempuan bertambahnya anggota orang 100 150 175 200 220 250 600 kemitraan | TURC
kalompok perempuan
dalam pembangunan
lumiah kelompak
perempuan dalam kelompok 8 B 8 ] ) 103.500 kemitraan | WCC Mawar Balgis
pembangunan
Kegiatan 3 Jumilah kelompok :
| Penyuluhan bagi Ibu persmpuan dalam | |
| Rumah Tangga dalam pembangunan ' ; ) E i
Membangun Keluarga kelompok 8 g 8 B | 8 | i 103.500 : kemitraan | WCGC Mawar Balgis
Sejahtera | L ‘
i D TR N B
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{ Target Tahunan Indikatif
¢ { 1 Alokasi Sumber
Program/Kagiatan/Indikator Kegiatan Satuan | 2024 INSTANSI
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Anggaran& | Pendanaan
| | tahun [Rp huta)
Cogaond = | — bl TR ST i
Pelaksanaan Sosialisasl | Jumiah kaglatan { :
H L
pzﬁxiﬁjﬁa‘iﬁ“““' sosialisasi Orang 200 | 200 200 200 200 200 | 45.000  |kemitraan |WCC Mawar Balgis
Perempuan dan |
| Perlindungan Anak o | I B - I
INDIKATOR : Jumlah kebijakan yang Responsif Gender mendukung pemberdayaan perempuan
 Program 1. Perlindungan Anak dan pemberdayaan Perempuan
Kegiatan 1 Terkoordinasikanmea Jlsitah
Koordinasi lintas dinas | PeMyelesaian masaiah ity 1 1 1 1 1 1 22500 |kemitraan |'WCC Mawar Balgi
dan Lembaga Layanan | Perindungan anak dan kegiatan a
pernberdayaan perempuan i
Program 2 : Kesetaraan gender dan Pemberdayaan Perempuan
Kogiatan1 Jumlah kebijakan terkait | [
. perlindungan perempuan |
Peningkatan Perlindungan |4 o) o erasan Jumlah [
EZLZT;;;: dariTindak |2 tisusun, direviow, kegiatan 1 1 1 1 1 1 85.000  |kemitraan WCC Mawar Balgi
' dikoreksi dan |
_ | diharmenisasikan SIS L N .
Kegiatan 2 Jumish kebijshan terkait
Peningkatan perlindungan | Perlindungan perempuan Jumlah ;
bagl perempuan dengan | dengan masoahsosielyang | |- otme | 1 1 1 1 1 1 32500  |kemitraan WCC Mawar Balgi
masalah soslal disusun, direview, dikareksi
dan dihammonisasian
Program 3 Program Cirebon Berkesetaraan Gender dan Anak Ceria
Kegiatan Terwujudnya kesejakhtaraan | )
Permbinaan ketahanan sosial masyarakat yang orang 25 i 25 25 25 25 25 43,750 kemitraan  WCC Mawar Balgi
Keluarga Berbasis Gender | 1€0ih berkualitas ;
Program 4 : Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Kegiatan 1 Peserta (masyarakat) B ]
Seminar den Sosialisasi DEFEPT;(UEH mgmmmﬂdiﬂ . :
Perlindungan Perempuan | Nak-hak pertindungan dan | | [ i : i
g p Siakan kekovaaatvERiRc | crang 25 | 25 25 25 25 | 25 45.000 kemitraan | WCC Mawar Balgis
berbagai bartuk dan dan | 5
dimengi i | i
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| peraturan pelaksanaan
tentang ketenagakerjaan

tentang ketenagakerjaan

| ] Target Tahunan Indikatif :
Alokasi Sumber |
Frogram/Kegiatan,/Indikator Kegiatan Satuan I 2024 i INSTAMNSI PE
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Anggaran6 | Pendanaan |
e R i tahun (Rp Juta) i
Kegiatan 2 Meningkatnya peran
Diskusi Regular masyarakat (komunitas)
Komunitas Dampingan dalam upaya pencegahan | Frekuensi ' . ke :
£3 dan penenganan Sl 12 12 12 12 | 12 12 103.500 | kemitraan  WCC Mawar Balg
kekerasan terhadap |
. perempuan dan anak |
| Kegiatan 3 Bertambahnya pihak
Kampanya penghapusan | YEng terlibat dalam upaya
Kekerasan terhadap | pencegahan dan .
Perempuan (International | PEnanganan kekerasan orang 300 300 | 300 300 | 300 300 85.000 kemitraan | WCC Mawar Balgi
Woman day & 16 hari Anti | téfhadap perempuan dan '
Kekerasan terhadap | anak ' |
Perempuan) i |
ITLLIU.!".I‘.L 8 FEHEHJMN LAYAK DAN FEHTUMEUH&H EKONOMI
IN DIK&TGH I_ipah rata-rata per‘]am ........ - -
F’mgram 1 Program Perlindungan Pengemhangan LEmbaga Ketenagakerjaan
F‘egﬁ?" 1 Pekerja perempuan _
asili mendapatkan haknya [
Penyelesaian a dart :
Prosed yang terampas dari ) _ i
rosedur adlama Darlilien orang 100 120 175 200 220 250 400 kemitraan | TURC
Penyelesaian b i T
ﬂerﬁenﬁi‘han | nu ungan InAusIa
hubungan industrial L e S _— I |
| Kegiatan 2 Menurunnya pelanggaran
| Peningkatan Pengawasan, | PEraturan perundang- | ! E _
perlindungan dan |undangan _ orang 100 120 | 175 200 220 250 A00 | kemitraan | TURC
| Penegakan hokum | ketenagakerjaan bag| ! E
t&rhﬂdap norma kerja i pekerja perempuan |
IHDIH.AT[]H Jumilah perusahaan yang menerapkﬂn norma KS
ngr&m P&rimdungan pengembangan lembaga Hetenagal:enaan
Kegiatan 1 Terlaksananya sosialisasi | . ‘ o
isasi i graturan pelaksanaan | _
| Sosialisasi berbagai P p orang 100 120 175 | 200 290 250 G500 | kemitraan | TURC
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kemitraan ;TURG

kemitraan TURC, BPJS

Pj. BUPATI CIREBON,

DICKY SAROMI

e e ek R : . : : Target Tahunan Indikatif
i e O el e SR P S I It i R e e P i | Alokasi
Program,/Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2024
o A ¥ 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2023 Anggaran §
tabun (Rp Juta)

? Kegiatan 2 Terdaksananya [ | :
| Peningkatan Pengawasan | PENESWasan, ! I ;

perlindungan dan perlindungan dan orang 100 120 | 175 | 200 220 250 500

Penegakan hokum penegakan hakum |

terhadap K3 terhadap K3 . i
. l — I S | —
| Kegiatan 3 Terlaksananya | [ |
' Pembinaan Persyvaratan pembinaan persyaratan |
| kerio dan Keselahoraan | Keria dan kesejahteraan orang 100 | 120 | 175 | 200 | 220 | 250 600

tenaga kerja melalui Bimtek seminar [ ' |

BPJS ' i '
TTD

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 15 Februari 2919
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR i SERI =&
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